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KATA PENGANTAR

Economic Student Conference merupakan kegiatan seminar yang pesertanya adalah
mahasiswa Program Sarjana Ekonomi Pembangunan, khususnya mahasiswa peserta mata kuliah
seminar. Walaupun begitu, mahasiswa peserta mata kuliah non-seminar dapat disertakan dalam
kegiatan ini setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah non-seminar.
Makalah yang dipresentasikan adalah makalah yang mereka siapkan selama perkuliah semester
berjalan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang menyangkut
pengembangan kompetensi keterampilan, khususnya membuat karya tulis ilmiah dan
mempresentasikannya di forum seminar ini. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berkesempatan
untuk mendapatkan pengalaman langsung suasana akademik dalam suatu forum seminar.
Kegiatan ini menuntut mereka untuk dapat mempresentasikan makalah secara baik dan
menanggapi berbagai komentar dan pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta yang hadir
secara baik pula.

Kegiatan Economic Student Conference diselenggarakan setiap akhir semester di bawah
koordinasi Laboratorium Ekonomi Pembangunan. Sebagai bagian dari proses pembelajaran,
seluruh kegiatan melibatkan mahasiwa baik sebagai moderator, kepala ruangan, reviewer,
discussant (Khususnya untuk para alumni) dan kesekretariatan. Keterlibatan dosen dalam
kegiatan ini dibatasi pada perannya sebagai reviewer makalah yang diberikan setelah presentasi
dan tanya jawab selesai.

Dalam proses me-review, dosen dari Program Sarjana Ekonomi Pembangunan memilih
tiga makalah terbaik. Ketiga makalah ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti
kemutahiran topik dan ketaatan penulisan makalah pada kaidah karya tulis ilmiah. Untuk tahun
akademik 2019-1, tiga makalah terbaik adalah: 1) PENGARUH FEMALE HUMAN CAPITAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA yang disusun oleh Monica Estasya
(2015110009); 2) FDI DAN KUALITAS UDARA DI INDONESIA 1987-2017: APAKAH TERDAPAT
HUBUNGAN KAUSALITAS? yang disusun oleh Muhammad Fachmi Fadilla (2016110071); 3)
BAURAN KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DALAM MENCAPAI
STABILITAS HARGA DAN STABILITAS KEUANGAN yang disusun oleh Nadia Restu Utami
(2016110065) dan Nia Yustiana (2016110026). Selain pemakalah terbaik, Economics Student
Conference kali ini memilih tiga peserta teraktif, yaitu Imam Kurniawan Pratama (2015110051),
Calvin (2016110006) dan Ming Shen (6021801005).

Masih banyak hal-hal dalam penyelenggaraan kegiatan ini yang perlu disempurnakan
lebih lanjut. Semoga penyelenggaraan kegiatan ini di masa mendatang akan semakin baik.

Bandung, Januari 2020

Ketua Laboratorium Ekonomi
Pembangunan

Hilda Leilani Masniaritta Pohan
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STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANJA ONLINE

Adira Frizkilanov (2015110040)

Kevin M. (2016110020)

Arnoldus Y. D. (2016110044)

Andreas K. (2016110049)

Nadhya Giovana (2016110074)

Riris S. T. Sihombing (2017110023)
Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah memengaruhi kehidupan
bermasyarakat. Terlebih lagi penggunaan media sosial yang memudahkan
komunikasi sehari-hari. Media sosial merupakan sarana yang (umumnya)
memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan belanja online. Meskipun
mudah, belanja online juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan sebelum
melakukannya. Otoritas Jasa Keuangan mengatakan ada 19.000 penipuan belanja
online dan kemungkinan risiko lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu
adanya peran Rumah Tangga, Perusahaan Swasta, Institusi Keuangan, dan
Pemerintah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
menjadi hambatan dan kemungkinan risiko di masa mendatang.

Kata Kunci: Teknologi, Media sosial, Belanja Online

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, cara hidup masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-
sehari semakin berubah seiring dengan kemajuan teknologi, komputer, dan telekomunikasi
(Suhendro, 2007). Setelah teknologi semakin berkembang, sistem perdagangan pun ikut
berkembang, bahkan saat ini transaksi bisnis online dapat dilakukan melalui internet (Utami,
2012). Perkembangan teknologi juga telah membantu perusahaan-perusahaan modern merubah
strategi bisnis yang awalnya berfungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik
menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan customer.
Sistem bisnis ini dikenal sebagai electronic commerce (e-commerce) atau belanja online yang telah
mengubah cara perusahaan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan konsumen dan
mitra bisnis. Secara sederhana, sistem belanja online membantu penjual dan pembeli untuk
melakukan transaksi dengan menggunakan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan
tanpa perlu saling bertemu. Jaringan ini dapat dibangun melalui saluran telepon, saluran tv kabel,
dan satelit radio (Kalakota, Manager’s Guide to Electronic Commerce: Addison-Wesley. Defining
Electronic Commerce, 1996).

Menurut data dari Bank Indonesia, jumlah transaksi belanja online dari tahun 2012 hingga
tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Peningkatan transaksi online tersebut disebabkan

7



X T

Laboratorium Ekonomi Pembangunan

karena banyaknya pengguna internet di Indonesia. Peningkatan paling besar adalah dari tahun
2017 hingga tahun 2018 yang mengalami peningkatan sebanyak 1.979.378.972 kali transaksi. Hal
ini disebabkan karena adanya peningkatan transaksi melalui perangkat mobile. Menurut laporan
Sea Internet Economy, terdapat 152 juta jiwa pengguna internet aktif di indonesia dan sebesar
88% dari total pengguna internet tersebut menggunakan internet untuk melakukan belanja online
(databoks, 2019).

Grafik 1. Jumlah Transaksi E-commerce

Jumlah Transaksi E-commerce
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Disisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyajikan data
pengguna internet di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun
2018 (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 2014).

Grafik 2. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
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Perkembangan belanja online di Indonesia didorong oleh banyaknya manfaat yang dapat
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dirasakan secara langsung oleh penjual maupun pembeli, diantaranya (1) transaksi memudahkan
semua orang di seluruh dunia untuk dapat memesan dan membeli produk yang dijual melalui
media komputer tanpa harus terbatas jarak dan waktu; (2) transaksi yang dilakukan telah
diprogram di dalam komputer sehingga dapat menurunkan biaya operasional (operating cost);
(3) sistem belanja online menyediakan informasi secara lengkap dan dapat diakses setiap waktu;
dan (4) mempercepat produksi, dimana ketika perusahaan kehabisan barang, pemesanan bahan
baku dapat dilakukan dengan lebih cepat dan teratur karena menggunakan sistem online yang
telah terprogram dalam komputer (Dina, 2013).

Namun selain manfaat yang diperoleh dari belanja online, Otoritas Jasa Keuangan
mengatakan ada 19.000 penipuan belanja online dan kemungkinan risiko lainnya (Putra D. A.,
2019). Beberapa risiko yang sering terjadi dan perlu diperhatikan, diantaranya: (1) Financial Risk,
yaitu kekhawatiran konsumen mengenai rendahnya tingkat keamanan dalam melakukan
transaksi keuangan; (2) Product Risk, yaitu terbatasnya informasi dan gambar mengenai bentuk
fisik suatu produk serta kekhawatiran konsumen mengenai produk yang dibeli tidak dapat
berfungsi atau tidak sesuai harapan dalam penggunaan dan bentuk fisiknya; (3) Time Risk
merupakan risiko waktu yang terbuang untuk mengganti barang yang rusak dalam belanja online;
dan (4) Delivery Risk, yaitu risiko yang mungkin terjadi dalam proses pengiriman barang, seperti
risiko kehilangan produk dalam proses pengiriman kepada konsumen, risiko rusaknya produk,
dan risiko salah pengiriman. (Turban, King, Lee, & Viehland, 2003).

1.2. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan
dalam melakukan perdagangan elektronik serta mengetahui peran pemerintah, institusi
keuangan, sektor bisnis, dan rumah tangga dalam menghadapi perdagangan elektronik.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Belanja online merupakan kegiatan jual beli barang maupun jasa melalui jaringan
elektronik. Kegiatan belanja online melibatkan transaksi e-commerce yang memudahkan penjual
dan pembeli melakukan transaksi melalui internet. Disisi lain, Kalakota dan Whinston (1997)
menjelaskan definisi kegiatan e-commerce dari perspektif yang berbeda yaitu: (1) bila dilihat dari
perspektif komunikasi, e-commerce merupakan penyediaan barang, jasa, informasi atau
pembayaran melalui jaringan komputer atau alat elektronik lainnya; (2) bila dilihat dari
perspektif proses bisnis, e-commerce merupakan aplikasi dari teknologi dengan tujuan
mengotomatisasi transaksi bisnis dan langkah-langkah dalam melaksanakan pekerjaan; (3) bila
dilihat dari perspektif pelayanan, e-commerce didefinisikan sebagai alat yang mengatasi keinginan
perusahaan, konsumen dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan
kualitas barang/jasa dan meningkatkan kecepatan pengiriman layanan; dan (4) bila dilihat dari
perspektif online, e-commerce merupakan penyediaan untuk membeli serta menjual produk dan
informasi di internet dan layanan online lainnya (Kalakota & Whinston, Electronic Commerce: A
Manager's Guide, 1997).

2.2. Peran Rumah Tangga

Rumah tangga biasanya akan melakukan tindakan pencegahan risiko untuk
meningkatkan rasa aman dalam membeli barang dari belanja online. Tindakan yang dilakukan
antara lain dengan mencari mitra-mitra yang terpercaya dengan menampilkan informasi
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usahanya secara jelas, baik itu foto maupun video dari jenis produknya atau keterangan lainnya.
Rumah tangga atau household dapat meningkatkan tingkat keamanan privasinya sendiri dengan
membatasi informasi pribadi sebatas nama, alamat, umur, nomor kontak tergantung jenis
pembayaran yang dibutuhkan. Untuk menghindari financial risk dalam melakukan pembayaran,
Rumah tangga atau household juga dapat melakukan metode pembayaran COD (Cash On Delivery)
dimana konsumen melakukan pembayaran setelah barang yang dibeli sudah sampai alamat yang
dituju dan konsumen juga dapat memastikan terlebih dahulu kondisi barang yang sudah dibeli.
Disisi lain, untuk mengurangi kerusakan barang yang dibeli saat pengiriman dilakukan, rumah
tangga dapat meminta kepada mitra untuk melakukan packing kayu atau bubble wrap. Hal
tersebut juga dapat membantu menjaga waktu proses pengiriman karena dapat menghindari
tambahan waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan sebelum barang yang dipesan
sampai tujuan. Selain itu, rumah tangga dapat menggunakan jasa asuransi yang tersedia pada
bagian pembayaran untuk mengurangi kerugian ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan.
Dari segi rumah tangga dalam mengelola risiko terhadap belanja online biasanya lebih kepada
meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam melakukan transaksi. Dalam sistem
pembayaran secara online, rumah tangga juga sudah terjamin oleh situs belanja online itu sendiri
dengan menjaga uang yang sudah dikirimkan kepada mitra, sehingga ketika barang yang dibeli
tidak sesuai seperti keterangan mengenai produk, uang yang sudah dikirim dapat dikembalikan
(Bell, 2012).

2.3. Peran Sektor Bisnis

Sektor bisnis memiliki strategi tersendiri untuk mengurangi risiko belanja online. Secara
khusus mengantisipasi terjadinya risiko transaksi e-commerce, diantaranya (1) sektor bisnis
menjadi mediator antara penjual dan pembeli. Hal tersebut dapat mengurangi risiko penipuan
transaksi e-commerce dimana pembeli mengirim sejumlah uang kepada sektor bisnis yang
menjadi mediator, kemudian sektor bisnis memberi informasi kepada penjual bahwa uang sudah
dikirim kepada sektor bisnis tersebut. Selanjutnya, penjual mengirim barang yang dipilih oleh
pembeli, lalu pembeli akan melakukan verifikasi kepada sektor bisnis jika barang sudah sampai.
Terakhir, sektor bisnis akan mengirim uang kepada penjual. Peran yang dilakukan sektor bisnis
dapat mengurangi risiko transaksi e-commerce, khususnya penipuan karena dapat meningkatkan
kepercayaan pembeli (sektor bisnis tersebut resmi dan berbadan hukum); (2) sektor bisnis dapat
menjadi penjelas informasi. Hal tersebut dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian produk
dimana sektor bisnis memberikan tempat (untuk berkomentar) bagi pembeli untuk memberikan
penghargaan atau keluhan terhadap penjual. Informasi yang dapat ditampilkan hanya dari
pembeli yang sudah selesai melakukan transaksi. Langkah tersebut dapat membuat pembeli baru
mengetahui sedikit informasi mengenai penjual, seperti ketepatan produk, layanan penjual, dan
informasi lain mengenai produk yang ingin dibeli (tokopedia, 2019).

2.4. Peran Institusi Keuangan

Peran institusi keuangan dalam menanggulangi risiko belanja online lebih kompleks
karena institusi keuangan harus dapat menjaga konsumen dan produsen ketika bertransaksi.
Tindakan yang dilakukan institusi keuangan dalam menanggulangi risiko kepada konsumen,
antara lain: (1) Memberikan edukasi bagaimana cara bertransaksi dengan tujuan masyarakat atau
calon konsumen memiliki pengetahuan pada saat bertransaksi di dunia daring; (2) Institusi
keuangan memberikan rujukan situs belanja online yang aman dan terpercaya, dengan
memberikan rujukan situs belanja online yang terpercaya akan meminimalkan product risk dan

financial risk; (3) Perbankan dapat memblokir akun bank penipu; (4) Institusi keuangan dapat
10



Economics Student Conference 2019-1 Proceedings \(

memberikan kredit kepada konsumen yang ingin melakukan belanja online tetapi hanya
mempunyai dana yang terbatas; dan (5) Institusi keuangan juga memberikan Payment Gateway
yang membuat pemrosesan transaksi menjadi lebih efisien. Sehingga dapat menciptakan
ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan
pemrosesan transaksi yang mencakup otoritas, kliring serta setelmen secara domestik. Selain itu,
institusi keuangan juga meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengamanan data
transaksi nasabah dalam setiap transaksi (Kusumastuti & Tinangon, 2019).

Gambar 1. Proses Pembayaran Bukan Tunai GPN

Ciient fAerchant
——————— 1.Permintaan pembayaranonline ——— % .-
(@ . n=
9. Konfirmasi pembayaran & pengiriman produk
3. Permintaan 4. Notifikasi 9. Tanda terima 2. Permintaan
- :
S et disetujuifditolak pembayaran e

Issuer E E Acquirer

5. Data transaksi

8.Kliring
mmm — 6. Datatransaksiharian dan dana .
-.-. aEEm
: ; : < 7.kliring, rekonsiliasi, dan settlement mpggwm
Lembaga Switching Lembaga Service

(Sumber: Bank Indonesia)

Payment Gateway (PG) merupakan pembayaran online dalam sistem e-business yang
berhubungan dengan sistem perbankan. PG sebagai sistem yang bertujuan khusus mengurusi
pembayaran dan otoritas pembayaran sebagai sebagai perantara antara client dan merchant
dalam sistem aplikasi yang menghubungkan sistem perbankan, serta secara langsung
memindahkan dana dari akun bank client pembayaran online merchant. Pembayaran melalui PG
akan memproses transaksi umumnya melalui visa, master card, kartu debit serta jaminan
pembayaran cek elektronik memerlukan otentikasi yang ketat, jaminan kerahasiaan dan
keutuhan serta jaminan keakuratan transaksi online (Kusumastuti & Tinangon, 2019).

2.5. Peran Pemerintah

Dalam mengantisipasi terjadinya risiko belanja online, pemerintah membentuk kebijakan
yang pada dasarnya harus memenuhi lima prinsip. Pertama, tidak boleh menimbulkan
ketidakpastian atau menimbulkan risiko yang tidak perlu. Kedua, menyediakan insentif yang
tepat untuk individu dan institusi agar dapat melaksanakan rencana dan persiapan mereka
sendiri tanpa memaksakan risiko dan kerugian pada pihak lain. Ketiga, memperhatikan dampak
jangka panjang dari kebijakan. Keempat, kebijakan bersifat fleksibel dan jelas. Kelima, dapat
melindungi pihak-pihak yang rentan terhadap risiko negatif (The World Bank, 2014).

Regulasi yang diciptakan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi pengguna
transaksi elektronik dan bisnis elektronik. Kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah, yaitu (1)
pendaftaran perusahaan e-commerce sesuai dengan Peraturan menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem
Elektronik, untuk pendaftaran pelaku usaha (Indonesia, 2014); (2) Kepastian dan kesepahaman
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mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pengaturan FE-commerce, bertujuan untuk
memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara PMSE dan konsumen
dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. UU tersebut mengatur pelaku
usaha wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar, paling sedikit harus
memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi,
persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan
atau jasa, dan cara penyerahan barang (Indonesia, 2014); dan (3) Dukungan pemerintah dalam
pengembangan iklim e-commerce dengan menyiapkan kebijakan dan regulasi, yaitu melalui UU RI
Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertujuan untuk
mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum
yang memiliki yurisdiksi di wilayah hukum Indonesia maupun diluar, Peraturan Pemerintah RI
No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) (Indonesia,
2012),UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perdagangan, Peraturan BI No. 11/12/PBI/2019 tentang
Uang Elektronik (Electronic Money) mengenai batas nilai dana float lembaga selain bank,
peraturan ini juga mengatur mengenai batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan dalam
media elektronik (Indonesia, 2009). Regulasi yang diciptakan bertujuan untuk menghadapi risiko
dalam berbelanja online.

Guna mewujudkan visi pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan
kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020, pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional
Berbasis Elektronik (SPNBE) untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi
masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Aspek dalam
(SPNBE) 2017-2019, antara lain: (1) Pendanaan, akses modal kepada perusahaan start up dan
berkembang yang membutuhkan dana; (2) Perpajakan, bagaimana menerapkan pajak pada UKM
untuk e-commerce yang memiliki platform-marketplace; (3) Perlindungan Konsumen bertujuan
untuk pembuatan regulasi dengan tujuan melindungi konsumen, pelaku industri dengan
penyederhanaan pendaftaran perijinan bisnis untuk pelaku e-commerce; (4) Pendidikan dan SDM,
memberikan edukasi kepada seluruh ekosistem e-commerce; (5) Meningkatkan Infrastruktur
Komunikasi Nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan industri e-commerce melalui
perluasan pembangunan jaringan broadband; (6) Logistik, tujuan untuk pemerataan sistem
logistik dari desa ke kota dengan pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), peningkatan
kapasitas penyedia jasa logistik lokal dan nasional serta pengembangan alih daya logistik UMKM;
(7) Keamanan Siber dengan tujuan meningkatkan keamanan terhadap kejahatan dunia maya
serta pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan kesadaran masyarakat akan bahaya
kejahatan dunia maya; dan (8) Pembentukan Manajemen Pelaksana, melakukan monitoring dan
evaluasi implementasi peta jalan e-commerce. Instansi yang terlibat, antara lain: (1) Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; (2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan; (3) Kementerian Komunikasi dan Informatika; (4) Kementerian Dalam Negeri; (5)
Kementerian Keuangan; (6) Kementerian Perdagangan; (7) Kementerian Perindustrian; (8)
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (9) Kementerian Hukum dan HAM; (10)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (11) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi; (12) Kementerian Perhubungan; (13) Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (14) Kementerian Badan Usaha
Milik Negara; (15) Sekretariat Kabinet; (16) Badan Koordinasi Penanaman Modal; (17) Badan
Ekonomi Kreatif; (18) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (19) Kantor Staf
Kepresidenan; (20) Bank Indonesia; dan (21) Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia, 2017).
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Pemerintah berperan sebagai regulator e-commerce dengan tujuan terciptanya iklim
perdagangan digital yang aman dan jelas. Peraturan yang berlaku mengatur para pelaku bisnis
dalam melakukan perdagangan sehingga kepentingan publik terlindungi dengan adanya
kepastian dari pemerintah. Peraturan dan kebijakan yang tertuang dalam SPNBE bertujuan untuk
mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda dengan
melibatkan instansi pemerintah yang memiliki wewenang sesuai dengan tugas dan fungsi serta
peran masing-masing. Dengan adanya regulasi dari pemerintah, informasi mengenai pelaku usaha
dapat teridentifikasi sehingga produk, identitas penjual dan sistem transaksi dapat diketahui
secara pasti, tujuannya adalah mengurangi risiko pelanggaran hukum dan perlindungan
konsumen terutama dalam melakukan belanja online

3. SIMPULAN

Dampak penerapan sistem belanja online sebagai akibat perkembangan teknologi
informasi menimbulkan masalah baru pada financial risk, product risk, time risk, dan delivery risk.
Financial risk berupa keamanan dalam transaksi, product risk berupa produk yang dikirim tidak
sesuai ekspektasi, time risk berupa waktu yang berkurang akibat belanja online, dan delivery risk
berupa kehilangan dan kerusakan barang. Beberapa peran mengatasi risiko financial risk adalah
mediator oleh sektor bisnis, kebijakan perlindungan konsumen dan keamanan cyber oleh
pemerintah, rumah tangga menggunakan sistem COD untuk keamanan transaksi dan payment
gateway oleh institusi keuangan. Beberapa peran mengatasi risiko product risk adalah penjelas
informasi oleh sektor bisnis, UUD Perdagangan oleh pemerintah, rumah tangga menggunakan
sistem COD untuk mengetahui ketepatan produk, dan pemblokiran akun rekening bank oleh
institusi keuangan. Beberapa peran mengatasi time risk adalah pemerataan logistik dari
pemerintah. Beberapa peran mengatasi delivery risk adalah asuransi produk oleh sektor bisnis
dan rumah tangga dapat meminta pengemasan tambahan berupa packing kayu atau bubble wrap.
Langkah manajemen risiko yang dilakukan rumah tangga, sektor bisnis, institusi keuangan, dan
pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan belanja online di Indonesia.
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UPAYA MANAJEMEN RISIKO DALAM KECELAKAAN DAN
KETERTIBAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN TOL
CIPULARANG
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Abstrak

Pada tahun 2014 WHO mencatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan
tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi dengan rata-rata 1,2 juta orang
meninggal dunia. Salah satu tol yang tercatat rawan kecelakaan oleh Badan
Pengusaha Jalan Tol (BPJT) Kota Bandung adalah Tol Cipularang (Cikampek-
Purwakarta-Padalarang). Mulai dari kecelakaan lalu lintas ringan yang tidak
menimbulkan korban jiwa hingga kecelakaan lalu lintas berat yang menelan
korban jiwa. Jumlah korban jiwa yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas di
Tol Cipularang akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah,
pengelola jalan tol dan masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola risiko dengan
memberikan himbauan-himbauan, rambu lalu lintas, dan juga kebijakan-
kebijakan agar angka kecelakaan dapat berkurang. Akan tetapi data menunjukan
porsi terbesar penyebab kecelakaan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia
bukan karena sarana dan prasarana.

Kata kunci: Tol Cipularang, pengelola risiko, pemerintah, Tol Cipularang.

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab kematian tertinggi di dunia saat
ini. Berdasarkan data yang dirilis World Health Organization (WHO), setiap 24 detik terdapat satu
orang kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas dan hanya dalam kurun waktu tiga tahun
jumlah korban tewas akibat kecelakaan bertambah sebesar 100.000 orang. Kecelakaan lalu lintas
terjadi dapat dipengaruhi oleh kondisi arus lalu lintas yang padat ataupun yang lenggang. Namun
kecelakaan yang sering terjadi karena diakibatkan oleh faktor manusia itu sendiri mencapai 95%
kecelakaan. Sekitar 65% kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal akibat faktor
manusia (Grime, 1987). Data WHO 2014 mencatat bahwa jumlah korban jiwa kecelakaan lalu
lintas di Indonesia mencapai angka rata-rata 1,2 juta jiwa meninggal dunia dan 50 juta lainnya
mengalami luka-luka. Sementara itu angka kematian kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan tol di
Indonesia tercatat sebanyak 56% dan belum terhitung korban luka lainnya (Adelaide, 2012).
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Jalan Tol Cipularang adalah jalan yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan
Bandung, selesai dibangun pada akhir April 2005 dan diresmikan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 7 Juni 2005. Jalan tol ini dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama Cikampek-
Sadang (dibuka pada 1 Agustus 2003) dan Padalarang-Cikamuning (dibuka pada 21 September
2003, 17,5 Km) lalu tahap 2 dibangun Sadang-Cikamuning (dibuka pada 26 April 2005, 41 Km).
Melalui tol ini, jarak Jakarta-Bandung hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit (jika tidak
macet) dan dihitung dari Cawang. Tol Cipularang merupakan salah satu ruas jalan tol dengan
angka kecelakaan yang cukup tinggi dibandingkan ruas tol lainnya. Pada penelitian sebelumnya
angka kecelakaan di ruas jalan Tol Cipularang mencapai 30 orang meninggal dunia dan 58 orang
luka-luka, sedangkan pada tahun 2018 angka kecelakaan meninggal sebanyak 73 orang dan 123
orang luka-luka atau sekitar 3 orang meninggal setiap 2 minggu yang melewati jalan Tol
Cipularang. Tujuan penelitian ini adalah pemetaan risiko kecelakaan lalu lintas pada ruas Tol
Cipularang.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab dalam kecelakaan di ruas
jalan Tol Cipularang mengingat jumlah korban jiwa akibat kecelakaan cukup tinggi dan untuk
mengetahui apa upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kecelakaan di ruas jalan Tol
Cipularang.

1.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Manajemen risiko

Faktor manusia

- Risiko kecelakaan

Besarnya kasus kecelakaan yang terjadi pun tidak luput dari kemungkinan bahwa faktor
manusia dan kendaraan menjadi alasan kecelakaan terus terjadi. Faktor manusia yang tidak taat
aturan memiliki dampak yang lebih besar terjadinya risiko kecelakaan semakin rendah tingkat
ketaatan pengemudi dalam berkendara di jalan tol akan menyebabkan jumlah kecelakaan yang
terjadi dapat semakin tinggi. Maka upaya manajemen risiko yang dilakukan pemerintah atau

Faktor kendaraan

pihak lain sangat diperlukan untuk menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas.
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2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian
sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang
dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian berbentuk jurnal yang berkaitan dengan penelitian

yang dilakukan penulis.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Setiawan, Deni,
& Asima,
Mayani. 2019

Pemetaan Risiko
Kecelakaan Lalu
Lintas di Ruas Jalan
Tol Cipularang

Hasil analisis yang paling berpengaruh terhadap
kecelakaan lalu lintas yaitu, pertama adalah faktor
manusia yang disebabkan oleh kurang antisipasi
sebanyak 1.688 kecelakaan, mengantuk 1.568
kecelakaan dan yang kedua adalah faktor kendaraan
disebabkan oleh ban pecah sebanyak 410 dan rem
blong sebanyak 288 kejadian kecelakaan. Kecelakaan
biasa terjadi di hari libur dan jam kerja pada waktu
00.00 - 06.00 & 12.00 - 18.00 kondisi cuaca cerah.
Sedangkan untuk faktor kondisi jalan pada KM 90-93
kecelakaan terjadi karena kondisi jalan terdiri dari
tikungan dan tanjakan.

Blackspot Location
and
Recommendation to
Reduce Number and
Severity of Accidents
on Purbaleunyi Toll
Road.

Ada banyak lokasi blackspot di sepanjang jalan tol ini
dan direkomendasikan solusi yang terkait dengan
kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kepatuhan
terhadap kelayakan kendaraan, diseminasi program
keselamatan jalan kepada pengguna jalan. Selain itu
perlu dilakukan penanganan blackspot secara terus-
menerus.

Sutandi, A.
Caroline, &
Gosalim,
Wilson.

Rizky Intan

Mauliza et al.

Pelanggaran
Kecepatan
Kendaraan pada
Ruas Jalan Tol
Cipularang

Hasil penelitian secara keseluruhan didapatkan
bahwa rata-rata kecepatan kendaraan mobil
penumpang sebesar 88 km/jam, truk 62 km/jam dan
bus 72 km/jam dengan persentase kecepatan rata-
rata untuk mobil penumpang, truk dan bus berturut-

turut sebesar 43%, 5% dan 22%. Hal ini menunjukan
terdapat pelanggaran batas kecepatan maksimum
untuk kendaraan mobil penumpang dengan
persentase yang tinggi (lebih dari 30%) atau
kecepatan rata-rata lebih dari 80 km/jam.

2.2. Landasan Teori

Prof Dr. Ir. Soemarno, M.S resiko merupakan suatu kondisi yang timbul karena
ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Salah
satu risiko yang sering terjadi ditemui adalah risiko kecelakaan lalu lintas. kecelakaan menjadi
penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia, menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot
Eddy Pramono. Faktor kendaraan dan manusia menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.
Menurut National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, 2005), lebih dari 30%
kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan faktor kecepatan yang menyebabkan angka kematian dan
social cost yang tinggi.
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3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara kualitatif atau mencari teori dari
beberapa sumber terpercaya atau dengan observasi atau turun langsung ke lapangan. Metode
deskriptif kemudian dikelola untuk memperoleh suatu gambaran mengenai peristiwa yang ada
saat ini di lokasi yang diteliti atau yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh suatu
permasalahan yang akan dilakukan analisis atau identifikasi.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data ruas jalan Tol Cipularang pada tahun 2014-2016 yang
mencangkup data kecelakaan jenis kendaraan golongan I dan II, jenis kecelakaan, ruas jalan tol,
penyebab kecelakaan dari faktor manusia dan kendaraan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian

Kendaraan di jalan tol terdiri dari beberapa golongan, diantaranya adalah kendaraan
golongan [ yang terdiri dari jeni jenis kendaraan seperti: Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up,
minibus, bus sedang, bus besar > 2 AS dan bus besar - 3 AS. Sedangkan untuk kendaraan golongan
Il yang terdiri dari kendaraan jenis truk kecil, truk besar 2 > AS. Tabel 2 menjelaskan jumlah
kecelakaan kendaraan golongan I.

Tabel 2. Jenis-Jenis Kendaraan Golongan I

Tahun
Kendaraan Golongan I
2014 2015 2016

Sedan 112 43 50
Jeep 28 28 29
Pick Up 114 62 68
Minibus 511 241 160
Bus Sedang 0 0 0
Bus Besar > 2AS 141 23 50
Bus Besar - 3AS 1 0 0
Jumlah 907 397 357

Sumber : Jasamarga Tbk. Kota Bandung
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Tabel 3. Jenis-Jenis Kendaraan Golongan II

Tahun
Kendaraan Golongan |
2014 2015 2016
Truk kecil 240 138 178
Truk besar > 2 AS 285 173 142
Frekuensi 525 311 320

Sumber : Jasamarga Tbk. Kota Bandung

Dampak kecelakaan lalu lintas di jalan Tol cipularang mengakibatkan korban meninggal
dunia, luka ringan, luka berat dan kerugian material yang ditanggung oleh pengemudi yang
mengalami kecelakaan di jalan tol tersebut. Jumlah korban dari kecelakaan tersebut merupakan
dampak dari kecelakaan di jalan Tol Cipularang. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Cipularang Berdasarkan Jenis-Jenis
Kecelakaan

Jumlah Korban

Jenis Kecelakaan

2014 | 2015 | 2016

Luka Ringan 1185 632 390
Luka Berat 669 445 300
Meninggal Dunia 116 109 26
Total 1970 | 1186 716

Sumber : Jasamarga Tbk. Kota Bandung

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kecelakaan di Tol Cipularang dari tahun 2014
hingga 2016 mengalami fluktuasi. Hasil ini menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan lembaga
dan pemerintah sudah maksimal namun belum efektif karena semua kembali kepada pengendara
itu sendiri.

4.2. Pemetaan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas

Pemetaan dilakukan untuk melihat lokasi yang rawan terhadap kecelakaan, dari tabel
dibawah dapat dilihat kecelakaan paling tinggi terjadi di ruas Tol Jati Luhur Padalarang Barat KM.
84-KM.120.

Tabel 5. Ruas Jalan Tol Cipularang Tahun 2014-2018

Ruas Jalan Tol 2014 2015 2016
Kalihurung - Sadang (KM.66 - KM.76) 96 25 24
Sadang - Jatiluhur (KM.76 - KM.84) 66 39 7
Jatiluhur - Padalarang Barat (KM.84 - KM.120) 372 251 211
Padalarang Barat (KM.120 - KM.122) 24 16 28
Jumlah 558 331 270

Sumber : Jasamarga Tbk. Kota Bandung
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Untuk pemetaan lokasi titik rawan kecelakaan hanya dilakukan di jalur A, arah Bandung -
Padalarang Barat karena kecelakaan lalu lintas paling tinggi terjadi di jalur tersebut. Dari hasil
tabel di atas titik rawan kecelakaan lalu lintas berada di ruas Jatiluhur - Padalarang barat KM.84 -
KM.120, dengan jumlah kecelakaan pada Tahun 2014 sebanyak 372, tahun 2015 sebanyak 251,
Tahun 2016 sebanyak 211, Tahun 2017 sebanyak 284 dan Tahun 2018 sebanyak 255 kecelakaan.

4.3. Penyebab Kecelakaan

Kecelakaan merupakan sebuah risiko yang tidak dapat terduga bagi manusia. Meskipun
berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir risiko kecelakaan, namun terkadang
kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Penyebab terjadinya kecelakaan dapat berasal dari faktor
manusia, faktor alam dan faktor kendaraan. Namun faktor manusia menjadi salah satu faktor yang
paling banyak menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Menurut data dari Kepolisian
Republik Indonesia mencatat bahwa sekitar 61% terjadi akibat faktor manusia. Dalam beberapa
tahun terakhir kecelakaan di ruas jalan Tol Cipularang telah banyak memakan korban jiwa.

Tabel 6. Faktor Manusia

Faktor Penyebab Tahun
Pengemudi 2014 2015 2016
Kurang Antisipasi 832 328 528
Lengah 24 4 4
Mengantuk 800 464 304
Tidak Tertib (Jarak Rapat) 10 0 0
Jumlah 1666 796 836

Sumber: Jasamarga Tbk. Kota Bandung

Tabel 7. Faktor Kendaraan

Tahun
Faktor penyebab kendaraan
2014 2015 2016

Ban Pecah 236 128 46
Slip 32 8 42
Rem Blong 112 88 88
Kerusakan Mesin 24 0 4
Kerusakan Mekanis 42 10 0
Kendaraan berhenti 18 0 14
Jumlah 478 268 218

Sumber: Jasamarga Tbk. Kota Bandung
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Pada tahun 2014 hingga 2016 tercatat sekitar 769 korban kecelakaan disebabkan karena
faktor kendaraan yaitu ban pecah, slip, rem blong, kerusakan mesin dan kerusakan mekanis.
Menurut Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa faktor manusia merupakan faktor
penyebab kecelakaan tertinggi yang terjadi di Indonesia karena menurut data kecelakaan yang
terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang dari tahun 2014 hingga 2016 mencatat sebanyak 3.298 orang
menjadi korban kecelakaan. Dari total korban tersebut disebabkan karena para pengemudi
kurang antisipasi atau lengah ketika mengemudi di ruas jalan Tol Cipularang, bahkan para
pengemudi cenderung memaksakan diri ketika sedang mengantuk, tidak sedikit juga pengemudi
yang seringkali tidak tertib dalam menjaga jarak rapat antar kendaraan. Walaupun pada kasus
kecelakaan yang terjadi di jalan Tol Cipularang juga dipengaruhi oleh struktur jalan yang
menurun. Namun, kurangnya perhatian dari para pengemudi kendaraan saat melewati jalur
rawan kecelakaan sangat berakibat fatal. Data diatas menunjukan bahwa upaya manajemen risiko
sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Tol Cipularang
karena tingginya kasus kecelakaan.

4.4. Pengelolaan Risiko

Pentingnya upaya manajemen risiko dalam risiko kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Tol
mengingat kesalahan struktur jalan yang menurun curam menjadi masalah yang sulit untuk
diatasi. Namun, risiko kecelakaan dapat diminimalisir dengan melibatkan berbagai peran
pengelola risiko. Lembaga pemerintah, perusahaan otomotif, perusahaan asuransi dan
pengemudi kendaraan memegang peran penting dalam mengelola risiko terjadinya kecelakaan.
Pengelolaan risiko dapat melalui dua cara dalam melakukan manajemen risiko yaitu persiapan
yang mencangkup knowledge, insurance dan protection dan cara yang kedua yaitu coping. Melalui
cara ini upaya manajemen risiko dapat dilakukan oleh pelaku pengelola risiko. Knowledge
diperlukan untuk menilai peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan mengetahui tindakan apa
yang harus dilakukan, seperti melakukan penyuluhan tentang pentingnya tata tertib berlalu-
lintas. Pada kasus ini knowledge dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang
selalu menjadi dampak bagi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Cipularang. Pemerintah
sebelumnya melakukan penelitian dengan mencari penyebab-penyebab kecelakaan yang terjadi
di Tol Cipularang. Kemenhub selalu berupaya untuk mengetahui penyebab dari setiap kecelakaan
yang pernah terjadi di tol Cipularang. Mengetahui penyebab kecelakaan tentu menjadi hal yang
penting agar tindakan selanjutnya dapat dilakukan secara tepat guna sehingga risiko kecelakaan
dapat berkurang. Penyuluhan juga dilakukan tidak hanya melalui tatap muka tetapi juga bisa
melalui media sosial sehingga akan muncul kesadaran tentang bahaya risiko kecelakaan dan
pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang ada dengan harapan angka kecelakaan di Tol
Cipularang dapat berkurang. Namun, sayangnya masih banyak individu yang menganggap
penyuluhan, himbauan, maupun pengetahuan mengenai pentingnya menjaga keselamatan dalam
berlalu-lintas bukan sebagai hal yang sangat diutamakan dalam berkendara dengan berbagai
alasan. selain dengan menerapkan hal tersebut pemerintah dapat melakukan memperketat
seleksi surat izin mengemudi (SIM) untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalamanan
pengemudi dalam berkendara.

Insurance merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam meminimalisir
dampak dari risiko yang akan dihadapi. Dengan adanya asuransi, individu akan menanggung
biaya yang lebih sedikit ketika risiko itu terjadi. Dalam kasus ini, PT. Jasa Raharja yang merupakan
perusahaan asuransi BUMN yang menjamin para pengemudi pengguna jalan tol apabila terjadi
kecelakaan. Untuk korban luka-luka dan dirawat di rumah sakit, perusahaan asuransi ini akan

21



@
‘ Laboratorium Ekonomi Pembangunan

membayar tagihan ke pihak rumah sakit. Perusahaan asuransi ini mengetahui perihal kecelakaan
dari data Polri dan langsung datang ke rumah sakit tempat korban dirawat. Untuk korban
meninggal, Jasa Raharja akan memberikan santunan kepada pihak keluarga/ahli waris. PT. Jasa
Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui dua program asuransi
sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan umum yang dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang no. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan. Nilai Santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.15/PMK.010.2018 tanggal 13 Februari
2017. Setiap jenis risiko yang dihadapi oleh korban kecelakaan akan diberi santunan tergantung
dari besarnya dampak yang diterima oleh korban dari kecelakaan tersebut. Besarnya santunan
berdasarkan jenis dampak yang diterima oleh korban akan dijelaskan oleh tabel berikut:

Tabel 8. Asuransi

Jenis Alat Angkutan
Jenis Santunan Darat, Laut (Rp.) Udara (Rp.)
Meninggal Dunia Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal) Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal) Rp. 20.000.000,- Rp. 25.000.000,-
Jenis Alat Angkutan
Jenis Santunan
Darat, Laut (Rp.) Udara (Rp.)
Penggantian Biaya Penguburan Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,-
(Tidak mempunyai ahli waris)
Manfaat Tambahan Penggantian Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
Biaya P3K
Manfaat Tambahan Penggantian Rp. 500.000,- Rp.500.000,-
Biaya Ambulance

Bagian terkahir dari persiapan yaitu (protection). Protection membantu pengelolaan
risiko untuk dapat menurunkan dampak negatif atau meningkatkan peluang positif berupa
keselamatan. Salah satu upaya perlindungan yang sudah dilakukan terutama di ruas jalan Tol
Cipularang agar angka kecelakaan berkurang adalah adanya penerapan kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah seperti larangan untuk truk galian golongan C untuk melewati KM
92 sampai KM 100 Tol Cipularang merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar kecelakaan
tidak terjadi, kemudian dilakukan peringatan dini sebelum bepergian untuk memeriksa
kendaraan terlebih dahulu agar terhindar dari rem blong atau kerusakan mesin lainnya. Selain itu
kebijakan yang dapat diterapkan di Tol Cipularang untuk menurunkan dampak dari kecelakaan
dapat dilakukan penambahan rambu dan marka jalan serta menghimbau perusahaan karoseri
dan otomotif untuk melakukan uji kendaraan sebelum digunakan. Perkembangan teknologi yang
pesat membuat kendaraan-kendaraan masa kini semakin canggih dari segi kualitas keamanan
dan kenyamanannya. Perusahaan otomotif terus mengembangkan sistem keamanan produknya
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agar konsumennya merasa lebih terlindungi dari risiko kecelakaan. Beberapa upaya yang telah
dilakukan oleh perusahaan otomotif adalah: 1) Air Bag/Supplemental Restraint System (SRS),
merupakan kantong udara sebagai peralatan tambahan dari sabuk pengaman jika terjadi
kecelakaan. SRS berfungsi untuk mengurangi risiko cedera pada pengemudi dan penumpang
akibat tabrakan dari depan, ke muka pengemudi dan penumpang; 2) ISOFIX Safety Child Lock &
Seatbelt, fitur ini ditujukan khusus untuk keselamatan pada bayi ketika berada di mobil. ISOFIX
berfungsi sebagai pengait untuk kursi bayi sehingga bayi tidak dipangku karena jika dipangku,
bisa menghasilkan risiko cedera yang parah ketika terjadi kecelakaan; 3) ABS (Anti-Lock Braking
System), ini merupakan sistem pengereman mobil agar tidak ada penguncian roda ketika terjadi
pengereman mendadak. Fungsi dari fitur ini adalah agar mobil bisa dikendalikan dan jarak
pengereman menjadi lebih efektif sehingga bisa mengurangi risiko kecelakaan; 4) Brake Assist
(BA), fitur ini akan mendeteksi jika pengemudi mencoba untuk melakukan penghentian darurat
dan jika pedal rem tidak sepenuhnya diterapkan, sistem akan menimpa dan sepenuhnya
menerapkan rem hingga ABS mengambil alih untuk menghentikan roda dari penguncian; 5) EBD
(Electronic Brake-Force Distribution), merupakan teknologi rem mobil yang secara otomatis
memvariasikan jumlah gaya yang diterapkan pada setiap roda kendaraan berdasarkan kondisi
jalan, kecepatan, pemuatan, dan lain sebagainya. EBD bisa mengatur tekanan pengereman ke
setiap roda untuk memaksimalkan daya henti dengan mempertahankan kontrol kendaraan,
biasanya EBD mendistribusikan tekanan lebih sedikit ke rem belakang agar tidak tergelincir
sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalisir; 6) HSA (Hill Start Assist), merupakan fitur agar
mobil tidak meluncur mundur selama 2-3 detik ketika menghadapi tanjakan dengan membuat
rem bekerja meskipun tidak diinjak.

Hasil dari manajemen risiko yang sudah dilakukan pun akan terus dievaluasi. Tahap ini
disebut coping. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah cukup baik
walaupun angka kecelakaan masih tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pengemudi
yang tetap saja tidak peduli terhadap himbauan, kebijakan, maupun peraturan yang sudah
dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini didasari oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya
menjaga keselamatan masih rendah. Oleh karena itu pemerintah seringkali menghimbau
pengemudi untuk jaga keselamatan, memeriksa kendaraan terlebih dahulu sebelum melakukan
perjalanan, dan menepi ke rest area terlebih dahulu apabila merasa lelah atau mengantuk di
perjalanan. Sehingga dalam kasus ini, pemerintah dan para pengemudi harus bisa bekerjasama
dalam mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang.

5. SIMPULAN

Kecelakaan merupakan hal yang tidak diinginkan dan tidak diketahui manusia. Banyak
faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, mulai dari faktor kendaraan hingga
kelalaian manusia itu sendiri. Diperlukan manajemen risiko untuk mengurangi risiko kecelakaan
dan menekan angka kecelakaan di Indonesia. Pihak yang berperan untuk melakukan manajemen
risiko adalah pemerintah, perusahaan otomotif, dan pengendara itu sendiri. Kecelakaan di Tol
Clpularang didominasi oleh faktor kelalaian manusia (pengendara). Lembaga pemerintah
berfungsi sebagai penerap kebijakan, standarisasi kendaraan dan peraturan lalu lintas.
Perusahaan otomotif berperan dalam meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan
kendaraan. Setelah lembaga pemerintah dan perusahaan otomotif, pengendara sebagai
pengendali kendaraan, memegang peran paling penting dalam meminimalisir risiko kecelakaan
karena meskipun upaya meminimalisir risiko yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan
perusahaan telah dilakukan secara maksimal namun pengendara masih lalai dalam mengendarai

kendaraannya, maka pengelolaan risiko tidak akan berjalan dengan baik
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Saran upaya manajemen risiko untuk mengatasi risiko kecelakaan lalu lintas dapat
dilakukan pemerintah harus memperketat uji KIR atau uji berkala pada kendaraan-kendaraan
niaga seperti bus, truk, mobil barang, kereta gandeng. Pemerintah harus memperketat izin dan
pengujian produksi kendaraan berkaroseri sehingga lebih aman jika kendaraan sudah beredar di
pasaran. Memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan rest area sebagai salah satu sarana
agar pengemudi dapat beristirahat terlebih dahulu apabila mengantuk ketika sedang berkendara.
berdasarkan The New York Times inovasi sabuk pengaman dengan sensor yang dapat mendeteksi
akan terjadi kecelakaan bisa dijadikan pilihan. Sabuk pengaman bersensor canggih ini dapat
mengencang sebelum terjadi kecelakaan.
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Abstrak

BPJS Ketenagakerjaan merupakan perusahaan asuransi yang berada di Indonesia
yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Tujuan dari perusahaan
adalah memberikan manfaat perlindungan sesuai dengan hak dan ketentuan yang
berlaku kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia. BP]S Ketenagakerjaan memiliki
3 program utama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),
dan Jaminan Hari Tua (JHT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
efisiensi ketiga program BP]S Ketenagakerjaan pada tahun 2014-2018 dengan
menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pengukuran efisiensi
menggunakan satu input yaitu penerima iuran dan satu output yaitu pembayaran
manfaat. Hasil analisis menggunakan DEA menunjukkan bahwa program Jaminan
Hari Tua (JHT) adalah paling efisien dibandingkan dengan Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Efisiensi, Data Envelopment Analysis (DEA)

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Asuransi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertanggungan atau
perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar
iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan
sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa
pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Asuransi dapat
dimiliki oleh negara maupun swasta. Sebuah Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab
untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, salah satunya adalah
penyelenggaraan program jaminan sosial. Program jaminan sosial yang disediakan negara adalah
menggunakan sistem asuransi. Mirip dengan negara berkembang lainnya, Indonesia
mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security. Funded social
security adalah jaminan sosial yang didanai oleh peserta yang mendaftar serta masih terbatas
pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sedangkan pada sektor informal belum terdapat
program jaminan sosial dari pemerintah.

Asuransi sosial adalah asuransi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah yang bersifat
wajib untuk semua penduduk dengan harga premi yang ditetapkan sama rata dalam satu negara.
Sesuai konvensi International Labour Organization (ILO) no. 102 tahun 1952, asuransi sosial
merupakan salah satu dari beberapa jenis jaminan sosial (jenis yang lain adalah tunjangan hari
tua, tanggung jawab pemberi kerja, bantuan sosial. Asuransi sosial yang dimiliki oleh pemerintah
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Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S). BPJS merupakan perusahaan
asuransi sosial yang dipegang dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga menetapkan,
Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BP]JS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan
BP]S Ketenagakerjaan. Tujuan dari perusahaan tersebut adalah memberikan asuransi kesehatan
maupun asuransi ketenagakerjaan serta perlindungan sosial dalam menjamin masyarakat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BP]JS Ketenagakerjaan sendiri awalnya
memiliki 3 sub program (perusahaan) yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian
(JKm), Jaminan Hari Tua (JHT). Kemudian pada tahun 2015 bertambah satu program yaitu
Jaminan Pensiun (JP). Berikut adalah data kepesertaan BP]S Ketenagakerjaan dari tahun 2014
hingga 2018.

Grafik 1. Kepesertaan BP]JS
KEPESERTAAN BPJS
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Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan (diolah)

Tenaga kerja aktif adalah tenaga kerja baik penerima upah dan bukan penerima upah yang
terdaftar dalam layanan BP]S Ketenagakerjaan terdiri dari layanan Jaminan Kesehatan Kerja,
Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Pemberi kerja aktif adalah perusahaan yang terdaftar
dalam layanan BPJS Ketenagakerjaan membayar iuran untuk pekerjanya. Dari tahun tahun 2014
hingga 2018, selalu terjadi kenaikan peserta baik dari peserta tenaga kerja dan perusahaan, hal
ini menandakan bahwa tiap tahunnya semakin banyak tenaga kerja dan perusahaan yang
mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menarik karena dari penelitian sebelumnya
belum ada yang pernah membahas perusahaan BPJS dilihat dari efisiensinya. Oleh karena itu,
kami memutuskan untuk meneliti efisiensi dari program-program di dalam BPJS
Ketenagakerjaan. Dengan begitu, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah
bagaimana tingkat efisiensi program BP]S Ketenagakerjaan di Indonesia periode 2014-2018.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar technical efficiency program BPJS
Ketenagakerjaan di Indonesia periode 2014-2018 dengan menggunakan metode Data
Envelopment Analysis (DEA). Efisiensi BP]S Ketenagakerjaan dapat dilihat dari input dan output
yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya.
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1.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Input _| Penerimaan
. luran
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Variabel input yang digunakan adalah penerimaan iuran. Input didapatkan melalui iuran
yang dibayarkan peserta BP]S ketenagakerjaan. Variabel output adalah pembayaran manfaat.
Output diberikan kepada peserta BP]S Ketenagakerjaan yang melakukan klaim terhadap BPJS
Ketenagakerjaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga
jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes
Indonesia menjadi BP]S Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek
menjadi BP]S Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan
secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BP]S Kesehatan, selanjutnya pada 2015
giliran PT Jamsostek menjadi BP]JS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap
Presiden. BP]S berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi
serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)
merupakan program untuk masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi tenaga
kerja dalam mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan
mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan berjalan dengan program-programnya yaitu
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Para
tenaga kerja dapat mendaftarkan dirinya pada BPJS Ketenagakerjaan, untuk karyawan
perusahaan dapat mendaftar ke BP]S atas nama perusahaan masuk golongan penerima upah dan
untuk freelance dapat mendaftar secara mandiri masuk golongan bukan penerima upah serta
pemilik perusahaan dapat mendaftarkan perusahaannya serta seluruh karyawannya. Untuk
pembayaran iurannya bagi karyawan dapat membayar iuran berikut juga perusahaan membayar
iurannya juga, sedangkan bagi bukan penerima upah melakukan pembayaran secara mandiri
untuk iurannya.
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Untuk program Jaminan Hari Tua (JHT), aturan pembayaran iurannya untuk karyawan
sebanyak 5.7% dari upah dengan besaran 2% dibayar sendiri oleh karyawan dan 3.7% dibayar
oleh perusahaan yang besarannya ditentukan dari jumlah upah per bulan dari karyawan tersebut.
Sedangkan untuk bukan penerima upah, iurannya dibayar secara mandiri sebesar 2% dari
penghasilan bulanannya namun dengan maksimal pembayaran iuran sebesar Rp.414.000,00 per
bulannya. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), aturan pembayaran iuran bagi
karyawan ialah dibagi ke dalam lima kategori risiko lingkungan kerja dari risiko sangat rendah
hingga resiko sangat tinggi dengan persentase iuran sebesar 0.24% hingga 1.74% yang besaran
iurannya diambil dari persentase tersebut terhadap jumlah upah perbulan. Sementara untuk
kelompok bukan penerima upah membayarkan iuran sebesar 1% dari jumlah penghasilan
perbulan hingga nominal maksimum sebesar Rp.207.000,00 per bulannya. Sedangkan untuk
program Jaminan Kematian (JKm), untuk karyawan besaran iuran sebesar 3% dari upah bulanan
dan untuk kelompok bukan penerima upah dikenakan iuran sebesar Rp.6.800,00, nominal tetap
berapapun dari jumlah penghasilan. Dari iuran tersebut maka akan dilakukan untuk menjamin
peserta BP]S Ketenagakerjaan dalam risiko saat bekerja.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya
sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan (Danfar, 2009). Secara umum,
efisiensi sering dikaitkan dengan input dan output. Emerson dalam Hasibuan (1984)
mengungkapkan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output (hasil antara
keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang
dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang
telah diselesaikan. Perusahaan BPJS dapat dikatakan efisien secara teknis apabila dapat
memaksimalkan output dari input yang digunakan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan
bahwa metode DEA ini nantinya akan membandingkan input dan output untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu aktivitas.

3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar efisiensi teknik BP]S
Ketenagakerjaan di Indonesia. Besar efisiensi ini dapat menggambarkan bagaimana kinerja BPJS
Ketenagakerjaan sebagai lembaga asuransi sosial. Pengukuran efisiensi dalam suatu unit produksi
merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja setiap unit yang produktif. BPJS
Ketenagakerjaan dapat dikatakan efisien secara teknis apabila mampu menghasilkan output
maksimal dengan sejumlah input yang tersedia. Mengukur efisiensi dapat dilakukan
menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan metode statistik non-
parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). DEA mengukur efisiensi relatif dari sekumpulan
Decisions Making Units (DMUs) serta bagaimana mengelola input untuk menghasilkan sejumlah
output yang ditargetkan. Perhitungan efisiensi relatif yang dilakukan adalah perhitungan
komparatif antara satu unit dengan unit yang lain, dimana nantinya akan menghasilkan suatu unit
kerja yang memiliki tingkat efisiensi sebesar 100% yang menjadi tolok ukur bagi unit kerja yang
lainnya. Adapula kelebihan dari metode DEA menurut Trick (1996) adalah:

1. Tidak memerlukan parameter input maupun output tertentu, sehingga dapat menangani banyak
input dan output.

2. Tidak memerlukan asumsi yang dapat menjelaskan keterkaitan hubungan antara input dan output.
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3. Dapat menggunakan satuan unit input dan output yang berbeda.
4. Dapat membandingkan antara DMU satu dengan DMU yang lain.

Dilihat dari model perhitungan efisiensi, hasil perhitungan efisiensi dapat dibedakan
menjadi beberapa jenis, yaitu overall/pure technical efficiency, technical efficiency, dan scale
efficiency. Setiap jenis perhitungan efisiensi dapat diperoleh menggunakan model asumsi Variable
Return to Scale (VRS) dan Constant Return to Scale (CRS). Technical efficiency atau efisiensi teknis
mencerminkan keberhasilan suatu decisions-making units dalam menghasilkan output maksimum
dari sejumlah input yang digunakan. Sementara scale efficiency mencerminkan sejauh mana
decisions-making units sudah beroperasi pada skala yang optimum. DEA pertama kali
diperkenalkan oleh Farrell pada tahun 1957. Seiring berjalannya waktu, DEA kemudian menjadi
populer oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes (CCR) pada tahun 1978 menggunakan model asumsi
CRS (Constant Return to Scale). Asumsi CRS ini hanya berlaku pada saat semua Decisions-Making
Units (DMUs) beroperasi pada tingkat yang optimal. Perubahan output akan sama dengan
perubahan rasio input atau apabila input bertambah sejumlah N, maka output juga akan
bertambah sejumlah N. Pada kenyataannya, DMU tidak selalu berjalan secara optimal, mungkin
akan menghadapi peningkatan atau penurunan.

Oleh karena itu, apabila sebuah perusahaan yang belum beroperasi pada tingkat optimal
namun tetap menggunakan asumsi CRS, pengukuran efisiensi yang dihasilkan akan
terkontaminasi dengan hasil scale efficiency. Skor yang dihasilkan dari model CCR ditetapkan
sebagai pure technical efficiency. Pada perkembangannya, ditemukan model asumsi Variable
Return to Scale (VRS) oleh Banker, Charnes, dan Cooper (BCC) pada tahun 1984 yang merupakan
pengembangan dari model asumsi sebelumnya, yaitu CSR. Model ini mengasumsikan bahwa unit
kegiatan ekonomi tidak beroperasi secara optimal, sehingga penambahan jumlah input sebesar N
kali, tidak akan membuat output juga bertambah sebesar N kali. Asumsi VRS akan memberikan
skor estimasi dari technical efficiency yang tidak terkontaminasi dengan hasil scale efficiency. Hasil
perhitungan efisiensi dengan model ini akan memecah efisiensi menjadi 2 jenis, yaitu technical
efficiency dan scale efficiency, dimana scale efficiency didapatkan dari hasil pembagian CRS dengan
VRS. Dengan demikian, model BCC dan model CCR keduanya dapat digunakan untuk
memperkirakan besar efisiensi, namun perbedaan antara pure technical efficiency dengan
technical efficiency adalah adanya indikasi scale efficiency. Berikut persamaan umum dari DEA:

eril UisYis
hs = G5———
j=1 vjsxjs
hg = technical efficiency BP]S Ketenagakerjaan program s
Ujs = output tertimbang i
Vjs = input tertimbang j
Vis = jumlah output yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan
Xjs = jumlah input yang digunakan BP]S Ketenagakerjaan

DMU dapat dikatakan relatif efisien apabila dapat menghasilkan tingkat output dengan
input yang lebih sedikit atau dapat menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama
atau lebih sedikit. Rentang skor perhitungan efisiensi DEA ialah 1 sampai dengan 0, dimana 1
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mengartikan DMU tersebut relatif efisiensi. Dilihat dari sisi orientasi, pengukuran efisiensi
memungkinkan peneliti untuk mengukur efisiensi dengan menggunakan orientasi input maupun
output. Orientasi input memandang efisiensi sebagai pengurangan jumlah input yang dipakai
dalam melakukan produksi jumlah output yang tetap. Sementara orientasi output melihat
efisiensi sebagai peningkatan jumlah output yang diproduksi dengan menggunakan jumlah input
yang tetap atau sama.

3.2. Objek Penelitian

Unit yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 program dari BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan
Hari Tua (JHT). Data yang digunakan dalam penelitian berbentuk cross section tahunan. Data
bersumber dari laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014-2018. Berikut
rincian sumber data dalam penelitian:

e Penerima iuran sebagai variabel input yang didapatkan dari iuran bulanan peserta
BP]S Ketenagakerjaan dari tahun 2014-2018.

e Pembayaran manfaat sebagai variabel output yang dibayarkan kepada peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang melakukan klaim dari tahun 2014-2018.

a. Penerimaan [uran

Penerimaan iuran dapat dikatakan sebagai sumber dana paling penting bagi perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan. luran didapatkan dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat
selaku pemegang polis kepada BP]S Ketenagakerjaan. luran yang dipercayakan nasabah kepada
BP]S Ketenagakerjaan berbentuk jaminan. Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua merupakan layanan yang dimiliki BP]S Ketenagakerjaan. Perkembangan jumlah
penerimaan iuran BP]S Ketenagakerjaan dapat dilihat pada grafik 2. Secara garis besar, bahwa
dari tahun 2014 - 2018 penerimaan iuran selalu mengalami peningkatan.

Grafik 2. Penerimaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Penerimaan luran BPJS Ketenagakerjaan
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Dapat dilihat bahwa program Jaminan Hari Tua memiliki total penerimaan terbesar dan
peningkatan penerimaan iuran yang paling besar juga apabila dibandingkan dengan program
BPJS Ketenagakerjaan lainnya. Sedangkan program Jaminan Kematian memiliki total penerimaan
iuran dan peningkatan penerimaan iuran paling rendah setiap tahunnya.

b. Pembayaran Manfaat

Pembayaran manfaat adalah pengeluaran BPJS Ketenagakerjaan dalam hal membayar
sejumlah uang kepada nasabah yang dijamin oleh perusahaan. Sumber dana pembayaran manfaat
adalah penerimaan iuran, dari penerimaan iuran dari nasabah BPJS Ketenagakerjaan tersebut
maka perusahaan wajib menjamin nasabah. Penjaminan nasabah melalui tiga program BP]S
Ketenagakerjaan yaitu JKK, JKm, dan JHT. Klaim atas manfaat atau pengeluaran untuk
pembayaran manfaat berupa beban bagi perusahaan. Pengeluaran tersebut dapat tersalurkan
pada nasabah bila terjadi kecelakaan pada saat bekerja untuk JKK, kematian pada saat bekerja
untuk JKm, dan apabila berhenti bekerja maka dapat mengajukan klaim untuk JHT. Peningkatan
pengeluaran perusahaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat pada Grafik 3.

Grafik 3. Pembayaran Manfaat BP]S Ketenagakerjaan

Pembayaran Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
(dalam mil@ar rupiah)
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Secara garis besar dapat terlihat bahwa dari tahun 2014-2018 selalu terjadi peningkatan
jumlah pembayaran manfaat kepada masyarakat. Pembayaran manfaat paling besar ada pada
program Jaminan Hari Tua yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan program
Jaminan Kematian memiliki jumlah pembayaran manfaat terendah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besar efisiensi 3
program BPJ]S Ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Metode yang digunakan untuk mengukur
besar efisiensi setiap program dengan menggunakan metode statistik non-parametrik Data
Envelopment Analysis (DEA). Model asumsi yang dipakai adalah model asumsi Variable Return to
Constant (VRS) karena peneliti mengasumsikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak beroperasi
dalam skala optimal. Penelitian ini juga menggunakan orientasi input karena memandang efisiensi
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sebagai pengurangan jumlah input yang dipakai dalam melakukan produksi jumlah output yang
tetap. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan variabel input yaitu penerima iuran dan variabel
output yaitu pembayaran manfaat. Hasil pengolahan data dari variabel-variabel tersebut adalah
sebagai berikut.

Laboratorium Ekonomi Pembangunan

Tabel 1. Skor Efisiensi 3 Program BP]JS Ketenagakerjaan tahun 2014-2018

S 2014 2015 2016
CRSTE | VRSTE | Returns | CRSTE | VRSTE | Returns | CRSTE | VRSTE | Returns
JKK 0.458 0.594 IRS 0.32 0.547 IRS 0.372 0.549 IRS
JKm 0.709 1 IRS 0.496 1 IRS 0.596 1 IRS
JHT 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Mean 0.723 0.865 - 0.605 0.849 - 0.656 0.85 -
2017 2018
Program
CRSTE | VRSTE | Returns | CRSTE | VRS TE | Returns
JKK 0.335 0.576 IRS 0.384 0.626 IRS
JKm 0.463 1 IRS 0.473 1 IRS
JHT 1 1 - 1 1 -
Mean 0.6 0.859 - 0.619 0.875 -

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa skor efisiensi JKK dari tahun ke tahun secara garis

besar mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2014 ke 2015 sempat mengalami
penurunan, dengan skor efisiensi paling rendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,547 dan skor
efisiensi paling tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,626. Apabila dilihat dari returns, setiap
tahunnya memiliki returns yang Increasing Return to Scale (IRS) yang berarti kenaikkan output
pada setiap tahun lebih besar daripada perubahan penambahan input yang digunakan. Kemudian
untuk JKm, dapat dilihat bahwa skor efisiensi JKm dari tahun ke tahun terus bernilai 1, namun
bersifat Increasing Return to Scale setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh hasil
technical efficiency dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS). Sementara untuk JHT, skor
efisiensi JHT dari tahun ke tahun memiliki skor efisiensi sebesar 1 dan returns yang Constant
Return to Scale (CRS).

Dengan melakukan perhitungan menggunakan software DEAP 2.1, asumsi VRS, dan
orientasi input, dapat dilihat bahwa hasil efisiensi 3 program BP]S Ketenagakerjaan selama tahun
yang sudah ditentukan, secara garis besar relatif sama besar dengan skor rata-rata efisiensi paling
tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,875 dan skor rata-rata paling rendah pada tahun 2015
yaitu sebesar 0,849. Dari hasil diatas juga dapat terlihat bahwa JHT merupakan program yang
menghasilkan skor efisiensi sebesar 1 dan bersifat Constant Return to Scale (CRS) setiap tahunnya,
dengan begitu dapat dikatakan bahwa JHT merupakan program yang paling efisien dibandingkan
dengan program lainnya.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan wuntuk melihat besaran efisiensi perusahaan BPJS
Ketenagakerjaan dan program-programnya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT) periode 2014 sampai dengan 2018. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini juga

menggunakan asumsi Variable Return to Scale (VRS) dan orientasi input. Dengan menggunakan
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penerimaan iuran sebagai variabel input dan pembayaran manfaat sebagai variabel output. Hasil
dari analisis yang kami lakukan, bisa disimpulkan beberapa hal yang ditemukan, yaitu sebagai
berikut:

a. Masyarakat atau khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan cenderung memilih program
Jaminan Hari Tua dibandingkan program lainnya. Hal tersebut terlihat dari pembayaran manfaat
paling besar ada pada program Jaminan Hari Tua yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari
tahun 2014-2018.

b. Hasil analisis DEA menunjukkan bahwa 3 program BP]S Ketenagakerjaan selama periode
penelitian mengalami peningkatan, walaupun sempat adanya penurunan pada tahun 2014 ke
tahun 2015, namun pada tahun 2015 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Skor
efisiensi tertinggi diperoleh pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,875. Dapat dikatakan bahwa kinerja
program BP]S Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun mengalami peningkat.

C. Program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah bersifat efisien. Dapat dilihat dari besar skor
efisiensi yang dihasilkan setiap tahunnya, yaitu sebesar 1.

d. Program Jaminan Kematian (JKm) dapat dikatakan bersifat relatif efisien karena memiliki
skor efisiensi 1 walaupun belum memiliki returns yang Constant to Scale (CSR).

e. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) belum bersifat efisien karena belum memiliki
skor yang mencapai nilai 1.
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PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP UPAH RATA RATA,
TENAGA KERJA, DAN HARGA HARGA DI PROVINSI
INDONESIA BARAT

Gina Aninditha (2016110007)

Abstrak

Pencapaian Kkesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir pembangunan
membutuhkan penciptaan kondisi dasar, yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi y ang
berkelanjutan; 2) penciptaan sektor ekonomi yang kuat; dan 3) pembangunan
ekonomi yang inklusif dan adil. Kesejahteraan sosial diharapkan akan tercapai jika
ekonomi suatu negara terus tumbuh yang pada gilirannya akan menciptakan lebih
banyak kesempatan kerja dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan upah
yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah
terhadap penyerapan tenaga kerja, harga, dan upah rata di provinsi di Indonesia
bagian barat. Periode penelitian adalah sembilan tahun yaitu dari 2009 hingga
2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis regresi data panel dari upah
minimum memiliki hubungan positif terhadap upah, dan harga, tetapi memiliki
hubungan negatif dengan pekerja.

Kata Kunci: upah minimum, upah rata rata, penyerapan tenaga kerja, harga

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Kebijakan upah minimum telat menjadi isu yang penting dalam ketenagakerjaan di
beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Sasaran
dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup dari pekerja dan
keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum bertujuan untuk (a) menjamin
penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertent, (b) meningkatkan
produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara
produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003). Kebijakan upah minimum di Indonesia pertama
kali diterapkan pada awal tahun 1970an, tetapi pelaksanaannya tidak begitu pada tahun tersebut
(Suryahadi et al. 2003). Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian lebih terhadap
pelaksanaan kebijakan upah minimum pada tahun 1980an. Hal ini disebabkan adanya tekanan
dari organisasi internasional sehubungan dengan isu isu tentang pelanggaran standar
ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia.

Indonesia juga termasuk salah satu negara berkembang dan memiliki tujuan yang harus
dicapai, tujuan tersebut sama seperti yang ada di dalam makro ekonomi yaitu untuk mencapai
stabilitas perekonomian dalam kondisi kesempatan kerja penuh, inflasi yang rendah, tingkat
pengangguran yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Dari sekian
banyak permasalahan perekonomian di Indonesia salah satu permasalahannya yaitu tingkat
pengangguran yang masih tinggi. Mankiw berpendapat bahwa alasan lain adanyan pengangguran
adalah kekakuan upah atau gagalnya upah melakukan penyesuain sampai penawaran tenaga
kerja sama dengan permintaannya.
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Terjadinya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan tenaga kerja.
Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Upah
minimum dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena dengan upah tinggi akan dapat
mengurangi jumlah tenaga kerja. Ketika upah minimum yang ditetapkan meningkat maka akan
menaikkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan menaikkan biaya per unit barang
yang diproduksi. Kenaikan harga barang akan membuat konsumen memberi respon secara
langsung untuk mengurangi konsumsi atau tidak membeli barang 5 yang bersangkutan.
Akibatnya, dari kondisi tersebut banyak produksi barang yang tidak terjual membuat produsen
mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi akan mengakibatkan perusahaan
mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan sebaliknya dengan turunnya upah akan
meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja (Sumarsono, 2009). Hubungan tingkat inflasi
dan pengangguran juga di jelaskan oleh teori Philips dalam jangka pendek. Berdasarkan isu isu
tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upah minimum terhadap gaji,
jumlah tenaga kerja, dan harga harga di Indonesia, sekaligus menjawa permasalahan antara
keempat variabel tersebut, sehingga judul penelitian yang dilakukan adalah “Analisis pengaruh
upah minimum terhadap gaji, penyerapan tenaga kerja dan harga harga di Provinsi Indonesia
Barat”.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan upah minimum terhadap
upah rata rata, penyerapan tenaga kerja, dan harga harga di provinsi miskin dan provinsi kaya di
wilayah Indonesia Barat. Sehingga, manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi
tambahan mengenai pengaruh tingkat upah minimum, selain itu juga dapat menambah wawasan
bagi pihak pihak yang berkepentingan.

1.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Upah Minimum

Upah rata rata Tenaga Kerja Harga Harga

Hasil

Kenaikan upah minimum dapat mempengaruhi sisi upah rata rata, jumlah penyerapan
tenaga kerja, dan harga harga secara umum. Variabel harga juga menggambarkan rata rata
perubahan harga dalam suatu periode, oleh karena itu menggunakan data Indeks Harga
Konsumen (IHK). Pengaruh upah minimum terhadap tenaga kerja dilihat melalui dua sisi yaitu
rata rata jam kerja dan jumlah pekerja pada suatu provinsi, kemudian variabel jumlah pekerja
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juga menggambarkan tingginya tingkat pengangguran di suatu provinsi. Sehingga hasil penelitian
ini ingin melihat apakah kenaikan upah minimum memiliki efek yang negatif atau positif terhadap
upah rata rata, tenaga kerja, dan harga harga.

2. LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Upah

Upah dapat diartikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja berupa imbalan dalam
bentuk uang atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang terhadap perusahaan berdasarkan
kesepakatan, perjanjian kerja dan peraturan. Selanjutnya menurut Dewan Penelitian Pengupahan
Nasional, upah diartikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kerja
seseorang kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telat maupun yang akan
dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan
dinyatakan serta dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan meurut suatu persetujuan.

Dari definisi-definisi diatas meskipun berbeda beda artinya tetapi jelas memiliki maksud
yang sama maka dapat dismpulkan bahwa upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang
telah diberikan oleh tanaga kerja kepada seluruh perusahaan. Oleh karena itu dalam pemberian
upah, perusahaan perlu memperhatikan prinsip adil dan layak. Yang dimaksud adil adalah bahwa
besarnya upah harus dikaitkan dengan nilai pekerjanan yang dilakukan. Dengan kata lain
pekerjaan pekerjaan sejenis harus memperoleh bayaran yang sama. Sedangkan yang dimaksud
layak adalah bahwa besarnya upah yang diberikan pada karyawan harus sama dengan
pembayaran yang diterima karyawan yang serupa di perusahaan lain.

2.3. Jenis Jenis Upah

a. Upah Nominal atau upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari para
pengusaha sebagai pembayaran tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam
proses produksi (Sadano Sukirno, 2002)

b. Upabh riil adalah upah yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk mebeli
barang barang dan jasa jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja (Sadano
Sukirno, 2002)

C. Upah minimum adalah upah pokok terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu
pertama kali bekerja. Pada upah minimum terdapat unsur yang paling penting yakni, jumlah upah
minimum harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja baik dari kebutuhan sandang,
pangan, dan keperluan rumah tangga (Sonny Sumarsono dalam Normalitasar, 2012)
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2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No | Peneliti Judul Penelitian Metode dan Variabel Hasil Penelitian
1 Rini Pengaruh upah minimum Poole data tahun 2006 | Upah berpengaruh
Sulistiawat | terhadap penyerapan — 2010 dengan sampel negatif terhadap
i (2012) tenaga kerja dan 33 provinsi metode : penyerapan tenaga
kesejahteraan masyarakat | analisis deskriptif, kerja, penyerapan
di Provinsi Indonesia variabel : upah tenaa kerja

minimum (X),
penyerapan tenaga

berpengaruh positif
pada kesejahteraan

kerja (Y1), masyarakat
kesejahteraan
masyarakat (Y2)

2 Tim Dampak kebijakan upah Data Panel, Provinsi di Upah minimum
Penelitian | minimum terhadap tingkat | Indonesia. Variabel : bepengaruh positif
SMERU upah dan penyerapan Upah minimum, Tingkat | terhadap tingkat upah
(2001) tenaga kerja di Daerah upah rata rata, rata rata. Upah

Perkotaan Indonesia Penyerapan Tenaga minimum berdampak
Kerja negatif terhadap
penyerapan tenaga
kerja sektor formal di
perkotaan

3 Romas Analisis pengaruh Metode : fixed effect Produktifitas tenaga
Yossia produktifitas, Upah riil, data sekunder, Model kerja dan upah rill
Tambunsar | dan pertumbuhan (FEM) atau pendekatan | berpengaruh negatif
ibu, (2013) | ekonomi terhadap model Least square terhapda penyerapan

penyerapan tenaga kerja dummy variable (LSDV).
di 35 kabupaten/kota Jawa | Variabel : penyerapan
Tengah tenaga kerja (Y),
Produktifitas tenaga
kerja (X1), Upah riil
(X2), Pertumbuhan
ekonomi (X3)

tenaga kerja.
Pertumbuhan
ekonomi tidak
berpengaruh terhadap
penyerapan tenaga
kerja

4 David Minimum wage effect Data panel metode :
Neumark through the wage Analisis Deskriptif,
Schweitzer | distribution (Efek Upah Fixed effect model
, William Minimum di seluruh (FEM) atau pendekatan
Wascher Distribusi Upah) Model Least Square
(2002) dummy Variabel
(Jurnal) (LSDV). Variabel : upah

(Y), Jam kerja, status
pekerjaan, pendapatan
tenaga kerja

Kenaikan upah
minimum menaikkan
upan yang rendah.
Kenaikan upah
minimum mengurangi
jam kerja, karena
dengan upah yang
tinggi mereka akan
berekreasi bersama
keluarga. Kenaikan
upah minimum akan
menaikkan
penghasilan tenaga
kerja
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3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berwujud dalam bentuk angka yang kemudian diolah
dengan menggunakan analisis statistik guna menganalisis pengaruh upah minimum terhadap
upah rata-rata, tenaga kerja, dan harga. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengetahui
pengaruh upah minimum terhadap upah rata rata, harga, dan tenaga kerja maka metode analisis
yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis ordinary least square, yaitu regresi variabel
independen yang linear terhadap variabel dependen yang linear. Penelitian ini dilakukan dengan
melihat pengaruh di provinsi miskin dan provinsi kaya, dengan menganalisis secara berbeda atau
masing-masing tetapi variabel yang digunakan sama, hal ini dilakukan untuk melihat apakah
terjadi dampak yang berbeda di provinsi miskin ataupun provinsi kaya ketika upah minimum di
naikan.

a. Analisis Regresi Data Panel

Model penelitian ini ingin mengetahui pengaruh upah minimum terhadap upah rata rata,
harga, dan jumlah tenaga kerja, yang menggunakan analisis data panel sehingga ditulis dengan
persamaan sebagai berikut :

e Wage Effect

Ln Wi = av + S1InMWi¢ + Bomic + Bauic + i

Keterangan:

w : Upah rata-rata nominal di wilayah r dan tahun t
MW  : Upah minimum

T : Inflasi

u : Tingkat Pengangguran

a : Intersep

B : Koefisien

£ : Error term

e Employment Effect

Ln Nyt = an+ f1InMW;, + Bomic + €ic

Keterangan:

N : Jumlah pekerja dan rata-rata jam kerja
MW  : Upah minimum

T : Inflasi

a : Intersep

B : Koefisien

£ : Error term

41



5

/f:

P
&

e Price Effect

&)
‘( Laboratorium Ekonomi Pembangunan

Ln Pr = ap + S1InMWi¢ + S2InEic + B3 InAic + i

Keterangan:
P : Harga
MW  :Upah minimum

: Produktivitas
: Intersep
: Koefisien

m ™R T ™

: Error term

b. Jenis dan Sumber Data

: Konsumsi daya listrik industri

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang mengacu
pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada baik data internal maupun
eksternal organisasi dan dapat di akses melalui internet, penelusuran dokumen atau publikasi

informasi.

Tabel 2. Sumber Data Penelitian

Nama variabel

Sumber Data

Upah Rata Rata

Badan Pusat Statistika (BPS)

Harga

Badan Pusat Statistika (BPS)

Jumlah pekerja

Rata Rata jam kerja

(

(
Badan Pusat Statistika (BPS)
Badan Pusat Statistika (BPS)

Upah Minimum Badan Pusat Statistika (BPS)
Inflasi Badan Pusat Statistika (BPS)
Pengangguran Badan Pusat Statistika (BPS)

Konsumsi daya industri

Badan Pusat Statistika (BPS)

Produktivitas

Badan Pusat Statistika (BPS)

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan upah minimum di setiap provinsi di wilayah Indonesia Barat
sebagai variabel dependen, sedangkan upah rata rata, jumlah tenaga kerja dan harga harga
sebagai variabel independen. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS),
atau data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah data panel pooled cross section yaitu
gabungan data time series dan data cross section. Penelitian ini ditujukan untuk provinsi miskin
dan provinsi kaya di wilayah Indonesia Barat atau sebanyak 16 provinsi. Penelitian ini
menggunakan data tahunan yang diambil dari tahun 2009 - 2017.

42



Economics Student Conference 2019-1 Proceedings \(

4, HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil dan Estimasi Model

Tabel 3. Hasil Ordinary Least Square Upah Rata-Rata di Provinsi Kaya

COEFFICIENT PROBABILITY
C -1.250448 0.0000
LUMP 1.094432 0.0000
INFLASI 0.006887 0.0873
PENGANGGURAN 2.34E-07 0.0000
R-SQUARED 0.970721

Berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5% variabel LUMP
signifikan sehingga ketika UMP naik sebesar 1% maka upah rata rata akan naik sebesar 1.09%.
Maka upah minimum provinsi dapat mempengaruhi peningkatan upah rata rata, dikarenakan
upah pokok terendah yang harus diterima oleh buruh meningkat, maka, upah rata rata juga akan
meningkat. Begitu juga dengan variabel inflasi dengan menggunakan alpha 10% memiliki hasil
yang signifikan sehingga ketika inflasi naik sebesar 1% maka upah rata rata juga akan naik
sebesar 0,006%, karena kenaikan gaji atau upah karyawan ditetapkan di atas angka inflasi agar
karyawan tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ketika inflasi naik maka upah
rata rata juga akan naik, dan inflasi juga sebagai salah satu variabel perhitungan untuk
menentukan jumlah upah minimum setiap tahunnya. Kemudian dengan menggunakan alpha
sebesar 5% variabel pengangguran memiliki hasil signifikan, artinya ketika tingkat pengangguran
naik sebesar 1% maka upah rata rata juga akan naik sebesar 2.34%, hal itu disebabkan
perusahaan berusaha menutupi upah yang tinggi dengan banyak cara, salah satu caranya dengan
melakukan PHK tenaga kerja, kenaikan upah yang tinggi juga tidak dibarengi dengan
meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga akan berdampak pada naiknya angka pengangguran.
R-squared sebesar 0.970721 menjelaskan bahwa sekitar 97% variabel dalam penelitian ini dapat
menjelaskan pengaruh terhadap upah rata rata di provinsi kaya dan sekitar 3% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Ordinary Least Square Jumlah Pekerja di Provinsi Kaya

COEFFICIENT PROBABILITY
C 4.406524 0.0000
LUMP -0.915262 0.0000
INFLASI -0.005935 0.0124
R-SQUARED 0.968128

Berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5% variabel LUMP
signifikan sehingga ketika UMP naik sebesar 1% maka jumlah pekerja akan turun sebesar 0,91%,
hal ini disebabkan kenaikan upah akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga jumlah
penganggur akan semakin banyak dan semakin sulit mendapatkan pekerjaan, karena pengusaha
hanya akan mempekerjakan pekerja yang memiliki kemampuan tinggi ketika upah minimum
dinaikan, atau pekerja di sektor formal pindah ke sektor informal hal tersebut dikarenakan
kenaikan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal, kelebihan
penawaran tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur
oleh regulasi. Kemudian berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5%
variabel inflasi signifikan sehingga ketika inflasi naik sebesar 1% maka jumlah pekerja akan turun
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sebesar 0.005% , seperti yang dijelaskan dalam kurva Phillips dinyatakan bahwa inflasi yang
rendah seringkali terjadi dengan pengangguran yang tinggi, sebaliknya pengangguran yang
rendah bisa dicapai tetapi dengan inflasi yang lebih tinggi, tetapi hal itu tidak berlaku di Indonesia
hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah trade off melainkan berjalan
searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi, hal ini
dikarenakan inflasi sebagai bentuk kenaikan harga harga di semua sektor, maka perusahaan
perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa
dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja, akibatnya angka pengangguran yang tinggi
atau jumlah pekerja yang berkurang tidak dapat dihindari. R-squared sebesar 0.968128
menjelaskan bahwa sekitar 96% variabel dalam penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh
terhadap jumlah pekerja di provinsi kaya dan sekitar 4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
disertakan dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Ordinary Least Square Jumlah Jam Kerja di Provinsi kaya

COEFFICIENT PROBABILITY
C 4.406524 0.0000
LUMP -0.040489 0.0000
INFLASI -0.006849 0.0000
R-SQUARED 0.988357

Berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5% variabel LUMP
signifikan sehingga ketika UMP naik sebesar 1% maka jam kerja akan turun sebesar 0,04%, hal
ini disebabkan semakin banyak jumlah jam kerja maka perusahaan harus mengeluarkan biaya
untuk membayar upah lebih banyak lagi, sehingga salah satu caranya agar dapat menutupi
kenaikan upah minimum yaitu dengan cara mengurangi jumlah jam kerja dan sesuai dengan hasil
pada tabel 4 yaitu jumlah pekerja mengalami penurunan ketika upah minimum meningkat, maka
ketika jumlah pekerja berkurang, maka jumlah jam kerja juga mengalami penurunan. Kemudian
dengan menggunakan alpha 5% variabel inflasi signifikan sehingga ketika inflasi naik sebesar 1%
maka jam kerja akan turun sebesr 0,006%. R-squared sebesar 0.988357 menjelaskan bahwa
sekitar 98% variabel dalam penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh terhadap jumlah jam kerja
di provinsi kaya dan sekitar 2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam
penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Ordinary Least Square Harga Di Provinsi Kaya

COEFFICIENT PROBABILITY
C 4.091044 0.0000
LUMP 0.062975 0.0000
LKI -0.008907 0.0000
LPRODUKTIVITAS 0.000625 0.0000
R-SQUARED 0.998477

Berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5% variabel LUMP
signifikan sehingga ketika UMP naik sebesar 1% maka harga harga juga akan naik sebesar 0.06%,
hal ini dikarenakan ketika upah naik maka daya beli masyarakat juga mengalami kenaikan, maka
sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Kemudian dengan
menggunakan alpha 5% variabel LKI signifikan sehingga ketika konsumsi daya industri naik
sebesar 1% maka harga akan turun sebesar 0.008%, sedangkan dengan menggunakan alpha 5%
variabel LPRODUKTIVITAS signifikan sehingga ketika produktivitas naik sebesar 1% maka harga
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akan naik sebesar 0,0006%. R-squared sebesar 0.998477 menjelaskan bahwa sekitar 99%

variabel dalam penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh terhadap harga di provinsi kaya dan
sekitar 1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Ordinary Least Square Upah Rata Rata Di Provinsi Miskin

COEFFICIENT PROBABILITY
C 3.941919 0.0000
LUMP 0.734614 0.0000
INFLASI -0.002123 0.3631
PENGANGGURAN -1.11E-06 0.0000
R-SQUARED 0.974687

Berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5% variabel LUMP
signifikan sehingga ketika UMP naik sebesar 1% maka upah rata rata juga mengalami kenaikan
sebesar 0.73%, maka upah minimum provinsi dapat mempengaruhi peningkatan upah rata-rata,
dikarenakan upah pokok terendah yang harus diterima oleh buruh meningkat, maka, upah rata-
rata juga akan meningkat. Kemudian dengan menggunakan alpha sebesar 5% variabel
pengangguran memiliki hasil signifikan, artinya ketika tingkat pengangguran naik sebesar 1%
maka upah rata-rata mengalami penurunan sebesar 1.11%, hal itu dikarenakan kemampuan yang
terbatas atau tidak sesuai dengan kriteria kebutuhan tenaga kerja di industri, sehingga industri
lebih memilih menggunakan mesin di bandingkan pekerja yang kurang terampil, karena tenaga
kerja di provinsi miskin kurang terampil sehingga akan menurunkan upah rata-rata. Tetapi
variabel inflasi tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap upah rata-rata di provinsi
miskin. R-squared sebesar 0.974687 menjelaskan bahwa sekitar 97% variabel dalam penelitian
ini dapat menjelaskan pengaruh terhadap upah rata-rata di provinsi miskin dan sekitar 3%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Ordinary Least Square Jumlah Pekerja Di Provinsi Miskin

COEFFICIENT PROBABILITY
C 6.814809 0.0000
LUMP 0.251645 0.0088
INFLASI 0.001642 0.8836
R-SQUARED 0.095998

Berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5% variabel LUMP
signifikan sehingga ketika UMP naik sebesar 1% maka jumlah pekerja akan naik sebesar 0.25%,
hal ini dikarenakan, ketika upah minimum naik dan pengangguran meningkat hanya terjadi di
provinsi yang memiliki upah minimum tinggi atau di provinsi kaya, karena ketika upah minimum
meningkat di provinsi dengan tingkat upah minimum tinggi maka akan menambahkan beban bagi
industri sebesar 10-15% , maka salah satu caranya adalah mengurangi jumlah pekerja, tetapi hal
itu tidak terjadi di provinsi miskin karena tingkat upah yang memang rendah sehingga ketika
terjadi kenaikan upah mereka tidak akan melakukan pemecatan tenaga kerja atau bahkan mereka
melakukan penambahan jumlah tenaga kerja. Kemudian jumlah penawaran tenaga kerja di
provinsi miskin tidak sebanyak di provinsi kaya, karena di daerah daerah dengan upah minimum
tinggi lebih banyak industri padat karya dibandingkan dengan provinsi yang memiliki upah
rendah dimana lebih banyak industri padat modal. Tetapi variabel inflasi tidak signifikan atau
tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja, hal ini terjadi permintaan jumlah pekerja
di provinsi miskin lebih melihat kemampuan tenaga kerja, seperti penguasaan teknologi dan lain
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sebagainya. R-squared sebesar 0.095998 menjelaskan bahwa sekitar 9,5% variabel dalam

penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh terhadap jumlah pekerja di provinsi miskin dan sekitar
90,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Ordinary Least Square Jumlah Pekerja Di Provinsi Miskin

COEFFICIENT PROBABILITY
C 4.692054 0.0000
LUMP -0.061367 0.0185
INFLASI -0.010605 0.0054
R-SQUARED 0.387494

Berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5% variabel LUMP
signifikan sehingga ketika UMP naik sebesar 1% maka jumlah jam kerja akan turun sebesar 0,06%
, hal itu dikarenakan di provinsi miskin ketika upah minimum naik jumlah pekerja meningkat
sehingga agar perusahaan tidak mengalami kerugiaan akibat membayar upah terlalu besar, maka
perusahaan akan mengurangijumlah jam kerja para pekerjanya, kemudian variabel inflasi dengan
menggunakan alpha 5% memiliki hasil signifikan sehingga ketika inflasi naik sebesar 1% maka
jumlah jam Kkerja akan berkurang sebesar 0,01% hal itu dikarenakan tenaga kerja di bayar
berdasarkan waktu mereka bekerja, seperti bulanan, harian atau mingguan, maka ketika jam kerja
mereka bertambah maka perusahaan harus membayar upah yang lebih besar lagi, dan pada saat
inflasi mengalami kenaikan maka harga harga bahan produksi untuk menghasilkan suatu barang
juga akan meningkat untuk menutupi tingginya biaya maka perusahaan akan melakukan
pengurangan jam kerja sehingga tidak perlu mengurangi jumlah produk yang dihasilkan. R-
squared sebesar 0.387494 menjelaskan bahwa sekitar 38% variabel dalam penelitian ini dapat
menjelaskan pengaruh terhadap jumlah pekerja di provinsi miskin dan sekitar 62% dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Ordinary Least square harga di Provinsi miskin

COEFFICIENT PROBABILITY
C 4.218369 0.0000
LUMP 0.053438 0.0090
LKI -0.002903 0.0069
LPRODUKTIVITAS -0.005230 0.0016
R-SQUARED 0.273186

Berdasarkan hasil regresi diatas, dengan menggunakan alpha 5% variabel LUMP
signifikan sehingga ketika UMP naik sebesar 1% maka harga harga juga akan naik sebesar
0.053%, hal ini dikarenakan ketika upah naik maka daya beli masyarakat juga mengalami
kenaikan, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik.
Kemudian dengan menggunakan alpha 5% variabel LKI signifikan sehingga ketika konsumsi daya
industri naik sebesar 1% maka harga akan turun sebesar 0.002%, sedangkan dengan
menggunakan alpha 5% variabel LPRODUKTIVITAS signifikan sehingga ketika produktivitas naik
sebesar 1% maka harga akan turun sebesar 0,005%. R-squared sebesar 0.273186 menjelaskan
bahwa sekitar 27% variabel dalam penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh terhadap jumlah
pekerja di provinsi miskin dan sekitar 73% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan
dalam penelitian ini.
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5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, kenaikan upah minimum dapat menaikan
jumlah upah rata-rata baik di provinsi miskin ataupun di provinsi kaya, kemudian kenaikan upah
rata-rata juga akan menurunkan jumlah pekerja di provinsi kaya tetapi menaikan jumlah pekerja
di provinsi miskin hal ini juga dilihat dari tingkat upah yang besar di provinsi kaya sehingga ketika
terjadi kenaikan upah minimum perusahaan akan mengalami kerugiaan sekitar 10-15% sehingga
untuk menutupi kenaikan upah tersebut perusahaan melakukan pemecatan, dan di provinsi
dengan upah minimum yang rendah lebih banyak industri padat modal di bandingkan dengan
industri padat karya sehingga penawaran tenaga kerja tidak sebanyak di provinsi dengan upah
yang tinggi. Kemudian upah minimum juga akan menaikan harga hal ini dikarenakan daya beli
masyarakat meningkat, seperti dalam teori permintaan ketika permintaan naik maka harga juga
akan naik, kenaikan harga karena kenaikan upah minimum terjadi di provinsi miskip maupun di
provinsi kaya.
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1. Hasil Uji Common Effect Model Upah Rata Rata di Provinsi Miskin

. ; JAGE EFFECT PROVINST KAYASURtIRIed S T= 171 |
mmm pree [ ame Frose [ EsmateForoces ot [Ress

! Dependent Vanable LGA)I
Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)
Date: 112919 Time 0807
Sample 2009 2017
Pernods included 9
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) obsenvations 72
Linear estimaton after one-step welghting matrix
White diagonal standard errors & covariance (d!. corrected)

Variable Coefticient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1250448 0279743  -4.469981 0.0000
LUMP 1094432 0.020435 5355739 0.0000
INFLASI 0006887 0003970 1.734898 00873
PENGANGGURAN 234E-07 1.26€E-08 1865499 0.0000
_— ——
Weighted Statistics
————
R-squared 0870721 Mean dependent var 81 685658
Adjusted R-squared 0969429 SD. dependentvar 1995239
S E. of regression 1027261 Sum squared resid 7175809
F-statistc 751.4859 Durbin-Watson stat 1781317
Prob(F-statistic) 0000000
Unweighted Statistics
R-squared 0618545 Mean dependent var 14 27950
Sum squared resid 7468119 Durbin-Watson stat 0941876 J
-

2. Hasil Uji Fixed effect Model Jumlah Jam Kerja di Provinsi Kaya

Dependent Variable LIAMKERJA

Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)

Date: 1129419 Time: 09.53

Sample: 2009 2017

Periods included: 9

Cross-sections included. 8

Total panel (balanced) observations: 72

Linear estimation ater one-step weighting matrix

White diagonal standard errors & covarlance (d !, corrected)

Variable Coefficient S Error t-Statistic Prob.
C 4406524 0033913 1299368 00000
LUMP -0.040489 0002440 1653977 0.0000
INFLAS! 0006849 850E-05 8061411 00000
Efects Specification

Cross-section fed (dummy variables)

Welghted Statistics
R-squared 0988357 Mean dependent var 1417271
Adjusted R-squared 0986667 SD dependentvar 2590082
SE. ofregression 1057220 Sum squared resid 69.29829
F-statistic 584 8067 Durbin-Watson stat 2281263
Prob(F-statistic) 0000000
Unweighted Statistics
R-squared 0247009 Mean dependent var 3806227

Sum squared resid 0188163 Durbin-Watson stat 2546570 'II
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3. Hasil Uji Common Effect Model Harga di Provinsi Miskin

[ quation: CEM Workfile: PRICE EFFECT PROVINST KEAYAUNN R InG

Dependent Variable: LHARGA

Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)

Date: 11/2919 Time: 18:02

Sample 2009 2017

Periods included: 9

Cross-sections included. 8

Total panel (balanced) observations: 72

Linear estimation atter one-step welghting matrix

Wwhite diagonal standard errors & covariance (d 1 corected)

Varlable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.
C 4091044 0010549 3878223 0.0000
LUMP 0062975 0000873 7211169 00000
LKl -0.008907 356E-05 -2500522 00000
LPRODUKTIVITAS 0.000625 239E-05 2613236 00000
-
Weighted Statistics
_—
R-squared 0990542 Mean dependent var 1100692
Adjusted R-squared 0998477 SD. dependentvar 3497614
SE. ofregression 1025908 Sum squared resid 7156921
Festatistic 1552152 Durbin-Watson stat 1915203
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
, R-squared 0143256 Mean dependent var 4838549
 Sum squared resid 0361474 Durbin-Watson stat 1682528

4. Hasil Uji Fixed Effect Model Jam Kerja di Provinsi Miskin

Dependent Variable: LJAMKE RJA

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 14:.43

Sample: 2009 2017

Periods included: 9

Cross-sections Included. 8

Total panel (halanced) observations: 72

White diagonal standard errors & covarlance (d1. corrected)

Varlable Coefficient St Error  t-Statistic Prob.
e
C 4371819 0395375 1105740  0.0000
LUMP 0038967 0027756 1403916 01653
INFLASI 0009465  0.004250 -2227262 00296
I —
Effects Specification

Cross-section ted (dummy varlables)

R-squared 0.325839 Mean dependent var 3773492
Adjusted R-squared 0.227977 SD. dependent var 0.005636
SE. ofregression 0084031 Akalke Info criterion 1987020
Sum squared resid 0437793 Schwarz criterion 1670817
Log lkelihood 8153274 Hannan-Quinn criter, 1861139
Festatistic 3.320576  Durbin-Watson stat 2.300688
Prob(F-statistic) 0002235
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5. Hasil Uji Random Effect Model Jumlah Pekerja di Provinsi Miskin

won: REM Workfile: JUMLAH PEKERJA PROYINST MISEINSUnRER -FTH

' DependentVariable: LJUMLAHPEKERJA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/02119 Time: 03 36
Sample: 2009 2017

' Perlods included: 9

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 72

Swamy and Arora estimator of component varlances

Variable Coefficient Std. Error 1-Statistic Prob.
C 6814809 1.343586 5072105 0.0000
LUMP 0.251645 0.093298 2697225 0.0088
INFLASI 0001642 0.011167 0147010 0.8836
Effects Specification
i S.D. Rho
I Cross-section random 0707901 08890
" Idlosyncratic random 0250168 01110
Welghted Statistics
R-squared 0095998 Mean dependent var 1.210923
Adjusted R-squared 0069795 S.D. dependentvar 0260375
S E of regression 0251124  Sum squared resid 4.351378
F-statistic 3663630 Durbin-Watson stat 0997795
4 Prob(F - statistic) 0030750
Unwelghted Statistics
R-squared ‘0010849 Mean dependent var 1035072
Sum squared resid 38.29143  Durbin-Watson stat 0.113388 ;‘

6. Hasil Uji Common Effect Model Harga di Provinsi Miskin

mlq»n-lmn CEM Workhile: UNTITLED2zUntitied .r'-n
Wiew | Proc | Object [ Print | Name |Freeze || Estimate |Forecast | Stats |Resids

Dependent Variable LHARGA

Method Panel EGLS (Cross-section SUR)

Date: 12/02/19 Time: 15,28

Sample: 2009 2017

Perlods Included: 9

Cross-seclions Included. 8

Total panel (unbalanced) observations: 70
Linear estimation after one-step welghting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
P ———
C 4,218369 0.274893 1534552  0.0000
LUMP 0.053438 0.019844 2692908 00090
LKI 0.002903 0.001041 -2769258 00069
LPRODUKTMTAS -0.005230 0.001593 -3283385 00016
C Welghted Stastes
_
R-squared 0273186 Mean dependent var 4127344
Adjusted R-squared 0240149 S.D dependentvar 5167913
SE. ofregression 0946446 Sum squared resid 5912022
F-statistic 8.269080 Durbin-Watson stat 1772410
Prob(F-statistic) 0.000085
Umwelghted Statistics
R-squared 0.055950 Mean dependent var 4 871666
Sum squared resid 0910787 Durbin-Watson stat 1428835
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7. Hasil Uji Common Effect Model Upah Rata-Rata di Provinsi Miskin

Dependent Variable: LGAJI

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date. 12/02/19 Time. 22.46
Sample: 2009 2017
Periods included: 9
Cross-sections included 8

Total panel (unbalanced) observations: 71
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4412877 0613354 7.194664 0.0000
LUMP 0.762128 0038352 1987219 0.0000
LINFLASI -0.023995 0025962 -0.924230 0.3587
LPENGANGGURAN -0.085320 0015664 -5447023 0.0000

Weighted Statistics
R-squared 0.885375 Mean dependentvar 17.22421
Adjusted R-squared 0880242 S.D.dependentvar 7.620377
S.E. of regression 0.148236 Sum squared resid 1.472259
F-statistic 1725043 Durbin-Watson stat 1.448700
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics

R-squared 0.757048 Mean dependent var 1411863
Sum squared resid 1607625 Durbin-Watson stat 1.219345
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PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT
UPAH DI INDONESIA TIMUR TAHUN 2013-2017

Venny Destari Nurlita (2016110008)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap
rata-rata upah pekerja di Indonesia Timur. Metodelogi dalam penelitian ini adalah
metode analisis regresi data panel dengan pendekatan fixed effect. Pada penelitian
ini tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan yang ditempuh
oleh pekerja di Indonesia Timur yang digolongkan kedalam pekerja dengan
tingkat pendidikan dibawah rata-rata (SD dan SMP) dan pekerja dengan tingkat
pendidikan diatas rata-rata (SMA, diploma dan universitas). Hasil dari penelitian
ini adalah pekerja pada tingkat pendidikan dibawah rata-rata mempunyai
pengaruh negatif terhadap rata-rata upah sedangkan pada pekerja dengan tingkat
pendidikan di atas rata-rata mempunyai pengaruh positif terhadap rata-rata upah.
Jika jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan dibawah rata-rata naik akan
menurunkan tingkat upah dan jika jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan di
atas rata-rata naik maka akan meningkatkan rata-rata upah yang diterima pekerja
di Indonesia Timur.

Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Upah Rata-Rata

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam dunia usaha, faktor terpenting adalah faktor tenaga kerja. Perusahaan atau
pemberi kerja akan memberikan upah untuk menggantikan jasa dari tenaga kerja. Menurut
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah merupakan hak
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha
atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah yang diterima oleh
setiap pekerja akan berbeda satu sama lain. Adanya perbedaan upah dari setiap pekerja
disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan dari masing-masing
pekerja. Pendidikan merupakan investasi dari sumber daya manusia. Pendidikan memegang
peran penting dalam menentukan kualitas angkatan kerja dan pada akhirnya akan berpengaruh
pada upah serta produktivitas. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dalam prosesnya memiliki tingkatan-tingkatan yang
menjadi sebuah simbol tentang level seseorang individu dalam menyelesaikan tingkatkan
pendidikan tertentu. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 14 yang menjelaskan
tingkatan pendidikan formal yaitu terdiri dari pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan
menengah (SMA umum/kejuruan), dan pendidikan tinggi (diploma, sarjana dan magister). Tinggi
rendahnya tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi tingkat rata-rata upah yang didapatkan.
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Todaro (2004) mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peran dalam membentuk kemampuan
sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan
kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.

Indonesia Timur adalah kawasan berbasis kemaritiman. Indonesia Timur memiliki
potensi kekayaan alam yang berlimpah tetapi hal tersebut belum mampu mengangkat KTI ke level
yang signifikan. Dalam banyak hal, KTI identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan,
keterisolasian dan kemiskinan. Jika menyebutkan 10 provinsi miskin Indonesia, hampir semua
berada di Indonesia Timur. Salah satu faktor yang membuat KTI tertinggal adalah rendahnya
kualitas sumber daya manusia. Pada sektor pendidikan, banyak anak-anak sekolah dan tidak
mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi fenomena yang terjadi di
KTI.

Grafik 1. Rata-Rata Upah di Indonesia Timur
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Rata-rata upah di Kawasan Timur Indonesia beragam namun tidak jauh berbeda. Dapat
dilihat pada Gambar 1, bahwa rata-rata upah tertinggi berada di provinsi Papua yaitu sebesar
16890,7 ribu rupiah dan terendah di provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 9702,8 ribu
rupiah. Upah rata-rata pada provinsi lain tidak jauh berbeda yaitu berkisar antara 9732 ribu
rupiah sampai 14207,1 ribu rupiah. Dengan demikian, pada penelitian ini ingin melihat faktor apa
yang menjadikan adanya perbedaan tingkat upah di Indonesia Timur salah satunya dilihat dari
faktor tingkat pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

Pendidikan memegang peran penting dalam menentukan kualitas angkatan kerja dan
pada akhirnya akan berpengaruh pada upah serta produktivitas. Indonesia Timur merupakan
kawasan yang identik dengan ketertinggalan. Salah satu faktor yang membuat KTI tertinggal
adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Fenomena yang terjadi adalah masyarakat tidak
dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perbedaan tingkat pendidikan di
Indonesia Timur ini dapat mempengaruhi tingkat upah yang akan diterima. Dengan demikian,
pertanyaan yang akan diajukan penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat
pendidikan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan rata-rata upah pekerja di Indonesia Timur.
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk melihat
bagaimana pengaruh tingkat pendidikan di Indonesia Timur, dilihat dari pendidikan dasar yaitu
SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan pendidikan atas yaitu SMA (Sekolah
Menengah Atas), Diploma dan Universitas terhadap rata-rata penerimaan upah di Indonesia
Timur. Pada penelitian ini tingkat pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan yang
ditempuh oleh pekerja di Indonesia Timur yang digolongkan kedalam pekerja dengan tingkat
pendidikan di bawah rata-rata (SD dan SMP) dan pekerja dengan tingkat pendidikan diatas rata-
rata (SMA, SMA Kejuruan, diploma dan universitas) pada tahun 2013-2017.

1.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI

PDRB \\ /
INFLASI / UPAH

Fenomena yang terjadi di Indonesia Timur adalah rendahnya kualitas sumber daya
manusia akibat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi. Perbedaan tingkat upah pekerja di KTI juga berbeda-beda. Sehingga untuk
mengetahui pengaruhnya pada penelitian menggunakan tingkat upah sebagai variabel dependen
dan tingkat pendidikan, PDRB, inflasi sebagai variabel independen.

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan. Upah yang
digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata upah yang diterima oleh pekerja/buruh.
Pendidikan merupakan salah satu investasi dari sumber daya manusia. Dalam teori Human
Capital dijelaskan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilan melalui peningkatan
pendidikan. Tingkat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma dan Universitas. Pada penelitian ini tingkat
pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pekerja di Indonesia
Timur yang digolongkan kedalam pekerja dengan tingkat pendidikan di bawah rata-rata (SD dan
SMP) dan pekerja dengan tingkat pendidikan diatas rata-rata (SMA, SMK, Diploma dan
Universitas) pada tahun 2013-2017. Dengan tingkat pendidikan tersebut, penelitian ini ingin
melihat pengaruh dari dari perbedaan tingkat upah terhadap tingkat upah. PDRB merupakan
keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah tertentu dan dalam tahun
tertentu. Pada penelitian sebelumnya mengatakan bahwa peningkatan PDRB dapat berpengaruh
terhadap rata-rata upah. Jika pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah meningkat maka akan
mendorong investasi-investasi baru masuk sehingga akan menyerap tenaga kerja. Ketika adanya
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penyerapan tenaga kerja yang banyak maka akan berpengaruh pada tingkat upah pekerja. Inflasi
merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang
berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi berpengaruh penting, jika harga-harga semakin naik
maka kebutuhan rumah tangga dan pengeluaran rumah tangga juga akan semakin naik sehingga
berdampak pada penerimaan upah rata-rata pekerja.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Human Capital yang
dikemukakan oleh Becker (1985). Teori ini memaparkan tentang pendidikan yang dapat
mengajarkan kepada pekerja tentang keahlian-keahlian untuk meningkatkan produktivitas dan
pekerja akan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada teori Human Capital berasumsi
bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui tingkat pendidikan. Pada setiap
tambahan satu tahun sekolah maka disatu sisi akan meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat
penghasilan seseorang, namun pada satu sisi menunda penerimaan penghasilan selama satu
tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping penundaan dalam menerima penghasilan
tersebut, seseorang yang akan melanjutkan sekolah harus membayar biaya tambahan secara
langsung. Dengan demikian, jumlah penghasilan yang akan didapat selama seumur hidup dihitung
dalam nilai sekarang atau Net Present Value.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Becker (1975) yaitu dalam teori Human Capital mengatakan bahwa
tingkat upah akan dipengaruhi oleh pendidikan, latihan, keterampilan dan pengalaman kerja.
Tingkat upah yang akan diterima ditentukan oleh investasi modal manusia pada seseorang.
Becker mengatakan bahwa tingkat upah dari setiap tenaga kerja yaitu berdasarkan produktifitas
marginal yang dapat ditingkatkan melalui investasi modal manusia. Pada penelitian Swati dan
Sharma (2016) dengan menggunakan metode regresi OLS. Penulis menemukan bahwa
pengembalian kepada pendidikan tinggi yaitu positif dan signifikan, sedangkan pada pendidikan
rendah adalah negatif dan signifikan. Penelitian Bhattarai dan Wisniewsky (2002) menjelaskan
bahwa variabel umur, jenis kelamin dan lama sekolah merupakan faktor-faktor yang paling
signifikan mempengaruhi tingkat upah yang diterima oleh pekerja di Inggris. Penelitian Berardi
(2013) menjelaskan bahwa variabel pendidikan dan pengalaman dapat mempengaruhi upah
sesuai dengan yang diperkirakan yaitu meningkatkan upah secara signifikan. Status perkawinan
tidak signifikan mempengaruhi upah pada sektor informal tetapi signifikan pada sektor formal.
Selain itu, ternyata jenis kelamin dan asal daerah tidak signifikan mempengaruhi tingkat upah.
Pada penelitian Hossain dan Haque (2015) yang berjudul “An Analysis of the Determinants of Wage
and Salary Differentials in Bangladesh”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor yang menciptakan perbedaan pendapatan di Bangladesh. Pada hasil dari penelitiannya
menemukan bahwa pendidikan, umur, gender dan tempat bekerja membawa pengaruh yang
signifikan terhadap perbedaan upah harian yang diterima. Pada penelitian Susanto (2011)
menjelaskan bahwa tingkat pendidikan pekerja industri manufaktur berpengaruh terhadap
tingkat upah. Tingkat upah pekerja pria berpendidikan SMU dan SMK lebih tinggi daripada
pekerja yang berpendidikan SMP dan SMP Kejuruan. Sementara itu untuk pekerja wanita tidak
terdapat perbedaan upah antara pekerja berpendidikan SMP, SMP Kejuruan, SMU dan SMU
Kejuruan. Pada penelitian Juwita dan Budi (2013) yang berjudul “Kontribusi Tingkat Pendidikan
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terhadap Pendapatan Sektoral Di Kota Palembang” dengan menggunakan data sekunder yang
berbentuk cross section. Penelitian ini untuk melihat kontribusi antara tingkat pendidikan dengan
pendapatan tenaga kerja sektoral di Kota Palembang. Varibel bebas berupa pendidikan, umur, jam
kerja dan jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pendapatan tenaga kerja.

3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS). Variabel yang
digunakan adalah upah, tingkat pendidikan, PDRB dan inflasi. Tingkat pendidikan dalam
penelitian ini digolongkan pada dua kategori yaitu pendidikan dasar yaitu SD (Sekolah Dasar),
SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan pendidikan atas yaitu SMA (Sekolah Menengah
Atas/Kejuruan), Diploma dan Universitas. Pendekatan yang digunakan adalah Fixed Effect Model
(FEM).

Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

logUPAH;, = By + B1logPENDIDIKANDASAR;, + B,logPENDIDIKANATAS
+ B3logPDRB;, + B4logINFLASI;, + e;,

Keterangan :
UPAH;; = Rata-rata upah pekerja di Indonesia Timur pada tahun 2013-2017
PENDIDIKANDASAR;: = Pendidikan dibawah rata-rata (SD, SMP) di Indonesia Timur pada tahun

2013-2017
PENDIDIKANTINGGI;: =Pendidikan di atas rata-rata (SMA, Diploma, Universitas) di Indonesia
Timur pada tahun 2013-2017

PDRB;; = PDRB per kapita di Indonesia Timur pada tahun 2013-2017
Inflasij = Inflasi di Indonesia Timur pada tahun 2013-2017

e = Error Terms

i = Cross section

t = Time seri

Tabel 1. Variabel Penelitian

Jenis Variabel Nama Variabel Satuan Sumber Data
Dependen Upah Ribu rupiah Badan Pusat Statistika
(BPS)
Independen Tingkat pendidikan Jiwa Badan Pusat Statistika
(pendidikan dasar dan (BPS)
pendidikan atas)
PDRB Ribu rupiah Badan Pusat Statistika
(BPS)
Inflasi Persen Badan Pusat Statistika
(BPS)

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan rata-rata upah pekerja di Provinsi Indonesia Timur sebagai
variabel dependen serta tingkat pendidikan, PDRB dan inflasi sebagai variabel independen.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh berupa data

sekunder dan jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan data time series dan
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data cross section. Data time series diambil dari tahun 2013-2017 dengan objek penelitian 13
provinsi di Indonesia bagian Timur.

3.3. Hipotesis Penelitian
e H; =Pendidikan dasar mempengaruhi tingkat rata-rata upah secara signifikan
e H;=Pendidikan tinggi mempengaruhi tingkat rata-rata upah secara signifikan
e H3z;=PDRB mempengaruhi tingkat rata-rata upah secara signifikan
e H, = Inflasi mempengaruhi tingkat rata-rata upah secara signifikan

4, HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 2, hasil estimasi menggunakan panel gabungan time series dari tahun
2013-2017 dan cross section dari provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Pada penelitian ini telah
melakukan chi-square dan Hausmant test maka yang terbaik adalah menggunakan Fixed Effect
Model (FEM). Pada tabel 2 menunjukkan 4 variabel independen berpengaruh terhadap rata-rata
upah di Indonesia Timur pada alpha 10%.

Tabel 2. Hasil Penelitian

Variabel Dependen: Upah
Variabel Koefisien Prob
C -2.579081 0.1730
LOGPEND_DASAR -0.043473 0.0010
LOGPEND_ATAS 0.295625 0.0211
LOGPDRB 0.710669 0.0015
LOGINFLASI -0.028838 0.0729
R-squared 0.903608
Durbin-Watson stat 1.251697

Berdasarkan tabel di atas, R-squared hasil regresi model penelitian ini adalah sebesar
0.903608 yang berarti bahwa sebesar 90% variabel independen yang diolah secara bersamaan
dapat menjelaskan variabel dependen pada model penelitian ini. Koefisien pada pendidikan dasar
adalah sebesar -0.043473 yang memiliki arti bahwa setiap ada pertambahan pekerja dengan
tingkat pendidikan dibawah rata-rata (pendidikan dasar) sebesar 1 persen akan menurunkan
tingkat rata-rata upah yang diterima sebesar 0.043473 persen (signifikan pada alpha 10%).
Koefisien pendidikan atas adalah sebesar 0.295625 yang memiliki arti bahwa setiap ada
pertambahan pekerja dengan tingkat pendidikan di atas rata-rata (pendidikan atas) sebesar 1
persen akan meningkatkan tingkat rata-rata upah yang diterima sebesar 0.295625 persen dengan
alpha 10%. Koefisien PDRB adalah sebesar 0.710669 yang memiliki arti bahwa setiap ada
pertambahan PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat rata-rata upah yang diterima
sebesar 0.710669 persen dengan alpha 10%. Koefisien inflasi adalah sebesar -0.028838 yang
memiliki arti bahwa setiap ada pertambahan tingkat inflasi sebesar 1 persen akan menurunkan
tingkat rata-rata upah yang diterima sebesar 0.028838 persen dengan alpha 10%.

Variabel pendidikan dasar atau pekerja dengan tingkat pendidikan dibawah rata-rata
menunjukan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat upah. Variabel
pendidikan atas atau pekerja dengan tingkat pendidikan diatas rata-rata menunjukan tanda
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positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap upah. Hal tersebut sesuai penelitian terdahulu
yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Dalam teori Human Capital menjelaskan bahwa
seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa pada penelitian ini sesuai dengan teori Human Capital.

Variabel PDRB menunjukan tanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap
rata-rata upah pekerja di Indonesia Timur. Dalam hal ini ketika adanya peningkatan PDRB maka
rata-rata upah akan meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah meningkat maka
akan mendorong investasi-investasi baru masuk sehingga akan menyerap tenaga kerja. Ketika
penyerapan tenaga kerja maka akan berpengaruh pada tingkat upah pekerja.

Variabel inflasi menunjukan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap
rata-rata upah pekerja di Indonesia Timur. Dalam hal ini inflasi berpengaruh penting. Artinya jika
harga-harga semakin naik, maka kebutuhan dan pengeluaran dari rumah tangga akan semakin
meningkat sehingga berdampak terhadap penerimaan rata-rata upah pekerja yang dianggap
kurang memenuhi kebutuhan seseorang.

5. SIMPULAN

Perbedaan upah dari setiap pekerja disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya
adalah tingkat pendidikan dari masing-masing pekerja. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah
dipaparkan, tingkat pendidikan berpengaruh pada tingkat rata-rata upah. Pada variabel
pendidikan dasar atau pekerja dengan tingkat pendidikan dibawah rata-rata menunjukan tanda
negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat upah. Variabel pendidikan atas atau
pekerja dengan tingkat pendidikan diatas rata-rata menunjukan tanda positif dan berpengaruh
secara signifikan terhadap tingkat rata-rata penerimaan upah. Tingkat pendidikan yang ditempuh
oleh pekerja dapat menjadi investasi bagi dirinya. Pada penelitian ini sejalan dengan teori Human
Capital yang menjelaskan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui
peningkatan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan tingkat rata-rata upah pekerja di Indonesia
Timur salah satunya dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pekerjanya.
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LAMPIRAN

1. Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation
LOGPEND_DASAR | LOGPEND_ATAS | LOGPDRB LOGINFLASI
LOGPEND_DASAR 1.000000 0.720329 -0.077516 0.001786
LOGPEND_ATAS 0.720329 1.000000 0.057590 -0.032141
LOGPDRB -0.077516 0.057590 1.000000 -0.150695
LOGINFLASI 0.001786 -0.032141 -0.150695 1.000000
2. Hasil Uji Chi-square
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic df. Prob.
Cross-section F 12.993554 (12,48) 0.0000
Cross-section Chi-square 94.025084 12 0.0000
3. Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 20.614834 4 0.0004

4. Hasil Remedial White Test

Dependent Variable: LOGUPAH

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 16:56

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 65

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -2.579081 1.864627 -1.383162 0.1730
LOGPEND_DASAR -0.043473 0.012389  -3.509053 0.0010
LOGPEND_ATAS 0.295625 0.123931 2.385413 0.0211
LOGPDRB 0.710669 0.210734 3.372347 0.0015
LOGINFLASI -0.028838 0.015726  -1.833706 0.0729

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.903608 Mean dependentvar 7.736813
Adjusted R-squared 0.871477 S.D. dependentvar 0.191247
S.E. of regression 0.068562 Akaike info criterion -2.302256
Sum squared resid 0.225638 Schwarz criterion -1.733570
Log likelihood 91.82330 Hannan-Quinn criter. -2.077872
F-statistic 28.12282 Durbin-Watson stat 1.251697
Prob(F-statistic) 0.000000
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PENGARUH INTERNASIONALISASI RENMINBI TERHADAP
VOLATILITAS MATA UANG ASEAN-5/US DOLLAR

Anan Wiranto (2016110070)

Abstrak

Renminbi diakui oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai mata uang
internasional pada Oktober 2016. China memiliki hubungan perdagangan dengan
ASEAN melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Namun, hubungan dagang
antara ASEAN dengan China dapat menyebabkan mata uang ASEAN menjadi
sensitif terhadap volatilitas Renminbi. Penelitian ini ingin menemukan apakah
volatilitas Renminbi terhadap US Dollar dapat memengaruhi volatilitas mata uang
ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina) terhadap US Dollar
sebelum dan sesudah internasionalisasi Renminbi. Data yang digunakan adalah
lima mata uang ASEAN (Indonesia Rupiah, Dolar Singapura, Ringgit Malaysia, Baht
Thailand, dan Peso Filipina) terhadap US Dollar dan tiga mata uang Internasional
(Poundsterling, Renminbi, dan Euro). Penelitian ini menggunakan metode Panel
Least Square di 5 negara ASEAN dari tahun 1998:01-2018:12. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa volatilitas Renminbi terhadap US Dollar berpengaruh
positif terhadap volatilitas mata uang ASEAN-5 terhadap US Dollar baik sebelum
maupun sesudah internasionalisasi Renminbi.

Kata Kunci: Internasionalisasi Renminbi, volatilitas mata uang, ASEAN-5

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

China mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan World Economic Outlook (2018), China menjadi negara dengan perekonomian
terbesar kedua setelah Amerika dengan pendapatan PDB sebesar 13.457,279 miliar USD, namun
Purchasing Power Parity (PPP) China lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yaitu 25.313,268
Miliar USD (Grafik 1). Berkembangnya perekonomian China juga diikuti dengan pertumbuhan
market share China dalam perdagangan dunia di beberapa tahun terakhir. Walaupun begitu,
pertumbuhan PDB China dalam beberapa tahun selalu menurun, hal tersebut disebabkan adanya
pergeseran permintaan dari investasi menjadi konsumsi. Pada tahun 2016-2017, China
merupakan negara eksportir terbesar di dunia setelah Amerika dan Jerman. Selain itu,
berdasarkan Renminbi Internationalisation Survey (HSBC, 2017), Renminbi menempati peringkat
kedelapan untuk mata uang yang paling sering diperdagangkan di Dunia.
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Grafik 1. GDP Indicator 2018 (billion USD)
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Sumber: International Monetary Fund, 2018

Pada tahun 2005, pemerintah China berupaya untuk menjadikan Renminbi menjadi mata
uang internasional dengan mengubah exchange rate regime-nya dari fixed exchange rate regime
menjadi managed floating exchange rate regime. Selain itu, Internasionalisasi Renminbi juga
didukung dengan dua faktor yaitu, pengembangan pasar offshore Renminbi pada tahun 2010 dan
implementasi Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013. Dua faktor tersebut bertujuan untuk
meningkatkan trade dan pertumbuhan ekonomi di Asia yang menyebabkan Renminbi
berpengaruh terhadap mata uang Asia (Shu et al. 2014). Saat ini, terdapat dua negara yang
memiliki pasar offshore Renminbi yaitu Singapura dan Hongkong. Perkembangan perekonomian
China menjadi alasan mengapa Renminbi masuk ke dalam keranjang mata uang internasional.
Mata uang dapat dikatakan sebagai mata uang internasional jika digunakan untuk trade settlement
seperti ekspor dan impor, serta sebagai foreign reserve currency yang berarti mata uang tersebut
diterima dan digunakan sebagai instrumen pembayaran antar negara dan cadangan devisa negara
lain (Kenen, 2009).

China dan ASEAN memiliki hubungan perekonomian melalui perdagangan maupun
finansial. Hubungan perdagangan antara China dan ASEAN diperkuat dengan dibentuknya
ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Pada tahun 2010, ACFTA menetapkan penurunan tarif
ekspor barang China maupun ASEAN dari 12,8 persen menjadi 0,6 persen. Penurunan tarif ekspor
menguntungkan bagi negara ASEAN, karena ekspor ASEAN ke China semakin tinggi, dan impor
dari China juga meningkat. Penelitian ini berfokus pada lima negara ASEAN yaitu Indonesia,
Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Lima negara ASEAN tersebut merupakan mitra
dagang terbesar bagi China di Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia merupakan eksportir
terbesar barang komoditas pertanian untuk China di Asia Tenggara, sedangkan Thailand dan
Filipina merupakan eksportir jasa seperti tenaga kerja terbesar bagi China di Asia Tenggara.
Semakin dekatnya hubungan perdagangan China dengan ASEAN dapat memengaruhi volatilitas
mata uang ASEAN. Mata uang ASEAN menjadi sensitif terhadap volatilitas Renminbi. Walaupun
begitu, sebagian besar transaksi perdagangan (cross-border settlement) di ASEAN seperti ekspor
dan impor masih menggunakan dolar Amerika sebagai alat pembayarannya. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh dari volatilitas RMB/USD terhadap
volatilitas mata uang ASEAN-5/USD sebelum dan sesudah Internasionalisasi Renminbi.

Penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian sub-bab. Bagian pertama menjelaskan latar
belakang dan literatur pendukung dari penelitian sebelumnya mengenai volatilitas mata uang
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Renminbi terhadap mata uang ASEAN-5, internasionalisasi Renminbi, dan hubungan ekonomi
antara China dengan ASEAN-5. Bagian kedua akan membahas mengenai kerangka pikir penelitian,
data dan metodologi yang digunakan dalam penelitian, serta hasil dan pembahasan dari pelitian.

Terakhir, pada bagian ketiga menjelaskan kesimpulan dari penelitian, saran untuk penelitian
selanjutnya, dan implikasi kebijakan dari hasil temuan empiris.

1.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

RMB/USD EURO/USD GBP/USD

EXCHANGE RATE
REFORM

ASEAN-5
CURRENCY/US
D

INTERNASIONALISAS
| RENMINBI

Terdapat beberapa mata uang internasional seperti dolar Amerika, Euro, Poundsterling,
Yen Jepang, dan Renminbi China, namun pada penelitian ini hanya menggunakan Renminbi China,
Euro, dan Poundsterling (Gambar 1). Dalam kerangka pikir, Renminbi terhadap dolar Amerika
dapat memengaruhi volatilitas mata uang ASEAN-5 terhadap dolar Amerika, dimana ketika
Renminbi terdepresiasi terhadap dolar Amerika menyebabkan terjadinya penurunan harga
produk China, sehingga para importir melihat bahwa produk China lebih murah. Dengan begitu,
daya saing China akan meningkat di pasar global dan akan meningkatkan ekspor China terutama
terhadap mitra dagang China. Peningkatan ekspor China ke mitra dagang China terutama ASEAN-
5 yang merupakan anggota ACFTA menyebabkan impor ASEAN-5 dari China akan meningkat
karena harga produk China menjadi lebih murah. Hal tersebut akan meningkatkan permintaan
dolar Amerika di ASEAN-5 yang mengakibatkan terdepresiasinya nilai mata uang ASEAN-5
terhadap dolar Amerika, dan impor yang terus menerus akan menyebabkan neraca berjalan
(current account) menjadi defisit. Menurut Wu (2014) volatilitas Renminbi terhadap dolar
Amerika dapat memengaruhi volatilitas mata uang Asia terhadap dolar Amerika melalui kegiatan
perdagangan dan akan menyebabkan dampak negatif maupun positif terhadap pertumbuhan
ekonomi Asia. Selain itu, Renminbi dapat memengaruhi mata uang ASEAN-5 terhadap dolar
Amerika melalui investasi, dimana ketika mata uang Renminbi terdepresiasi akan menyebabkan
terjadinya capital outflow dan memunculkan shock pada harga saham China. Dengan begitu,
membuat investor memilih untuk memindahkan investasinya ke aset yang lebih aman seperti
Jepang dan Eropa. Investor melihat risiko yang tinggi untuk memindahkan investasinya ke negara
yang memiliki hubungan bilateral dengan China. Dengan begitu, adanya penurunan pada harga
saham di ASEAN-5 dan mata uang ASEAN-5 akan terdepresiasi. Pernyataan tersebut didukung
melalui penelitian Dizioli (2016) yang menemukan bahwa turunnya harga saham China akan
menimbulkan shock pada Global Financial Volatility Index (V1X) yang akan berdampak pada
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penurunan harga saham dan terdepresiasinya mata uang di negara berkembang. Begitupun,
dengan pengaruh volatilitas Euro dan Poundsterling terhadap dolar Amerika dapat memengaruhi
mata uang ASEAN-5 terhadap dolar Amerika dan memiliki mekanisme yang sama dengan
penjelasan mengenai Renminbi. Penggunaan tiga mata uang internasional tersebut bertujuan
untuk membandingkan pengaruh dari ketiga mata uang internasional tersebut dengan mata uang
China terhadap volatilitas mata uang ASEAN-5 terhadap dolar Amerika.

Renminbi menjadi mata uang internasional pada oktober 2016, dimana Renminbi diakui
oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai mata uang internasional dengan memasukkannya
ke dalam Special Drawing Right (SDR). Dalam gambar 1, upaya awal renminbi menjadi mata uang
internasional adalah ketika China mengubah exchange rate regime mereka dari fixed exchange
rate menjadi managed floating exchange rate, dimana nilai tukar China mengikuti mekanisme
pasar dengan masih ada sedikit intervensi dari pemerintah China. Dengan begitu, diakuinya
Renminbi sebagai mata uang internasional diharapkan dapat meningkatkan pengaruh mata uang
China terhadap mata uang negara lain seperti meningkatkan perekonomian China, dan
memperkuat spillover China terhadap mitra dagangnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk menemukan apakah volatilitas mata uang Renminbi terhadap dolar Amerika dapat
memengaruhi volatilitas mata uang ASEAN-5 terhadap dolar Amerika sebelum dan sesudah
Internasionalisasi Renminbi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Upaya menjadikan Renminbi sebagai mata uang Internasional dimulai sejak China
mengubah exchange rate regime pada Juli 2005 dari fixed exchange rate regime menjadi managed
floating exchange rate regime. Fratzscher dan Mehl (2011) menemukan bahwa Renminbi menjadi
faktor utama yang memengaruhi mata uang di Asia, serta exchange rate regime China memiliki
pengaruh yang kuat terhadap perekonomian Asia yang disebut dengan “China’s dominance
hypothesis”. China’s dominance hypothesis adalah suatu hipotesis yang menjelaskan apakah
Renminbi sudah mendominasi mata uang di Asia, sehingga memberikan pengaruh yang besar
terhadap nilai tukar dan kebijakan moneter di Asia atau sebaliknya. Henning (2012) menemukan
adanya tren yang menurun dari bobot nilai mata uang dolar Amerika dan tren yang meningkat
dari bobot nilai Renminbi terhadap nilai tukar di Asia Timur ketika China mengubah exchange
rate regime pada tahun 2005. Selain itu, terdapat beberapa negara di Asia melakukan soft pegging
terhadap Renminbi, atau membentuk Renminbi block dengan China seperti Malaysia, Singapura,
Filipina, dan Thailand (Henning, 2012).

Pengembangan pasar offshore (CNH) juga menjadi salah satu faktor pendorong
internasionalisasi mata uang Renminbi. Dengan begitu, tidak hanya mata uang onshore atau
Renminbi (CNY) saja yang dapat memengaruhi nilai tukar Asia, namun mata uang offshore (CNH)
juga memiliki pengaruh. Shu, He, dan Cheng (2014) menemukan dampak yang sangat kuat dari
nilai tukar China (CNH atau CNY) terhadap nilai tukar Asia-Pasifik, dimana ketika terjadi
perubahan nilai tukar China akan berdampak langsung terhadap nilai tukar di Asia-Pasifik. Selain
itu, Wu et al. (2014) menemukan bahwa terjadinya perubahan Renminbi terhadap dolar Amerika
akan memicu terjadinya volatilitas mata uang Asia Timur yang dapat menyebabkan terjadinya
dampak negatif atau positif terhadap perekonomian negara Asia Timur.

Menurut Kenen (2009), mata uang dapat dianggap sebagai mata uang internasional jika
memenuhi tujuh syarat, yaitu pemerintah harus menghilangkan peraturan yang membatasi
pembelian atau penjualan mata uang negaranya baik di spot market atau forward market. Kedua,
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perusahaan domestik dapat melakukan transaksi ekspor dengan mata uang mereka, begitupun
perusahaan asing harus melakukan transaksi dengan mata uang negara tersebut. Selanjutnya,
perusahaan asing, institusi keuangan, pemerintah, dan individu diperbolehkan untuk menyimpan
mata uang negara tersebut. Keempat, Perusahaan asing dan lembaga keuangan dapat
menerbitkan instrumen finansial (saham, obligasi, dan sebagainya) yang dapat dijual dalam mata
uang negara penerbit instrumen. Selain itu, lembaga keuangan negara dapat menerbitkan foreign
market instrument dalam mata uang negara mereka. Keenam, lembaga keuangan internasional
seperti World Bank dapat menerbitkan debt instruments di pasar finansial dan menggunakan mata
uang negara tersebut untuk kegiatan finansial. Terakhir, mata uang masuk ke dalam “currency
basket” atau keranjang mata uang negara lain, yang digunakan untuk menentukan kebijakan nilai
tukar negara lain.

Mata uang internasional memerlukan swap agreement antara bank sentral. Swap
agreement bertujuan untuk menyediakan likuiditas mata uang internasional untuk memfasilitasi
pembayaran bagi perdagangan antara negara. Pada tahun 2009, China menyetujui swap
agreement dengan beberapa negara di dunia sebesar 3 triliun Yuan. Selain itu, pada tahun yang
sama China menandatangani swap agreement dengan Indonesia sebesar 100 miliar Yuan dan 300
miliar Yuan dengan Singapura pada tahun 2010. China juga melakukan swap agreement dengan
Thailand sebesar 70 miliar Yuan. Mata uang internasional juga digunakan sebagai alat
pembayaran internasional baik dalam trade maupun finansial.

Renminbi sebagai mata uang internasional disimpan sebagai cadangan devisa negara lain.
Beberapa negara Asia Tenggara yang telah menyimpan Renminbi di sebagian besar cadangan
devisanya adalah Singapura, Thailand, dan Malaysia. Yao dan Pang (2015) serta Zhang (2015)
menemukan bahwa upaya pemerintah China untuk menjadikan Renminbi sebagai mata uang
internasional yaitu melalui dua faktor utama, pertama menggunakan Renminbi sebagai cross-
border trade settlement dan mengembangkan pasar offshore.

Hubungan perekonomian China dengan ASEAN-5 (Malaysia, Indonesia, Singapura,
Thailand, dan Filipina) terlihat dari hubungan perdagangan. Nilai tukar menjadi salah satu faktor
penentu perdagangan antara ASEAN-5 dan China, maksudnya adalah ketika mata uang China
terdepresiasi terhadap dolar Amerika, maka China akan lebih banyak melakukan ekspor ke mitra
dagang. Mitra dagang akan berpotensi untuk melakukan impor lebih banyak dan menyebabkan
mata uang mereka akan ikut terdepresiasi karena permintaan akan dolar Amerika meningkat.
Selain itu, terus melemahnya Renminbi terhadap dolar Amerika akan menyebabkan kecemasan
di pasar modal mengenai potensi terjadinya currency war, dengan begitu investor akan menarik
investasinya dari China maupun negara yang memiliki hubungan dengan China ke aset yang lebih
aman atau negara yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan China dan Amerika. Hal
tersebut disebabkan investor beranggapan bahwa tidak aman jika menanamkan modal di negara
yang memiliki hubungan dengan China maupun Amerika karena akan terkena dampak dari
currency war tersebut (CNBC, 2019). Ahuja dan Nabar (2012) menemukan bahwa investasi China
di Asia khususnya Singapura sangat besar karena adanya hubungan bilateral. Sementara itu,
turunnya harga saham China dapat menyebabkan terjadinya shock pada Global Financial Volatility
Index (VIX) yang akan berdampak pada terjadinya depresiasi mata uang di negara berkembang
terutama negara yang memiliki hubungan bilateral dengan China (Dizioli, et al., 2016). Hal
tersebut disebabkan harga saham negara ASEAN-5 akan ikut menurun dan menyebabkan adanya
capital outflow dan mata uang akan terdepresiasi.

3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah volatilitas mata uang Renminbi
terhadap dolar Amerika dapat memengaruhi volatilitas mata uang ASEAN-5 (Malaysia, Indonesia,
Thailand, Singapura, dan Filipina) terhadap dolar Amerika sebelum dan sesudah
Internasionalisasi Renminbi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari
tahun 1998:1 sampai dengan 2018:12. Mata uang 5 negara ASEAN seperti Ringgit Malaysia,
Rupiah Indonesia, Baht Thailand, Dolar Singapura, dan Peso Filipina sebagai variabel yang
menjelaskan mata uang ASEAN-5. Terdapat tiga mata uang internasional yang digunakan dalam
penelitian ini, hal tersebut digunakan untuk membandingkan pengaruhnya terhadap mata uang
ASEAN-5. Mata uang internasional tersebut adalah Great Britain Poundsterling (GBP), Euro, dan
Renminbi China. Semua mata uang diukur terhadap dolar Amerika yang merupakan mata uang
yang paling sering digunakan sebagai instrumen pembayaran dan settlement. Variabel dummy
digunakan untuk melihat pengaruh sebelum dan sesudah adanya internasionalisasi Renminbi,
dimana angka 0 mengindikasikan sebelum internasionalisasi Renminbi dan angka 1
mengindikasikan sesudah adanya internasionalisasi Renminbi. Penelitian ini menggunakan Panel
Least Square (PLS), dengan menggunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan merupakan
data bulanan dari 1998:1 hingga 2018:12, dengan cross-section berupa lima negara ASEAN
(Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura). Pada umumnya data dalam penelitian ini
didapatkan melalui investing.

Tabel 1. Objek Penelitian

No Variabel Satuan Sumber
1 Mata Uang  Asean-5 MYR/USD, Investing
(ringgit Malaysia, rupiah IDR/USD,
Indonesia, baht Thailand, THB/USD,
peso Filipina, dolar PHP/USD,
Singapura) SGD/USD
2 Poundsterling GBP/USD Investing
Euro EURO/USD Investing
4 Renminbi RMB/USD Investing

Metode Panel Least Square digunakan dalam penelitian ini. Panel Least Square adalah
metode analisis regresi dengan menggunakan data panel dan bertujuan untuk melihat pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen di cross-section dan dimensi waktu yang
berbeda, dengan kata lain data panel adalah data dari beberapa individu yang diamati dalam
periode waktu tertentu. Cross-section ditunjukkan dengan jumlah individu (i= 1, 2, 3, ..., n) dan
time-series ditunjukkan dengan periode waktu (t= 1, 2, 3, .., t). Dengan demikian, persamaan
dalam panel least square adalah:

Yie = @oie + BrieXaie + BaitXoit + oo oo HBnieXnie + it
Qg : Konstanta
X, : Jumlah Observasi
Eit : Error term
i : Number of individual (cross-section)
t : Time period (time-series)
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Berdasarkan persamaan Panel Least Square, model yang digunakan dalam penelitian sama
dengan Frankel dan Wei (1994). Model Frankel dan Wei digunakan untuk mendeteksi bobot nilai
suatu mata uang terhadap mata uang negara lain dan komposisinya di currency basket. Walaupun
begitu penelitian ini tidak meneliti bobot nilai mata uang terhadap komposisinya di currency
basket. Dengan begitu, persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

e Sebelum internasionalisasi Renminbi
Asianc ; E GBP RMB
log (B5r ™) it = Boie + Briclog (5g5) + Baunlog (a5) + Bsielog (G5 ) + & ()

e Sesudah internasionalisasi Renminbi

AsianCurrency\ . Eur GBP RMB
log (T) it = Boi¢ + Priclog (m) + Baiclog (ﬁ)it + Bsiclog (m)it +

it
. RMB
BaitD1it + BaD1log (m)it + & (I

Asian Currency/USD : Mata uang ASEAN-5 (MYR, IDR, SGD, PHP, THB) terhadap Dollar
AS (%)

Eur/USD : Mata uang Euro terhadap Dollar AS (%)

GBP/USD : Mata uang Poundsterling terhadap Dollar AS (%)

RMB/USD : Mata uang Renminbi terhadap Dollar AS (%)

D (Dummy) : Variabel Dummy (0= sebelum internasionalisasi, 1= sesudah
internasionalisasi)

D*RMB/USD : Variabel Dummy * Mata uang Renminbi terhadap Dolar AS

it :Error Term

i : Cross Section (5 Negara ASEAN)
t : Time Series (1998:1-2018:12)

Persamaan model di atas, mengestimasikan pengaruh dari 3 mata uang internasional
(RMB, GBP, Euro) terhadap mata uang di ASEAN-5 sebelum dan sesudah internasionalisasi
Renminbi yang diindikasikan dengan dummy variabel, dimana semua mata uang diukur dengan
dolar Amerika. Variabel dummy menunjukkan angka 0 dan 1, angka 0 menjelaskan sebelum
terjadinya internasionalisasi Renminbi dan angka 1 menjelaskan sesudah terjadinya
internasionalisasi Renminbi. Regresi panel data akan menampilkan hasil estimasi yang Best
Linear Unbiased Estimation (BLUE) jika semua asumsi klasik dipenuhi. Keunggulan dari data panel
adalah tidak ada autocollinearity. Pada penelitian ini ingin melihat perubahan mata uang, maka
setiap variabel dijadikan logaritma, serta keunggulan dari penggunaan pada model adalah
menghilangkan heteroscedasticity. Regresi panel data terdapat tiga estimasi model, yaitu common
effect model, fixed effect model, dan random effect model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Tahapan regresi panel data adalah menentukan model estimasi yang terbaik untuk hasil
regresi. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji lagrange
multiplier. Uji chow dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik untuk hasil
estimasi, antara fixed effect model atau common effect model. Penentuan model dilihat melalui p-

value, jika p-value>0,05 maka tidak tolak HO, namun jika p-value<0,05 maka tolak HO. Hipotesis
uji Chow adalah sebagai berikut:

HO: Common effect model

H1: Fixed effect model

Tabel 2. Hasil Uji Chow

(M
Effect Test Statistic d.f Prob.
Cross-Section F 212686.010603 (4.1252) 0.0000
Cross-Section Chi- 8218.777907 4 0.0000
Square
()
Effect Test Statistic d.f Prob.
Cross-Section F 220095.343886 (4.1251) 0.0000
Cross-Section Chi- 8262.868232 4 0.0000
Square

Berdasarkan hasil uji chow pada Tabel 2, dapat terlihat bahwa persamaan [ dan Il memiliki
p-value<0.05. Dengan begitu, persamaan I dan II tolak HO berarti fixed effect model lebih baik
dibandingkan common effect model. Hasil uji yang menunjukkan model terbaik adalah fixed effect
model, maka diperlukan uji model lebih lanjut yaitu uji hausman.

Uji hausman dilakukan untuk membandingkan apakah fixed effect model atau random
effect model adalah model terbaik untuk hasil estimasi regresi. Pengambilan keputusan untuk
model yang terbaik adalah dengan melihat p-value. Apabila p-value>0,05 maka tidak tolak HO,
namun jika p-value<0,05 maka tolak HO. Berikut hipotesis dari pengambilan keputusan uji
hausman, yaitu:

HO: Random effect model

H1: Fixed effect model

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

(M
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob.
Cross-section 0.0000 3 1.0000
random
(In
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob.
Cross-section 0.0000 4 1.0000
random

Berdasarkan hasil uji hausman, menunjukkan bahwa persamaan I dan II memiliki p-
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value>0,05 yang berarti tidak tolak HO (Tabel 3). Dengan demikian, model yang terbaik untuk

persamaan [ dan Il adalah random effect model. Setelah itu, dibutuhkan uji model selanjutnya,
yaitu uji lagrange multiplier (Uji LM).

Uji lagrange multiplier adalah uji untuk mengidentifikasi model yang terbaik untuk hasil
regresi, apakah fixed effect model lebih baik dari random effect model. Pengambilan keputusan dari
uji LM ini dilihat dari p-value cross section dan both. Apabila p-value>0,05 maka tidak tolak HO
yang berarti model terbaik adalah fixed effect model, sedangkan p-value<0.05 maka tolak HO yang
berarti model terbaik adalah random effect model. Berikut hipotesis dari uji LM, yaitu:

HO: Fixed effect model

H1: Random effect model

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

U]
Cross-Section Both
Breusch-Pagan 157663.8 157820.7
(0.0000) (0.0000)
(I
Cross-Section Both
Breusch-Pagan 157679.8 157836.8
(0.0000) (0.0000)

Berdasarkan hasil dari uji lagrange multiplier pada Tabel 4, persamaan I dan II memiliki
p-value<0.05 yang berarti tolak HO. Hasil dari uji untuk persamaan I dan Il yang menunjukkan
tolak HO, maka model terbaik untuk hasil regresi adalah random effect model. Setelah selesai
menentukan model terbaik untuk hasil regresi, maka diperlukan uji asumsi klasik yaitu uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi,. Penelitian ini menggunakan panel
data serta setiap variabel dibuah menjadi logaritma, maka hanya dibutuhkan uji multikolinearitas,
hal tersebut disebabkan panel data sudah terbebas dari autokorelasi dan karena semua variabel
telah diubah menjadi logaritma maka akan terbebas dari heteroskedastisitas. Merubah variabel
menjadi logaritma merupakan salah satu cara untuk menghilangkan heteroskedastisitas.

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara setiap variabel independennya.
Penentuan ada atau tidaknya multikolinearitas terlihat dari koefisien antara variabel
independennya. Jika koefisien antara variabel independennya lebih dari 0.8 maka terdapat
multikolinearitas, namun jika koefisien antara variabel independennya kurang dari 0.8 maka
menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Berikut hipotesis dari uji multikolinearitas, adalah
sebagai berikut:

HO: Multikolinearitas

H1: Non-Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Euro GBP RMB
Euro 1.0000 0.5419 0.4918
GBP 0.5419 1.0000 -0.2948
RMB 0.4917 -0.2948 1.0000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, menunjukkan bahwa setiap variabel independen
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memiliki koefisien kurang dari 0.8 (Tabel 5). Dengan begitu, tidak terdapat multikolinearitas
antara variabel independennya. Telah terpenuhinya asumsi klasik dalam regresi panel data
penelitian ini, maka regresi akan berlanjut dengan dengan random effect pada estimasi [ dan II.

Tabel 6. Hasil Panel Least Square
Variabel Dependen: LOG(Asean5)

Sample: 1998M01-2017M12
Cross Section: 5

Variabel M (1I1)
C -3.0559 -3.1602
(0.0473) ** (0.0402) **
LOG(EUR) 0.0832 0.2269
(0.0764) *** (0.0000) *
LOG(GBP) 0.2817 0.0092
(0.0000) * (0.8860)
LOG(RMB) 0.3826 0.2732
(0.0000) * (0.0000) *
D1*LOG(RMB) 0.0510
(0.000) *
Adj R2 0.1922 0.2194
Number Obs. 1260 1260

*#¥) significant level a 10%; **) significant level a 5%; *) significant level a 1%

Berdasarkan hasil panel least square pada tabel 6 menunjukkan bahwa semua nilai
koefisien signifikan pada level 1% hingga 10%, dan hanya terdapat satu nilai koefisien yang tidak
signifikan. Dengan begitu, semua variabel independen pada persamaan [ atau Il berpengaruh
terhadap variabel dependen yaitu mata uang ASEAN-5/USD terkecuali variabel GBP pada
persamaan II. Dalam penelitian ini, hasil estimasi terbagi menjadi dua persamaan, yaitu variabel
pertama tidak memasukkan variabel dummy ke dalam persamaan dan variabel dua memasukkan
dummy ke dalam persamaan. Pada persamaan pertama, secara rata-rata mata uang ASEAN-5
melemah atau terdepresiasi terhadap dolar Amerika. Selain itu, mata uang Euro/USD
berpengaruh positif terhadap perubahan mata uang ASEAN-5/USD, begitu pula dengan mata uang
GBP/USD berpengaruh positif terhadap perubahan mata uang ASEAN-5/USD. Akan tetapi,
pengaruh GBP dan Euro terhadap perubahan mata uang ASEAN-5 masih lebih kecil dibandingkan
dengan pengaruh Renminbi. Renminbi memiliki pengaruh yang paling besar dalam memengaruhi
perubahan mata uang ASEAN-5/USD, yaitu setiap Renminbi terapresiasi atau terdepresiasi
terhadap dolar Amerika sebesar 1% maka mata uang ASEAN-5 akan ikut terapresiasi atau
terdepresiasi sebesar 0,3826%. Renminbi memilki pengaruh yang paling besar disebabkan, China
merupakan mitra dagang terbesar dari ke lima negara ASEAN tersebut, dengan begitu ketika mata
uang Renminbi mengalami fluktuasi akan memengaruhi perdagangan antara China dan ASEAN-5
yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi terhadap mata uang ASEAN-5 (WorldTopExport).
Selain itu, pengaruh positif volatilitas Renminbi/USD terhadap volatilitas mata uang ASEAN-
5/USD disebabkan juga bahwa indeks harga saham China dapat menyebabkan gejolak terhadap
Volatility Index, seperti yang ditemukan oleh Dizioli et al. (2016) bahwa menurun atau
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meningkatnya harga saham China dapat menyebabkan shock terhadap Global Financial Volatility
Index yang dapat membuat indeks harga saham negara berkembang ikut turun. Dengan begitu,
akan berdampak pada turunnya mata uang negara berkembang terhadap USD.

Pada persamaan kedua, setelah dimasukkan variabel dummy untuk menjelaskan
pengaruh setelah adanya internasionalisasi Renminbi. Hasil persamaan Il menunjukkan bahwa
setelah adanya internasionalisasi Renminbi, mata uang Renminbi masih memiliki pengaruh
paling besar diantara kedua mata uang internasional lainnya, yaitu ketika mata uang Renminbi
terapresiasi sebesar 1% terhadap mata uang USD maka mata uang ASEAN-5 akan terapresiasi
sebesar 0.2732%. Selain itu, internasionalisasi Renminbi berpengaruh positif terhadap volatilitas
mata uang ASEAN-5 terhadap USD, namun pengaruhnya masih cukup kecil. Hal tersebut
disebabkan internasionalisasi mata uang Renminbi masih terbilang cukup baru, sehingga belum
terlihat pengaruh yang besar terhadap mata uang negara lain. Berdasarkan hasil dari persamaan
I dan II menunjukkan pengaruh positif terhadap mata uang ASEAN-5, dimana ketika mata uang
Renminbi terapresiasi akan menyebabkan China lebih banyak melakukan impor, dan
menguntungkan bagi mitra dagang China terutama ASEAN-5. Ketika ASEAN-5 terlalu banyak
ekspor ke China, maka permintaan akan mata uang mereka meningkat dan penurunan pada
permintaan dolar Amerika, dengan begitu mata uang ASEAN-5 akan ikut terapresiasi, begitupun
dengan sebaliknya (BBC,2019). Wu, et al. (2014) menemukan volatilitas Renminbi dapat
memengaruhi perubahan mata uang Asia terhadap USD melalui perdagangan dan finansial dan
akan berdampak kembali pada perekonomian Asia.

5. SIMPULAN

Mata uang China (Renminbi) memiliki pengaruh positif terhadap mata uang ASEAN-5 baik
sebelum adanya Renminbi internationalization maupun sudah, dimana mata uang Renminbi
menguat terhadap Dolar Amerika maka akan menyebabkan mata uang ASEAN-5 akan ikut
terapresiasi terhadap US Dollar. Akan tetapi, internasionalisasi Renminbi memiliki pengaruh yang
masih kecil terhadap mata uang ASEAN-5. Terdapat beberapa alasan mengapa seiring dengan
menguatnya (melemah) mata uang Renminbi terhadap Dolar Amerika membuat RMB/USD
semakin memengaruhi mata uang ASEAN-5. Pertama, ASEAN-5 akan mendapatkan economic
spillover dari China dimana ASEAN-5 merupakan anggota dari AFCTA. Ketika mata uang Renminbi
melemah atau terdepresiasi (menguat) terhadap Dolar Amerika akan menyebabkan harga produk
China lebih murah (mahal) di mata global, sehingga China akan lebih banyak melakukan ekspor
(impor) dan negara mitra dagangnya akan banyak melakukan impor (ekspor). Dengan begitu,
permintaan akan mata uang Dolar Amerika sebagai mata uang transaksi akan meningkat
(menurun) yang akan menyebabkan mata uang ASEAN-5 melemah (menguat) terhadap Dolar
Amerika. Kedua, mata uang China semakin berpengaruh terhadap mata uang ASEAN-5 ketika
bobot nilai tukar Renminbi lebih tinggi dibandingkan bobot nilai tukar Dolar Amerika terhadap
ASEAN-5. Terakhir, Renminbi dapat memengaruhi mata uang ASEAN-5 terhadap USD melalui
hubungan finansial, dimana ketika harga saham China turun akan memunculkan shock terhadap
Volatility Index dan berdampak pada harga saham ASEAN-5. Seiring menurunnya harga saham
ASEAN-5 akan membuat mata uang ASEAN-5 terdepresiasi. Menurut Henning (2012) beberapa
negara besar seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan sebagainya telah memilih untuk soft
pegging terhadap Dolar Amerika.

Penelitian mengenai pengaruh mata uang China terhadap mata uang ASEAN-5 perlu untuk
diteliti lebih lanjut. Cross-border settlement, financial linkage, dan trade linkage China dengan
ASEAN-5 perlu diteliti agar dapat melihat lebih detail mengenai pengaruh dari internasionalisasi
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Renminbi. Selain itu untuk mendukung adanya pengaruh nilai tukar China terhadap nilai tukar
ASEAN-5, penelitian mengenai economic spillover China diperlukan. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi sumber empiris bagi pembuat kebijakan, serta diharapkan pemerintah
ASEAN-5 untuk memperhatikan volatilitas nilai mata uang Renminbi serta perilaku dari ekonomi
China, melihat dari ASEAN-5 memiliki hubungan bilateral dengan China. Perubahan perilaku
ekonomi China dapat berdampak terhadap ekonomi ASEAN-5. Walaupun pengaruh dari
Renminbi belum lebih besar dibandingkan Dolar Amerika, namun Renminbi berpotensi untuk
memengaruhi ekonomi di ASEAN-5. Hal tersebut telah terjadi ketika adanya trade war yang
menyebabkan juga terjadinya currency war antara China dan Amerika dan berdampak pada
melambatnya perekonomian negara berkembang di Asia.
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LAMPIRAN
EUR
EUR 1.000000
GBP 0.541978
RMB 0.491843

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: SEBELUM INTER
Test cross-section fixed effects
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GBP RMB
0.541978 0.491843
1.000000 -0.294748

-0.294748 1.000000

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 212686.010603 (4,1252)  0.0000
Cross-section Chi-square 8218.777907 4 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(ASEANS)
Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 14:39
Sample: 1998M01 2018M12
Periods included: 252
Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 1260

Variable Coefficient ~ Std. Error  t-Statistic Prob.
C -3.055900 2.362185 -1.293675 0.1960
LOG(EUR) 0.083149 1.220991 0.068099 0.9457
LOG(GBP) 0.281649 1.330315 0.211716 0.8324
LOG(RMB) 0.382628 1.328962 0.287915 0.7735
R-squared 0.000355 Mean dependent var -3.668154
Adjusted R-squared -0.002033 S.D. dependent var 3.076483
S.E. of regression 3.079609 Akaike info criterion 5.090652
Sum squared resid 11911.89  Schwarz criterion 5.106965
Log likelihood -3203.111  Hannan-Quinn criter. 5.096782
F-statistic 0.148699 Durbin-Watson stat 9.45E-05
Prob(F-statistic) 0.930543
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Redundant Fixed Effects Tests
Equation: SETELAH INTER
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 220095.343886 (4,1251) 0.0000
Cross-section Chi-square 8262.868232 4 0.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOG(ASEANS)
Method: Panel Least Squares
Date: 12/02/19 Time: 14:39
Sample: 1998M01 2018M12
Periods included: 252
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 1260
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.160194 2.399030 -1.317280 0.1880
LOG(EUR) 0.226960 1.348175 0.168346 0.8663
LOG(GBP) 0.009273 1.714407 0.005409 0.9957
LOG(RMB) 0.273184 1.398592 0.195328 0.8452
D1*LOG(RMB) 0.050992 0.202340 0.252013 0.8011
R-squared 0.000406 Mean dependent var -3.668154
Adjusted R-squared -0.002780 S.D. dependent var 3.076483
S.E. of regression 3.080757 Akaike info criterion 5.092188
Sum squared resid 11911.29  Schwarz criterion 5.112581
Log likelihood -3203.079 Hannan-Quinn criter. 5.099851
F-statistic 0.127318 Durbin-Watson stat 9.58E-05
Prob(F-statistic) 0.972562
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: SEBELUM INTER
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 0.000000

3 1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
LOG(EUR) 0.083149 0.083149 -0.000000 NA
LOG(GBP) 0.281649 0.281649 -0.000000 NA
LOG(RMB) 0.382628 0.382628 -0.000000 NA

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LOG(ASEANS)
Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 14:40

Sample: 1998M01 2018M12

Periods included: 252

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 1260

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.055900 0.090696 -33.69374 0.0000
LOG(EUR) 0.083149 0.046880 1.773642 0.0764
LOG(GBP) 0.281649 0.051078 5.514140 0.0000
LOG(RMB) 0.382628 0.051026 7.498743 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.998531 Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.998523 S.D. dependent var
S.E. of regression 0.118242 Akaike info criterion
Sum squared resid 17.50441 Schwarz criterion
Log likelihood 906.2784 Hannan-Quinn criter.
F-statistic 121578.1 Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic) 0.000000

-3.668154
3.076483
-1.425839
-1.393211
-1.413578
0.064321
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Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: SETELAH INTER
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 0.000000 4 1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
LOG(EUR) 0.226960 0.226960 -0.000000 NA
LOG(GBP) 0.009273 0.009273 -0.000000 NA
LOG(RMB) 0.273184 0.273184 -0.000000 NA

D1*LOG(RMB) 0.050992 0.050992 -0.000000 NA

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LOG(ASEANS)
Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 14:41

Sample: 1998M01 2018M12

Periods included: 252

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 1260

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.160194 0.090514 -34.91402 0.0000
LOG(EUR) 0.226960 0.050866 4.461957 0.0000
LOG(GBP) 0.009273 0.064683 0.143362 0.8860
LOG(RMB) 0.273184 0.052768 5.177088 0.0000
D1*LOG(RMB) 0.050992 0.007634 6.679511 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.998582 Mean dependent var -3.668154
Adjusted R-squared 0.998573 S.D. dependent var 3.076483
S.E. of regression 0.116235  Akaike info criterion -1.459294
Sum squared resid 16.90163 Schwarz criterion -1.422588
Log likelihood 928.3555 Hannan-Quinn criter. -1.445501
F-statistic 110092.4 Durbin-Watson stat 0.067507
Prob(F-statistic) 0.000000

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

Test Hypothesis
Cross-section Time Both

Breusch-Pagan 157663.8 156.9214 157820.7
(0.0000) (0.0000) (0.0000)

Honda 397.0690 -12.52683 271.9123
(0.0000) (1.0000) (0.0000)

King-Wu 397.0690 -12.52683 392.3735
(0.0000) (1.0000) (0.0000)

Standardized Honda 443.0541 -12.41685 280.6526
(0.0000) (1.0000) (0.0000)

Standardized King-Wu 443.0541 -12.41685 435.2225
(0.0000) (1.0000) (0.0000)

Gourieroux, et al.* - -- 157663.8
(0.0000)
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Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

Test Hypothesis
Cross-section Time Both

Breusch-Pagan 157679.8 157.0009 157836.8
(0.0000) (0.0000) (0.0000)

Honda 397.0891 -12.53000 271.9244
(0.0000) (1.0000) (0.0000)

King-Wu 397.0891 -12.53000 392.3931
(0.0000) (1.0000) (0.0000)

Standardized Honda 442.7236 -12.38998 280.7172
(0.0000) (1.0000) (0.0000)

Standardized King-Wu 4427236 -12.38998 434.9114
(0.0000) (1.0000) (0.0000)

Gourieroux, et al.* - -- 157679.8
(0.0000)

Dependent Variable: LOG(ASEANS5)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/02/19 Time: 14:43

Sample: 1998M01 2018M12

Periods included: 252

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 1260

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.055900 1.538900 -1.985770 0.0473
LOG(EUR) 0.083149 0.046880 1.773642 0.0764
LOG(GBP) 0.281649 0.051078 5.514140 0.0000
LOG(RMB) 0.382628 0.051026 7.498743 0.0000
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 3.435103 0.9988
Idiosyncratic random 0.118242 0.0012
Weighted Statistics
R-squared 0.194151 Mean dependent var -0.007954
Adjusted R-squared 0.192226 S.D. dependent var 0.131561
S.E. of regression 0.118242 Sum squared resid 17.56033
F-statistic 100.8684 Durbin-Watson stat 0.064117
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.000355 Mean dependent var -3.668154
Sum squared resid 11911.89 Durbin-Watson stat 9.45E-05
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Dependent Variable: LOG(ASEANS)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/02/19 Time: 14:43

Sample: 1998M01 2018M12

Periods included: 252

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 1260

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -3.160194 1.538889 -2.053556 0.0402
LOG(EUR) 0.226960 0.050866 4.461957 0.0000
LOG(GBP) 0.009273 0.064683 0.143362 0.8860
LOG(RMB) 0.273184 0.052768 5.177088 0.0000
D1*LOG(RMB) 0.050992 0.007634 6.679511 0.0000
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 3.435103 0.9989
Idiosyncratic random 0.116235 0.0011
Weighted Statistics
R-squared 0.221832 Mean dependent var -0.007819
Adjusted R-squared 0.219352 S.D. dependent var 0.131555
S.E. of regression 0.116235 Sum squared resid 16.95567
F-statistic 89.44070 Durbin-Watson stat 0.067291
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.000406 Mean dependent var -3.668154
Sum squared resid 11911.29 Durbin-Watson stat 9.58E-05
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EFISIENSI PASAR VALUTA ASING DI INDONESIA

Juliana (2016110001)

Abstrak

Efisiensi pasar valas sangat penting dalam perekonomian, mengingat nilai tukar mata
uang asing berperan dalam menentukan berbagai kebijakan ekonomi makro dan
aktivitas ekonomi, khususnya transaksi di berbagai negara. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi validitas efisiensi pasar valuta asing bentuk lemah dan
semi-kuat di Indonesia. Data yang digunakan berupa data bulanan dari 6 nilai tukar
mata uang asing (Dolar Kanada, Franc Swiss, Euro, Poundsterling, Yen Jepang, dan
Dolar AS) terhadap Rupiah Indonesia untuk periode Januari 2009 - Desember 2018.
Efisiensi pasar valas bentuk lemah diuji menggunakan unit root test (Augmented
Dickey Fuller dan Phillips Perron), sedangkan efisiensi bentuk semi kuat diuji
menggunakan kointegrasi Johansen. Hasil unit root menunjukkan bahwa ke-6 mata
uang berperilaku random walks sehingga konsisten dengan efisien bentuk lemah dan
uji kointegrasi Johansen menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar mata
uang yang mengindikasikan bahwa pasar tidak efisien dalam bentuk semi-kuat.

Kata kunci: Efisiensi pasar valas, nilai tukar mata uang asing, Indonesia

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pasar valuta asing adalah pasar global yang menentukan nilai tukar untuk mata uang asing
dimana pelaku pasar dapat membeli, menjual, menukar, dan berspekulasi pada mata uang.
Perkembangan pasar valuta asing sangat terkait dengan rezim nilai tukar nyang dianut oleh negara
(Firoj & Kanom, 2018). Indonesia telah menganut beberapa sistem kurs dimana pada tahun 1970
Indonesia menganut sistem kurs tetap, kemudian beralih ke managed floating exchange rate
(mengambang terkendali) pada tahun 1978, dan pada tahun 1997 hingga saat ini, Indonesia
menganut sistem kurs mengambang bebas. Perubahan rezim nilai tukar diawali oleh krisis nilai tukar
di Thailand yang menyebar ke negara ASEAN lainnya termasuk Indonesia. Selain itu, terjadi
penarikan modal besar-besaran akibat hilangnya kepercayaan para investor disertai tekanan
spekulatif sehingga mata uang Rupiah terdepresiasi hingga 75%. Bank Indonesia kemudian
menghapus rentang intervensi dan pada akhirnya membiarkan mata uang Rupiah mengambang
secara bebas (Hartarto, 2014).

Dengan menganut sistem kurs mengambang bebas, transaksi valuta asing tentunya sangat
mempengaruhi pergerakan kurs yang terjadi karena pergerakan kurs akan tergantung pada
banyaknya permintaan dan penawaran pelaku pasar. Hal tersebut akan berimplikasi pada penguatan
ataupun pelemahan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Apabila permintaan yang terjadi
dipasar besar akan mengerek nilai dolar mata uang lain semakin tinggi, yang artinya rupiah
semakin overvalued atau ketinggian. Hal ini jelas merupakan celah bagi para spekulan untuk
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menyerang mata uang Rupiah. Spekulan mencari keuntungan dari naik turunnya mata uang dimana
mereka membeli dan menjual dengan mengharapkan keuntungan jangka pendek dari terjadinya
perubahan pada harga (Tokotua, 2013).

Grafik 1. Perkembangan kurs negara lain terhadap IDR
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Berdasarkan Gambar 1 mengenai perkembangan kurs negara lain terhadap Rupiabh, terlihat
bahwa mata uang Rupiah cenderung mengalami fluktuatif. Kurs yang fluktuatif mendorong pelaku
pasar untuk berspekulasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Dengan
adanya para spekulan akan mengganggu pergerakan nilai tukar sehingga dapat melemahkan mata
uang suatu negara yang berimplikasi pada melemahnya kondisi perekonomian di suatu negara.
Khususnya para spekulator besar yang dapat menimbulkan tekanan pada mata uang seperti salah
satu spekulan yakni Georgo Soros yang membuat Bank of England bangkrut dan dikenal dengan black
wednesday (Poetri, 2013).

Belum efisiennya pasar valas dalam suatu negara memungkinkan para spekulan untuk
mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, pasar valas yang efisien sangat penting karena apabila
pasar belum efisien terutama untuk negara seperti Indonesia yang menganut sistem kurs
mengambang bebas. Apabila pasar valuta asing belum efisien, maka kondisi tersebut akan menjadi
kesempatan bagi spekulan, investor dan analis keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari
transaksi valuta asing. Hal tersebut tentunya akan memperburuk mata uang Rupiah yang pada
akhirnya juga akan berimplikasi pada perekonomian di Indonesia.

1.2.  Tujuan Penelitian

Mengacu pada pembahasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasar
valuta asing di Indonesia telah efisien dalam bentuk lemah dan bentuk semi-kuat. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku pasar valuta asing dan pemerintah dalam
membuat keputusan dan kebijakan.
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1.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan enam mata uang asing, yakni Canadian Dollar, Franc Swiss, Euro,
Poundsterling, Japanese Yen, dan United States Dollar terhadap mata uang Rupiah untuk melihat
apakah pasar valuta asing di Indonesia telah efisien dalam bentuk lemah dan semi-kuat. Keenam
mata uang tersebut merupakan mata uang populer yang paling sering diperdagangkan didunia
(Burhanudin, 2019). Sesuai dengan sistem kurs yang dianut oleh Indonesia saat ini yakni freely
floating exchange rate, pergerakan nilai tukar akan sesuai dengan permintaan dan penawaran pelaku
pasar (mekanisme pasar) sehingga transaksi valuta asing sangat mempengaruhi perubahan kurs
yang terjadi. Pergerakan nilai tukar tentunya sangat mempengaruhi nilai tukar Indonesia.

Penyimpulan mengenai efisiensi pasar valas di Indonesia bentuk lemah berdasarkan konsep
Efficient Market Hypothesis (EMH) yang diuji melalui unit root sedangkan bentuk semi kuat
menggunakan teknik kointegrasi Johansen. Apabila pergerakan keenam nilai tukar bersifat random
walk maka dapat dikatakan pasar valas di Indonesia telah efisien dalam bentuk lemah. Sementara
itu, apabila variabel yang digunakan menunjukkan adanya hubungan kointegrasi artinya pasar
belum efisien dalam bentuk semi-kuat.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori

Beberapa sistem regim yang telah dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Indonesia pada tahun 1970 hingga 1978 menganut fixed exchange rate, dimana Rupiah
dipatok terhadap mata uang negara tertentu tanpa mempertimbangkan permintaan dan
penawaran terhadap valas. Selain itu, pemerintah melakukan intervensi aktif dengan
memperjualbelikan valuta asing yang untuk menstabilkan kurs sesuai jika sewaktu-
waktu terjadi goncangan pada penawaran dan permintaan valas.

- Pada tahun 1978, Indonesia menganut managed floating exchange rate, dimana nilai
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tukar rupiah mengambang terhadap sekeranjang basket currency (sekeranjang mata
uang) mitra dagang utama Indonesia. Pada sistem ini, pemerintah membiarkan kurs
bergerak di pasar dengan rentang tertentu dan akan melakukan intervensi ketika kurs
berada diluar spread yang telah ditetapkan.

Pada 14 Agustus tahun 1997 hingga saat ini sistem kurs yang dianut Indonesia yaitu free
floating exchange rate, yaitu penetapan kurs sesuai dengan permintaan dan penawaran
pada pasar valuta asing. Dengan diberlakukannya sistem ini, nilai tukar rupiah
sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar
pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Untuk
menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan
sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan
(Bank Sentral Republik Indonesia, 2017).

Pasar valas yang efisien menyiratkan bahwa perubahan nilai tukar di masa depan tidak dapat

diprediksi. Dalam pasar yang efisien tidak memungkinkan pelaku pasar untuk berspekulasi terhadap
tingkat pengembalian. Sebaliknya, jika pasar tidak efisien maka para pedagang nilai tukar dapat
memperoleh keuntungan dari transaksi dengan berspekulasi memprediksi harga di masa depan.
Selain itu, dalam pasar valuta asing yang tidak efisien, pembuat kebijakan ekonomi dapat memiliki
pengaruh pada nilai tukar, seperti volatilitas nilai tukar Fama (1970) dalam (Cicek, 2014). Bentuk
efisiensi pasar valas terbagi menjadi:
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Weak form efficiency (efisiensi bentuk lemah) atau yang dikenal dengan random walk
theory. Dikategorikan bentuk lemah karena hanya mencerminkan informasi historis
tentang harga kurs dan tingkat pengembalian dimasa lalu. Pergerakan harga kurs
bersifat acak sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga kurs atau tren
di masa depan. Oleh karena itu, tidak memungkinkan bagi pelaku pasar untuk
mendapatkan keuntungan berdasarkan informasi historis tersebut.

Semi strong form efficiency (efisiensi bentuk semi kuat), dimana pergerakan harga kurs
merupakan cerminan dari informasi di masa lalu dan semua informasi publik yang dapat
diakses secara terbuka. Pasar valas efisien dalam semi-kuat apabila semua informasi
yang tersedia untuk publik tidak dapat digunakan untuk memprediksi nilai tukar ke
depan.

Strong form efficiency (efisiensi bentuk kuat), dimana semua informasi publik, privat,
hingga informasi yang biasanya hanya diketahui oleh insider (orang dalam) telah
mencerminkan harga kurs saat ini sehingga tidak ada pihak yang akan mendapat
abnormal return.
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2.2. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan
untuk mendukung bahan kajian pada penelitian ini. Cicek (2014) menunjukkan bahwa spot rate dan
forward rate mata uang Turkish Lira terhadap EUR dan USD memiliki kointegrasi yang
mengindikasikan tidak efisiennya pasar valas dalam bentuk semi kuat. (Guneratne, 2016)
menggunakan nilai tukar bulanan mata uang Japanese Yen, British Pound, Indian Rupee, dan US Dollar
terhadap Sri Lankan Rupee untuk periode Januari 1995 hingga September 2013, menemukan bahwa
pasar valas Sri Lanka telah efisien baik dalam bentuk lemah maupun semi kuat.

Firoj dan Kanom (2018) menyimpulkan tujuh mata uang bilateral (AUD, CAD, EUR, GBP, JPY,
SEK, USD) terhadap Taka konsisten dengan random walk yang berarti efisien dalam bentuk lemabh,
namun belum efisien dalam bentuk semi kuat. MI (2016) menggunakan pengujian yang serupa
dengan penelitian diatas namun diperkaya dengan wald coefficient test, impulse response function dan
variance decomposition analysis, ditemukan bahwa pasar valuta asing Nigeria belum efisien dalam
bentuk semi kuat namun efisien dalam bentuk lemah. Zivot (2000) dalam MI (2016) menguji efisiensi
pasar valuta asing untuk Pound Inggris, Yen Jepang dan Dollar Kanada terhadap Dollar AS,
mengemukakan bahwa hipotesis efisiensi pasar valuta asing ditolak untuk masing-masing mata
uang.

Hakkio (1989) dalam Cicek (2014) menggunakan data bulanan dari tahun 1975 hingga 1986
untuk menguji efisiensi pasar dengan memeriksa kointegrasi spot dan forward rate di Inggris dan
Jerman. Hasilnya menunjukkan tidak adanya bukti kointegrasi di Inggris dan Jerman yang artinya
konsisten dengan efisiensi pasar. Bashir et al. (2014) menyelidiki hubungan empiris nilai tukar spot
dan forward untuk mengetahui efisiensi pasar valas di Pakistan dan hasil menunjukkan bahwa nilai
tukar forward tidak sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia sehingga
mengindikasikan ketidakefisienan pasar valas di Pakistan.

Ibrahim et al. (2011) menguji kompetensi pasar valas negara OECD di tiga puluh organisasi.
Dengan menggunakan nilai tukar mingguan bilateral selama 7 tahun dan diuji menggunakan ADF
dan PP dari uji unit root, hasilnya menunjukkan bahwa FEM negara-negara OECD mengikuti W-
bentuk efisiensi. Penelitian serupa dilakukan Chaudry dan Javid (2012) dalam Firoj dan Kanom
(2018) dimana mereka menguji efisiensi pasar valas di Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Lanka
menggunakan nilai tukar spot bulanan pound Inggris, dolar AS dan yen Jepang. Hasil uji ADF dan PP
menunjukkan bahwa pasar efisien dalam bentuk lemah namun tidak konsisten dengan bentuk semi
kuat dari hipotesis pasar efisien (Efficient Market Hypothesis).

Ahmad (2012) menguji efisiensi pasar mata uang dalam negara dan lintas negara Kawasan
Asia Pasifik pasca krisis finansial Asia dengan menggunakan data spot rate harian dan bulanan. Hasil
menyimpulkan bahwa pasar valuta asing umumnya efisien dari perspektif dalam negeri dan lintas
negara. Pilbeam (2011) dalam analisis mereka melaporkan hasil yang mendukung efisiensi pasar
untuk pasar di atas dan menyimpulkan bahwa pasar valas di antara 12 ekonomi Asia-Pasifik yang
menganut sistem kurs mengambang bebas lebih tangguh dibandingkan dengan kurs mengambang
terkendali.
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3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis
kuantitatif dengan model Cointegration dan Vector Error Correction Term (VECM). Cointegration yang
digunakan antara lain Johansen’s cointegration. Teknik analisis VECM digunakan untuk menganalisa
pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antar variabel independen dan variabel dependen pada
data time series. Untuk mengetahui hubungan jangka panjang, dapat dianalisa menggunakan
persamaan kointegrasi pada hasil VECM. Kointegrasi berarti deret waktu (time series) bergerak
secara bersamaan dalam jangka panjang. Model jangka panjang yang digunakan dalam penelitian ini
dapat dispesifikasikan sebagai berikut :

InUSD, = a + B.InEUR, + B,.InCHF, + B5.InCAD, + B4.InJPY, + Bs.InGBP, + &,
Keterangan :
LnUSD = Logaritma natural mata uang United States Dollar
LnEUR = Logaritma natural mata uang Euro
LnCHF = Logaritma natural mata uang Franc Swiss
LnCAD = Logaritma natural mata uang Canadian Dollar
LnJPY = Logaritma natural mata uang Japanese Yen
LnGBP = Logaritma natural mata uang Poundsterling
t = Time series (2009-2018)
€ = Error term

Berdasarkan persamaan jangka panjang diatas, persamaan jangka pendek dapat
direpresentasikan dalam persamaan berikut :

AlnUSD,; = a + f1AINEUR+ B,AInCHF; + B3AlnCAD, + B4,AlnJPY, + ABsInGBP, + AEct, + &,

Keterangan :

ALnUSD = First difference dari In mata uang United States Dollar
ALnEUR = First difference dari In mata uang Euro

ALnCHF = First difference dari In mata uang Franc Swiss
ALnCAD = First difference dari In mata uang Canadian Dollar
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ALn]PY = First difference dari In mata uang Japanese Yen
ALnGBP = First difference dari In mata uang Poundsterling
t = Time series (2009-2018)

A = Speed of adjustment

Ect = Error correction term

£ = Error term

Sebelum melakukan estimasi model diatas, perlu memenuhi beberapa kriteria dengan
melakukan pengujian antara lain:

1. Uji Stationeritas

Unit root test merupakan uji tahapan awal dalam estimasi data time series untuk melihat
apakah data yang digunakan dalam penelitian stationer atau tidak. Metode pengujian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP). Jika hasil uji
menolak hipotesis adanya unit root, maka semua variabel telah stasioner sehingga variabel-variabel
terkointegrasi pada I(0). Sebaliknya, jika hasil uji ADF dan PP menerima hipotesis adanya unit root,
berarti semua data tidak stasioner sehingga semua variabel terintegrasi pada orde I(1). Semua
variabel yang tidak stasioner tersebut akan dapat diestimasi dengan teknik kointegrasi.

2. Lag Length Criteria

Penentuan lag optimum dilakukan sebelum melakukan cointegration test dan VECM untuk
mengetahui berapa banyak lag yang akan digunakan dalam estimasi. Lag optimal berfungsi untuk
mengetahui berapa lama suatu variabel dipengaruhi oleh variabel itu sendiri pada masa lalu. Lag
yang digunakan adalah lag dengan jumlah (*) terbanyak. Jumlah lag dipilih oleh para criterion, yang
terdiri dari Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC),
Schwarz Information Criterion (SIC), dan Hannan-Quinn Information Criterion (HQ).

3. Johansen’s Cointegration Test

Selanjutnya, penulis melakukan uji kointegrasi Johansen, yang merupakan teknik dalam
menguji hubungan kointegrasi pada data time series. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah
terdapat keseimbangan jangka panjang pada model penelitian. Apabila suatu persamaan memiliki
kointegrasi maka menunjukkan bahwa adanya hubungan jangka panjang antar variabel yang
digunakan.
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3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data runtun waktu (time series) dengan frekuensi bulanan
untuk periode Januari 2009-Desember 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 nilai
tukar mata uang asing yakni Dolar Kanada, Franc Swiss, Euro, Poundsterling, Yen Jepang, dan Dolar
AS terhadap nilai mata uang Indonesia. Spesifikasi data terangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Data

Variabel Satuan Sumber
CAD IDR/CAD Investing.com
CHF IDR/CHF Investing.com
EUR IDR/EUR Investing.com
GBP IDR/GBP Investing.com
JPY IDR/JPY Investing.com
USD IDR/USD Investing.com
3.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari uji ADF dan PP yaitu sebagai berikut:
HO: y = 0 (terdapat unit root; tidak stasioner)
H1:y < 0 (tidak terdapat unit root; stasioner)

Hipotesis null diterima jika probabilitas dari hasil uji lebih besar dibandingkan dengan nilai
kritis (1%, 5%, atau 10%). Sebaliknya, hipotesis null akan ditolak apabila nilai probabilitas kurang
dari nilai kritis. Penolakan hipotesis null juga dapat dilakukan apbila nilai probabilitas kurang dari
tingkat signifikansi baik 1%, 5%, ataupun 10%. Ketika suatu persamaan tidak stasioner pada level,
maka perlu dilakukan uji stasioner pada tingkat first difference, atau second difference. Data yang
mempunyai unit root biasanya dikatakan tidak stasioner atau bergerak secara acak (random walk).

Hipotesis dari uji kointegrasi Johansen antara lain:
HO: r = r* < k (tidak terdapat kointegrasi)
H1:r =k (terdapat kointegrasi)

Hipotesis null diterima jika nilai kritis pada 1%, 5%, atau 10% memiliki nilai yang lebih besar
dibandingkan dengan nilai trace statistic maupun nilai max-eigen statistic. Sebaliknya, apabila nilai
kritis pada 1%,5%, atau 10% lebih rendah dari nilai trace statistic dan nilai max-eigen statistic maka
hipotesis null akan ditolak yang menunjukkan bahwa persamaan yang diuji memiliki hubungan
kointegrasi. Ketika suatu persamaan memiliki hubungan kointegrasi pada uji Johansen maka perlu
dilakukan uji untuk menentukan jangka panjang dan jangka pendek dengan metode Vector Error
Correction Model (VECM). Sedangkan hasil uji Johansen yang menunjukkan tidak adanya hubungan
kointegrasi pada persamaan variabel menggunakan Unrestricted Vector Auto-Regression (VAR).
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Uji Unit Root

Tabel 2. Hasil Unit Root Augmented Dickey-Fuller
Uji Unit Root (ADF)

. Level First Difference
Variable — —
t-statistic Prob. t-statistic Prob.

LnCAD -1.117234 0.7073 -6.233245 0.0000***
LnCHF -0.839141 0.8038 -4.830159 0.0001***
LnEUR -1.383397 0.5882 -4.830159 0.0001***
LnGBP -1.571521 0.4939 -3.863702 0.0031***
LnJPY -2.023761 0.2764 -5.486204 0.0000***
LnUSD -0.581776 0.8693 -4.260250 0.0008***

*) significant level at 10%; **) significant level at 5%; ***) significant level at 1%

Tabel 3. Hasil Unit Root Phillips-Perron

Uji Unit Root (PP)
Variable Level First Difference
t-statistic Prob. t-statistic Prob.
LnCAD -1.575938 0.4917 -12.31492 0.0000***
LnCHF -0.706085 0.8403 -11.43853 0.0000***
LnEUR -1.204445 0.6710 -11.09327 0.0000***
LnGBP -1.286435 0.6343 -11.05502 0.0000***
LnJPY -2.433186 0.1349 -10.01016 0.0000***
LnUSD -0.211444 0.9327 -10.13210 0.0000***

*) significant level at 10%; **) significant level at 5%; ***) significant level at 1%

Hasil uji unit root menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron
menunjukkan bahwa variabel CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, dan USD memiliki unit root atau tidak
stasioner pada tahapan level sehingga diuji lagi pada tahapan first difference. Keenam variabel baru
stasioner pada first difference yang ditunjukkan pada hasil probabilitas dibawah tingkat signifikansi
5% (0.05). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keenam nilai tukar berperilaku acak (random
walks) yang mendukung hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah.

4.2. Uji Lag Length Criteria

Berdasarkan hasil uji lag, dapat dilihat bahwa tanda (*) paling banyak terdapat pada lag 1.

Hal tersebut menunjukkan /ag paling optimum sehingga lag yang digunakan untuk tahap selanjutnya
adalah lag 1.
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4.3. Uji Kointegrasi

Tabel 4. Hasil Uji Kpintegrasi Johansen
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

0.05
Hypothesized Max-Eigen o

Izllg. of CE(s) Statisfic Critical Prob.**

Value
None * 42. 66265 40.07757 0.0250
At most 1 20.93296 33.87687 0.6892
At most 2 15.21501 27.58434 0.7310
At most 3 7.850987 21.13162 0.9126
At most 4 3.370050 14.26460 0.9191
At most 5 1.766603 3.841466 0.1838

Hasil Max-eigen value uji kointegrasi Johansen menunjukkan 1 persamaan kointegrasi pada
tingkat 5% (0.05) yang menyiratkan bahwa variabel memiliki hubungan keseimbangan dalam jangka
panjang. Hasil tersebut memberikan bukti yang bertentangan dengan efisiensi pasar valuta asing
bentuk semi kuat. Merujuk pada hasil tersebut, mengindikasikan bahwa pergerakan satu nilai tukar
atau lebih dapat diprediksi dari pergerakan nilai tukar lainnya. Oleh karena itu, para pelaku pasar
valas dapat mendapatkan pengembalian berlebih (excess return).

4.4. Uji VECM

e VECM Longrun
Tabel 5. Hasil Uji VECM jangka panjang
VECM Longrun

Cointegrating Eq: CointEql
LNUSD (-1) 1.000000
-1.851950

LNCHF (-1) (0.87334)
[-2.12053]*

2.422143

LNEUR (-1) (1.11628)
[2.16983]*

2.828534

LNGBP (-1) (1.10320)
[2.56394]*

3.392161

LNJPY (-1) (1.04205)
[3.25526]*

-9.025274s

LNCAD (-1) (1.91276)
[-4.71846]*

C 24.27677

*) significant level at 10%;
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Berdasarkan hasil estimasi VECM jangka panjang, menunjukkan bahwa seluruh variabel
independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap mata uang US Dollar (LNUSD)
dalam jangka panjang. Hal tersebut dilihat dari nilai t-stat variabel LNCHF, LNEUR, LNGBP, LNJPY,
LNCAD yang lebih besar dibandingkan dengan t-table two-tails pada level signifikansi 10% (1.65833).

Interpretasi :

- Variabel mata uang Franc Swiss (LNCHF) memiliki hubungan negatif dan
signifikan terhadap mata uang US Dollar (LNUSD) yang dapat dilihat dari nilai t-
stat yang secara absolut lebih besar dari t-table (2.12053 > 1.65833). Nilai
koefisien sebesar -1.851950 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai mata
uang Franc Swiss sebesar 1%, maka mata uang US Dollar akan mengalami
penurunan sebesar 1.851950% dalam jangka panjang dengan asumsi ceteris
paribus.

- Variabel mata uang Euro (LNEUR) memiliki hubungan positif dan signifikan
terhadap mata uang US Dollar (LNUSD) yang dapat dilihat dari nilai ¢-stat yang
secara absolut lebih besar dari t-table (2.16983 > 1.65833). Nilai koefisien
sebesar 2.422143 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai mata uang Euro
sebesar 1%, maka nilai mata uang US Dollar akan mengalami kenaikan sebesar
2.422143% dalam jangka panjang dengan asumsi ceteris paribus.

- Variabel mata uang Poundsterling (LNGBP) memiliki hubungan positif dan
signifikan terhadap mata uang US Dollar (LNUSD) yang dapat dilihat dari nilai ¢-
stat yang secara absolut lebih besar dari t-table (2.56394 > 1.65833). Nilai
koefisien sebesar 2.828534 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai mata uang
Poundsterling sebesar 1%, maka mata uang US Dollar akan mengalami kenaikan
sebesar 2.828534% dalam jangka panjang dengan asumsi ceteris paribus.

- Variabel mata uang Japanese Yen (LNJPY) memiliki hubungan positif dan
signifikan terhadap mata uang US Dollar (LNUSD) yang dapat dilihat dari nilai ¢-
stat yang secara absolut lebih besar dari t-table (3.25526 > 1.65833). Nilai
koefisien sebesar 3.392161 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai mata uang
Japanese Yen sebesar 1%, maka mata uang US Dollar akan mengalami kenaikan
sebesar 3.392161% dalam jangka panjang dengan asumsi ceteris paribus.

- Variabel mata uang Canadian Dollar (LNCAD) memiliki hubungan negatif dan
signifikan terhadap mata uang US Dollar (LNUSD) yang dapat dilihat dari nilai ¢-
stat yang secara absolut lebih besar dari t-table (4.71846 > 1.65833). Nilai
koefisien sebesar -9.025274 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai mata
uang Canadian Dollar sebesar 1%, maka mata uang US Dollar akan mengalami
penurunan sebesar 9.025274 % dalam jangka panjang dengan asumsi ceteris
paribus.
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e VECM Shortrun

Tabel 6. Hasil uji VECM jangka pendek
VECM Shortrun

Error Correction: D(LNUSD)

-0.026068

CointEql (0.00527)
[-4.94302]

-0.120369

D(LNUSD(-1)) (0.11741)
[-1.02522]

-0.049948

D(LNCHF(-1)) (0.09555)
[-0.52273]

-0.014372

D(LNEUR(-1)) (0.11533)
[-0.12462]

0.072162

D(LNGBP(-1)) (0.10256)
[0.70357]

0.106162

D(LNJPY(-1)) (0.07535)
[1.40892]

0.009651

D(LNCAD(-1)) (0.10127)
[0.09530]

0.001883

C (0.00195)
[0.96502]

Berdasarkan hasil uji VECM jangka pendek dapat dilihat bahwa variabel Error Correction
Term (CointEq1) signifikan pada level 5% yang artinya apabila mata uang US Dollar akan kembali
pada keseimbangan rata-rata secepat 2% apabila terjadi shock pada mata uang Franc Swiss, Euro,
Poundsterling, Japanese Yen, dan Canadian Dollar. Selain itu, dapat dilihat bahwa dalam jangka
pendek, perubahan mata uang US Dollar pada 1 periode sebelumnya (masa lalu) tidak signifikan
memengaruhi perubahan mata uang US Dollar yang ada pada saat ini. Mata uang lainnya seperti
Franc Swiss, Euro, Poundsterling, Japanese Yen, dan Canadian Dollar juga tidak signifikan sehingga
menandakan bahwa mata uang semua variabel tahun sebelumnya tidak memengaruhi mata uang US
Dollar pada saat ini. Hasil tersebut serupa dengan penelitian Kendall (1953) dalam MI (2016) yang
menemukan bahwa fluktuasi harga bersifat independen (tidak terikat satu sama lain) dan harga pada
masa lalu sepenuhnya tidak relevan dalam memperkirakan harga di masa depan.
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5. SIMPULAN

Efisiensi pasar valas sangat penting dalam perekonomian karena nilai tukar mata uang asing
memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan ekonomi makro dan aktivitas
ekonomi, khususnya transaksi di berbagai negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengidentifikasi apakah pasar valas telah efisien dalam bentuk lemah dan semi kuat. Hasil uji
efisiensi bentuk lemah dengan menggunakan tes ADF dan PP menunjukkan bahwa nilai tukar yang
digunakan berperilaku random walks (jalan acak). Hasil ini konsisten dengan bentuk lemah dari
Efficient Market Hypothesis. Maka dari itu, para pelaku pasar valuta asing di Indonesia tidak dapat
merancang langkah atau metode untuk memperkirakan nilai tukar di masa depan berdasarkan nilai
tukar sebelumnya. Sedangkan efisiensi bentuk semi kuat menggunakan uji kointegrasi Johansen
dimana hasilnya menunjukkan bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis pasar efisien bentuk semi
kuat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tren nilai tukar Canadian Dollar, Franc Swiss, Euro,
Poundsterling, dan Japanese Yen dapat diperkirakan untuk melihat pergerakan nilai tukar US Dollar
sehingga pelaku pasar valas seperti investor ataupun spekulan memiliki potensi untuk memperoleh
abnormal return.
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LAMPIRAN

1. Uji stasioner ADF - level
a. LNCAD

Null Hypothesis: LNCAD has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
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t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.117234 0.7073
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
b. LNCHF
Null Hypothesis: LNCHF has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.839141 0.8038
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
c. LNEUR
Null Hypothesis: LNEUR has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.383397 0.5882
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
d. LNGBP
Null Hypothesis: LNGBP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.571521 0.4939
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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e. LNJPY

Null Hypothesis: LNJPY has a unit root
Exogenous: Constant

Lag Length: 4 (Fixed)
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t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.023761 0.2764
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
f. LNUSD
Null Hypothesis: LNUSD has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.581776 0.8693
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
2. Uji stasioner ADF - first difference
a. LNCAD
Null Hypothesis: D (LNCAD) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.233245 0.0000
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
b. LNCHF
Null Hypothesis: D( LNCHF) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.830159 0.0001
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402

*MacKinnon (1996) one-sided p-values
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c. LNEUR

Null Hypothesis: D (LNEUR) has a unit root
Exogenous: Constant

Lag Length: 4 (Fixed)

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.311154 0.0007
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
d. LNGBP
Null Hypothesis: D( LNGBP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.863702 0.0031
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
e. LNJPY
Null Hypothesis: D (LNJPY) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.486204 0.0000
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
f. LNUSD
Null Hypothesis: D( LNUSD) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Fixed)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.260250 0.0008
Test critical values: 1% level -3.488585
5% level -2.886959
10% level -2.580402

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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3. Uji stasioner PP - level
a. LNCAD

Null Hypothesis: LNCAD has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.575938 0.4917
Test critical values: 1% level -3.486064
5% level -2.885863
10% level -2.579818
b. LNCHF
Null Hypothesis: LNCHF has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -0.706085 0.8403
Test critical values: 1% level -3.486064
5% level -2.885863
10% level -2.579818
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
c. LNEUR
Null Hypothesis: LNEUR has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.204445 0.6710
Test critical values: 1% level -3.486064
5% level -2.885863
10% level -2.579818
d. LNGBP
Null Hypothesis: LNGBP has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.286435 0.6343
Test critical values: 1% level -3.486064
5% level -2.885863
10% level -2.579818

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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e. LNJPY

Null Hypothesis: LNJPY has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -2.433186 0.1349
Test critical values: 1% level -3.486064
5% level -2.885863
10% level -2.579818
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
f. LNUSD
Null Hypothesis: LNUSD has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -0.211444 0.9327
Test critical values: 1% level -3.486064
5% level -2.885863
10% level -2.579818
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
4. Uji stasioner PP - first difference
a. LNCAD
Null Hypothesis: D(LNCAD) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -12.31492 0.0000
Test critical values: 1% level -3.486551
5% level -2.886074
10% level -2.579931
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
b. LNCHF
Null Hypothesis: D(LNCHF) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -11.435853 0.0000
Test critical values: 1% level -3.486551
5% level -2.886074
10% level -2.579931

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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c. LNEUR

Null Hypothesis: D(LNEUR) has a unit root
Exogenous: Constant

Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -11.09327 0.0000
Test critical values: 1% level -3.486551
5% level -2.886074
10% level -2.579931
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
d. LNGBP
Null Hypothesis: D(LNGBP) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -11.05502 0.0000
Test critical values: 1% level -3.486551
5% level -2.886074
10% level -2.579931
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
e. LNJPY
Null Hypothesis: D(LNJPY) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -10.01016 0.0000
Test critical values: 1% level -3.486551
5% level -2.886074
10% level -2.579931
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
f. LNUSD
Null Hypothesis: D(LNUSD) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (User-specified) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat Prob.*
Phillips-Perron test statistic -10.13210 0.0000
Test critical values: 1% level -3.486551
5% level -2.886074
10% level -2.579931

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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5. Uji Lag Length

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LNUSD LNCAD LNCHF

LNEUR LNGBP LNJPY
Exogenous variables: C

Date: 11/29/19 Time: 14:51
Sample: 2009M01 2018M12
Included observations: 116

( Laboratorium Ekonomi Pembangunan

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 955.9660 NA 3.10e-15 -16.37872 -16.23630 -16.32091
1 1708.171 1413.626* 1.35e-20* -28.72708* -27.73009* -28.32236*
2 1729.106 37.17786 1.76e-20 -28.46734 -26.61579 -27.71571
3 1769.545 34.18316 2.32e-20 -28.19905 -25.49294 -27.10052
4 1769.738 31.68255 3.12e-20 -27.92652 -24.36585 -26.48109

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
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IDENTIFIKASI PERANAN SEKTOR BASIS DAN TINGKAT
AKSESIBILITAS DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN JAYAPURA

Gina Renatha (2016110011)
Abstrak

Kabupaten Jayapura mengalami penurunan dalam laju pendapatan daerah dan
kontribusi pendapatan domestik regional bruto pada tahun 2015-2017, padahal
kabupaten Jayapura berada dekat dengan pusat pertumbuhan yaitu ibu kota Provinsi
Papua. Dengan begitu, penelitian ini ingin memberikan rekomendasi bahwa sektor
basis dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya pada
Kabupaten Jayapura. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi kecamatan mana yang
memiliki posisi paling menguntungkan dalam hal tingkat aksesibilitas. Hasil
penelitian dengan menggunakan pendekatan LQ, DLQ, dan multiplier effect yaitu
untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang dapat
memberikan pengaruh terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jayapura.
Selain itu, berdasarkan penghitungan Connectivity Quotient (CQ), Kecamatan Raveni
Rara merupakan kecamatan dengan posisi paling menguntungkan dalam hal tingkat
aksesibilitan dan untuk berinteraksi antar kecamatan di Kabupaten Jayapura.

Kata kunci : Tingkat Aksesibilitas, Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Basis.

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 bertujuan memberikan hak untuk pemerintah daerah dalam menjalankan
kewenangannya sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan dalam pembangunan
daerah. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, pemanfaatan dan
pengembangan seluruh potensi ekonomi perlu menjadi prioritas utama (Arsyad, 1999). Selain itu,
terdapat tiga komponen yang menjadi pedoman praktis dalam memahami pembangunan yaitu
kecukupan, jati diri dan kebebasan. Pada negara-negara berkembang pembangunan daerah lebih
ditekankan pada pembangunan ekonomi, hal itu dikarenakan pembangunan dalam bidang ekonomi
memberikan dampak perubahan pada bidang kehidupan lebih besar dari pada pembangunan dalam
bidang sosial ataupun politik.

Indikator penting untuk menghitung adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan
melihat tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga konstan. Jika pertumbuhan PDRB menunjukan nilai positif maka dapat
mengindikasikan adanya peningkatan dalam perekonomian, sedangkan jika menunjukan nilai
negatif maka terjadi hambatan dalam perekonomian. Selain itu, agar tingkat pertumbuhan Produk
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Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menunjukan nilai positif kebijakan pembangunan daerah
perlu mempriotaskan pada potensi yang dimiliki suatu daerah. Hal itu dikarenakan, setiap daerah
memliki potensi yang berbeda beda yang dapat dilihat dari sumber daya alam, sumber daya manusia,
dan sumber keuangan. Jika pemerintah daerah tidak mengetahui potensi yang dimiliki maka
kebijakan yang ditetapkan bisa tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian secara detail tentang
keadaan suatu daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi
pembangunan perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Penelitian ini berfokus pada pengembangan daerah Kabupaten Jayapura. Hal itu dikarenakan
Kabupaten Jayapura memiliki banyak sekali potensi baik di bidang kehutanan, perikanan, dan
pariwisata yang jika dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan laju PDRB dan Kontribusi
PDRB Kabupaten Jayapura. Akan tetapi, kenyataannya kontirbusi PDRB Kabupaten Jayapura
terhadap Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 0.14% pada tahun 2015-2016 dan hanya
mengalami peningkatan sebesar 0.03% pada tahun 2017 (BPS Kabupaten Jayapura, 2018). Selain itu,
laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Kabupaten Jayapura mengalami penurunan
sebesar 1.41 % pada tahun 2015-2016 dan kembali mengalami penurunan sebesar 1.51% pada
tahun 2016-2017 (BPS Kabupaten Jayapura, 2018). Padahal, batas wilayah Kabupaten Jayapura yang
berdekatan dengan ibu kota Provinsi Papua seharusnya dapat menguntungkan Kabupaten Jayapura.
Hal itu dikarenakan, daerah yang berbatasan dengan ibu kota seharusnya diuntungkan khususnya
pada pengembangan sektor sektor yang memiliki potensi. Selain itu, hal yang membuat penelitian
ingin berfokus pada Kabupaten di wilayah Indonesia Timur karena Pulau Papua dan Maluku
memberikan kontribusi terkecil pada tahun 2017 dengan angka sebesar 5.54%. Hal tersebut, dapat
dikarenakan pemerintah daerah kurang dapat mengenali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki
dalam membangun daerahnya. Kabupaten Jayapura belum memiliki jati diri yang membuat daerah
tersebut unggul jika dibandingkan daerah lain. Dengan begitu, memahami setiap sektor unggulan
yang dimiliki merupakan hal penting bagi pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat
menentukan skala prioritas dalam pembangunan.

Berdasarkan pemaparan kondisi diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah
pengembangan daerah Kabupaten Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode location quotient
dan dynamic location quotient untuk menemukan sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten
Jayapura dan menggunakan metode multiplier effect untuk mengetahui peranan sektor unggulan
dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Jayapura. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode
location quotien untuk menemukan Kecamatan mana dengan posisi yang paling menguntungkan
dalam hal tingkat aksesibilitas di Kabupaten Jayapura. Menemukan sektor unggulan dan kecamatan
dengan posisi paling menguntungkan dilakukan agar kebijakan pembangunan Kabupaten Jayapura
lebih terarah dengan lebih memprioritaskan pada pemberdayaan sektor unggulan.

1.2. Tujuan Penelitian

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menemukan sektor unggulan yang ada di Kabupaten
Jayapura. Kedua, penelitian ini ingin menemukan sektor mana yang paling memiliki potensi
perkembangan lebih cepat dan sektor mana yang mempunyai perkembangan lebih lambat jika
dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi peranan
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sektor unggulan yang dicerminkan dari besaran angka pengganda pendapatan yang diberikan oleh
sektor unggulan untuk membangun perekonomian di Kabupaten Jayapura. Terakhir, penelitian ini
juga ingin menemukan kecamatan mana yang memiliki posisi paling menguntungkan dalam hal
aksesibilatas di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
saran kepada pemerintah daerah agar kebijakan yang ditetapkan dalam membangun Kabupaten
Jayapura lebih terarah sehingga pelaksanaan otonomi daerah lebih efektif.

1.3. Kerangka Pemikiran

Setiap daerah memiliki perbedaan karakteristik wilayah dan potensi yang berbeda beda yang
dapat dilihat dari sumber daya yang dimiliki. Dalam membangun perekonomian suatu daerah
dibutuhkan pembangunan dan perencanaan yang baik, dengan menetapkan kebijakan kebijakan
berdasarakan ciri khas setiap daerah dan potensi yang dimiliki dilihat dari sumber daya alam,
sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber fisik lokal. Dengan demikian, mengetahui
dan menggali potensi dan sektor unggulan apa saja yang dimiliki perlu dilakukan pemerintah agar
pembangunan ekonomi lebih terarah dan efisien. Suatu daerah agar dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonominya perlu memiliki satu kawasan atau sektor yang dapat berpotensi paling
kuat dan dapat berkompetisi atau bersaing dengan wilayah lain. Dengan begitu, kontribusi dan laju
pertumbuhan produk domestik regional bruto khususnya Kabupaten Jayapura akan selalu
mengalami peningkatan.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah sektor basis dan non-basis yang dengan
mengunakan metode Location Quotient (LQ) dan metode Dynamic Location Quotient (DLQ) dengan
menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju PDRB berdasarkan harga
konstan dan lapangan usaha tahun 2014-2017 di Kabupaten Jayapura. Dengan menggunakan metode
LQ dan DLQ akan memperoleh informasi tentang sektor basis dan non-basis. Analisis ini dilakukan
untuk mengidentifikasi sektor mana yang bersifat ekspor (basis) dan non ekspor (non-basis). Selain
itu, analisa ini dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan khususnya untuk sektor basis dari
tahun ke tahun apakah memiliki pertumbuhan lebih cepat atau lebih lambat jika dibandingkan
dengan wilayah lain. Mengetahui beberapa sektor basis yang dimiliki Kabupaten Jayapura dapat
mendukung pembangunan daerah lebih cepat.

Setelah mengetahui sektor basis atau unggulan yang dimiliki Kabupaten Jayapura, hal lain
yang ingin diteliti adalah besar angka pengganda pendapatan yang dihasilkan dalam jangka pendek
pada sektor unggulan yang diteliti menggunakan metode MS (pengganda pendapatan). Terakhir,
seteleh mengetahui ketiga komponen di atas, penelitan ini juga akan menganalisi tingkat aksesibilitas
di setiap Kecamatan di Kabupaten Jayapura terhadap Kabupaten tersebut yang di analisis
mengunakan metode Connectivity Quotient (CQ). Variabel yang digunakan dalam metode CQ adalah
jarak antar Kecamatan tersebut ke Kabupaten Jayapura dan jumlah Kecamatan yang ada di
Kabupaten Jayapura.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori

Menemukan sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah telah dilakukan oleh peneliti-
peneliti sebelumnya. Persoalan ketidakmerataan antar daerah dapat terjadi karena pemerintah
daerah kurang mengenali potensi yang dimiliki setiap daerah, telah menarik perhatian peneliti
sebelumnya untuk menemukan sektor unggulan apa yang dimiliki setiap daerah. Penelitian
mengenai sektor unggulan telah dilakukan antara lain oleh Destiningsih dan Achsa (2018), Fajar
(2014), Hajeri dan Dolorosa (2015), serta Baransano et al. (2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Destiningsih dan Achsa (2018) berkenaan dengan analisis
keuntungan dan spesialisasi ekonomi regional (Pendekatan Esteban Marquillas Model Shift-Share)
dan analisis aksesibilitasnya di Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, peneliti ingin
menentukan keunggulan kompetitif dan pengaruh alokasi sektor di kabupaten banyumas serta
menentukan wilayah yang memiliki posisi paling menguntungkan dalam tingkat aksesibilitas.
Penelitian menggunakan metode Esteban Marquillas Model Shift-Share untuk menentukan sektor
unggulan dan tingkat kompetitif serta metode Connectivity Quotient untuk menentuk tingkat
aksesibilitas suatu wilayah. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 14 sektor yang menjadi sektor
unggulan pada kabupaten Banyumas. Selain itu, Kecamatan Tambak memiliki posisi paling
menguntungkan dalam hal tingkat aksesibilitas di Kabupaten Banyumas.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2014) mengenai
identifikasi sektor unggulan Kabupaten Waropen 2013. Tujuan dari penelitian yaitu untuk
mengetahui deskripsi ekonomi Kabupaten Waropen secara makro dan mengidentifikasi sektor
potensial yang dimiliki menggunakan metode deskriptif kuantitafi, LQ (location quotient) dan DLQ
(dynamic location quotient). Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori ekonomi
neoklasik, teori basis ekonomi, teori lokasi, teori tempat sentral, teori kausasi kumulati, dan model
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daya tarik. Hasil dari penelitian ini menyatakan belum dioptimalkannya potensi sektor pertanian
sehingga perlu adanya kebijakan ekonomi yang lebih diarahkan pada sektor pertanian. Selain itu,
perlunya pemerintah daerah menciptakan koneksi antar kecamatan dengan menciptakan
infrastruktur jalan atau mode transportasi laut untuk masyarakat umum sehingga dapat
mendistribusikan produk antar wilayah lebih optimal.

Penelitian yang terakhir, yaitu Hajeri dan Dolorosa (2015) mengenai analisis penentuan
sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Kubu Raya tahun 2008 sampai tahun 2013. Tujuan dari
penelitian ini ingin mengambarkan pola perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian,
menentukan sektor basis dan non basis, serta perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di
Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat komponen
yaitu typology klassen, kombinasi antara location quotient dan dynamic location quotien, serta metode
shift share. Selain itu, teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori sektor unggulan, teori
pertumbuhan jalur cepat, teori yang menjelaskan bahwa produk domestik regional bruto dapat
digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi sektoral. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat
empat sektor yang tergolong sektor yang maju dan cepat tumbuh. Selanjutnya sektor yang tergolong
sektor basis di Kabupaten Kubu Raya yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air
bersih, sektor pengangkutan dan komunikan. Selain itu sektor pertanian merupakan salah satu
sektor yang dapat diharapkan di masa mendatang. Terakhir, yaitu terdapat lima sektor yang
mengalami reposisi dari non basis menjadi sektor basis di masa yang akan datang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama sama meneliti sektor
unggulan dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). Selain itu, penelitian ini juga
menggunakan metode Connectivit Quotient (CQ) untuk meneliti kecamatan mana dalam Kabupaten
Jayapura yang memiliki posisi paling menguntungkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
diatas adalah objek yang diteliti yaitu Kabupaten Jayapura pada tahun 2013-2017. Meskipun metode
analisis yang digunakan hampir sama, namun penelitian ini menggunakan kombinasi tiga metode
yaitu LQ, DLQ, dan CQ yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu,
penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana peranan sektor unggulan dalam mengurangi
ketimpangan antar daerah.

2.2. Teori Pembangunan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor faktor
apa saja yang dapat menentukan kenaikan output baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
sehingga terjadi proses pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan
perkembangkan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi
bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat (Tambunan, 2001). Sedangkan, Adam
Smith beranggapan mengenai pola pertumbuhan ekonomi, apabila pembangunan ekonomi sudah
terjadi maka proses akan berlangsung terus menerus sehingga perkembangan pasar, pembangian
kerja dan spesialisasi akan terjadi dan meningkatkan produktivitas.
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2.3. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu pertumbuhan daerah berhubungan
langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dan pertumbuhan industri yang menggunakan
sumber daya lokal sehingga menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad,
1999). Selain itu, jika kita kita melihat sektor ekonomi dalam suatu wilayah kita harus memahami
bahwa sektor sektor tersebut terbagi menjadi dua golongan yaitu sektor basis (leading sector) dan
sektor non basis. Sektor unggulan yang dimiliki oleh suatu daerah akan memiliki kriteria yang sangat
bervariasi. Hal tersebut didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam
perekonomian daerah. Kriteria sektor unggulan diataranya yaitu:

1. Sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi,
2. Sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relative besar,

3. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik kedapan maupun
kebelakang,

4. Dapat juga di artikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi
2.4. Teori Growth Pole

Secara sederhana, teori Growth Pole menjelaskan bahwa pertumbuhan tidak terjadi di
sembarang tempat dan tidak juga terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan akan terjadi pada titik
titik atau kutub kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah ubah lalu perekenomian
tersebut menyebar terhadap perekonomian wilayah (Perroux, 1950). Dalam teori ini menjelaskan
bahwa yang menjadi magnet dalam pertumbuhan ekonomi yaitu kegiatan industri. Pada tahap
selanjutnya akan terjadi proses seleksi alam sehingga suatu sektor akan makin penting untuk
pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sementara sektor-sektor lainnya akan menghilang. Sedangkan
untuk sektor sektor yang bertahan akan berkembang dan membentuk kutub pertumbuhan.

2.5. Teori Lokasi

Menurut Arsyad (1999), faktor lokasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan daerah. Hal
itu dikarenakan dalam pengembangan kawasan industi perusahaan cenderung memilih lokasi yang
lebih dekat dengan pasar sehingga meminimumkan biayanya. Selain itu, faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi pemilihan lokasi ialah biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, ketersediaan
sanitasi kualitas aksesibilitas dan kualitas pemerintah.
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3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Data yang digunakan bersumber dari badan pusat statistika Kabupaten Jayapura dan

Provinsi Papua dari tahun 2013-2017. Sedangkan variabel yang digunakan yaitu produk domestik

regional bruto Kabupaten Jayapura, untuk lebih detailnya dapat dilihat dari tabel dibawabh ini:

Tabel 1. Variabel Penelitian

Tujuan Penelitian Variable yang digunakan
Untuk menemukan sektor unggulan dan 1. PDRB sektor di kabupaten jayapura
potensinya di masa mendatang dan Provinsi Papua
2. Total PDRB Provinsi Papua
3. Laju pertumbuhan setiap sektor di
Kabupaten Jayapura dan Provinsi
Papua
4. Rata rata pertumbuhan dari semua
sektor di Provinsi Papua
5. Selisih antara tahun akhir dengan
tahun awal
Untuk menemukan tingkat aksesibilitas di 1. Total jarak dari setiap
suatu wilayah kota/kabupaten
2. Total jarak untuk semua
kota/kabupaten
3. Jumlah kota/kabupaten
Untuk menemukan besar angka pengganda 1. Pendapatan total Kabupaten
yang dihasilkan oleh sektor ungulan Jayapura
2. Pendapatan sektor basis dan non
basis
3.2. Analisis Location Quotient (LQ)

Penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Analisis location quotient adalah
analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor basis suatu wilayah yang dilihat dari sisi
kontribusinya. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari angka location quotient :

LQ — Xr/ Rvr
- Xn/ Rvn

Xr = PDRB sektor i pada Kabupaten Jayapura,
Rvr = Total PDRB Kabupaten Jayapura,
Xn = PDRB sektor i pada Provinsi Papua,

Rvn = Total PDRB Provinsi Papua.
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Berdasarkan hasil penghitungan diatas, jika LQ<1 maka sektor tersebut bukan sektor
unggulan bagi Kabupaten Jayapura karena masih kalah saing dengan daerah lain. Namun, jika LQ>1
maka sektor tersebut dapat dijadikan sektor unggulan untuk Kabupaten Jayapura karena mampu
bersaing dengan daerah lainnya.

Menurut Kurniawan (2016), kelemahan penghitungan LQ diantaranya:
1. Masyarakat memiliki pola konsumsi dan selera yang pada kenyataannya berbeda,
2. Kebutuhan konsumsi rata-rata untuk satu jenis barang berbeda untuk setiap daerah,
3. Suatu daerah memiliki industri yang berbeda-beda.

Dengan begitu untuk meminimalisir kelemahan metode location quotient (LQ) penelitian
dapat mengembangkan juga dengan metode dynamic location quotient (DLQ) (Sambodo,2002).

3.3. Dynamic Location Quotient (DLQ)

Metode dynamic location quotient menggunakan metode hasil modifikasi dari standart
location quotient, bedanya metode ini memasukan unsur laju pertumbuhan produk domestik
regional bruto dari waktu ke waktu. Untuk menghitung dynamic location quotient digunakan rumus

sebagai berikut:
(1+9:) /
(1+4)

1+6Gy)
/(1+G)

gij = Laju pertumbuhan sektor i dalam kabupaten j,

t

DLQ;; =

gi = Rata — rata laju pertumbuhan dari semua sektor di kabupaten j,
G; = Laju pertumbuhan sektor i di provinsi tertentu,
i jup p
G = Rata — rata pertumbuhan dari semua sektor di provinsi tertentu,
P p

t = Selisih antara tahun akhir dengan tahun awal (2013 — 2017).

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, Jika DLQ>1 maka potensi perkembangan sektor i di
kabupaten tertentu lebih cepat jika dibandingkan sektor yang sama di tingkat provinsi. Namun, Jika
DLQ<1 maka potensi perkembangan sektor i di kabupaten tertentu lebih lambat jika dibandingkan
sektor yang sama di tingkat provinsi.

111



RN
\{/ Laboratorium Ekonomi Pembangunan

3.4. Connectivity Quotient (CQ)

Metode connectivity quotient digunakan untuk mendeskripsikan tingkat akses antar kota
dalam suatu wilayah. Untuk menghasilkan angka connectivity quotient dapat digunakan rumus
sebagai berikut:

Jarak total dari setiap kota/
kabupaten

cQ =

regional average

Regional average merupakan hasil hitungan dari total jarak untuk semua Kota/Kabupaten,
kemudian dibagi dengan jumlah Kota/Kabupaten untuk mendapatkan jarak rata—rata (regional
average). Dari hasil perhitungan diatas jika hasil Jika CQ<1 maka aksesibilitas di Kota tersebut tinggi.
Namun, jika CQ>1 maka aksesibilitas di kota tersebut rendah.

3.5. Analisis Dampak Pengganda

Analisis dampak pengganda merupakan analisis model basis yang menggunakan pendapatan
yang diperoleh karena angka tersebut dapat digunakan untuk melihat dampak potensial wilayah
sebagai pasar. Angka penganda pendapatan dalam jangka pendek dapat melihat pendapatan yang
dihasilkan sektor basis. Untuk mengetahui angka penganda pendapatan digunakan rumus:

1 _ Y
SRSl

MS = Angka pengganda pendapatan jangka pendek,

MS =

YN = Pendapatan sektor basis,

Y = Pendapatan total wilayah.

Hasil hitungan diatas akan menunjukan besaran pendapatan dalam jangka pendek yang
dihasilkan oleh sektor unggulan untuk setiap satu rupiah investasi yang dilakukan pemerintah
daerah.

3.6. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kabupaten Jayapura yang merupakan salah satu Kabupaten
yang terletak di Provinsi Papua dengan ibu kota yaitu Kota Jayapura. Bagian timur Kabupaten
Jayapura berbatasan dengan Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura, pada bagian selatan
berbatasan dengan Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahakimo, sedangkan pada bagian barat
berbatasan dengan Kabupaten Sarmi. Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 kecamatan yaitu (1)
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Sentani, (2) Sentani Timur, (3) Depapre, (4) Sentani Barat, (5) Kemtuk, (6) Kemtuk Gresi, (7)
Nimboran, (8) Nimbokrang, (9) Unurum Guay, (10) Demta, (11) Kaureh, (12) Ebungfao,(13)
Waibu, (14) Nambluong, (15) Yapsi, (16) Airu, (!7) Raveni Rara, (18) Gresi Selatan, (19) Yokari.
Agar penjelasan diatas lebih jelas, dibawah ini disajikan gambar peta Kabupaten Jayapura.

Gambar1. Peta Kabupaten Jayapura

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sektor unggulan apa saja yang dimiliki oleh
Kabupaten Jayapura dan potensi sektor unggulan tersebut di masa mendatang. Penelitian ini juga
ingin mengetahui besaran anggka pengganda yang akan diberikan sektor unggulan untuk setiap satu
rupiah. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui kecamatan mana yang memiliki keunggulan dalam
tingkat aksesibilitas di Kabupaten Jayapura dengan begitu sektor unggulan bisa lebih berkembang.
Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai tujuan penelitian telah dilakukan beberapa langkah
perhitungan dengan alat analisis diantaranya yaitu location quotient, dynamic location quotient,
analisis dampak pengganda, dan connectivity quotient.

4.2. Indetifikasi Sektor Unggulan dan potensi di masa mendatang

Location Quotient

Menemukan sektor unggulan dapat diketahui dengan melakukan analisis Location Quotient
(LQ) melalui pendekatan PDRB lapangan usaha Kabupaten Jayapura dan PDRB lapangan usaha
Provinsi Papua berdasarkan harga konstan tahun 2010. Besaran nilai LQ yang dihasilkan dapat
menjadi indikator awal apakah sektor ekonomi tersebut termasuk sektor basis ataupun non basis.
Sektor basis merupakan sektor yang dapat menjadi tumpuan perekonomian daerah karena
mempunyai keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dari pada daerah lain sedangkan, sektor non
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basis merupakan sektor yang kurang potensial tetapi dapat menjadi penunjang sektor basis
(Sjafrizal, 2008).

Berdasarkan tabel 1 terdapat sebelas sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten
Jayapura karena memiliki nilai rata-rata LQ>1. Sektor transportasi dan pergudangan memiliki nilai
rata-rata LQ tertinggi dengan nilai sebesar 3.58 yang kemudian diikuti oleh sektor pengolahan
diperingkat kedua dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan di peringkat ketiga. Sedangkan,
diantara sebelas sektor basis yang dimiliki Kabupaten Jayapura, Sektor kesehatan memiliki nilai rata-
rata LQ terendah dengan nilai sebesar 1.03. Kesebelas sektor basis ini berpotensi memberikan nilai
ekonomi yang besar di Kabupaten Jayapura karena mampu bersaing dengan sektor yang sejenis di
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Papua.

Tabel 2. Rata Rata nilai LQ dan DLQ yang dihasilkan pada tahun 2013-2017

Sektor LQ DLQ Hasil
Pertanian, kehutanan, perikanan 2.07 1.17 Sektor Unggulan
Pertambangan dan Penggalian 0.05 | 0.0045 Sektor Tertinggal
Industri Pengolahan 2.62 0.84 Sektor Prospektif
Konstruksi 1.16 | 4.17 Sektor Unggulan
Perdagangan besar dan eceran 1.63 0.43 Sektor Prospektif
Transportasi dan pergudangan 3.58 | 3.88 Sektor Unggulan
Penyediaan akomodasi dan makan minum | 2.00 | 1.91 Sektor Unggulan
Informasi dan komunikasi 1.49 7.50 Sektor Unggulan
Jasa keuangan dan asuransi 0.95 242 Sektor Andalan
Real Estate 1.96 1.47 Sektor Unggulan
Jasa Pendidikan 1.05 | 1.36 Sektor Unggulan
Jasa Kesehatan 1.03 0.57 Sektor Prospektif
Jasa Lainnya 1.64 | 0.75 Sektor Prospektif

Dynamic Location Quotient

Besaran nilai DLQ yang dihasilkan dapat menjadi indikator apakah sektor ekonomi di
Kabupaten Jayapura dapat tumbuh lebih cepat jika dibandingan sektor yang sama dalam Provinsi
Papua. Analisis dynamic location quotient dilakukan melalui pendekatan laju PDRB lapangan usaha
Kabupaten Jayapura dan laju PDRB lapangan usaha Provinsi Papua berdasarkan harga konstan tahun
2010. Berdasarkan Yabel 1 terdapat delapan sektor yang memiliki potensi berkembang lebih cepat
jika dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Papua karena memiliki nilai rata-rata DLQ>1.
Dari kedelapan sektor tersebut, sektor informasi dan komunikasi memiliki angka tertinggi sebesar
7.50 yang kemudian diikuti oleh sektor kontruksi, sektor transportasi dan pergudangan. Sektor
pertanian dan kehutanan memiliki nilai DLQ terendah dengan angka sebesar 1.17. Dengan begitu,
delapan sektor tersebut prospektif untuk dikembangakan dalam wupaya meningkatkan
perekonomian daerah, untuk itu diharapkan pemerintah dapat mempriotaskan pembangunan
daerah dari kedelapan sektor ini.
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Analisis Location Quotient dan Dynamic Location Quotient

Analisis LQ dan DLQ dapat digunakan sebagai kombinasi untuk menentukan sektor-sektor
apa saja yang menjadi sektor basis dan non basis di Kabupaten Jayapura di masa ini dan masa yang
akan datang. Berdasarkan Tabel 1 sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor konstruksi, sektor
transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor informasi
komunikasi, sektor real estate, sektor pendidikan merupakan sektor basis Kabupaten Jayapura baik
di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sedangkan setelah dilakukan analisis DLQ sektor
industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, jasa kesehatan, dan jasa lainnya
berpotensi mengalami perubahan peranan dari sektor basis menjadi sektor non basis di masa
mendatang. Selain itu, untuk jasa keuangan dan asuransi berpotensi mengalami perubahan peranan
dari non basis menjadi sektor basis di masa mendatang. Sektor pertambangan dan penggalian tetap
menjadi sektor non basis di masa kini maupun di masa mendatang.

Dengan begitu, terdapat delapan sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Jayapura
pada tahun 2013-2017. Kemudian, terdapat empat sektor yang merupakan sektor prospektif dan
satu sektor yang merupakan sektor andalan Kabupaten Jayapura. Selain itu, terdapat satu sektor
yang tetap menjadi sektor tertinggal baik di masa kini maupun di masa mendatang untuk Kabupaten
Jayapura.

4.3. Hasil Pengganda Pendapatan Sektor Basis dalam Jangka Pendek

Berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ terdapat delapan sektor yang merupakan sektor basis
di Kabupaten Jayapura. Setelah itu dilakukan penghitungan efek pengganda pendapatan melalui
pendekatan pendapatan sektor basis dan pendapatan total Kabupaten Jayapura. Angka yang
dihasilkan memiliki arti bahwa setiap penambahan pendapatan akhir yang dihasilkan sektor basis
akan memberikan peningkatan pendapatan wilayah.

Berdasarkan Tabel 3 sektor pertanian, kehutanan, perikanan menghasilkan angka
pengganda tertinggi sebesar 1.30. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap terjadi penambahan
pendapatan akhir dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp 1, maka akan
menghasilkan peningkatan pendapatan wilayah sebesar Rp 1.30. Sedangkan, nilai pengganda
terkecil dihasilkan pada sektor real estate dengan angka sebesar 0.84. Hal tersebut, memiliki arti
bahwa setiap penambahan pendapatan akhir dari sektor real estate sebesar Rp 1, maka akan
menghasilkan peningkatan pendapatan wilayah sebesar Rp 0.84.

Tabel 3. Rata-Rata Angka Pengganda Pendapatan Sektor Basis

Jenis Sektor Rata Rata
Pertanian, kehutanan, perikanan 1.309483908
Konstruksi 1.14198052
Transportasi dan pergudangan 1.173863645
Penyediaan akomodasi dan makan minum 1.013526862
Informasi dan komunikasi 1.057984405
Real Estate 0.848680845
Jasa Pendidikan 1.022148429
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Dari delapan sektor yang dimiliki oleh Kabupaten Jayapura, sektor pertanian, kehutanan,
perikanan memberikan dampak yang paling tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan
penghitungan efek pengganda pendapatan dalam jangka pendek sektor pertanian, kehutanan,
perikanan akan meningkatkan pendapatan wilayah sebesar Rp 1.30 untuk setiap pendapatan akhir
sektor tersebut. Dengan begitu, diharapkan pemerintah lebih mempriotaskan pembangunan
Kabupaten Jayapura dalam pemberdayaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Apalagi,
hutan yang dimiliki Kabupaten Jayapura sebesar 1,353,404.92 hektar. Selain itu, sektor pertanian
pada tahun 2017 sebesar 3,793 ton. Hasil produksi tersebut terdiri dari produksi jagung sebesar 820
ton, produksi ubi sebesar 1,538 ton dan hasil produksi buah-buahan sebanyak 228,4 ton yang
merupakankomoditas utama Kabupaten Jayapura. Jika pemerintah daerah fokus untuk
memberdayakan sektor kehutanan,perikanan,pertanian maka kontribusi dan laju PDRB Kabupaten
Jayapura akan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.4, Hasil Analisis Connectivity Quotient

Connectivity Quotient merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi area mana yang
memiliki posisi paling menguntungkan dalam hal tingkat aksesibilitas. Berdasarkan hasil
penghitungan CQ yang tersaji pada Tabel 4, Kecamatan Raveni Rara.

Tabel 4. Hasil Pengihutungan CQ Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Jayapura

Hasil CQ Rank
Kecamatan Airu 1.202130196 6
Kecamatan Demta 1.069231381 10
Kecamatan Depapre 1.279151101 4
Kecamatan Ebungfao 1.26706939 5
Kecamatan Gresi Selatan 0.747555838 15
Kecamatan Kaureh 0.41983944 19
Kecamatan Kemtuk 1.061680312 11
Kecamatan kemtuk gresi 0.875924012 13
Kecamatan Nambluong 0.85931166 14
Kecamatan Nimbokrang 0.94237342 12
Kecamatan Nimboran 0.733963914 16
Kecamatan Raveni Rara 1.43319291 1
Kecamatan Sentani 1.294253239 3
Kecamatan Sentani Barat 1.110007154 8
Kecamatan Sentani Timur 1.40147842 2
Kecamatan Unurum Guay 0.545187187 17
Kecamatan Waibu 1.146252285 7
Kecamatan Yapsi 0.508942055 18
Kecamatan Yokari 1.102456085 9

Dengan begitu akan lebih baik jika pemerintah daerah mengembangkan sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan di Kecamatan Raveni Rara. Sehingga pengembangan sektor unggulan
tersebut akan memiliki perkembangan lebih cepat dan pendapatan wilayah akan meningkat lebih
cepat.
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5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis location quotient, dynamic location quotient, dan multiplier effect
pendapatan sektor perikanan, kehutanan dan pertanian merupakan sektor unggulan yang dimiliki
oleh Kabupaten Jayapura dan menghasilkan angka untuk peningkatan pendapatan wilayah terbesar
yaitu Rp 1.03 untuk setiap peningkatan pendapatan akhir. Selain itu, dari kesembilan belas
kecamatan di Kabupaten Jayapura, Kecamatan Raveni Rara merupakan Kecamatan dengan posisi
paling menguntungkan dan untuk berinteraksi dengan Kecamatan lain di Kabupaten Jayapura. Oleh
karena itu, akan lebih baik jika pemerintah Kabupaten Jayapura mempriotaskan pembangunan
wilayah pada pemberdayaan sektor perikanan, kehutanan dan pertanian. Selain itu, akan lebih baik
jika pengembangan tersebut di fokuskan pada Kecamatan Raveni Rara karena di antara 19
Kecamatan, Kecamatan Raveni Rara memiliki posisi paling menguntungkan. Dengan begitu, saran
yang ingin diberikan yaitu diharapkan kedepannya Kabupaten Jayapura dapat selalu mengalami
peningkatan dalam laju PDRB dan kontribusi PDRB terhadap Provinsi Papua, apalagi batas wilayah
Kabupaten Jayapura berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi Papua dimana hal itu sangat
menguntungkan bagi Kabupaten Jayapura khususnya dalam pembangunan sektor unggulan.
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DAYA TARIK SEKTOR UNGGULAN ANTAR KOTA/KABUPATEN
DI KALIMANTAN UTARA

Joseph Manganju Sitorus (2016110040)
Abstrak

Otonomi daerah telah membawa dampak pada keinginan kota-kota untuk
memisahkan diri menjadi daerah baru. Fenomena pemekaran daerah atau ekspansi
daerah didorong oleh beberapa faktor yang mendukung salah satunya peraturan
yang ada diterbitkan dan keinginan daerah untuk lebih mandiri. Fenomena tersebut
telah memberikan dampak negatif atupun positif bagi masyarakat, pemerintah
daerah, dan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perkembangan Kalimantan Utara setelah pemekaran daerah lewat sektor unggulan
dan daya tarik antar Kota/Kabupaten. Alat analisis yang digunakan untuk penelitian
ini merupakan analisis Location Quotient (LQ) untuk mengetahui sektor unggulan di
setiap Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara dan model gravitasi untuk mengetahui
daya tarik antar Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa setiap Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara memiliki sektor unggulan yang
berbeda. Sementara itu, berdasarkan hasil model gravitasi menunjukkan bahwa Kota
Tarakan memiliki daya tarik terbesar.

Kata kunci: Pemekaran Daerah, Sektor Unggulan, Daya Tarik, Location Quotient,
Model Gravitasi

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pemekaran suatu wilayah selalu menjadi hal yang menarik di otonomi daerah. Tujuan dari
pemekaran suatu wilayah adalah untuk menjadikan wilayah pemekaran tersebut lebih maju dan
mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini menjadi menarik untuk ditunggu, apakah tujuan dari
pemekaran wilayah itu dapat tercapai dengan baik atau sebaliknya. Pemekaran wilayah yang baru
diharapkan dapat menciptakan salah satu ciri pusat pertumbuhan yaitu bersifat mendorong wilayah
belakangnya. Pemekaran di Indonesia sudah banyak dilaksanakan sejak tahun 1950. Pemekaran
tersebut hingga saat ini telah menciptakan 34 provinsi di Indonesia. Hal ini terjadi semenjak
digulirkan otonomi daerah dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara melalui proses panjang yang diwacanakan pada
tahun 2000. Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk sejak ditandatangani Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November
2012 oleh Presiden RI. RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini sendiri sebelumnya telah
disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi Undang -
Undang. Sejak terbitnya UU No. 20 Tahun 2012 itu maka 4 resmi terbentuknya Provinsi Kalimantan
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Gambar 1. Data produk domestik bruto regional di Kalimantan utara

Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018*
(1) 2 3) (4) (5) (6)

Kabupaten
1. Malinau 65908381 69185919 72886382 84969622 93607859
2. Bulungan 128541653 12975581,4 136347411  15260860,5 167446977
3. Tana Tidung 37961984 39603039 42097307 47528900 51834445
4. Nunukan 15502783,0 15517931,8 165019944 199651446 225174472
Kota
1. Tarakan 19572550,0 21824569,7 243863982 280092751 316750737

Jumlah 5 Kabupaten/Kota | 583165348 | 611969788 | 660215025 | 764851324 | 854814490

Provinsi Kalimantan Utara | 591840028 | 617223923 | 660418132 | 769282670 | 860588868

Sumber: BPS Kalimantan Utara

Hal ini menarik untuk diteliti karena sejak pemekaran wilayah Kalimantan Utara, nilai
Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) setiap Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara terus
mengalami kenaikan. Nilai PDRB yang baik dapat diindikasikan lewat nilai sektor-sektor yang baik.
Sektor unggulan di setiap daerah menarik untuk diteliti karena dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi di suatu daerah. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, pemerintah harus turun
tangan dalam membangun sarana penunjang bagi Kalimantan Utara. Menurut Sapriadi (2015),
potensi daerah satu dengan daerah lainnya pasti berbeda-beda, karena hal ini terkait dengan
karakteristik masing-masing daerah tersebut. Sehingga upaya mencapai tujuan pembangunan
ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin
agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Setiap daerah
memiliki potensi sektor unggulan yang menarik untuk dioptimalkan guna meningkatkan tingkat
ekspor di daerah tersebut dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan
dapat menjadi daya tarik bagi wilayah belakangnya atau memiliki interaksi yang kuat antar wilayah.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, daya tarik sektor unggulan antar Kota/Kabupaten di
Kalimantan Utara menarik untuk diteliti karena hal ini sangat penting untuk pembangunan di
Kalimantan Utara dan wilayah sekitarnya. Hal ini dikarenakan, sektor unggulan penting untuk digalli
agar setiap sektor unggulan dapat membantu sektor non unggulan lain dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Hal ini menarik untuk diteliti karena pemekaran
wilayah Kalimantan Utara seharusnya memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat,
pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sejalan dengan latar belakang dan uraian sebelumnya,
maka masalah-masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor unggulan apa saja yang ada di setiap kota/kabupaten Kalimantan utara?
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2. Apakah sektor unggulan di Kalimantan utara memiiliki daya tarik antar kota/kabupaten?
1.3. Tujuan Penelitian

Kebijakan pemekaran wilayah Kalimantan Utara bertujuan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi baru dan Kalimantan Utara dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang dapat sejajar
dengan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah
yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja sektor unggulan yang
telah dihasilkan di Kota Tarakan dan apakah Kota Tarakan memiliki sifat mendorong wilayah
belakangnya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya penelitian sejenis yang
telah ada tentang sektor unggulan dan daya tarik sektor unggulan bagi wilayah belakang. Selain itu,
apabila tujuan dari penelitian ini tercapai diharapkan dapat membantu pemerintah dalam
menentukan dan menguatkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi daya tarik bagi wilayah
belakangnya. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar
untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui peran sektor unggulan yang terdapat di
wilayah Kalimantan utara.

1.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

. ;;‘»:;.‘;' vita ;c:‘;f.:ﬂ". 1
Analisis LQ: PDRB penduduk, jarak dan
pendapatan perkapita

Kal vantan ra memliliki dav rik

rile

sektor unggulan antar kotafkabupaten

Keberadaan sektor unggulan sangat penting karena dapat menumbuhkan perekonomian di
suatu wilayah. Sektor unggulan dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya dan melakukan ekspor
sehingga memiliki peran yang relatif besar daripada sektor yang lain dalam memacu pembangunan

ekonomi. Nantinya sektor unggulan dapat menarik sektor-sektor di wilayah belakang untuk
berkembang dan menjadi sektor unggulan. Sesuai dengan Gambar 2 diatas untuk melihat apa saja
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sektor unggulan yang ada di Kalimantan utara dan apakah sektor unggulan di Kota Tarakan dapat
menjadi daya tarik bagi wilayah belakangnya maka diperlukan penelitian dengan analisis Location
Quotient (LQ) dan model gravitasi. Apabila setiap Kota/Kabupaten di Kalimnatan Utara memiliki
daya tarik sektor unggulan, maka interaksi sektor unggulan antar Kota/Kabupaten dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Basis Ekonomi

Penelitian ini menggunakan landasan teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi menyatakan
bahwa laju pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh besarnya tingkat ekspor dari wilayah
tersebut (Tarigan, 2005). Teori basis ekonomi memiliki dua memiliki dua golongan sektor yaitu
sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani
pasar baik di daerah tersebut maupun daerah luar. Secara kemampuan sektor basis dapat
mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor tersebut ke daerah lain. Sektor non basis
adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa hanya di batas wilayah perekonomian tersebut.
Berdasarkan teori, sektor non basis harus dikembangkan agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi
di daerah tersebut.

2.2. Teori Kutub Pertumbuhan

Syafrizal (2012) menjelaskan teori Perroux yang artinya pusat pertumbuhan sebagai
perangkat industri-industri yang sedang mengalami perkembangan dan berlokasi di suatu daerah
perkotaan dan mendorong perkembangan lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah
pengaruhnya. Juga dikatakan bahwa “growth does not growth”, hal tersebut ditemukannya dalam
analisisnya terhadap industri kendaraan yang cenderung berkelompok pada daerah tertentu.
Menurut Perroux dalam Tarigan (2005), pusat pertumbuhan (growth of pole) dapat diartikan dengan
dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah
suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya
memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke
dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu
lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of
attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan
masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota tersebut, walaupun
kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. Tidak semua kota generatif dapat
dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan (Tarigan, 2005)

2.3. Penelitian Terdahulu

Secara umum penelitian mengenai sektor unggulan dan daya tarik adalah untuk mengetahui
apakah suatu kota sebagai pusat pertumbuhan dapat menjalankan salah satu ciri pusat pertumbuhan
yang keempat yaitu bersifat mendorong wilayah belakang. Hal ini berarti antara kota dan wilayah
memiliki hubungan yang harmonis (Tarigan, 2005). Kota membutuhkan bahan baku dan wilayah
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belakang menyediakan sehingga dapat mengembangkan diri. Fenomena daya tarik sektor unggulan
memiliki perbedaan hasil dan dampak yang dapat didukung oleh penelitian-penelitian yang
terdahulu tentang pusat pertumbuhan.

Anggi (2010) meneliti Kecamatan-Kecamatan mana yang menjadi pusat pertumbuhan di
Kabupaten Empat Lawang. Dan bagaimana interaksi antara Kecamatan-Kecamatan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi dengan Kecamatan-Kecamatan sebagai pendukung pusat pertumbuhan
tersebut (hinterland). Hasilnya, tiga dari tujuh Kecamatan terpilih sebagai pusat pertumbuhan dan
adanya interaksi antar Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan hinterland.

Barsano et al. (2016) tentang Peranan Sektor Unggulan sebagai salah satu faktor dalam
mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Papua Barat adalah pembangunan
ekonomi di Indonesia terbagi kedalam sembilan sektor dan membutuhkan investasi yang sangat
besar, sehingga pemerintah (terutama pemerintah daerah) perlu menetapkan sektor-sektor yang
dapat diharapkan menjadi faktor pendorong bagi sektor lain agar berkembang menjadi penggerak
utama pembangunan dalam mengurangi ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan mengkaji
tingkat ketimpangan pembangunan antar dan di dalam wilayah di Provinsi Papua Barat tahun 2005-
2013, serta bagaimana implementasi peran dari sektor unggulan terhadap ketimpangan
pembangunan wilayah. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Indeks Theil, Location
Quotient dan Shift Share Analysis menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi
disebabkan oleh ketimpangan di dalam wilayah pengembangan dan dipengaruhi oleh kabupaten
Teluk Wondama, Sorong, Raja Ampat dan Fak-Fak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sektor
pertanian masih memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan PDRB Papua Barat selama
periode 2005-2013. Barsano et al. (2016) juga menemukan dan merekomendasikan bahwa sektor-
sektor unggulan di setiap kabupaten/kota merupakan salah satu strategi alternatif bagi pemerintah
daerah dalam memulai suatu perencanaan pembangunan, dimana keunggulan komparatif dan
kompetitif dari sektor-sektor tersebut dapat berperan sebagai “mesin pertumbuhan” dalam
mengurangi ketimpangan pembangunan.

Setiap Kabupaten memiliki beberapa kategori perkembangan suatu daerah dan berdasarkan
hasil analisis Gravitasi selama tujuh tahun (2005-2011) diperoleh interaksi ekonomi di setiap
Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan strategis Tangkallangka adalah sebagai berikut:
Kabupaten Batang memiliki total nilai interaksi sebesar 75.394.428.259.662.500 dan memiliki
interaksi terkuat dengan Kota Pekalongan yang memiliki total nilai interaksi sebesar
78.774.044.199.987.100 dan memiliki interaksi terkuat dengan Kabupaten Batang; Kabupaten
Pemalang memiliki total nilai interaksi sebesar 12.968.596.072.962.700 dan memiliki interaksi
terkuat dengan Kota Pekalongan; Kajen memiliki total nilai interaksi sebesar
16.580.988.738.353.800 dan memiliki interkasi terkuat dengan Kota Pekalongan (Panjiputri, 2013).
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3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan Location Quotient
(LQ) dan model gravitasi sebagai teknik analisis. Kedua teknis analisis ini ingin mengetahui sektor
unggulan pada suatu daerah dan mengukur daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah atau besarnya
interaksi antar daerah. Analisis LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat
dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain
(Sapriadi, 2015). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sektor unggulan yang dimiliki kota
tarakan sebagai daerah studi dan Kalimantan Utara sebagai daerah referensi. Adapun rumus LQ
adalah sebagai berikut:

Yi/}’j
LQ = ——
Y./Y;

Keterangan:
y; = PDRB sektor i di kota/Kabupaten pada tahun 2014 - 2018

y; = PDRB total Kabupaten tahun 2014 - 2018

Y; = PDRB sektor i di Kalimantan Utara tahun 2014 - 2018

Yj = PDRB di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014 - 2018

Dengan kriteria sebagai berikut:

LQ > 1, berarti sektor p di Kota/Kabupaten merupakan sektor basis (mampu memenuhi
kebutuhan daerahnya sendiri dan dapat melakukan ekspor ke daerah lain). LQ < 1, berarti sektor di
Kota/Kabupaten merupakan sektor non basis. (produksi dari sektor tersebut tidak mampu
memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan harus melakukan impor ke daerah lain). LQ = 1, berarti
sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan pada daerahnya. Analisis Gravitasi merupakan
alat analisis yang digunakan untuk mengukur daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah atau
besarnya interaksi antar daerah. Kekuatan daya tarik ini salah satunya dipengaruhi oleh jarak.
Semakin jauh jarak wilayah belakang dengan pusat pertumbuhan, maka akan semakin menurunkan
kekuatan keterkaitan antar wilayah tersebut. Begitu pula yang terjadi pada penghitungan Analisis
Gravitasi untuk keterkaitan antara suatu pusat pertumbuhan dengan pusat pertumbuhan lainnya.
Berikut penghitungan analisis model gravitasi menurut Panjiputir (2013) yaitu:

_(W1*P1)*(W2*P2)

11.2 -
]1,2
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I; , = Interaksi dalam wilayah 1 dan 2
W, = PDRB perkapita wilayah 1 (rupiah)
W,= PDRB perkapita wilayah 2 (rupiah)
P; = Jumlah penduduk wilayah 1

I, = Jumlah penduduk wilayah 2

J1,2 =Jarak antar wilayah 1 dan 2

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik
(BPS). Data yang digunakan adalah data PDRB setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara.
Data yang digunakan untuk menghitung model gravitasi yaitu jumlah penduduk dan jarak
Kota/Kabupaten di Kalimantan utara dan total PDRB setiap Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara.
Data PDRB yang digunakan merupakan PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan
dari tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data lapangan usaha dari tujuh belas sektor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian serta pembahasan menggunakan dua analisis
yaitu Location Quotient (LQ) dan model gravitasi. Analisis LQ digunakan untuk mengindentifikasi
sektor unggulan di Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara. Setelah melalukan proses perhitungan
dengan rumus LQ di Kota Tarakan seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah periode pengamatan
2014 - 2018.

4.2. Location Quotient

Selama tahun 2014-2018 Kota Tarakan memiliki sembilan sektor unggulan yaitu industri
pengolahan, pengadaan gas dan listrik, pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang,
konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan
pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan,
real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Hal
ini menunjukkan bahwa sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan Kota Tarakan maupun
kebutuhan daerah lain. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor potensial untuk selalu
dikembangkan guna menggerakan perekonomian Kota Tarakan. Sementara itu, sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib memperoleh hasil LQ<1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
ketiga sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dan kurang potensial untuk
dikembangkan.
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Tabel 1. Hasil Perhitungan LQ Kota Tarakan

Lapangan usaha

2014

2015

2016

2017

2018

A. Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

0.735227289

0.758732121

0.727573085

0.768889227

0.777568934

B. Pertambangan dan
Penggalian

0.20778534

0.228213487

0.244179762

0.210213214

0.19815614

C. Industri Pengolahan | 1.394196819 | 1.31915749 | 1.307391831 | 1.305746463 | 1.319548646
géze”gadaa” Listrikdan | coeeossa | 2.64354262 | 2.288690516 | 2.184419192 | 2.249398773
E. Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, | 1.436931264 | 1.39329804 | 1.350279369 | 1.349957557 | 1.350513021

Limbah dan Daur Ulang

F. Konstruksi

1.284150861

1.219814085

1.157930629

1.208180336

1.182852849

G. Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda
Motor

2.000405563

1.821618203

1.685477205

1.728568569

1.714316982

H. Transportasi dan
Pergudangan

2.068702829

1.888643824

1.785714164

1.817424147

1.810775426

I. Penyediaan
Akomodasi dan Makan
Minum

1.310015327

1.181304124

1.13290576

1.171490682

1.169347736

J. Informasi dan
Komunikasi

2.092874243

2.003220394

1.995319376

2.041602408

2.065453585

K. Jasa Keuangan

2.297765891

2.097272006

1.985835664

2.043684743

2.101774383

L. Real Estate

1.781362921

1.665085499

1.663562846

1.728111856

1.734217135

M,N. Jasa Perusahaan

2.476517514

2.36605893

2.323604428

2.347105771

2.383021849

O. Administrasi
Pemerintahan,

0.933965775 | 0.812292377 | 0.80914658 | 0.850244213 | 0.889181063
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 1.284000576 | 1.162433671 | 1.105267038 | 1.162507988 | 1.18480023

Q. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

2.397821418

2.075980051

1.958935824

2.112692877

2.129273069

R,S,T,U. Jasa Lainnya

1.4327246

1.258410264

1.164350941

1.213997423

1.244056587

Hasil perhitungan untuk Kabupaten Nunukan selama periode 2014-2018 pada tabel 3
menunjukkan hanya memiliki dua sektor unggulan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta
pertambangan dan penggalian. Hal ini berarti kedua sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan
Kabupaten Nunukan maupun kebutuhan daerah lain. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor
potensial untuk selalu dikembangkan guna menggerakan perekonomian Kabupaten Nunukan.
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Tabel 2. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Nunukan

Lapangan usaha 2014 2015 2016 2017 2018
Pertanian,

Kehutanan, dan 1.227899356 | 1.307025816 | 1.36734191 1.490957137 | 1.53991605
Perikanan

Pertambangan

dan Penggalian

1.529398463

1.659009475

1.792903688

1.617728427

1.600870213

Industri
Pengolahan

0.873513883

0.864135406

0.854371025

0.843665222

0.84531274

Pengadaan Listrik
dan Gas

0.712827398

0.657849243

0.565992073

0.532993339

0.54254524

Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

0.843659984

0.834217935

0.842039774

0.829540131

0.818364956

Konstruksi 0.552625248 | 0.537028276 | 0.512011466 | 0.535042867 | 0.527599294
Perdagangan
Besar dan
Eceran; Reparasi | 0.52043501 0.487635435 | 0.465671661 | 0.482945994 | 0.475303143
Mobil dan

Sepeda Motor

Transportasi dan
Pergudangan

0.344665923

0.319711501

0.302396333

0.297059489

0.297574087

Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

0.710496905

0.676641373

0.65683223

0.664969753

0.669585877

Informasi dan
Komunikasi

0.895099647

0.873785577

0.898246169

0.918776297

0.928714956

Jasa Keuangan
dan Asuransi

0.288732979

0.278377589

0.277511991

0.291044078

0.28994632

Real Estat 0.706904215 | 0.686130186 | 0.695819521 | 0.719557934 | 0.725980107
Jasa Perusahaan | 0.149024828 | 0.155138008 | 0.14927462 0.1526001 0.154245689
Administrasi

Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib

0.530558813

0.499718806

0.506040899

0.528817628

0.548134859

Jasa Pendidikan

0.579794694

0.560576784

0.543250987

0.561716105

0.556912593

Jasa Kesehatan

dan Kegiatan 0.027651785 | 0.023771243 | 0.023430884 | 0.024830009 | 0.025017053
Sosial
Jasa lainnya 0.77562712 0.663430459 | 0.627216755 | 0.637943638 | 0.638563362

Hasil perhitungan untuk Kabupaten Bulungan selama periode 2014-2018 pada tabel 4
menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan memiliki sembilan sektor unggulan. Sektor unggulan
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tersebut merupakan pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri
pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi,
real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan dan
jasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesembilan sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan
daerahnya dan dapat dikembangkan guna untuk menggerakan perekonomian Kabupaten Bulungan.
Sementara itu, sektor lainya bukan merupakan sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan

Pada tahun 2014-2016, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak menjadi sektor
unggulan di Kabupaten Bulungan. Hal ini di antaranya karena rata-rata pertumbuhan nilai PDRB
pada sektor tersebut masih dibawah rata-rata Provinsi. Artinya pertumbuhan Kabupaten Bulungan
masih lambat dibanding dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian hal itu juga
dipengaruhi, dominasi presentase distribusi nilai PDRB pada sektor tersebut masih lemah
dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi. Artinya kontribusi sektor tersebut pada
Bulungan masih kecil dibanding daerah lain di Kalimantan Utara. Laju pertumbuhan sektor pertanian
misalnya, disebutkan hanya sekitar 1,30 persen. Jauh di bawah Provinsi Kalimantan Utara sekitar
6,37 (korankaltara.com, 2018). Namun, pada tahun 2017-2018 sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan sudah menjadi sektor unggulan.

Tabel 3. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Bulungan

Lapangan usaha 2014 2015 2016 2017 2018
A. Pertanian,
Kehutanan, dan 0.975030846 | 0.9936293 0.965529046 | 1.010563029 | 1.007867258
Perikanan
B. Pertambangan dan | | 10058974 | 1.100234138 | 1.201786127 | 1097088507 | 1.070669538
Penggalian
C. Industri
1.259606403 | 1.253438348 | 1.253257123 | 1.300191728 | 1.389659342
Pengolahan
D. Pengadaan Listrik
dan Gas 0.982565733 | 0.913618952 | 0.808757885 | 0.809954022 | 0.830817956

E. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang

F. Konstruksi 0.904921341 | 0.956314339 | 0.908739041 | 0.904111062 | 0.871248414
G. Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda

1.223668316 | 1.242275278 | 1.240811173 | 1.268355045 | 1.325290625

0.697880932 | 0.682656164 | 0.643257441 | 0.666809239 | 0.667508534

Motor

H. Transportasidan |, _-)c/0153 | 0645431508 | 0.617429976 | 0.612668947 | 0.625979038
Pergudangan

I. Penyediaan

Akomodasi dan 0.747378601 | 0719209954 | 0.708412902 | 0.746630127 | 0.771690284

Makan Minum
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Lapangan usaha

2014

2015

2016

2017

2018

J. Informasi dan
Komunikasi

1.234527195

1.208399782

1.218464819

1.243581992

1.260538329

K. Jasa Keuangan 0.686527482 | 0.677629204 | 0.661861666 | 0.671111534 | 0.677167502
L. Real Estate 1.48947366 1.494377741 | 1.533587036 | 1.621570987 | 1.647124699
M,N. Jasa Perusahaan | 0.395318001 | 0.419509207 | 0.439678688 | 0.467580158 | 0.486578491

O. Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

1.005467377

1.043796951

1.071529873

1.173930677

1.256110558

P. Jasa Pendidikan

1.459220604

1.379469219

1.303429623

1.359141053

1.391192737

Q. Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial

0.886750608

0.797011743

0.764153165

0.805997089

0.825425142

R,S,T,U. Jasa Lainnya

1.319042647

1.175846817

1.109002055

1.169763545

1.19681157

Hasil perhitungan untuk Kabupaten Tana Tidung selama periode 2014-2018 pada tabel 5 ini
menunjukkan bahwa Kabupaten memiliki Tana Tidung empat sektor unggulan. Sektor unggulan
tersebut merupakan pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruski
dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Hal ini menunjukkan bahwa
keempat sektor tersebut dapat memenumi kebutuhan daerahnya dan dapat dikembangkan guna
menggerakkan perekonomian Kabupaten Tana Tidung. Sementara itu, sektor lainya bukan
merupakan sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan.

Tabel 4. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Tana Tidung

Lapangan usaha

2014

2015

2016

2017

2018

(A) Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan

1.905112816

1.924685438

1.852005201

1.915088212

1.912477965

(B) Pertambangan
dan Penggalian

1.087233366

1.190057959

1.298411671

1.210019187

1.210752676

(C) Industri
Pengolahan

0.227839149

0.227397628

0.233490284

0.235069614

0.243525972

(D) Pengadaan Listrik
dan Gas

0.32366083

0.306191085

0.322114541

0.31055866

0.317357053

(E) Pengadaan Air,
Pengolahan Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang

0.226998613

0.232460346

0.247451698

0.246270614

0.248610505

(F) Konstruksi

1.137133035

1.123947752

1.130039122

1.178989266

1.157362608

(G) Perdagangan
Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan
Sepeda Motor

0.403950804

0.392576192

0.3845032

0.400228956

0.395384089
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Lapangan usaha

2014

2015

2016

2017

2018

(H) Transportasi dan
Pergudangan

0.125864805

0.114293057

0.109108493

0.108798488

0.108691037

(1) Penyediaan
Akmodasi dan Makan
Minum

0.133980159

0.127437737

0.125777318

0.127400595

0.125387095

(J) Informasi dan
Komunikasi

0.018114878

0.017234146

0.016808511

0.016754663

0.016486914

(K) Jasa Keuangan

0.090854324

0.085927503

0.085582215

0.091632391

0.094113488

(L) Real Estate

0.731908335

0.726479813

0.756808119

0.800443744

0.813375782

(M,N) Jasa

0.062478057

0.063783046

0.068793758

0.071910952

0.073531078

Perusahaan
(O) Administrasi
Pemerintahan,

1.950560239 | 1.845961865 | 1.840012497 | 1.974343524 | 2.05397696
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib
(P) Jasa Pendidikan 0.666995729 | 0.596024263 | 0.57328549 0.604327482 | 0.62241679

(Q) Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial
(R,S,T,U) Jasa Lainnya

0.088132165 | 0.070890266 | 0.065338103 | 0.069168649 | 0.070713725

0.839650468 | 0.677764139 | 0.619517821 | 0.636695664 | 0.646357343

Hasil perhitungan untuk Kabupaten Malinau selama periode 2014-2018 pada tabel 6 ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau memiliki eman sektor unggulan. Sektor unggulan tersebut
merupakan pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur
ulang, konstruksi, penyediaan akomodasi makan dan minum, administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan
bahwa keenam sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dan dapat dikembangkan
guna menggerakan perekonomian Kabupaten Malinau. Sementara itu, sektor lainya bukan
merupakan sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan.

Pada tahun 2015-2017, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tidak menjadi
sektor unggulan di Kabupaten Malinau. Hal ini di antaranya karena rata-rata pertumbuhan nilai
PDRB pada sektor tersebut masih dibawah rata-rata provinsi. Artinya pertumbuhan Kabupaten
Bulungan masih lambat dibanding dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, nilai
PDRB yang tidak menentu menyebabkan perubahan nilai sewaktu-waktu.
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Tabel 5. Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Malinau

Lapangan usaha 2014 2015 2016 2017 2018
A. Pertanian,

Kehutanan, dan

Perikanan 0.717056412 | 0.700435564 | 0.688333062 | 0.697882359 | 0.681706113

B. Pertambangan dan
Penggalian

1.641938895

1.917712411

2.113331139

1.951110733

1.945935885

C. Industri Pengolahan 0.269981737 | 0.256126067 | 0.260661902 | 0.25778182 | 0.263522975
D. Pengadaan Listrik dan
Gas 0.832829888 | 0.746177123 | 0.666623873 | 0.63135813 | 0.640638552

E. Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang

1.062713347

1.037990972

1.132485057

1.135831967

1.169636102

F. Konstruksi

1.205270266

1.114517813

1.085064603

1.101645985

1.068814421

G. Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda

Motor 0.360762382 | 0.329500956 | 0.316482207 | 0.325185401 | 0.32113805
H. Transportasi dan

Pergudangan 0.524778605 | 0.45679112 | 0.44267156 | 0.433552454 | 0.440000681
I. Penyediaan

Akomodasi dan Makan

Minum 1.098362183 | 0.992281968 | 0.965021291 | 0.977611608 | 1.002046227

J. Informasi dan
Komunikasi

0.165651244

0.151341898

0.155356106

0.158024754

0.161330759

K. Jasa Keuangan

0.145718128

0.145840216

0.139753518

0.148645166

0.153023881

L. Real Estate

0.267226272

0.250948816

0.257239283

0.268357152

0.273022028

M,N. Jasa Perusahaan 0.534289294 | 0.529696367 | 0.564912512 | 0.592033785 | 0.603190902
O. Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 1.365125088 | 1.179561558 | 1.20442097 | 1.286634316 | 1.34497499

P. Jasa Pendidikan

0.795394798

0.727916312

0.704877998

0.732729211

0.740485774

Q. Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

1.2569859

1.031799864

1.002703199

1.062298168

1.086921571

R,S,T,U. Jasa Lainnya

0.109727306

0.090220801

0.0847733

0.089451569

0.093844019

4.3. Model Gravitasi

Model gravitasi merupakan alat analisis untuk meilhat kekuatan interkasi ekonomi antar
Kota/Kabupaten di Kalimantan Utara. Sektor unggulan menjadi salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi interaksi suatu daerah. Baik karena terbukanya lapangan pekerjaan dan keterkaitan
lintas sektornya. Hal ini dapat mendorong munculnya sektor-sektor non unggulan untuk
berkembang dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara.
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Tabel 6. Hasil perhitungan Model Gravitasi

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Tarakan
Tarakan- 10594667409 | 11411503968 | 12526611931 | 1.442671E+10 | 16486135110
Nunukan
Tarakan- 23266639808 | 24957819546 | 27201120016 | 55009784862 | 35077478713
Bulungan
Tarakan- 13936660612 | 14746251070 | 15791810039 | 17708374325 | 19771764116
Tana
Tidung
Tarakan- 8221107635 8944621984 9663785098 11048132232 | 12557115409
Malinau

Nunukan
Nunukan- 10594667409 | 11411503968 | 12526611931 | 14426712633 | 16486135110
Tarakan
Nunukan- 6180105939 6490141821 6919795580 7808583435 1.65035E+14
Bulungan
Nunukan- 5883174653 6094245351 46110433.66 7084443068 7818344976
Tana
Tidung
Nunukan- 24942833865 | 26568237475 | 28080636558 | 31767155361 | 35687961116
Malinau

Tana Tidung

Tana 13936660612 | 14746251070 | 15791810039 | 17708374325 | 19771764116
Tidung-
Tarakan
Tana 5770367712 5952907005 6191954063 6803301855 7429673914
Tidung-
Bulungan
Tana 5883174653 6094245351 6384533259 7084443068 7818344976
Tidung-
Nunukan
Tana 7792595803 8153919932 8407564276 9260929952 10165137619
Tidung-
Malinau

Bulungan
Bulungan- | 23266639808 | 24957819546 | 27201120016 | 31019586072 | 23749866561
Tarakan
Bulungan- | 5770367712 5952907005 6191954063 6803301855 7429673914
Tana
Tidung
Bulungan- | 6180105939 6490141821 6919795580 7808583435 8727844790
Nunukan
Bulungan- | 7951486266 8434953241 8851488146 9915237570 11022685907
Malinau
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| 2014 | 2015 | 2016 2017 2018
Malinau

Malinau- 8221107635 8944621984 9663785098 11048132232 12557115409
Tarakan
Malinau- 7792595803 8153919932 25682010537 | 9260929952 10165137619
Tana

Tidung
Malinau- 24942833865 | 26568237475 | 28080636558 | 31767155361 | 35687961116
Nunukan
Malinau- 7951486266 8434953241 8851488146 9915237570 11022685907
Bulungan

Pada tabel 6 menunjukan bahwa Kota Tarakan memiliki interaksi paling kuat dengan
Kabupaten Bulungan. Begitu juga dengan sebaliknya Kabupaten Malinau memiliki interaksi paling
kuat dengan Kota Bulungan. Hal ini menunjukan selain faktor jarak yang cukup dekat, terdapat
faktor lain yang mempengaruhi interaksi antar kedua daerah yaitu sektor unggulan yang dimiliki
oleh masing-masing daerah. Sektor unggulan yang dimiliki kota tarakan yaitu pengadaan listrik dan
gas sangat terkait dengan sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Bulungan yaitu real estate. Sektor
real estate membutuhkan sektor pengadaan listrik dan gas untuk menjalakn kehidupan sehari-hari.

Kabupaten Nunukan memiliki interkasi paling kuat dengan Kabupaten Malinau. Begitu juga
dengan sebaliknya Kabupaten Malinau memiliki interaksi paling kuat dengan Kabupaten Nunukan.
Hal ini menunjukan selain faktor jarak, terdapat juga faktor lain yang memicu interaksi antar kedua
daerah yaitu sektor unggulan. Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Nunukan yaitu
pertambangan dan penggalian memiliki keterkaitan dengan salah satu sektor unggulan yang dimiliki
Kabupaten Malinau yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini dapat terjadi karena
tenaga kerja pertambangan dan penggalian membutuhkan penyedian akomodasi dan makan minum
untuk memenuhi kebutuhan.

Kabupaten Tana Tidung memiliki interaksi paling kuat dengan Kota Tarakan. Hal ini
menunjukan selain faktor jarak yang dekat, terdapat faktor lain yang mempengaruhi interaksi antar
kedua daerah yaitu sektor unggulan. Kabupaten Tana Tidung memiliki sektor unggulan
yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sangat terkait dengan sektor
unggulan yang dimiliki Kota Tarakan yaitu pengadaan listrik dan gas. Kabupaten Tana Tidung
memiliki kantor lembaga pemerintahan dan instalasi militer diperuntukkan bagi basis militer,
daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang
amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan
membutuhkan sektor pengadaan listrik dan gas dalam menjalankan operasional sehari-hari.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui interaksi daya tarik antar Kota/Kabupaten
di Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Locationt Quotient (LQ) dan model
gravitasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap
Kota/Kabupaten memiliki sektor unggulan masing-masing dan memiliki interaksi antat setiap
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Kota/Kabupaten. Kota Tarakan memiliki interaksi dengan Kabupaten Bulungan serta Tana Tidung
akan tetapi hanya Kabupaten Tana Tidung yang memiliki interaksi sebaliknya dengan Kota Tarakan.
Kabupaten Nunukan memiliki interaksi yang tinggi dengan Kabupaten Malinau begitu juga
sebaliknya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, keberdaan sektor unggulan sangatlah
penting untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Apabila ditambah dengan interaksi
setiap daerah maka akan bertambah juga dampak postif bagi daerah tersebut. Dampak positif
tersebut dapat berupa meningkatnya lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan daerah tersebut
sehingga dapat memunculkan sektor-sektor.
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PENGARUH INDUSTRI KREATIF TERHADAP PRODUK
DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA

Rafid Parana Putra (2016110073)

Abstrak

Seiring dengan kemajuan teknologi dan keberadaan internet, industri kreatif menjadi
salah satu industri yang sangat berkembang saat ini. Industri kreatif memiliki dua
pilar utama, yaitu manusia dan kreativitas sebagai pendorong utamanya. Memiliki
industri kreatif yang berkembang dan sehat bisa menjadi salah satu cara untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Sebagai negara berkembang Indonesia
perlu memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduknya, salah satu caranya bisa dicapai melalui industri kreatif. Maka dari itu,
tujuan dari penelitian ini adalah mencari apa saja faktor-faktor dari industri kreatif
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar pengaruh faktor
tersebut terhadap PDB Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari Bank
Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang
diolah menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian
menunjukkan ekspor barang kreatif memiliki pengaruh yang positif terhadap PDB
Indonesia, tetapi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap PDB Indonesia.

Kata Kunci : Industri kreatif, pertumbuhan ekonomi, kreativitas

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan keberadaan internet saat ini, industri kreatif menjadi
salah satu industri yang sangat berkembang. Ekonomi yang didasari oleh ide (bukan modal fisik),
ekonomi dan industri kreatif mencakup isu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi, seni,
bisnis dan teknologi. Kreativitas terletak pada sumber daya yang tidak terbatas yaitu kreativitas
manusia. Ekonomi kreatif berfokus pada penggunaan potensi pembangunan dari sebuah sumber
daya yang tidak terbatas dan tidak dengan mengoptimalkan pembakaian sumber daya yang terbatas
sebagaimana halnya dalam industri manufaktur tradisional. Berbagai negara dan organisasi telah
mendefinisikan ekonomi dan ekonomi kreatif. Industri kreatif tidak mempunyai standar global.
Industri kreatif didefinisikan sebagai tindakan individu dalam memikirkan ide baru. Kreativitas
merupakan penggunaan ide, lama atau baru, untuk memproduksi ide baru. Kreativitas didorong oleh
hasrat manusia untuk menggunakan informasi dan membagikannya pada umat manusia lain.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang
diturunkan dari penggunaan kreativitas, keahlian, dan talenta individual untuk menciptakan
kemakmuran dan lapangan kerja. Ekonomi kreatif yang dituliskan dalam cetak biru rencana
pengembangan dalam industri berupa: arsitektur; Desain, Film, Video dan Fotografi; Kerajinan;

135



\w( Laboratorium Ekonomi Pembangunan

Kuliner; Mode; Musik; Periklanan; Penerbitan dan Percetakan; Permainan Interaktif; Seni
Pertunjukan; Riset dan Pengembangan; Seni Rupa; Teknologi Infomasi, serta Televisi dan Radio.

Pada tahun 2011 di Jerman muncul istilah industri 4.0 dimana teknologi digunakan dalam
porsi yang lebih besar dan internet menjadi pilar utamanya, istilah ini disebut sebagai Internet of
Things (10T). Di Indonesia, Kementerian Perindustrian sangat mendorong Revolusi Industri 4.0,
Menteri Perindustrian mengatakan bahwa sebagai negara berkembang Indonesia harus mengikuti
tren ini agar bisa bersaing negara-negara industri lainnya. Industri 4.0 sangat berkaitan dengan
industri kreatif, maka dari itu industri kreatif di Indonesia harus bisa berkembang dan memberi
kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal lain yang harus diperhatikan
adalah sumber daya manusia yang dimiliki, karena selain teknologi, sumber daya manusia juga
merupakan unsur penting dalam memajukan industri kreatif. Dalam penelitian ini, sumber daya
manusia direpresentasikan dengan total angkatan kerja. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Grafik 1. Total Angkatan Kerja

Total Angkatan Kerja

100000000

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat total angkatan kerja di Indonesia dalam periode 2010 sampai dengan 2016
mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam sektor industri kreatif, kreativitas merupakan modal
utama dalam mengembangkan industri tersebut, sedangkan saat ini Indonesia masih bergantung
terhadap negara lain dalam bidang kreativitas. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.
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Grafik 2. Biaya Penggunaan Kekayaan Intelektual

Biaya penggunaan kekayaan Intelektual

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber : Bank Indonesia

Biaya penggunaan kekayaan intelektual mencakup seluruh pembelian dalam hak paten,
merek dagang, desain terdaftar, model utilitas, hak cipta, dan instruksi teknis. Lalu dapat dilihat
selama periode tahun 2010 sampai dengan 2016, Indonesia masih terus mengalami defisit dalam
sektor penggunaan hak intelektual. Bahkan Indonesia belum pernah mengalami surplus dalam
sektor ini, namun hal ini merupakan situasi yang normal. Sebagai perbandingan, Negara Jepang yang
merupakan negara maju dengan industri kreatif yang sangat berkembang saja memperlukan 41
tahun untuk mencapai surplus dalam sektor penggunaan kekayaan intelektual. Hak kekayaan
intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu, properti industri dan hak cipta. Dalam
konteks ini, properti industri mencakup hak merek dagang, desain terdaftar, model utilitas, dan hak
paten. Maka dari itu mengalami defisit dalam sektor penggunaan hak intelektual merupakan hal yang
normal dan wajar karena dalam perkembangannya, Indonesia sebagai negara berkembang masih
harus belajar dan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi bidang kreativitas dari negara-
negara maju.

Selain itu, salah satu sektor yang mempengaruhi perkembangan industri kreatif di suatu
negara adalah penggunaan jasa telekomunikasi, komputer dan informasi. Karena seperti yang sudah
disebutkan, industri 4.0 sangat bergantung pada penggunaan teknologi. Maka dari itu penggunaan
telekomunikasi, komputer, dan informasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri
kreatif. Dalam periode tahun 2010 sampai dengan 2016, penggunaan telekomunikasi, komputer, dan
informasi di Indonesia berada pada kondisi yang normal. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 3.
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Grafik 3. Penggunaan jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi

Net Ekspor Jasa Telekomunikasi, Teknologi dan Informasi

2010 2011t \30{2 \ 2013 2014 2015 2016

Sumber : Bank Indonesia

Gambar 3. menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung terhadap negara lain dalam
bidang penggunaan jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi. Hal ini disebabkan karena adanya
perkembangan industri 4.0 dimana penggunaan telekomunikasi, teknologi, dan informasi semakin
tinggi. Sehingga Indonesia yang merupakan negara berkembang, masih harus mengandalkan impor
dari negara maju yang memiliki teknologi lebih canggih. Namun adanya impor tersebut penting bagi
perkembangan teknologi di Indonesia, karena terjadinya transfer teknologi dari negara maju
tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk meningkatkan Kkesejahteraan masyarakatnya, suatu negara membutuhkan
pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satu cara yang efektif untuk memiliki pertumbuhan ekonomi
yang baik adalah meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Industri kreatif
merupakan salah satu sektor yang bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Maka dari itu,
penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor apa saja dalam industri kreatif yang dapat
mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan seberapa besar faktor tersebut
mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah industri kreatif memiliki faktor yang dapat

berkontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan seberapa besar
pengaruh faktor tersebut.
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1.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dimensi Modal Manusia :

1. Total Angkatan Kerja

Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia

Dimensi Industri Kreatif :

1. Ekspor Barang Kreatif

2. Ekspor Royalti dan
Lisensi Kreatif

3. Ekspor Jasa

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, peneliti membagi dua
variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat (PDB Indonesia) menjadi dua dimensi, yaitu
dimensi modal manusia dan dimensi industri kreatif. Industri kreatif dikelompokkan ke dalam tiga
kelompok utama yakni Ekpor Barang Kreatif (Creative Goods) , Ekspor Royalti dan Lisensi Kreatif
(Creative Royalty and License), Ekspor Jasa Telekomunikasi, Teknologi dan Informasi (Creative
Computer and Information). Potts dan Cunningham (2008) mengajukan empat model dalam
perspektif bagaimana dinamika industri dan ekonomi kreatif dalam keseluruhan perekonomian.
Secara keseluruhan Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai satu fraksi atau satu proporsi dari
perekonomian. Dengan demikian ekonomi kreatif dapat dipandang sebagai satu variable bebas dari
perekonomian.

Kapasitas dari industri kreatif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi telah terbukti
dan dapat dilihat di (European Commission Communication COM, 2010). Industri kreatif merupakan
salah satu dari sektor yang paling cepat pertumbuhannya dalam perekonomian dunia. Perdagangan
barang dan jasa kreatif diestimasi sebesar US$624 juta dolar Amerika Serikat pada 2011.
Pertumbuhan ini juga terjadi pada ekonomi sebuah Negara. Dicontohkan bahwa di Inggris nilai
tambah kotor (gross value-added) industri kreatif telah bertumbuh sekitar 15.6%, sementara itu
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan bertumbuhan sebesar 5.4% pada tahun 2008 hingga
2012. Dampak dari sektor ini pada kesempatan kerja juga signifikan, dengan angka pertumbuhan
pada tahun 2012 sebesar 8%, dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja keseluruhan
sebesar 0,7% untuk ekonomi Inggris.

Merujuk kembali pada latar belakang penelitian ini, industri kreatif memiliki dua pilar utama
yaitu modal manusia dan kreativitas. Maka dari itu, modal manusia direpresentasikan dengan total
angkatan kerja. Sedangkan kreativitas direpresentasikan oleh ekspor barang kreatif, ekspor royalti
dan lisensi kreatif, dan ekspor jasa telekomunikasi, teknologi dan informasi. Hal ini bertujuan untuk
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mengetahui seberapa besar unsur kreativitas dan teknologi bisa berkontribusi terhadap PDB
Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori

John Howkins dalam bukunya “ The Creative Economy: How People Make Money” pertama kali
memperkenalkan istilah ekonomi kreatif. Howkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru
berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997, Howkins menjelaskan ekonomi kreatif sebagai
"kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk
menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat
ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan. Karakteristik ekonomi
kreatif diantaranya:

¢ Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu
cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat
mendasar

« Berbasis pada ide atau gagasan .
* Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha .
» Konsep yang dibangun bersifat relatif.

Spesialisasi internasional dan efisiensi produksi Dalam perdagangan internasional akan
selalu ada pihak yang bertindak sebagai eksportir dan importir. Suatu negara akan mengimpor
barang dari negara lain apabila barang tersebut diproduksi di dalam negeri justru tidak akan efisien
atau kurang menguntungkan. Sebab itulah, suatu negara dapat melakukan spesialisasi pada produksi
barang yang menguntungkan, sehingga dapat diperoleh keunggulan absolut.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh industri kreatif terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang
mendukung dan menjadi referensi, antara lain :

e Rajagukguk (2016) menunjukkan bahwa negara bekembang dapat mengambil manfaat dari
jumlah angkatan kerjanya yang besar pada saat ini. Kemudian negara berkembang dapat
mengambil keuntungan ekonomi dari ekonomi kreatif. Terlihat bahwa negara berkembang
sudah mulai mendapat keuntungan dari ekspor barang kreatif, walau masih menjadi
importer dalam bidang royalty dan lisensi serta dari bidang computer dan teknologi
informasi.

140



Economics Student Conference 2019-1 Proceedings \(/

e Yamaguchi (2004) menunjukkan bahwa ekspor fasilitas manufaktur ke luar negeri oleh suatu
negara bisa menjadi faktor penting dalam mencapai surplus dalam keseimbangan royalti dan
biaya lisensi.

3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk melihat pengaruh
antara industri kreatif terhadap Produk Domestik (PDB) Indonesia. Pada metode OLS terdapat
variabel independen yang merupakan variabel penjelas. Pada penelitian ini digunakan total angkatan
kerja, ekspor barang kreatif (creative goods), ekspor royalti dan lisensi kreatif (creative royalty and
license), ekspor jasa telekomunikasi, teknologi dan informasi (creative computer and information)
sebagai variabel independen. Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan pada
penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Persamaan regresi pada penelitian ini
adalah sebagai berikut :

PDB = ao+ B1AK+ 2 EXBR+ B3 EXRL: + B4 EXTK  + &
PDB :Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
AK : Total Angkatan Kerja
EXBR : Ekspor Barang Kreatif (Creative Goods)
EXRL :Ekspor Royalti dan Lisensi (Creative Royalty and License)

EXTK : Ekspor Jasa Telekomunikasi, Teknologi dan Informasi (Creative Computer and

Information)
B : Koefesien
£ : Error term

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa data runtun waktu (time series)
dengan triwulanan dari tahun 2010-2016. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto
(PDB) Indonesia, total angkatan kerja, ekspor barang kreatif, ekspor royalti dan lisensi kreatif, dan
ekspor jasa telekomunikasi, teknologi dan informasi. Spesifikasi data terangkum dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Data dan Sumber Data

Variabel Sumber
No. Penelitian Data Satuan Data
1 Produk Domestik JDuorrr]r:ae:tliDI:%(:l:j’lc(o Miliar Rupiah Badan Pusat
Bruto (PDB) Indonesia (PDB) Indonesia Statistik (BPS)
. Jumlah angkatan Badan Pusat
2. Total Angkatan Kerja kerja di Indonesia Juta Orang Statistik (BPS)
3 Ekspor Barang Kreatif JbL;r:!ih ::(::t?; Ribu USD Badan Ekonomi
’ (Creative Goods) & ) Kreatif (BEKRAF)
Indonesia
Ekspor Royalti dan Biaya ekspor
. . . penggunaan hak i
Lisensi kreatif Bank Indonesia
4, . kekayaan Juta USD
(Creative Royalty and | . . (BI)
. intelektual di
License) .
Indonesia
Ekspor Jasa Jumlah ekspor
Telekomunikasi, jasa
5. Teknologll dan . telekomunikasi, Juta USD Bank Indonesia
Informasi (Creative komputer, dan (BI)
Computer and informasi di
Information) Indonesia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengolahan data menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS),
didapatkan hasil regresi seperti Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi

Variabel Dependen : Produk Domestik Bruto

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2558443. 911316.8 2.807413 0.0106
AK -0.019227** 0.006568 -2.927224 0.0081
EXBR 0.107375** 0.043482 2.469396 0.0222
EXRL 5310.332 3940.710 1.347555 0.1922
EXTK -567.9321 464.4647 -1.222767 0.2350
R-squared 0.915200

F-statistic 37.77357

(**) signifikansi pada o = 5% atau 0.05

Hasil regresi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan hasil R-squared
sebesar 0.915200. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia
dapat dijelaskan sebesar 91% oleh variabel angkatan kerja (AK), ekspor barang kreatif (EXBR),
ekspor royalti dan lisensi kreatif (EXRL), dan ekspor jasa telekomunikasi, teknologi, dan informasi
(EXTK) secara bersama-sama. Sedangkan sisanya sebesar 9% dijelaskan oleh faktor lain diluar
model. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa variabel angkatan kerja (AK),
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berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan variabel ekspor
barang kreatif (EXBR) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Variabel angkatan kerja (AK) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia pada tingkat signifikansi 5%. Artinya ketika angkatan kerja naik sebesar satu
juta orang maka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan turun sebesar 0.019227. Selanjutnya
variabel ekspor barang kreatif (EXBR) signifikan dan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia pada tingkat signifikansi 5%. Artinya ketika ekspor barang kreatif naik
sebesar seribu USD, maka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan naik sebesar 0.107375.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah industri kreatif memiliki faktor yang dapat
berkontribusi dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan seberapa besar
pengaruh faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk
mengetahui hubungan industri kreatif dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada dua variabel dari industri kreatif yang
dapat mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu Angkatan Kerja (AK) dan
Ekspor Barang Kreatif (EXBR). Variabel angkatan kerja (AK) mempengaruhi Produk Domestik Bruto
(PDB) Indonesia secara negatif sebesar 0.019227, sedangkan variabel ekspor barang kreatif (EXBR)
mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara positif sebesar 0.107375.
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Abstrak

Sarana transportasi umum merupakan salah satu faktor penting dalam
pembangunan infrastruktur dan dapat menunjang perekonomian Indonesia. Selain
itu, transportasi umum berfungsi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
sehingga diharapkan tingkat kemacetan pun dapat berkurang. Pada penelitian ini
kami ingin melihat peran sarana transportasi umum dalam menghadapi kemacetan
di DKI Jakarta. Dalam rangka mengurangi kemacetan Pemerintah DKI Jakarta telah
menerapkan beberapa regulasi diantaranya peningkatan pajak kendaraan dan
peraturan “ganjil-genap”. Pada kenyataannya tingkat kemacetan di DKI Jakarta tetap
meningkat. Permasalahan tersebut menarik perhatian kelompok kami untuk
membahasnya dan kami menggunakan data kuantitatif pada tahun 2014-2018. Selain
itu pada periode tahun tersebut pembangunan infrastruktur sedang gencar dilakukan
oleh pemerintah.

Kata kunci: Infrastruktur, transportasi umum, kemacetan, dan pembangunan.

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sektor transportasi umum merupakan sektor yang strategis dan semakin penting dalam
kelancaran pembangunan bagi era industrialisasi di Indonesia. DKI Jakarta merupakan kota besar
yang telah menjadi pusat bisnis dan pusat pemerintahan dengan jumlah penduduk yang cukup padat
dan dikelilingi kawasan pemukiman Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang semakin
berkembang serta membutuhkan transportasi yang memadai untuk menunjang aktivitas
perekonomian. Menurut hasil Survei Komuter Jabodetabek (2014), jumlah komuter Jabodetabek
sebanyak 3.566.178 orang, terdiri dari 2.429.751 orang yang melakukan kegiatan bekerja dan
sekolah/kursus di DKI Jakarta, 1.067.762 orang yang beraktivitas di Bodetabek, dan 68.665 orang
lainnya melakukan kegiatan di luar Jabodetabek. Sementara komuter Bodetabek yang melakukan
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kegiatan di DKI Jakarta sebanyak 1.382.296 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
transportasi umum merupakan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena tumbuh
kembangnya sektor transportasi yang baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
perkembangan di sektor lain seperti perdagangan, perindustrian, keuangan, dan jasa.

Banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas perekonomian di DKI Jakarta juga
menyebabkan tingkat populasi meningkat secara signifikan, sehingga tingkat kemacetan di Ibu kota
pun kian meningkat. Salah satu solusinya yaitu penggunaan sarana transportasi umum, namun
penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta belum efektif dilakukan, karena masih banyaknya
masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu dibuktikan dengan tingginya kemacetan
di Jakarta. Tingginya mobilitas penduduk di Ibukota yang belum diimbangi dengan ketersediaan
transportasi umum yang cukup merata khususnya (Jabodetabek) mengakibatkan pertumbuhan
penggunaan kendaraan pribadi dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut juga dikarenakan
pertumbuhan yang dialami tidak sejalan dengan pembangunan jalan yang dilakukan.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan sarana transportasi umum di Jakarta,
risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat tidak digunakannya transportasi umum, dan
penanggulangan risiko dan dampak yang terjadi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi
pengetahuan dan sumber informasi mengenai penggunaan sarana transportasi umum di Jakarta,
risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat tidak digunakannya transportasi umum, dan
penanggulangan risiko dan dampak yang terjadi.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1. Penggunaan Sarana Transportasi Umum di Jakarta

Sarana transportasi di wilayah Jabodetabek selalu menjadi sorotan dan tak pernah lepas dari
kritik. Biaya dalam pembangunan sarana transportasi di Jabodetabek bisa mencapai ratusan triliun,
sehingga target penggunaan transportasi umum dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek
(RIT]) untuk tahun 2019 cukup tinggi, yaitu 40% dari penduduk Jabodetabek. Tetapi pada
kenyataanya, persentase penggunaan transportasi umum di Jabodetabek di tahun 2018 masih
berada pada angka 8,8%. Berbagai upaya dalam mengejar target tahun 2019 pun sudah dilakukan,
salah satunya lewat penambahan jenis sarana transportasi umum yang disediakan. KRL rute
Jabodetabek merupakan transportasi umum yang paling diminati masyarakat, rata-rata penumpang
KRL Commuter line mencapai 1,1 juta penumpang per hari. Angka tersebut lebih besar dibandingkan
dengan transportasi umum lainnya seperti Transjakarta yang rata-rata penumpangnya mencapai
773.816 penumpang per hari. Moda Raya Terpadu (MRT) yang merupakan sarana transportasi yang
baru beroperasi tahun 2019 telah menyumbang sekitar 82.000 penumpang setiap harinya. Sarana
transportasi umum lainnya seperti Transjabodetabek, LRT, JRC & JAC, Commuter Line, Jakarta
Elevated Loopline, dan Cikarang Bekasi Laut (CBL) juga diharapkan bisa meningkatkan jumlah
pengguna transportasi umum di wilayah Jabodetabek untuk mengurangi kemacetan yang saat ini
menjadi masalah di Jakarta. Namun beragamnya pilihan transportasi umum tersebut masih belum
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mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Menurut pengamat kebijakan publik
di Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah hal ini disebabkan oleh kenyamanan yang dialami
masyarakat kelas menengah ke atas yang biasanya mengandalkan mobil dan sepeda motor pribadi.
Selain itu, masalah keamanan pun menjadi salah satu faktor mengapa penggunaan kendaraan pribadi
semakin meningkat salah satunya pelecehan seksual yang rentan terjadi pada perempuan di
transportasi publik. Sehingga upaya peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum masih
bergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri.

Tabel 1. Jumlah Penumpang Kereta Api Menurut Tujuan, 2014 - 2016

Tujuan 2014 2015 2016 Pertumbuhan
per tahun

Luar Kota 8 624 481 8977 797 8977 797 8,40

Jabodebatek 208 494 094 257 530 185 280 588 767 20,27

Dalam Kota 15749 514 13225858 13225858 -8,37

Jumlah 232868 089 279 733 840 302 792 422 17,41

Sumber : BPS DKI Jakarta dan PT KAI Jakarta, diolah

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan penggunaan terhadap kereta api. Secara
umum jumlah penumpang kereta api mengalami peningkatan sebesar 17,41 persen per tahun
dimana pertumbuhan terbesar terjadi pada jalur Jabodetabek. Penumpang Jabodetabek mengalami
kenaikan sebesar 20,27 persen per tahunnya sedangkan untuk tujuan dalam kota mengalami
pertumbuhan negatif yaitu mengalami penurunan sebesar 8,37 persen per tahun. Banyaknya
masyarakat yang menggunakan transportasi ini memperlihatkan bahwa transportasi kereta api
masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat.
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Tabel 2. Jumlah Angkutan Umum dan Angkutan Barang Menurut Jenis Angkutan, 2015-

2016

Jenis Bus 2015 2016 Persentase
pertumbuhan

Bus besar 2030 2574 26,80
Bus sedang 3024 2000 -33,86
Bus kecil 13690 12154 -11,22
Total Bus 18744 16728 -10,76
Angkutan 14043 14043 00,00
lingkungan/bajai
Taxi 24368 24182 -0,76
Bus wisata dan sewa 5156 4566 -11,44
Bus antar kota 3310 3111 -6,01
Total 46877 45902 -2,08
Mobil barang 44187 36894 -16,50

Sumber : BPS DKI Jakarta, diolah

Data diatas memperlihatkan jumlah transportasi umum dan persentase pertumbuhannya di
DKI Jakarta. Namun tingkat pertumbuhan transportasi umum mengalami penurunan, hal ini
dikarenakan masih banyaknya transportasi yang tidak layak guna. Oleh karena itu, Pemerintah DKI
Jakarta terus melakukan upaya untuk mengganti kendaraan yang tidak layak pakai. Penertiban yang
dilakukan pemerintah sangat penting untuk keselamatan penumpang. Minimnya kualitas
kenyamanan dan pelayanan pada transportasi umum yang ada di Ibu kota membuat masyarakat
lebih sering menggunakan transportasi pribadi sehingga kondisi ini menjadi penyebab utama
kemacetan.

2.2. Risiko Kemacetan

Dalam makalah ini risiko yang dibahas adalah kemacetan dimana kemacetan tersebut terjadi
karena rendahnya pengguna transportasi umum, artinya masyarakat lebih memilih untuk
menggunakan kendaraan pribadi. Risiko kemacetan juga dapat dikatakan sebagai collective risk yang
merupakan risiko yang bersifat kolektif, artinya risiko tersebut muncul dan ditanggung secara
bersama-sama (WDR, 2014). Selain itu, tingginya aktivitas ekonomi di Jakarta menyebabkan adanya
migrasi. Banyaknya masyarakat yang berpindah ke Ibu kota menyebabkan jumlah penduduk
meningkat, peningkatan jumlah penduduk ini tidak didukung dengan peningkatan infrastruktur yang
layak guna. Sehingga tingkat kemacetan di Ibu kota pun meningkat seiring peningkatan jumlah
penduduknya. Untuk itu masalah kemacetan di ibu kota masih menjadi permasalahan utama yang
harus diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini terdapat di dalam buku WDR 2014 yang membahas
mengenai Governance Failure atau ketidakmampuan dalam mengelola wewenang yang akan
diberikan, hal ini serupa apabila kami melihat kondisi di Jakarta, pemerintah hanya menyediakan
sarana kepada masyarakat yang berupa transportasi umum untuk dapat mengurangi kemacetan
tanpa adanya regulasi yang kuat mengenai penggunaan kendaraan pribadi. Terdapat kebijakan yang
dapat kami ambil sebagai contoh, yaitu pada negara Singapura, dimana pemerintah Singapura
mengeluarkan regulasi mengenai penggunaan kendaraan pribadi yang hanya berlaku selama 5
tahun, regulasi ini sangat berfungsi pada negara Singapura dalam mengurangi penggunaan
kendaraan pribadi dan mengurangi polusi udara yang dihasilkan. Menurut Indonesia Traffic Watch,
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tingkat kemacetan di Ibu kota belum bisa menurun, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya
kemauan masyarakat daerah Ibukota Jakarta untuk menggunakan sarana transportasi umum. Sarana
transportasi umum tersebut diantaranya adalah Transjakarta, angkutan umum, dan bahkan pada
tahun 2019 ini pemerintah telah membangun dan meresmikan sarana transportasi umum baru
(MRT). Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko
kemacetan, akan tetapi kurangnya tanggapan dari masyarakat Ibukota menyebabkan upaya
pemerintah tersebut menjadi tidak berpengaruh dalam mengurangi kemacetan yang terjadi.

Grafik 1. Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2014-2018 (Juta Jiwa)
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tabel 3. Luas Daerah Jakarta Tahun 2014-2018 Menurut Kabupaten/Kota
Kota 2014 2015 2016 2017 2018

Kep Seribu 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70

Jakarta

Selatan

Jakarta

. 188.03 188.03 188.03 188.03 188.03
Timur

Jakarta
Pusat

Jakarta

129.54 129.54 129.54 129.54 129.54
Barat

Jakarta

Utara

DKI Jakarta 662.33 662.33 662.33 662.33 662.33

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)
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Data jumlah penduduk dan luas daerah di Jakarta memperlihatkan bahwa besarnya luas
daerah di Jakarta dan jumlah penduduk tidak proporsional, yang dimana peningkatan jumlah
penduduk tidak diiringi dengan peningkatan luas daerah. Sehingga, banyaknya jumlah penduduk
yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan tingkat kemacetan di Ibu kota belum mengalami
penurunan. Meningkatnya jumlah penduduk juga sangat relevan dengan tingginya tingkat
pertumbuhan kendaraan di Jakarta.

Grafik 2. Jumlah Kendaraan di Jakarta Berdasarkan Jenis Tahun 2012-2018

Jumlah Kendaraan di Jakarta Berdasarkan Jenis (2012-2018)
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Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor dan mobil penumpang dari tahun ke
tahun memang terus meningkat. Berdasarkan data Statistik Transportasi DKI Jakarta 2018, mobil
penumpang mencatat pertumbuhan tertinggi 6,48% per tahun pada periode 2012-2016. Pada 2014
jumlah mobil penumpang di Jakarta sebanyak 3,26 juta unit sedangkan pada 2016 bertambah
menjadi 3,52 juta unit. Jika diasumsikan pertumbuhan mobil penumpang masih sama, jumlah mobil
penumpang di Jakarta pada 2017 mencapai 3,75 juta unit dan 2018 menjadi 3,99 juta unit. Jumlah
sepeda motor di Jakarta pada 2014 mencapai 13,08 juta unit. Angka ini terus meningkat menjadi 13,3
juta unit pada 2016. Dengan rerata pertumbuhan 5,3% per tahun, jumlah sepeda motor diperkirakan
mencapai 14 juta unit pada 2017 dan 14,74 juta unit pada 2018.

Peningkatan jumlah kendaraan yang cukup besar pada jenis mobil penumpang disebabkan
oleh mobil penumpang saat ini masih merupakan kendaraan yang lebih nyaman dibandingkan
transportasi umum. Hal yang sama terjadi pada kendaraan bermotor jenis sepeda motor dimana
proses kepemilikan sepeda motor juga sangat mudah seperti dengan uang muka beberapa ratus ribu
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saja masyarakat sudah bisa memiliki sepeda motor. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan melonjaknya jumlah kendaraan bermotor jenis sepeda motor setiap tahunnya.

2.3. Manajemen Risiko

2.3.1. Rumah Tangga

Adanya kemacetan di Jakarta tentu merugikan masyarakat karena membuat bahan bakar
yang digunakan terbuang lebih banyak. Tidak hanya itu lama waktu perjalanan juga membuat tingkat
konsentrasi masyarakat menurun. Maka dari itu manajemen risiko yang bisa dilakukan oleh rumah
tangga (household) adalah dengan meningkatkan penggunaan transportasi umum seperti MRT,
Trans]akarta. Dengan menggunakan transportasi umum seperti MRT masyarakat bisa lebih cepat
sampai tujuan dibandingkan jika masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dimana akan lebih
boros bahan bakar, meningkatkan polusi, meningkatkan kemacetan sehingga tingkat stress
masyarakat pun meningkat dimana hal tersebut dapat berpengaruh kepada produktivitasnya. Selain
itu, biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan transportasi umum tersebut relatif murah karena
pemerintah telah memberikan subsidi terhadap transportasi umum seperti KRL, LRT, dan MRT guna
meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap transportasi umum. Hal ini dapat meningkatkan
tingkat efektifitas dan efisiensi masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

2.3.2. Pemerintah

Pembangunan MRT dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan pada tahun 2019. Proses
pembangunan MRT ini dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta serta mendapat
bantuan dana oleh pemerintah jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar
¥ 50,019,000,000, dan resmi beroperasi pada Senin, 25 Maret 2019. Pemerintah membangun MRT
dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalan karena dengan adanya MRT
diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi
umum. Adanya MRT diharapkan dapat menurunkan waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas
masyarakat, serta dapat mengurangi polusi udara akibat penggunaan kendaraan bermotor.
Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan
ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota.

A. Kebijakan lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengelola risiko kemacetan
menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta yaitu :

B. Sudah beroperasinya underpass dan flyover yang dibangun
C. Memperluas area ganjil genap dan diperpanjang waktunya

D. Memperlebar jalan-jalan yang mengalami tingkat kemacetan yang tinggi, seperti
Sudirman dan Thamrin

E. Melakukan program JakLingo yang merangkul angkutan umum dalam manajemen
Dishub DKI sehingga tidak berhenti disembarang tempat, yang mana sudah mengacu
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pada Rp/Km
F. Membuka rute baru untuk TransJakarta

G. Terintegrasinya Transjakarta dengan angkutan perkotaan, mewadahi program JakLingo,
dan terintegrasinya dengan MRT dan LRT pada saat beroperasi

H. Menutup sebagian perlintasan rel kereta api

[. Bersama dengan stakeholder terkait, baik BPT] maupun Dishub di kawasan Bodetabek
(Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) untuk bersama-sama mengembangkan transportasi
dari dan ke daerah pemukiman ke kota serta ke bandara.

Delapan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terbilang cukup efektif, yang mana
tercatat dalam TomTom Traffic Index, bahwa tingkat kemacetan kota Jakarta pada tahun 2018 telah
mengalami penurunan sebesar 8% dengan tingkat kemacetan menjadi 53%. Menurut Kepala Dinas
Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmiko, kebijakan yang paling efektif menurunkan tingkat
kemacetan salah satunya ganjil genap. Kebijakan ini sebagai bentuk manajemen risiko yang telah
dilakukan pemerintah Jakarta untuk mengatasi risiko kemacetan. Kebijakan lain yang seharusnya
dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan pajak kendaraan dan harga penjualan yang
tinggi terhadap kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat menekan konsumsi kendaraan bermotor
sehingga tingkat kemacetan pun dapat berkurang.

2.3.3. Lembaga Internasional

Lembaga Internasional juga turut memiliki peran dalam menanggulangi masalah kemacetan
yang ada di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Salah satu lembaga tersebut adalah World Bank.
Dalam melakukan pembangunan infrastruktur seringkali pemerintah tidak memiliki dana yang
cukup sehingga mengharuskan pemerintah untuk melakukan utang ke lembaga internasional agar
proses pembangunan dapat terus berjalan. Pemerintah Indonesia pernah meminjam dana sebesar
USD 49,6 juta atau setara dengan Rp. 704,32 miliar dari World Bank pada tahun 2019 ini. Dana ini
digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas manajemen perkotaan di dalam
negeri yang diharapkan program ini dapat menjadi lebih produktif dan lebih layak untuk ditinggali.
Lembaga internasional lain yang turut membantu menanggulangi masalah kemacetan adalah Japan
International Cooperation Agency (JICA) dimana JICA memberikan pinjaman dana sebesar 70.210
miliar Yen atau setara Rp9,4 triliun kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman itu untuk proyek
pembangunan MRT Jakarta fase dua, Bundaran HI-Kampung Bandan. Dari pinjaman ini pemerintah
Indonesia dapat membangun MRT dimana dengan hadirnya MRT Jakarta akan mendorong
masyarakat untuk lebih sering menggunakan transportasi publik sehingga akan mengurangi jejak
karbon yang dapat menyebabkan polusi dan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, baik
motor maupun mobil.
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2.3.4. Komunitas

Komunitas Nebeng atau yang dikenal dengan nebeng.com menjadi salah satu alternatif
penduduk Jakarta untuk mengurangi kemacetan, sekaligus menghemat konsumsi BBM. Komunitas
ini mempertemukan antara pencari “tebengan” dan pemberi “tebengan”. Namun kedua pihak
tersebut harus berada komunitas nebeng.com terlebih dahulu untuk menemukan kecocokan arah
tujuan, waktu penjemputan, kondisi kendaraan, dan tempat penjemputan. Hal tersebut dilakukan
agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

3. SIMPULAN DAN SARAN
3.1. Simpulan

DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, yang mana segala aktivitas
perekonomian dilakukan di Jakarta. Berbagai macam masalah pun dihadapi oleh DKI Jakarta, salah
satunya yaitu kemacetan. Tingkat kemacetan di Jakarta memberikan hambatan dalam hal waktu
maupun biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, hambatan tersebut diminimalisir dengan
diberlakukannya transportasi umum (transportasi massal). Adanya transportasi umum diharapkan
dapat mengurangi kemacetan dan kerugian yang dialami masyarakat. Namun, penggunaan
transportasi umum di Jakarta belum efektif dimana persentase akan penggunaan transportasi umum
masih sangatlah rendah yaitu sebesar 8,8 % dan bisa dikatakan bahwa kemacetan di Ibu Kota belum
teratasi dengan baik. Selain itu rendahnya penggunaan transportasi umum diantaranya disebabkan
oleh tingginya kriminalitas pada transportasi umum, belum optimalnya integrasi transportasi umum,
serta masih banyaknya transportasi umum yang belum memadai. Tingginya tingkat kemacetan di
DKI juga dikarenakan luas jalan dan panjang jalan yang tidak proporsional terhadap peningkatan
jumlah penduduk maupun kendaraan pribadi. Yang mana setiap tahunnya penduduk yang berada di
jakarta maupun kendaraan pribadi meningkat setiap tahunnya, namun hal ini tidak didukung dengan
peningkatan luas jalan maupun panjang jalan. Maka dari itu, perlu peran pemerintah dalam
mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Adapun cara yang telah dilakukan pemerintah yaitu melalui
kebijakan ganjil genap dan meningkatkan jumlah transportasi umum (MRT dan KRL). Namun upaya
pemerintah tersebut belum cukup untuk menurunkan tingkat kemacetan di DKI Jakarta karena
kurangnya dukungan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu
mengeluarkan kebijakan/regulasi yang lebih tegas lagi untuk mengurangi penggunaan kendaraan
bermotor sehingga tingkat kemacetan Jakarta pun dapat dikurangi.

Negara ASEAN-6 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) memiliki
spesialisasi teknologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh seberapa jauh negara
tersebut berinovasi terhadap teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Seiring dengan
perubahan dan intensitas teknologi yang semakin canggih menyebabkan produk industri
manufaktur dengan teknologi tinggi menjadi segmen perdagangan internasional yang tumbuh paling
cepat. Perdagangan internasional dapat meningatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui
ekspor. Dari hasil yang telah diuji melalui analisis data panel tahun 2004-2015 dengan Fixed Effect
Model (FEM) dapat disimpulkan bahwa ekspor industri manufaktur berteknologi tinggi dan Foreign
Direct Investment (FDI) signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di ASEAN-6. Ekspor
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teknologi tinggi industri manufaktur meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan
manufaktur di negara ASEAN-6. Perusahaan domestik maupun perusahaan asing melakukan
pembelajaran mengenai teknologi dan terus berinovasi dalam menciptakan produknya. Adanya
penerapan intensitas teknologi tinggi seperti mesin, perkembangan Internet of Things pada
perusahaan dapat menciptakan nilai tambah pada produk. Dari penelitian ini disarankan agar
pemerintah maupun perusahaan di negara ASEAN-6 menerapkan kebijakan perdagangan luar negeri
yang mendorong ekspor industri manufaktur berteknologi tinggi.

3.2. Saran

Penggunaan sarana transportasi umum yang rendah mengakibatkan munculnya risiko
kemacetan yang terus meningkat. Dalam rangka menurunkan risiko kemacetan menurut kami
pemerintah harus membuat dua kebijakan yaitu kebijakan peningkatan kapasitas jalan dan
peningkatan pajak kendaraan. Peningkatan kapasitas jalan dibutuhkan karena pertumbuhan
kendaraan yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan. Menurut Pemerhati
Masalah Transportasi, Budiyanto, bahwa pertambahan kendaraan bermotor lima tahun terakhir di
Jabodetabek menunjukan peningkatan 9,3 persen. Sementara pertumbuhan pembangunan
infrastruktur hanya 0,1 persen. Kebijakan kedua adalah meningkatkan pajak kendaraan, hal ini
diperlukan karena pajak kendaraan bermotor yang saat ini dikenakan lebih rendah dan sesuai
dengan daya beli masyarakat. Kebijakan peningkatan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan yang
disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah, yang mengatakan bahwa DKI
Jakarta berencana menaikkan bea balik nama dari 10% menjadi 20%. Hal tersebut dilakukan untuk
mengatasi pertambahan kendaraan baru dan untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta,
bukan untuk menambah pendapatan daerah.
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PENGARUH INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN PROVINSI DI
INDONESIA TAHUN 2011-2015

Astrida Manurung (2015110022)

Abstrak

Infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia.
Pembangunan dan ketersediaan infrastruktur di suatu negara akan mempercepat
proses pembangunan nasional maupun regional yang akan berdampak pada
penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis Principal Component Analysis (PCA) dan
Panel Least Square (PLS) dengan menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia
pada tahun 2011-2015. Variabel yang digunakan adalah indeks gini sebagai variabel
dependen, sementara itu infrastruktur dan jumlah rumah tangga sebagai variabel
independen. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Kemudian, jumlah rumah tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Infrastruktur, Jumlah Rumah Tangga

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki lebih dari 260 juta penduduk.
Jumlah penduduk yang besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah
populasi terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Penduduk yang besar tersebut
membuat Indonesia membutuhkan sarana dan prasarana yang harus memadai, sehingga Indonesia
membutuhkan biaya yang besar untuk pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana pemerintah dan
masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan
antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pembangunan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, indikator untuk melihat pembangunan adalah
pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung infrastruktur yang cukup memadai (Sulistyo,
2011).
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Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan
publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah.
Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal
productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan
infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Gie, 2002). Infrastruktur juga
berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam
peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan
kerja, serta peningkatan kemakmuran dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu
keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.
Sehingga dengan adanya pembangunan infrastruktur di setiap daerah dapat menurunkan
kesenjangan pendapatan di setiap daerah.

Masalah ketimpangan pendapatan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang,
bahkan negara maju sekalipun tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Perbedaannya
terletak pada besar atau kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi di setip daerah atau di setiap
negara, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah
penduduk. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang
diterima atau di dapatakan oleh masyarakat tidak merata (Todaro & Smith, 2011). Ketimpangan
distribusi pendapatan merupakan masalah suatu daerah atau masyarakat yang memiliki pendapatan
berbeda yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin
besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan
atau kesenjangan pendapatan.

Permasalahan ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu masalah utama di tiap
daerah. Hal ini terjadi karena ketimpangan pendapatan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan
PDB per kapita (Bruckner dan Lederman, 2015). Selain akan memengaruhi PDB per kapita,
permasalahan ketimpangan pendapatan juga akan mengakibatkan masalah politik, sosial serta
ekonomi apabila dibiarkan secara terus-menerus.

Indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah gini ratio. Nilai koefisien
gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan
pendapatan yang sempurna, sehingga dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan yang terjadi
merata. Sebaliknya, jika koefisien gini bernilai 1 menunjukan ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh. Artinya bahwa pendapatan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sehingga dapat
diartikan jika semakin tinggi gini ratio dari suatu daerah semakin besar pula ketimpangan
pendapatan yang terjadi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan ketimpangan
pendapatan serta menggenjot pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut dengan cara meningkatkan
kualitas infrastruktur, hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan, seperti pembangunan gedung sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah. Hal tersebut
dapat dilihat dengan upaya untuk meningkatkan jumlah siswa, jumlah guru dan jumlah sekolah. Oleh
sebab itu, diharapkan akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Akibatnya akan
meningkatkan pendapatan per kapita dari tenaga kerja serta menurunkan ketimpangan pendapatan.

160



.

Economics Student Conference 2019-1 Proceedings \(/

1.2. Rumusan Masalah

Laju pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia berbeda-beda. Terdapat provinsi
yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ada pula yang rendah. Namun apabila
dilihat secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan secara triwulan.
Infrastruktur yang memadai dan lebih terencana akan membantu Indonesia untuk menurunkan
ketimpangan pendapatan serta pemerataan pertumbuhan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruhnya infrastruktur terhadap
besarnya ketimpangan pendapatan yang ada di antar wilayah di setiap daerah. Dengan demikian
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan bagi masyarakat, penulis,
pembaca serta instransi-instansi pemerintahan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Infrastruktur

Ketimpangan

Pendapatan

Jumlah Rumah

Tangga

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah
satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu, dengan meningkatkan
infrastruktur. Dimana peningkatan kualitas infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menurunkan
ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia.

Upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan kualitas
infrastruktur dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya dengan meningkat infrastruktur jalan
dan jembatan. Akibatnya akan meningkatkan kualitas distribusi dan dapat menurunkan
ketimpangan pendapatan. Jumlah Rumah Tangga juga berpengaruh pada ketimpangan pendapatan,
karena penduduk yang padat akan menimbulkan beberapa masalah seperti masalah kesehatan,
pengangguran, dan pemukiman. Jika semakin banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan maka
akan membuat kesenjangan pendapatan di suatu daerah meningkat.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu
Tabel 1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya
Nama Pengarang (Tahun) Teknik Analisis Hasil
Sukwika (2018) Panel Least Square (PLS) Hasil ini terlihat dari cukup

kuatnya korelasi positif antara
kesenjangan PDRB per kapita
dan kesenjangan infrastruktur
antarprovinsi

Panel Least Square (PLS) Hasil penelitian menunjukkan
Gibson & Rioja (2016) bahwa infrastruktur dapat
menyebabkan  ketimpangan
pendapatan di Meksiko.
Herranz-Lonceng (2008) Panel Least Square (PLS) Hasil penelitian menunjukkan
bahwa transportasi  Kkota,
distribusi listrik, dan
infrastruktur air memberikan
pengaruh  yang  signifikan
terhadap ketimpangan
pendapatan.

3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi data panel dengan model
regresi dan metode estimasi Panel Least Square (PLS). Hal tersebut digunakan untuk menganalisis
pengaruh infrastruktur dan jumlah rumah tangga terhadap ketimpangan pendapatan di 33 provinsi
di Indonesia. PLS adalah suatu metode ekonometrika dimana terdapat variabel independen yang
merupakan variabel penjelas dan veriabel dependen yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier
(Gujarati, 2004). Metode yang digunakan dalam menganalisis data panel terdiri dari 3 model, yaitu:

1. Common Effect Model (CEM)

Pendekatan Common Effect Square (CEM) adalah model yang mengkombinasi data time series
dan cross section. Pada model ini tidak membedakan antara diemensi waktu dan tempat. Model ini
mengasumsikan perilaku antar data sama dalam berbagai kurun waktu.

2. Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu
berbeda sedangkan slope antara individu sama. Efek yang berbeda tersebut diperlihatkan pada nilai
koefisien intersep, sehingga FEM akan memiliki intersep yang berbeda untuk setiap provinsi.
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3. Random Effect Model (REM)

Pendekatan Random Effect Model (REM) model ini mengestimasi data panel yang variabel

residualnya diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu.

Yic= B0 + 1 INFRA; + B2 Y. penduduk; + &

Keterangan:

Y : Ketimpangan Pendapatan

INFRA : Indeks gabungan dari panjang jalan dan jembatan
Y penduduk : Jumlah penduduk

€ : Error term

i : 33 provinsi di Indonesia

t : Periode tahunan dari tahun 2011-2015

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari data cross section dan data time
series. Data time series yang digunakan adalah data dari tahun 2011 hingga 2015. Sementara, data
cross section yang digunakan adalah data dari 33 provinsi di Indonesia, namun tidak termasuk
Kalimantan Utara. Hal ini terjadi karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi baru
sehingga data untuk tahun 2011-2014 belum tersedia. Adapun variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah gini ratio sebagai variabel dependen dan panjang jalan, jembatan dan jumlah
rumah tangga sebagai variabel independen. Penjelasan mengenai variabel dan sumber data yang

digunakan ditunjukan dalam tabel dibawabh ini.

Tabel 2. Data dan Sumber Data
No VARIABEL SATUAN

1 Gini Ratio -

2 Panjang jalan Km
3 Jumlah Jembatan Unit
4 Jumlah Rumah Tangga Ribu Rumah Tangga
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PCA (Principal Component Analysis)

Tabel 3. Hasil PCA. INFRASTRUKTUR (2011-2015)

Eigenvalue Proportion
P1 1,7167 0,8583
P2 0,2832 0,1416

Tabel 2 menunjukan hasil PCA untuk 4 variabel infrastruktur (jalan dan jembatan).
Berdasarkan hasil pengolahan terdapat satu komponen yang signifikan, dan telah menjelaskan
85,8% dari total variance, atau dengan kata lain dari dua variabel infrastruktur dapat dijadikan dalam
satu komposit indeks variabel baru.

Tabel 4. Factor Loadings: INFRASTRUKTUR (Eigenvectors)

Variabel PC1
JALAN 0,7071
JEMBATAN 0,7071

Lalu berdasarkan hasil PCA, diperoleh factor loadings untuk masing-masing variabel (lihat
tabel 4). Factor loading untuk variabel Jalan dan Jembatan masing-masing adalah 0,7071 dan 0,7071.
Nilai factor loading digunakan untuk membangun komposit indeks infrastruktur. Berdasarkan hasil
eigenvectors (tabel) diperoleh persamaan komposit indeks infrastruktur sebagai berikut:

INFRASTRUKTUR= 0,7071]alan + 0,7071Jembatan

Setelah dilakukan uji PCA, kemudian dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas
dan uji heteroskedastisitas. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa model yang digunakan
memenubhi syarat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).

4.2. Chow Test

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effect Test Prob.
Cross-section F 0.00
Cross-section Chi-square 0.00
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Berdasarkan hasil uji chow diketahui bahwa probabilitas Cross-section Chi-square adalah
sebesar 0.00, lebih kecil dari alpha yang digunakan yaitu 1%. Oleh karena itu model yang sesuai dari
hasil ini yaitu fixed effect. Sehingga perlu dilakukan uji Hausman untuk membandingkan FEM atau
REM

4.3. Hausman Test

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary Prob.
Cross-section random 0.0018

Berdasarkan hasil uji hausman diketahui bahwa probabilitas Cross-section random adalah
sebesar 0.0018, lebih kecil dari alpha yang digunakan yaitu 1%. Oleh karena itu model yang sesuai
dari hasil ini yaitu fixed effect. Sehingga tidak perlu dilakukan uji lagrange multiplier untuk
membandingkan REM atau CEM yang lebih baik.

4.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pelanggaran asumsi klasik
dari model yang digunakan. Atau dapat diartikan pula sebagai uji yang digunakan untuk meneliti
apakah terdapat hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi
adanya penyakit multikolinearitas dilihat dari korelasi antar variabel. Apabila korelasi antar variabel
> 0,8 maka dapat diindikasikan terdapat multikolinearitas.

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

INFRA YRT
INFRA 1,0000 0,2677
YRT 0,2677 1,0000

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antar variabel independen
adalah dibawah 0,8 atau 80%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi antar
variabel independen, sehingga persamaan tersebut dapat dikatakan lolos uji multikolinearitas.
Setelah dilakukan uji asumsi multikolinearitas, selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji
heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser.
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4.5. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Variabel Koefisien Prob
INFRA -0,0012 0.3180
YRT -2.26E- 0.6858

Berdasarkan hasil uji glejser diperoleh bahwa model regresi tidak terdapat gejala
heteroskedastisitas dilihat dengan menggunakan p-value variabel indeks infrastruktur dan jumlah
rumah tangga. Setelah dilakukan uji PCA serta melakukan uji multikolinearitas dan
heteroskedastisitas, kemudian dilakukan uji regresi untuk melihat pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen dengan menggunakan komposit indeks baru yaitu infrastruktur darat.

4.6. Uji PLS (Panel Least Square)

Tabel 9. Fixed Effect Model

Variabel Koefisien Prob
INFRA -0.0079 0.0208
YRT 5.78E- 0.0003

R-squared = 0,6684

F-statistic = 7.7104

Prob(F-statistic) = 0,0000

Berdasarkan hasil regresi menggunakan Panel Least Square (PLS) maka, diperoleh bahwa
keragaman data yang dijelaskan oleh model adalah sebesar 0,66, artinya bahwa variabel endogennya
(ketimpangan pendapatan) dapat dijelaskan secara linear oleh variabel bebasnya di dalam
persamaan sebesar 66%, dan sisanya sebesar 34% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar
persamaan.

Berdasarkan hasil uji-F didapatkan bahwa variabel-variabel eksogen mampu menjelaskan
variabel endogen yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,0000, lebih kecil dari alpha yang
digunakan yaitu sebesar 1%. Nilai ini menunjukkan bahwa persamaan diatas telah mendukung
keabsahan model atau dengan kata lain bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh keseluruhan variabel
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penjelas terhadap variabel terikat/dependennya adalah baik.

Berdasarkan uji-t dilihat dari probabilitasnya menunjukkan ada 2 variabel eksogen yang
berpengaruh nyata/signifikan terhadap variabel dependennya, pada alpha 1%. Variabel-variabel
tersebut adalah infrastruktur dan jumlah rumah tangga. Sedangkan tidak ada variabel yang tidak
signifikan memengaruhi variabel bebasnya pada alpha 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa
ketimpangan pendapatan lebih dipengaruhi faktor-faktor yaitu infrastruktur dan jumlah rumah
tangga secara keseluruhan pengaruh semua variabel bebasnya sesuai dengan analisis ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 6 diketahui bahwa infrastruktur terhadap
pertumbuhan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada alpha 1%,
diperoleh nilai sebesar -0.0079 yang artinya bertambahnya indeks infrastruktur sebesar 1 satuan di
ikuti dengan menurunnya jumlah ketimpangan pendapatan di Provinsi. Jika Pemerintah Provinsi
meningkatkan jumlah indeks infrastruktur sebesar 1 satuan maka jumlah ketimpangan pendapatan
akan menurun sebesar 7,9 %.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di
Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 33 provinsi di Indonesia
tahun 2010-2015. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini
karena infrastruktur mempunyai peran dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, karena
ketersedian infrastruktur akan meminimalkan biaya sehingga proses produksi, distribusi serta jasa
akan lebih efektif dan efisien.
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LAMPIRAN
1. Hasil Uji Panel Least Square (PLS)

Dependent Variable: 1IG

Method: Panel Least Squares

Date: 11/19/19 Time: 02:30

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
INFRADARAT -0.007967 0.003405 -2.339409 0.0208
JLH_PDDK 5.78E-05 1.54E-05 3.755448 0.0003
C 0.266607 0.029327 9.090921 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.668498 Mean dependent var 0.376497
Adjusted R-squared 0.581798 S.D. dependent var 0.038862
S.E. of regression 0.025132 Akaike info criterion -4.343536
Sum squared resid 0.082109 Schwarz criterion -3.684699
Log likelihood 393.3418 Hannan-Quinn criter. -4.076092
F-statistic 7.710433 Durbin-Watson stat 2.145253
Prob(F-statistic) 0.000000

2. Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 7.534049 (32,130) 0.0000
Cross-section Chi-square 173.069989 32 0.0000
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Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: IG

Method: Panel Least Squares
Date: 12/02/19 Time: 15:44

Sample: 2011 2015
Periods included: 5

Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
INFRADARAT -0.004545 0.002346 -1.937744 0.0544
JLH_PDDK 3.02E-06 1.09E-06 2.766338 0.0063
C 0.370747 0.003618 102.4755 0.0000
R-squared 0.053716 Mean dependent var 0.376497
Adjusted R-squared 0.042034 S.D. dependent var 0.038862
S.E. of regression 0.038037 Akaike info criterion -3.682506
Sum squared resid 0.234382 Schwarz criterion -3.626034
Log likelihood 306.8068 Hannan-Quinn criter. -3.659582
F-statistic 4.598018 Durbin-Watson stat 0.932890
Prob(F-statistic) 0.011422
3. Hasil Uji Hausman Test
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Test Summary Statistic ~ Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 12.619009 0.0018
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
INFRADARAT -0.007967 -0.005778 0.000004 0.2699
JLH_PDDK 0.000058 0.000004 0.000000 0.0004
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Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: IG

Method: Panel Least Squares

Date: 12/02/19 Time: 15:53

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.266607 0.029327 9.090921 0.0000
INFRADARAT -0.007967 0.003405 -2.339409 0.0208
JLH_PDDK 5.78E-05 1.54E-05 3.755448 0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.668498 Mean dependent var 0.376497
Adjusted R-squared 0.581798 S.D. dependent var 0.038862
S.E. of regression 0.025132  Akaike info criterion -4.343536
Sum squared resid 0.082109 Schwarz criterion -3.684699
Log likelihood 393.3418 Hannan-Quinn criter. -4.076092
F-statistic 7.710433 Durbin-Watson stat 1.992416
Prob(F-statistic) 0.000000
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PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP UPAH RATA-RATA
DAN TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR

Theresia Dian Wibowo (2016110039)
Abstrak

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam industri manufaktur yang
dapat mendukung majunya perekonomian. Dalam mendukung kesejahteraan tenaga
kerja, dibentuklah peraturan upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum terhadap
upah rata-rata dan tenaga kerja di Jawa Timur. Dalam penelitian ini, wilayah Jawa
Timur dipilih karena Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan industri
manufaktur terbanyak. Peneliti menggunakan metode Two Stage Least Squares Panel
Data (TSLS), dimana upah rata-rata dan tenaga kerja sebagai variabel dependen dan
upah minimum, produktivitas, pendidikan, dan jumlah perusahaan sebagai variabel
independen. Berdasarkan hasil regresi, ditunjukkan bahwa variabel upah minimum,
produktivitas, dan pendidikan signifikan terhadap upah rata-rata dan upah rata-rata
serta jumlah perusahaan signifikan terhadap tenaga kerja.

Kata kunci: upah minimum, tenaga kerja, upah rata-rata.

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sektor industri manufaktur merupakan tulang punggung dan tumpuan ekonomi Indonesia
yang dapat mendongkrak perekonomian nasional. Industri manufaktur skala menengah dan besar
telah menyumbang sekitar 85% terhadap PDB total dan kurang dari 1% terhadap jumlah industri.
Menurut Kemenperin, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia karena industri manufaktur adalah
sebesar 6,17% sepanjang kuartal IV 2012 yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua di
Asia, setelah Cina dan pada triwulan [ 2013 menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 6,69%.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan bahwa daya tarik industri manufaktur Indonesia
sangat besar. Buktinya, China telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di sektor
infrastruktur dan manufaktur di Indonesia. Sehingga Industri ini perlu diberikan perhatian khusus
agar bisa tetap tumbuh baik dan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang terlibat di dalamnya.

Selain karena telah mendongkrak perekonomian nasional lewat PDB, industri manufaktur
juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting
dalam suatu industri manufaktur karena tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam proses
produksi. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari mengatakan jumlah tenaga
kerja di sektor industri manufaktur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari
12,37 juta orang pada tahun 2011 menjadi sekitar 15,73 juta orang pada tahun 2013. Industri
manufaktur telah menyerap kurang lebih 13,87% tenaga kerja Indonesia dan menduduki peringkat
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4 terbesar sesudah pertanian, perdagangan, dan jasa. Namun, agar semakin banyak tenaga kerja yang
mampu diserap oleh perusahaan maka tenaga kerja perlu meningkatkan produktivitas dan
pendidikannya agar dapat memperoleh upah dengan lebih tinggi karena pada saat ini, banyak tenaga
kerja yang bersaing demi memperoleh pekerjaan dengan upah yang tinggil. Oleh sebab itu, setiap
tenaga kerja perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mereka.

Agar tenaga kerja semakin termotivasi dalam mengembangkan kemampuannya maka perlu
adanya upah. Upah berfungsi untuk mendorong pekerja agar semakin giat dalam bekerja dan dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Namun, penetapan upah seringkali memiliki masalah yaitu
tidak sepakatnya antara perusahaan dan tenaga kerja. Seringkali perusahaan melakukan penetapan
upah yang kecil sehingga membuat tenaga kerja menjadi tidak setuju. Untuk mengatasi masalah
tersebut dan untuk melindungi kepentingan pencari kerja dibentuklah upah minimum. Upah
minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan dan upah
pokok termasuk tunjangan tetap. Penetapan upah minimum dilakukan agar para perusahaan tidak
semena-mena dalam menetapkan upah dan diharapkan dengan adanya upah minimum ini upah
pekerja dapat meningkat. Semakin tinggi upah maka dapat meningkatkan konsumsi pekerja yang
nantinya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja karena pekerja semakin bisa memenuhi
kebutuhannya. Meskipun sudah dibentuk upah minimum, tetapi masih sering terjadi permasalahan
upah minimum yaitu dibuktikan dengan banyaknya buruh/pekerja yang berdemo menuntut
kenaikan upah minimum.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya penetapan upah minimum tidak membuat tenaga kerja dan perusahaan kunjung
memperoleh kesepakatan. Tenaga kerja terus melakukan aksi unjuk rasa untuk memperoleh
kenaikan upah minimum. Maka pertanyaan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah :

a. Apa pengaruh upah minimum terhadap tenaga kerja dan upah rata-rata di Jawa Timur pada
tahun 2013-2015?

b. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tenaga kerja dan upah rata-rata di Jawa Timur
pada tahun 2013-2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tenaga kerja
dan upah rata-rata di Jawa Timur pada tahun 2013-2015 dan mengidentifikasi bagaimana pengaruh
upah minimum terhadap tenaga kerja dan upah rata-rata di Jawa Timur pada tahun 2013-2015.
Sehingga, manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh
upah minimum terhadap tenaga kerja dan upah rata-rata di Jawa Timur pada tahun 2013-2015 dan
mengidentifikasi bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tenaga kerja dan upah rata-rata di
Jawa Timur pada tahun 2013-2015.
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1.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 1

UPAH " i , N
AMINTMUM PRODUKTIVITAS PENDIDIKAN
UPAH RATA-
RATA

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 2

UPAH UPAH JUMLAH
MINIMUM RATA-RATA PERUSAHAAN
TENAGA
KERJA

Berdasarkan kerangka berpikir Gambar 1 variabel upah minimum, produktivitas, dan
pendidikan di Jawa Timur diharapkan dapat memengaruhi upah rata-rata. Apabila upah minimum
mengalami peningkatan diharapkan upah rata-rata juga akan mengalami peningkatan karena jika
upah minimum sebagai upah dasar mengalami peningkatan, secara otomatis upah pegawai akan ikut
meningkat dan dapat meningkatkan upah rata-rata. Variabel produktivitas tenaga kerja dihitung
berdasarkan PDRB/T.K, apabila produktivitas tenaga kerja meningkat maka diharapkan upah rata-
rata juga akan mengalami peningkatan karena semakin tenaga kerja produktif maka tenaga kerja
akan menghasilkan output yang lebih baik dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga hal tersebut
dapat meningkatkan upah tenaga kerja dan jika banyak upah tenaga kerja meningkat maka upah
rata-rata juga akan meningkat. Kemudian, jika variabel pendidikan tenaga kerja meningkat maka
diharapkan upah rata-rata juga akan meningkat karena jika pendidikan tenaga kerja semakin baik
maka keterampilan tenaga kerja juga akan semakin baik sehingga jika banyak tenaga kerja yang
memiliki pendidikan baik dan keterampilan baik maka upah tenaga kerja juga akan semakin
meningkat dan nantinya akan meningkatkan upah rata-rata.

Berdasarkan kerangka berpikir Gambar 2. variabel upah minimum, upah rata-rata, dan
jumlah perusahaan di Jawa Timur diharapkan dapat memengaruhi upah rata-rata. Apabila upah
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minimum dan upah rata-rata mengalami kenaikan maka diperkirakan bahwa jumlah tenaga kerja
akan mengalami penurunan karena jika upah meningkat maka perusahaan cost perusahaan akan
meningkat sehingga perusahaan akan menurunkan jumlah tenaga kerja. Apabila jumlah perusahaan
mengalami peningkatan maka diperkirakan bahwa permintaan akan tenaga kerja akan meningkat
juga.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Efisiensi

Teori ini menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Para
ekonom mengajukan berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana upah mempengaruhi
produktivitas pekerja. Sebuah teori upah-efisiensi, yang lebih banyak di terapkan di negara-negara
miskin, menyatakan bahwa upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja yang dibayar dengan upah
memadai bisa membeli lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif.
Suatu perusahaan mungkin akan membayar upah di atas tingkat ekuilibrium untuk menjaga agar
tenaga kerjanya tetap sehat.

2.2. Keseimbangan Penawaran dan Permintaan

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang
atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam
jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Sehingga dapat dikatakan bahwa permintaan tenaga kerja
adalah hubungan antara setiap kemungkinan tingkat upah dan jumlah pekerja yang diharapkan oleh
perusahaan untuk dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Menurut teori klasik, permintaan
tenaga kerja tergantung pada upah, yaitu semakin rendah upah, semakin banyak permintaan tenaga
kerja dalam suatu perekonomian.

Menurut Sumarsono (2009) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya
biaya produksi perusahaan. Diasumsikan jika upah naik maka akan menimbulkan beberapa hal, yaitu
: a. apabila upah mengalami kenaikan maka cost yang digunakan juga akan meningkat sehingga
menyebabkan kenaikan harga barang. Apabila harga barang naik maka konsumen akan mengurangi
atau bahkan tidak mengkonsumsi barang tersebut. Oleh karena hal tersebut maka perusahaan akan
menurunkan jumlah produksi dan apabila jumlah produksi diturunkan maka tenaga kerja juga akan
dikurangi. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala
produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect. b. Apabila upah mengalami kenaikan
dan diasumsikan bahwa harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah, maka perusahaan
akan mengganti tenaga kerja dengan barang-barang modal untuk melakukan proses produksinya.
Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan
penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (substitution effect).

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik
tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Teori ekonomi NeoKlasik
berpendapat bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan bertambah bila tingkat upah
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bertambah. Diasumsikan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh tenaga kerja akan digunakan untuk
memaksimalkan kepuasan tenaga kerja tersebut, baik digunakan untuk membeli barang atau jasa
ataupun digunakan untuk memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk memperoleh kesenangan.
Argumentasi ini merupakan argumen dasar dari teori Klasik untuk menjelasakan penawaran tenaga
kerja yang lebih dikenal dengan Labour Supply Curve

Menurut Kusumosuwidho (1981), pada mulanya ketika upah mengalami kenaikan maka
tenaga kerja akan termotivasi untuk memperoleh kenaikan upah. Ketika tenaga kerja sudah
memperoleh upah yang cukup atau berlebih untuk memenuhi kepuasannya maka tenaga kerja akan
lebih memilih untuk mengurangi jam kerjanya dan mengambil banyak waktu untuk bersenang-
senang (leisure time) sehingga pada saat hal ini terjadi maka penawaran tenaga kerja akan berkurang.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Pengarang (tahun) Hasil
Menyimpulkan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap
Rini Sulistiawati (2012) penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja

berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat.

Menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh positif
terhadap tingkat upah rata-rata. Upah minimum berdampak
negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sector formal
perkotaan

Tim Penelitian SMERU (2001)

Menyimpulkan bahwa produktivitas tenaga kerja dan upah
riil berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap
penyerapan tenaga kerja.

Romas Yossia Tambunsaribu (2013)

Menyimpulkan bahwa upah minimum mengurangi jumlah
pekerja di pasar tenaga Kkerja, mengurangi jam Kerja,
mengurangi keuntungan yang diharapkan dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja.

Izatun Purnami (2015)

Hasil analisis menunjukkan variabel PDRB secara signifikan
berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga Kkerja,
Variabel investasi berpengaruh signifikan dan berhubungan
positif, variabel UMP secara signifikan berpengaruh positif.

Akmal (2010)

Menunjukkan bahwa PDRB dan UMP berpengaruh positif
Fridhowati Nila (2011) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Pulau
Jawa periode 2003-2010.

Menyatakan secara keseluruhan variable independen yang
terdiri dari Investasi PMA, pertumbuhan Ekonomi, Upah
Totti dan Eka Wijaya (2014) Minimum Provinsi, dan Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh
signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi
Riau tahun 2003-2012.

Menyimpulkan bahwa Upah berpengaruh signifikan dan
Sulistiawati (2009) mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan
tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2010 -2013
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3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan cara pengolahan data regresi Two Stages Least Squares (TSLS)
untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap upah rata-rata dan tenaga kerja di Jawa Timur.
TSLS merupakan salah satu metode regresi yang merupakan perluasan dari metode OLS yang biasa.
TSLS digunakan dalam kondisi dimana terdapat korelasi antara error yang dihasilkan dalam model
yang berkorelasi dengan variabel bebasnya. Langkah untuk menyelesaikan persamaan sehingga
tidak bias. Langkah pertama adalah dengan menggunakan metode OLS, meregresikan variabel
endogen eksplanatori terhadap variabel instrumental variabel dan variabel eksogen lainnya. Hal ini
dilakukan untuk mendapatkan variabel eksogen yang tidak bias. Langkah kedua adalah
meregresikan variabel endogen terhadap variabel endogen eksplanatori yang sudah tidak bias
bersama variabel lainnya. Terdapat syarat bahwa sebuah variabel dapat dikatakan menjadi
instrumental variabel yaitu variabel tersebut tidak boleh behubungan signifikan dengan residual (e)
model pertama. Mengujinya tentu tidak sulit, kita hanya perlu meregresikan residual (e) terhadap
variabel yang diduga instrumental variabel. Jika koefisien regresinya tidak signifikan, berarti
memang variabel tersebut adalah instrumental variabel.

Setelah melakukan regresi, perlu dilakukan pengujian multikolinearitas. Multikolinearitas
adalah adanya hubungan linear antara variabel independen di dalam model regresi ganda. Jika
terdapat korelasi sempurna antar variabel independen maka dapat disebut perfect multicollinearity.
Uji multikolinieritas ini dilakukan apabila dalam penelitian menggunakan lebih dari satu variabel
independen. Apabila antar variabel independen ditemukan adanya korelasi maka salah satu variabel
independen tersebut harus dihapus atau dapat dengan menambahkan jumlah data jika
memungkinkan karena multikolinieritas seringkali muncul karena jumlah observasi yang terlalu
sedikit. Berikut adalah model dalam penelitian ini :

upahy = By + f1UMP; + Boproduktivitas, + f3pendidikan, + e,

TK; = ag + ayupah; + a;,UMP; + azperusahaan; + e;

Keterangan :

upah; : Rata-rata upah tenaga kerja
UMKt : Upah minimum
produktivitas; : Produktivitas tenaga kerja
pendidikan; : Pendidikan tenaga kerja
perusahaan; : Jumlah perusahaan

t : Periode tahun 2013-2015

e : Error term
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3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan gabungan dari data cross section dan data time series. Data cross
section yang digunakan adalah data dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, data
time series yang digunakan adalah data dari tahun 2013-2015. Adapun variabel dependen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah upah rata-rata dan tenaga kerja dan variabel independen yang
digunakan adalah upah minimum, produktivitas, pendidikan, dan jumlah perusahaan. Penjelasan
mengenai variabel dan sumber data yang digunakan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2. Data dan Sumber Data

No Variabel Sumber

1 Upah Minimum Jatimprov.go.id
Jatim.antaranews
Kedirikab.go.id

2 Upah rata-rata Jatim.bps.go.id

3 Tenaga Kerja Jatim.bps.go.id

4 PDRB Jatim.bps.go.id

5 Pendidikan Jatim.bps.go.id

6 Jumlah Perusahaan Jatim.bps.go.id

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil TSLS
Tabel 3. Hasil Penelitian Upah

VARIABEL DEPENDEN : LUPAH

VARIABEL KOEFISIEN PROBABILITY
INDEPENDEN
C 9.803856 0.0000
LUMK 0.211307 0.0000
LPRODUKTIVITAS -0.028630 0.0762
LPENDIDIKAN 0.628283 0.0000
R? 0.839798

Berdasarkan Tabel 3. hasil estimasi menggunakan data panel dari tahun 2013-2015
menunjukkan bahwa semua variabel independen signifikan pada alpha 10%, yang berarti semua
variabel independen yaitu variabel LUMK, LPRODUKTIVITAS, dan LPENDIDIKAN memengaruhi
upah rata-rata di Jawa Timur. Koefisien pada variabel UMK sebesar 0.211307 yang memiliki
hubungan positif dengan variabel upah rata-rata sehingga memiliki arti bahwa kenaikan UMK di Jawa
Timur sebesar 1% akan meningkatkan upah rata-rata di Jawa Timur sebesar 0.21% (signifikan pada
o 10%) karena ketika upah minimum mengalami kenaikan, secara otomatis perusahaan harus
menaikkan upah pegawai setara atau lebih dari upah minimum sehingga upah rata-rata akan ikut
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mengalami kenaikan. Koefisien variabel produktivitas sebesar -0.028630 yang memiliki hubungan
negatif dengan variabel upah rata-rata sehingga memiliki arti bahwa kenaikan produktivitas sebesar
1% maka akan menurunkan upah rata-rata sebesar 0.02% (signifikan pada o 10%) dan koefisien
pada variabel pendidikan sebesar 0.628283 yang memiliki hubungan positif dengan variabel upah
rata-rata sehingga memiliki arti bahwa kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1% maka akan
meningkatkan upah rata-rata sebesar 0.62% karena jika tenaga kerja memiliki pendidikan yang
semakin baik maka keterampilan pekerja juga akan meningkat dan nantinya pekerja dapat
menghasilkan produk dengan lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga upah yang
didapatkan tenaga kerja juga meningkat dan jika banyak tenaga kerja memiliki pendidikan baik maka
akan banyak juga tenaga kerja yang upahnya meningkat sehingga akan meningkatkan upah rata-rata.
Dari hasil r-squared dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel
dependen sebesar 83%.

Tabel 4. Hasil Penelitian TK

VARIABEL INDEPENDEN COEFFICIENT PROBABILITY
C 23.60771 0.0000
LUPAH -0.678412 0.0000
LUMK -0.190619 0.1612
LPERUSAHAAN 0.385053 0.0000
R? 0.581836

Berdasarkan Tabel 4. hasil estimasi menggunakan data panel dari tahun 2013-2015
menunjukkan bahwa 2 variabel independen signifikan pada alpha 5%, yaitu variabel LUPAH (upah
rata-rata) dan LPERUSAHAAN (jumlah perusahaan), yang berarti variabel upah rata-rata dan jumlah
perusahaan memengaruhi jumlah tenaga kerja. Namun terdapat 1 variabel yang tidak signifikan pada
alpha 5%, yaitu variabel LUMK, yang berarti variabel UMK tidak memengaruhi jumlah tenaga kerja
di Jawa Timur. Koefisien pada variabel upah (upah rata-rata) sebesar -0.678412 memiliki hubungan
negatif dengan variabel tenaga kerja (jumlah tenaga kerja) sehingga memiliki arti bahwa kenaikan
upah rata-rata di Jawa Timur sebesar 1% akan menurunkan jumlah tenaga kerja di Jawa Timur
sebesar 0.67% (signifikan pada a 5%). Hal ini karena jika upah rata-rata naik maka perusahaan akan
mengurangi tenaga kerja untuk menghemat cost sehingga permintaan tenaga kerja akan berkurang.
Variabel UMK memiliki hubungan negatif terhadap jumlah pekerja di Jawa Timur, Namun hasilnya
tidak signifikan pada o = 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel jumlah tenaga kerja lebih
ditentukan oleh upah rata-rata buka upah minimum. Sedangkan koefisien pada variabel jumlah
perusahaan sebesar 0.385053 memiliki hubungan positif dengan variabel jumlah tenaga kerja,
sehinnga memiliki arti bahwa kenaikan jumlah perusahaan di Jawa Timur sebesar 1% akan
meningkatkan jumlah tenaga kerja sebesar 0.38% karena ketika terdapat perusahaan baru muncul
maka perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan produksi sehingga
permintaan akan tenaga kerja meningkat. Dari hasil r-squared dapat diinterpretasikan bahwa
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 58%.
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4.2. Uji Asumsi Klasik (Multikollinearitas)

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan linier antar
variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya penyakit multikolinearitas
dapat dilihat berdasarkan korelasi antar variabel. Apabila korelasi antar variabel > 0,8 maka dapat
diindikasikan bahwa model regresi terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas 1

Variabel Dependen : LUPAH

LUMK LPRODUKTIVITAS LPENDIDIKAN
LUMK 1.000000 0.579634 0.287656
LPRODUKTIVITAS 0.579634 1.000000 0.564798
LPENDIDIKAN 0.287656 0.564798 1.000000

Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antar variabel independen
berada dibawah 0,8. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel
independen, sehingga model regresi tersebut tidak ada penyakit multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas 2
Variabel Dependen : LTK

LUPAH LUMK LPERUSAHAAN
LUPAH 1.000000 0.357788 0.104029
LUMK 0.357788 1.000000 0.732212
LPERUSAHAAN 0.104029 0.732212 1.000000

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antar variabel independen
berada dibawah 0,8. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel
independen, sehingga model regresi tersebut tidak ada penyakit multikolinearitas.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh upah minimum terhadap upah rata-rata dan tenaga
kerja di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel 38 kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, upah
minimum seharusnya berpengaruh terhadap upah rata-rata dan tenaga kerja. Akan tetapi,
berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa upah minimum
signifikan dan berpengaruh positif terhadap upah rata-rata namun upah minimum tidak signifikan
terhadap jumlah tenaga kerja. Selain itu, terdapat faktor - faktor lain yang memengaruhi variabel
tenaga kerja yaitu variabel upah rata-rata dan jumlah perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa
variabel upah rata-rata lebih memengaruhi tenaga kerja dibandingkan variabel upah minimum.
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1. Hasil Regresi 1 (LUPAH)

Dependent Variable: LUPAH
Method: Panel Two-Stage EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/02/19 Time: 16:28

Sample: 2013 2015
Periods included: 3

Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114

Linear estimation after one-step weighting matrix
Instrument specification: LUMK C LPRODUKTIVITAS LPENDIDIKAN

L)
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LPERUSAHAAN
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 9.803856 0.427613 2292692 0.0000
LUMK 0.211307 0.027716 7.624083 0.0000
LPRODUKTIVITAS -0.028630 0.015992 -1.790289 0.0762
LPENDIDIKAN 0.628283 0.049167 12.77862 0.0000
Weighted Statistics
R-squared 0.839798 Mean dependentvar 25.65562
Adjusted R-squared 0.835429 S.D. dependentvar 41.05021
S.E. of regression 0.184704 Sum squared resid 3.752731
F-statistic 192.2113 Durbin-Watson stat 1.359600
Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSR 3752731
Instrument rank 5 Prob(J-statistic) 0.046486
2. Hasil Regresi 2 (LTK)
Dependent Variable: LTK
Method: Panel Two-Stage EGLS (Cross-section weights)
Date: 12/02/19 Time: 16:29
Sample: 2013 2015
Periods included: 3
Cross-sections included: 38
Total panel (balanced) observations: 114
Linear estimation after one-step weighting matrix
Instrument specification: LUPAH C LUMK LPERUSAHAAN
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 23.60771 1.749414 13.49464 0.0000
LUPAH -0.678412 0132132  -5.134365 0.0000
LUMK -0.190619 0.135140  -1.410528 0.1612
LPERUSAHAAN 0.385053 0.039651 9711143 0.0000
Weighted Statistics
R-squared 0581836 Mean dependentvar 2497805
Adjusted R-squared 0570432 S.D.dependentvar 19.51990
S.E. of regression 0540307 Sum squared resid 32.11249
F-statistic 51.01832 Durbin-Watson stat 0.246113
Prob(F-statistic) 0.000000 Second-Stage SSR 32.11249
Instrument rank 4
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3. Hasil Uji Asumsi Klasik (Multikolinearitas) LUPAH

Correlation

LUMK  LPRODUKTI... LPENDIDIKAN

LUMK

LPRODUKTL....
LPENDIDIKAN|

1.000000 = 0579634 | 0.287656
0579634 1000000 = 0.564798
0.287656 | 0564798 | 1.000000

4. Hasil Uji Asumsi Klasik (Multikolinearitas) LTK

Correlation

LUPAH | LUMK | LPERUSAH..

LUPAH |

LUMK

LPERUSAH... |

1.000000 0.357788 = 0.104029
0.357788 1.000000 | 0.732212
0.104029 0.732212 1.000000
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PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM TERHADAP TENAGA
KERJA DI 7 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Redinal ichsan Natakusumah (2015110023)
Abstrak

Peraturan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) berperan penting
meningkatkan upah pekerja yang berpenghasilan lebih kecil dari kebutuhan hidup
minimumnya. Di Indonesia, penetapan upah minimum berpatok pada Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) dan belum memerhatikan faktor lainnya, sepeti pertumbuhan
ekonomi dan produktivitas pekerja. Upah yang ideal mampu meningkatkan tingkat
kesejahteraan pekerja dan tingkat efisiensi produksi dari suatu perusahaan. Dengan
menggunakan Teknik analisis deskriptif dan linier SPSS, penelitian ini ingin
menemukan pengaruh upah minimum regional terhadap tenaga kerja yang dilihat
melalui jumlah tenaga kerja dan jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan. Data
yang digunakan merupakan data cross section meliputi 979 perusahaan yang tersebar
di Karawang, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, Cimahi, Depok, dan Bandung. Hasil
penelitian menemukan UMR berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja perusahaan
berskala besar. Selain itu, kenaikan UMR berpengaruh juga terhadap output
perusahaan besar.

Kata Kunci: Upah Minimum Regional, Tenaga Kerja, Output, dan Produktivitas

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam survei Daya Saing Ekonomi yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), pada
tahun 2012-2013 peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi ke-50, turun dua peringkat dari
periode sebelumnya. Faktor efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia yang mengalami penurunan
paling tajam, turun 24 tingkat (posisi ke-120 dari 144 negara), dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu faktor penentu efisiensi pasar tenaga kerja adalah upah. upah masih menjadi persoalan
negara berkembang seperti Indonesia. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus
dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja.

Kebijakan upah minimum menjadi perhatian banyak kelangan dalam upaya perlindungan
pekerja mengenai pengupahan (UU Nomor 13 Tahun 2003 ). Perlindungan itu diperlukan karena
terjadinya ketidakseimbangan antara pengusaha dan keinginan para pekerja. Negara-negara yang
menerapkan kebijakan upah minimum mendapatkan tekanan internasional untuk menaikkan upah
minimum atau akan berhadapan dengan saksi perdagangan. Sanksi tersebut dapat berupa
peningkatan tarif ekspor ke suatu negara (Alatas & Cameron, 2008). Landasan dasar penetapan upah
minimum merupakan langkah memperoleh penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan
pekerja dengan memperhatikan aspek produktifitas dan kemajuan perusahaan. Setiap tahun,
penentuan upah minimum selalu menjadi bahasan utama diantara pengusaha, pemerintah dan
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serikat pekerja. Sampai saat ini Upah Minimum Kabupaten Karawang adalah yang tertinggi di
Indonesia sebesar Rp 4.229.010.

Tabel 1. Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019

No | Nama Kabupaten/Kota di Upah Minimum Kabupaten/kota
Provinsi jawa Barat (UMK) Tahun 2019

1 Kabupaten Karawang Rp 4.234.010

2 Kota Bekasi Rp 4.229.756

3 Kabupaten Bekasi Rp 4.146.126

4 Kota Depok Rp 3.872.551

5 Kota Bogor Rp 3.842.785

6 Kota Bandung Rp 3,339,580

7 Kota Cimahi Rp 2,893,074

Sumber : Kementrian Tenaga Kerja

Kenaikan upah minimum bukanlah hal yang mudah bagi pihak perusahaan, Kenaikan upah
minimum bertindak seperti katalis bagi manajer perusahaan untuk mengejar peningkatan
produktivitas, menetapkan standar kerja yang lebih tinggi atau menuntut intensitas kerja yang lebih
tinggi (Schmitt, 2013 dalam Marshall, 1920). Ketika perekonomian mengalami guncangan,
perusahaan akan mengalami tekanan berupa naiknya biaya produksi dan distribusi. Jika semakin
tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada peningkatan biaya produksi dan
perusahaan terpaksa melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada
rendahnya tingkat kesempatan kerja dan mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran
(Simanjuntak, 2002). Analisis ekonomi klasik tentang penawaran dan permintaan menyatakan
penetapan upah minmum di atas harga keseimbangan pasar akan menyebabkan pengangguran.
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan berkurang jika upah naik. Hal ini dikarenakan banyaknya
tenaga kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan pada level upah yang tinggi sementara jumlah
tenaga kejra yang diminta oleh perusahaan lebih sedikit.

Grafik 1. Upah Minimum Provinsi Jawa Barat
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Jawa Barat terus dipacu menjadi salah satu pusat industri hulu hingga hilir yang strategis.
Kementrian Perindustrian mencatat jawa barat memiliki 24 kawasan indutri dari 74 kawasan serupa
di Indonesia. Hasil survei Kementrian pada tahun 2013 menunjukan Kawasan indutri di jawa barat
paling banyak dibandingkan provinsi lainnya seperti Kepulauan Riau (11 kawasan industri), Banten
(10 kawasan industri) dan Jawa Tengah (8 Kawasan Industri) (Kementrian Perindustrian, 2016).
Jawa Barat mengalami penambahan jumlah angkatan kerja, pada tahun 2011 jumlahnya mencapai
31,81 juta jiwa, pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 32,31 juta jiwa dan terus meningkat pada tiap
tahunnya.

Grafik 2. Penduduk Usia Kerja di Provinsi Jawa Barat
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ketika perekonomian mengalami tekanan berupa naiknya
biaya produksi dan distribusi, jika upah naik jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan berkurang.
Pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menaikan upah minimum untuk menghindari sejumlah
masalah. Dengan demikian menarik untuk diketahui, pengaruh dari upah minimum Kabupaten/Kota
(UMK) terhadap tenaga kerja di 7 Provinsi Jawa Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk
menemukan pengaruh kenaikan upah minimum kota/kabupaten terhadap tenaga kerja. Jika semakin
tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi.
Perusahaan terpaksa melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada
rendahnya tingkat kesempatan kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi kepada pembaca mengenai pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap
Tenaga Kerja di 7 Provinsi Jawa Barat.
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1.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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Dalam peraturan Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, upah minimum adalah
upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan yang ditetapkan oleh
gubernur sebagai jarring pengaman. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum
yang berlaku di wilayah kabupaten/kota (KEMNAKER, 2013). Kenaikan upah minimum akan
menyebabkan distorsi ekonomi dan memiliki konsekuensi negatif yang akan mengurangi peluang
pekerja berketerampilan rendah (Neumark dan Wascher, 2006 dalam Schmitt, 2013).

Menurut Alexander (1963), ukuran perusahaan disini adalah pengaruh upah minimum
perusahaan dengan jumlah tenaga kerja di atas 500 pekerja. Meningkatnya upah minimum akan
berdampak pergeseran terhadap tenaga kerja industri padat karya menjadi industri padat modal
untuk menjaga produktivitas dan output (Luski & Weinblatt, 1997). Hal tersebut dapat berpengaruh
terhadap jumlah tenaga kerja yang di pekerjakan khususnya di sektor industri padat karya yang
dengan jumlah tenaga kerja yang tinggi.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

TENAGA KERJA

UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA

(UMK)
OUTPUT

PRODUKTIVITAS
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Pada kerangka pemikiran diatas, penulis ingin melihat pengaruh upah minimum terhadap
output perusahaan. Hubungan tenaga kerja terhadap output munjukan positif dalam jangak pendek
maupun panjang. Peningkatan output akan meningkatkan produktivitas seiring dengan permintaan
tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan upah (Sunarto dan Budi, 2009 dalam Sahin et al.
2014). Hal ini sejalan dengan teori neoklasik pasar tenaga kerja dimana para pekerja dibayar sesuai
nilai produk marginalnya. Pengaruh output terhadap permintaan tenaga kerja dimulai dari
penurunan upah. turunyanya upah, biaya produksi perusahaan akan mengalami penurunan. Jika
diasumsikan harga produk tidak berubah, maka penurunan biaya akan menaikan kuantitas output
yang memaksimalkan keuntungan (Arfida, 2003). Upah yang diterima pekerja merupakan
pendapatan bagi pekerja sebagai balas jasa yang dilakukan dalam proses produksi. Bagi perusahaan
upah merupakan biaya dari penggunaan faktor produksi sebagai input dari proses produksi. Dengan
demikian besar kecilnya upah akan berpengaruh terhadap biaya produksi perusahaan.

Niresh dan Velnampy (2014) mampu membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan output perusahaan. Perusahaan yang berukuran
lebih besar akan relative stabil dan mampu mengasilkan profit. Peningkatan ukuran perusahaan
akan mempermudah memperoleh pendanaan, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak
manajemen untuk tujuan meningkatkan output perusahaan (Sunarto & Budi, 2009)Produktivitas
tenaga kerja didefinisikan sebagai rasio antara output yang dihasilkan oleh seorang individu dengan
jam kerja yang digunakan untuk memperoleh upah (McConnell & Campbell, 1995). Pertambahan
produktivitas kerja dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dimana akan terjadi perubahan
permintaan tenaga kerja dalam jangka Panjang melalui upah pekerja bertambah besar sehubungan
dengan peningkatan produktivitas kerja (Roger, 2000 dalam Simanjuntak, 2002). Hal ini akan
meningkatkan pendapatan dan daya beli pekerja, sehingga permintaan akan barang-barang
konsumsi bertambah. Kondisi ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi barang di
ikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja.

2. TINJAUN PUSTAKA
2.1. Teori Upah

Upah merupakan instrument untuk kesejahteraan ekonomi (Marshall, 1920 dalam Badan
Pusat Statistik, 2019). Namun, struktur upah didasarkan pada konsep pasar bebas. Menurut Smith
(1776), mengamati bahwa upah menanggapi perubahan dalam penawaran dan permintaan tenaga
kerja antara pekerja dan pengusaha, masing-masing mengejar kepentingannya sendiri. Upah yang
diterima baik bentuk uang maupun barang, yang dibayarkan perusahaan, upah dalam bentuk barang
dinilai dengan harga setempat (KEMNAKER, 2013 dalam Badan Pusat Statistik, 2019).

2.2. Teori Tenaga Kerja

Teori klasik Adam Smith (1729-1790), sumber daya manusia yang efektif adalah pemula
pertumbuhan ekonmi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal fisik baru mulai dibutuhkan untuk
menjaga agar ekonomi tumbuh. Alokasi sumber daya manuasia yang efektif merupakan syarat perlu
(necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan
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mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan
semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). Jhon
Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar
tidak aka nada pengangguran. Ketika pekerja tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka
mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan
tingkat upah yang lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkejakan mereka lebih
banyak.

2.3. Teori Produksi

Produksi merupakan hasil akhir proses atau aktivitas ekonmi dengan memanfaatkan
beberapa input atau dengan kata lain mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output
(Salvatore, 1997). Menurut Dernberg (1992) karakteristik dari fungsi produksi adalah

1. Produksi mengikuti pendapatan pada skala yang konstan (Constant Return to Scale), artinya
apabila input digandakan maka output akan berlipat dua kali.

2. Produksi marjinal, dari masing-masing input atau faktor produksi bersifat positif tetapi
menurun dengan ditambahkannya satu faktor produksi pada faktor lainnya yang tetap atau
dengan kata lain tunduk pada hukum hasil yang menurun (The Law of Diminishing Return).

Dengan persamaan sebagai berikut :
Y =Af (K,L)

A = teknologi atau indeks perubahan teknis
K = input kapasitas atau modal
L = input tenaga kerja

2.4. Teori Produktivitas

Menurut Widwoyo dan Mu’thi (1990) menyatakan bahwa produktivitas adalah rasio antara
output dan input. input disini adalah semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output
seperti bahan baku, energi dan tenaga kerja. Produktivitas sebagai produksi yang diciptakan oleh
seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Upah yang diterima tenaga kerja sangat tergantung pada
produktivitas tenaga kerja tersebut (Luski & Weinblatt, 1997). Hubungan upah dan produktivitas
juga dijelaskan melalui teori produktivitas marjinal. Teori ini menjelaskan bahwa pengusaha tetap
akan menambah pekerja hingga jumlah tertentu yaitu nilai produktivitas masih cukup atau lebih baik
untuk membiayai upah pekerja tersebut. Pengusaha akan menambah pekerja hanya sampai tingkat
tertentu, yaitu pertambahan produktivitas marjinal sama dengan upah yang diberikan kepada
mereka (Roger, 2000).

2.5. Pustaka Terdahulu

Luski dan Weinblatt (1997) menemukan ketika upah minimum meningkat, tenaga kerja di
sektor industri padat karya mengalami penurunan signifikan dan menghasilkan pergeseran dari
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sektor manufaktur ke sektor jasa. Yamada (2015) menemukan substitusi kelompok tenaga kerja
berketerampilan rendah yang disebabkan oleh kenaikan upah minimum di Afrika Selatan. Peneliti
juga berpendapat bahwa kebijakan upah minimum mungkin tidak seefektif dalam mengurangi
kemiskinan seperti yang di klaim oleh Pemerintah Afrika Selatan. Selain itu, Suminas (2015)
menemukan bahwa upah minimum tidak signifikan terhadap tenaga kerja dikarenakan kebijakan
upah minimum di negara Lithuania dibekukan dari 2008 hingga 2012 akibat terjadinya krisis.
Fenomena ini dikaitkan dengan fakta bahwa perusahaan dapat mengeksploitasi dengan cara
menaikan harga.

3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi linier dengan
menggunakan SPSS untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap
jumlah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Selanjutnya menganalisis pengaruh jumlah tenaga
kerja, UMK, dan produktivitas terhadap output perusahaan. Penelitian ini terdiri dari dua variable
dependen dan beberapa variable independen. Variabel dependen yang digunakan pertama adalah
jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dengan variable independen yang digunakan adalah upah
minimum kabupaten/kota dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, variabel dependen kedua adalah
output perusahaan dengan variabel independen jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, upah
minimum kabupaten/kota, ukuran perusahaan dan produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini
menggunakan data mikro yang bersifat cross section dengan jumlah observasi terhadap 979
perusahaan yang tersebar di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota
Depok, Kota Bandung, Kota Bekasi. Untuk menguji pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
terhadap jumlah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan menganalisis pengaruh jumlah tenaga
kerja, UMK, dan produktivitas terhadap output perusahaan dengan level of significance 5%. Berikut
model regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

Model regresi pertama
TK; = a+ BUMK;+ B,.Size; + B3.UMKSize; + ¢;
Model regresi kedua

Output, = a+ ﬂlTKl'i' BZUMKl + [33.Sizei+ﬁ4.UMKSizei+ BS'PDL' + &;

Keterangan :

TK = Jumlah Tenaga Kerja yang dipekerjakan

Output = Output Perusahaan

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota

Size = Ukuran perusahaan besar ( > 500 pekerja )
UMKSize = Upah Minimum Kabupaten/Kota perusahaan besar

193



22
{/ Laboratorium Ekonomi Pembangunan

PD = Produktivitas Tenaga Kerja Perusahaan
€ = Random Error Term

Tabel 2. Data dan Sumber Data
Data Proxy Sumber Data
Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Badan Pusat Statistik (BPS)
dipekerjakan

Output Output Perusahaan Badan Pusat Statistik (BPS)

UMK Upah Minimum Kementrian Tenaga Kerja
Kabupaten/kota Tahun 2015

Size Perusahaan Besar dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
jumlah tenaga kerja diatas 500

UMKSize Interaksi Upah Minimum Badan Pusat Statistik (BPS)
Perusahan Besar
PD Produktivitas Tenaga Kerja Badan Pusat Statistik (BPS)
Perusahaan

3.2. Objek Penelitian

Kawasan indutri merupakan sebidang lahan yang dibagi dan dikembangkan berdasarkan
perencanaan yang koprehensif untuk penggunaan tersebut didalamnya mencangkup rencana
pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang serta rencana pengelolaan kawasan industri
(Bredo, 1960). Kawasan industri sebagai sekelompok pabrik dibangun pada skala ekonomi di lokasi
yang sesuai dan dilengkapi berbagai fasilitas (Alexander P. C., 1963). Sementara itu, di Indonesia
istilah Kawasan industri tercantum pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tersebut Kawasan
industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri (Bredo,
1960). Semakin berkembangnya kawasan industri akan meningkatkan penyediaan lapangan
pekerjaan salah satunya melalui perusahaan yang mampu memperkerjakan ribuan tenaga kerja.
Semakin bertambahnya lapangan kerja tersebut maka pendapan masyarakat juga akan
meningkatkan pendapatan ekonomi daerahnya. Terdapat penelitian dampak Kawasan industri di
[talia (Becattini & Musotti, 2003). Hasilnya manunjukan bahwa : (1) Perusahaan di dalam kawasan
industri memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kompetitor yang
berlokasi di luar kawasan industri; (2) Pangsa produk Italia sebagaian besar berasal dari kawasan
industri dan mempunyai daya saing internasional yang lebih besar; dan (3) Kawasan industri sebagai
pasar tenaga kerja mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah di
luar kawasan industri.

Jawa Barat terus dipacu menjadi salah satu pusat industri hulu hingga hilir yang strategis.
Kementrian Perindustrian (2016) mencatat jawa barat memiliki 24 kawasan indutri dari 74 kawasan
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serupa di Indonesia. Hasil survei Kementrian pada tahun 2013 menunjukan kawasan indutri di Jawa
Barat paling banyak dibandingkan provinsi lainnya seperti kepulauan Riau (11 kawasan industri),
Banten (10 kawasan industri) dan Jawa Tengah (8 kawasan industri). Jawa Barat mengalami
penambahan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 19,21 juta jiwa,
bertambah 0,16 juta jiwa dibandingkan tahun 2009. Penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 17,18
juta jiwa, bertambah 0,39 juta jiwa dibandingkan 2009. Tingkat Penganguguran Terbuka (TPT)
penduduk perempuan berkurang 2,16 persen, sedangkan untuk penduduk laki-laki hanya
berkurang sebanyak 0,80 persen, yang bekerja dengan status buruh/karyawan mengalami kenaikan
sebanyak 300 ribu atau meningkat sekitar satu persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya
(Dinaskertrans, 2019). Hal tersebut di ikuti dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota di Jawa
Barat yang cukup signifikan. Penelitian ini meneliti dampak upah minimum pada pada tahun 2015 di
sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015

No | Nama Kabupaten/Kota di Upah Minimum Kabupaten/kota
Provinsi jawa Barat (UMK) Tahun 2019

1 Kabupaten Karawang Rp 2.447.450

2 Kota Bekasi Rp 2.954.000

3 Kabupaten Bekasi Rp 2.840.000

4 Kota Depok Rp 2.705.000

5 Kota Bogor Rp 2.658.000

6 Kota Bandung Rp 2.310.000

7 Kota Cimahi Rp 2,893,074

Sumber : Kementrian Tenaga Kerja

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang diberlakukan untuk satu
provinsi berlaku selama 1 tahun. Di dalam suatu daerah kabupaten/kota telah berlaku adanya Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dimana telah ditetapkan oleh gubernur dengan pertimbangan
rekomendasi bupati/walikota. Dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota selambat-
lambatnya empat puluh hari sebelum tanggal 1 januari atau sesudah penetapan UMP, dan harus lebih
besar dari upah minimum provinsi. Adanya penetapan upah minimum bertujuan sebagai jaring
pengaman, yang berfungsi untuk mencegah agar upah tidak terus menerus turun di bawah daya beli
pekerja. Oleh karena itu upah minimum bertujuan untuk mendukung daya beli agar pekerja mampu
memenuhi standar tingkat kebutuhan dasar.

Dalam prosedur penetapan upah minimum antar kabupaten/kota ditetapkan pada
Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini bias dilakukan dengan mensurvei pada tingkat
kabupaten/kota dengan data yang sudah disiapkan terkait mengenai kehidupan layak di sekitar
industri. Setelah melakukan survei maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan pada
tingkat dewan pengupahan kabupaten/kota yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan wakil
pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
Tabel 3. Hasil Regresi Pertama
Unstandardized Coefficients Standardized
Model Coefficients
B Std. Error Beta t sig.
C 187.903 740.793 .254 .800
UMK 1.301E-5 .000 .002 .049 961
Size 5498.480 1282.129 1.247 4.289 .000
UMKSize -.001 .000 -.937 -3.219 .001
Dependent Variable : TK
R-squared 0,114
a 0,05

Dari hasil regresi pertama didapatkan r-squared sebesar 0,114 atau 11%. hal ini berarti
variabel upah minimum kabupaten/kota, size perusahaan, dan UMK size perusahaan menjelaskan
terhadap variabel Tenaga Kerja sebesar 11%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di
luar model. Pada hasil regresi ini didapatkan variabel UMK tidak signifikan pada o = 5%. Akan teteapi
variabel Size dan UMKSize signifikan positif dan negatif terhadap variabel Tenaga Kerja pada a = 5%
dengan koefisien sebesar 5498.480 dan -.001. Hal ini menandakan terdapat perbedaan antara
pengaruh ukuran perusahaan sedang dan besar terhadap tenaga kerja. Ukuran perusahaan besar di
asumsikan dengan tenaga kerja di atas 500. Dengan begitu dapat di artikan setiap kenaikan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar Rp.1.000.000, akan menurunkan Tenaga Kerja di
perusahaan besar sebesar 100 Tenaga Kerja.

Tabel 4. Hasil Regresi Kedua

Unstandardized Coefficients Standardized
Model Coefficients
B Std. Error Beta t sig.
C 579979203 1.031E+9 .562 .574
TK 383802.209 44494.794 .249 8.626 .000
UMK -358.106 374.295 -.032 -.957 339
Size -4.779E+9 1.798E+9 -.702 -2.658 .008
UMKSize 2104.891 649.235 .854 3.242 .001
PD 1226.880 81.114 414 15.125 .000
Dependent Variable : Output
R-squared 0,283
o 0,05
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Pada hasil regresi kedua didapatkan hasil r-squared sebesar 0,283 atau 28%. Hal ini berarti
variabel Tenaga Kerja, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), variabel Size, variabel
UMKSize dan variabel Produktivitas dapat menjelaskan variabel Output sebesar 28%. Pada hasil
regresi kedua didapatkan variabel Tenaga Kerja signifikan positive pada o = 5% dengan koefisien
sebesar 383802.209. setiap kenaikan 1 Tenaga Kerja, akan meningkatkan output sebesar
383802.209. pada variabel Size dan UMKSize signifikan pada a = 5%. Hal ini dapat di artikan terdapat
perbedaan antara perusahaan sedang dan besar. Setiap kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) akan meningkatkan output sebesar 2104.891. variabel Produktivitas signifikan pada a = 5%
dengan koefisien positif sebesar 1223.880.

4.2. Pembahasan

Pada hasil regresi pertama dapat dilihat bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada
perusahaan besar yang memperkerjakan tenaga kerja di atas 500 berpengaruh negatif pada tenaga
kerja. Setiap kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.000.000 dapat menurunkan
100 tenaga kerja pada perusahaan besar. Selanjutnya kita dapat melihat hasil dari regresi kedua,
dimana didapatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada perusahaan besar yang
memperkerjakan tenaga kerja di atas 500 signifikan dan memiliki hubungan positif pada output.
Setiap kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten sebesar Rp 100.000 akan meningkatkan output
perusahaan sebesar Rp 210.489.100. hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi subsitusi tenaga kerja
pada perusahaan besar ketika Upah Minimum Kabupatemn/Kota (UMK) meningkat. Temuan ini
sejalan dengan Yamada (2015) yang meneliti bahwa substitusi kelompok tenaga Kkerja
berketerampilan rendah yang disebabkan oleh kenaikan upah minimum di Afrika Selatan. hal
tersebut memungkinkan terjadi pergeseran indutri, ketika upah minimum naik perusahaan padat
karya akan bergeser ke industri padat modal (Luski & Weinblatt, 1997). Setiap kenaikan UMK
perusahaan besar cenderung beralih ke industri pada modal dimana Tenaga kerja digantikan oleh
mesin dan teknologi.

5. SIMPULAN

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang diberlakukan untuk satu
provinsi berlaku selama 1 tahun. Kebijakan upah minimum menjadi perhatian banyak kelangan
dalam upaya perlindungan pekerja mengenai pengupahan. Perlindungan itu diperlukan karena
terjadinya ketidakseimbangan antara pengusaha dan keinginan para pekerja. Kenaikan upah
minimum bukanlah hal yang mudah bagi pihak perusahaan, Kenaikan upah minimum membuat
manajer perusahaan untuk mengejar peningkatan produktivitas, menetapkan standar kerja yang
lebih tinggi atau menuntut intensitas kerja yang lebih tinggi.

Pada penelitian menemukan pengaruh upah minimum terhadap tenaga kerja perusahaan
besar yang mempekerjakan tenaga kerja di atas 500 pekerja. Perusahaan besar terkena pengaruh
negative dari setiap kenaikan upah minimum. Setiap kenaikan Rp.100.000 Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) perusahaan besar akan menurunkan 100 tenaga kerja. Akan tetapi setiap
kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar Rp 100.000 akan meningkatkan output
perusahaan besar sebesar Rp 210.489.100. hal ini mungkin terjadi karena ketika upah minimum
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naik, akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Jika semakin tinggi tingkat upah yang
ditetapkan, maka berpengaruh pada peningkatan biaya produksi dan perusahaan terpaksa
melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja Tindakan pengusaha pada perusahaan besar
akan bergeser kepada industri padat modal, menggantikan tenaga kerja dengan mesin atau teknologi
untuk menjaga output perusahaan.
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INDEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI 10 PROVINSI
WISATA PRIORITAS TAHUN 2013-2017

Ratu Raihan Fadillah. O (201611045)
Abstrak

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenubhi
kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yaitu
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ketiga
pilar tersebut harus tumbuh secara bersama-sama. Akan tetapi, permasalahan yang
terjadi aspek ekonomi dan sosial terus ditingkatkan sedangkan aspek lingkungan
terus menurun. Di negara Indonesia, sektor pariwisata semakin terus dikembangkan
karena memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian. Disisi lain,
dengan terus meningkatnya sektor pariwisata akan berpotensi mengancam
kelestarian lingkungan sehingga bertentangan dengan konsep pembangunan
berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat Indeks
Pembangunan Berkelanjutan (IPB) dengan aspek pembentuknya yaitu indeks
ekonomi, sosial, dan lingkungan di 10 provinsi wisata prioritas dari tahun 2013-2017
menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa DKI Jakarta adalah provinsi dengan angka IPB tertinggi, sedangkan Nusa
Tenggara Timur merupakan provinsi dengan IPB terendah.

Kata kunci : Pariwisata, Indeks Pembangunan Berkelanjutan, Principal Component
Analysis

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2017, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB
nasional sebesar 5% (Kementerian Pariwisata, 2019). Selain itu, dengan adanya sektor pariwisata
mampu mendorong sektor ekonomi lainnya, contohnya seperti hotel, restoran, industri kerajinan,
dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, melalui multiplier effect sektor pariwisata dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan terciptanya lapangan perkerjaan di Indonesia
(Qibthiyyah, 2018). Dengan begitu, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mengembangkan
sektor pariwisata salah satunya dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pariwisata yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu langkah
yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia adalah dengan
pengembangan destinasi pariwisata di 10 provinsi wisata prioritas.

Pengembangan destinasi pariwisata di 10 provinsi wisata prioritas yaitu Sumatera Utara,
Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, DKI Jakarta, Banten, Nusa
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Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memberikan dampak yang positif dalam hal
peningkatan di sisi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Akan tetapi, disisi lain dengan adanya
pengembangan destinasi pariwisata dapat memberikan acaman yang berbahaya terhadap
lingkungan. Hal tersebut terjadi karena salah satu penyebab dari perluasan wilayah pariwisata yaitu
adanya pembangunan lahan terbaru akibat peningkatkan wisatawan yang berkunjung (Limbong &
Soetomo, 2014). Selain itu, terjadi pula kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terancamnya
ekosistem disuatu objek wisata. Oleh sebab itu, Dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016
mengenai Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengikuti standar internasional dari
Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Kementerian Pariwisata menargetkan Indonesia menjadi
destinasi wisata berkekanjutan kelas dunia dengan menerapkan program Sustainable Tourism for
Development (STDEV). Akan tetapi, implementasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan
hanya mempertimbangan dari aspek ekonomi, tanpa memerhatikan aspek lingkungan dan sosial. Hal
tersebut tidak sesuai dengan tujuan umum dan persyaratan pembangunan berkelanjutan. Pada 10
provinsi wisata prioritas, Provinsi Jawa Timur telah menuju ke arah pembangunan berkelanjutan
karena pembangunan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur telah mampu meningkatkan
kesejahteraan sosial dan kondisi lingkungannya dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan
(Pratiwi, Santosa, & Ashar, 2018). Selain itu, Provinsi Jawa Tengah pun telah menuju kearah
pembangunan berkelanjutan karena mengalami penurunan angka kematian ibu yang menjadi salah
satu tolak ukur pembangunan berkelanjutan.

Menurut Laporan Brundtland, Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang
mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial,
dan lingkungan sehingga untuk mencapai pembangunan berkelanjutan perlu adanya keseimbangan
antara ketiga pilar tersebut salah satu caranya yaitu melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh
suatu negara (Dalal, Clayton, & Bass, 2002). Sebelum suatu negara mengeluarkan kebijakan
pembangunan berkelanjutan, perlu adanya evaluasi dan perbandingan ukuran pembangunan
berkelanjutan antar negara atau wilayah dengan menggunakan variabel-variabel ekonomi, sosial,
dan lingkungan yang harus dipertimbangkan. Oleh sebab itu, untuk memiliki indikasi dan
perbandingan yang obyektif diperlukan indeks pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk
mengevaluasi pembangunan berkelanjutan yang telah terjadi di suatu negara ataupun wilayah (Tso,
Yau, & Yang, 2010). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan
perbandingan antara 10 provinsi wisata prioritas dan menemukan manakah yang memiliki indeks
pembangunan berkelanjutan tertinggi dan terendah dengan cara membuat indeks pembangunan
berkelanjutan menggunakan Principal Component Analysis (PCA).

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuat indeks pembangunan berkelanjutan di 10 provinsi
wisata prioritas dengan menggunakan variabel ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan dibuatnya
indeks tersebut, dapat dilihat manakah dari 10 provinsi tersebut manakah yang memiliki indeks
pembangunan berkelanjutan tertinggi dan terendah.
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1.3. Kerangka Pemikiran

10 Wisata Prioritas

l

Indeks Pembangunan
Berkelanjutan

Lingkungan

Rata-Rata Presentasi Partisipasi
lama Angka Melek Balita yang Angkatan
Sekolah Huruf pernah keria
melakukan
imunisasi
Rumah
PDRB per- PDRB Tangga yang
Investasi Aper o PDRB Indeks Rumah Tangg Menmiliki
kapita Sektor Pariwisata Lingkungan Kualitas Sumber Air ;2;; !
Hidup Udara Minum Layal Sanitasi
Layak

Dalam penelitian ini, akan membuat indeks pembangunan berkelanjutan yang terjadi di 10
provinsi wisata prioritas. Indeks pembangunan berkelanjutan merupakan indeks komposit dari
indeks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Variabel pembentuk indeks ekonomi, yaitu investasi, PDRB
per-kapita, dan PDRB sektor pariwisata. Variabel pembentuk indeks sosial, yaitu rata-rata lama
sekolah, angka melek huruf, presentase balita yang pernah melakukan imunisasi, dan partisipasi
Angkatan kerja. Selain itu, variabel pembentuk indeks lingkungan yaitu PDRB lingkungan hidup,
indeks kualitas udara, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak, dan rumah tangga yang
memiliki akses sanitasi layak.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Dampak Sektor Pariwisata terhadap Lingkungan

Negara Indonesia memiliki keindahan sumber daya alam sehingga hal tersebut membuat
negara Indonesia memiliki daya tarik yang lebih bagi para wisatawan untuk berkunjung. Pemerintah
Indonesia juga mulai mengembangkan objek-objek pariwisata yang saat ini sedang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia, yaitu 10 provinsi wisata prioritas. Hal tersebut semakin meningkatkan daya
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tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang ke Indonesia. Jika wisatawan
domestik maupun mancanegara semakin meningkat, maka akan terjadi ancaman terhadap
lingkungan dan budaya disekitar objek wisata tersebut. Meningkatnya degradasi lingkungan akibat
sektor pariwisata dicerminkan dengan produksi sampah yang meningkat dua kali lipat yang bersal
dari wisatawan yang berkunjung, bahkan wisatawan memproduksi lebih banyak sampah
dibandingkan penduduk setempat. Selain itu, hotel dan restoran mengonsumsi bahan kimia dn bahan
yang tak teruraikan yang dapat meningkatkan pencemaran (International Labour Organization,
2012). Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menyelaraskan
aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Padahal, keberlanjutan telah dipandang sebagai cara untuk
mengatasi dampak negatif dari sektor pariwisata dan mempertahankan sumber daya dalam jangka
panjang.

2.2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan
saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya
(United Nations, 1987). Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yaitu ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ketiga pilar tersebut harus tumbuh secara
bersama-sama. Contohnya, jika suatu negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka pilar sosial
dan lingkungan pun harus tumbuh tanpa mengorbankan salah satu dari ketiga pilar tersebut. Selain
itu, konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan
penggunaan sumber daya alam secara rasional (Ciegis, Kliucininkas, & Ramanauskiene, 2011). Akan
tetapi, konsep pembangunan berkelanjutan ini merupakan konsep yang sederhana, namun kompleks
sehingga pengertiannya sangat (Fauzi & Oxtavianus, 2014). Konsep pembangunan berkelanjutan ini
telah dikembangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi pada tahun 1992 bertempat di Rio de
Jenairo Brazil. Dalam konferensi tersebut menghasilkan keputusan-keputusan penting salah satunya
adalah Agenda 21. Pada Agenda 21, pembangunan berkelanjutan di seluruh negara mulai mendapat
perhatian lebih (Tso, Yau, & Yang, 2010). Dalam agenda tersebut, setiap negara harus merumuskan
strategi untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan menyelaraskan berbagai kebijakan serta
rencana ekonomi dengan memerhatikan aspek sosial maupun lingkungan (UNDP, 2002).

2.3. Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat berbagai cara untuk mengukur pembangunan berkelanjutan salah satunya ialah
membangun indeks pembangunan berkelanjutan (Tso, Yau, & Yang, 2010). Indeks ini merupakan
indikator statistik yang menyediakan informasi kuantitatif dan mampu menyederhanakan proses
analisis fenomena yang diteliti (Saric, Jelocnik, & Popovic, 2013). Angka indeks juga mampu
memberikan gambaran mengenai perubahan suatu variabel antar waktu. Indeks pembangunan
berkelanjutan antar wilayah maupun negara dapat dilakukan dengan memberikan peringkat untuk
mengevaluasi capaian pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan (Parris & Kates, 2003).
Ketika melakukan perbandingan indeks pembangunan berkelanjutan antar negara maupun wilayah
terdapat variabel multidimensi seperti variabel ekonomi, lingkungan, dan sosial yang perlu
dipertimbangkan. Berbagai penelitian telah membangun indeks pembangunan berkelanjutan untuk
mengukur pembangunan berkelanjutan dengan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
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a. Aspek Ekonomi

Pembangunan berkelanjutan secara umum dianggap sebagai variabel multidimensi dan
variabel pendapatan nasional merupakan salah satu komponen terpenting untuk dapat mengukur
pembangunan berkelanjutan (Tarabusi & Palazzi, 2004). Indikator yang digunakan suatu negara
untuk mengukur kinerja pada aspek ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian yang
dilakukan oleh Dergachova (2017) menggunakan PDB sebagai indikator ekonomi dalam membuat
indeks pembangunan berkelanjutan di Ukraina. Penelitian tersebut menggunakan PDB sebagai
indikator ekonomi karena dengan menggunakan PDB mampu menggambarkan kesejahteraan
manusia. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa aspek untuk melihat kesejahteraan yaitu
pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Penggunaan PDB sebagai indikator ekonomi karena mampu
mengukur salah satu dari aspek kesejahteraan yaitu daya beli. Selain itu, Fauzi (2014) juga
menggunakan PDB harga konstan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Pemilihan indikator tersebut karena PDB per kapita atas dasar konstan mampu menggambarkan
kesejahteraan serta menghilangkan dampak dari inflasi dan pemerintah menetapkan PDB per kapita
atas dasar konstan sebagai salah satu target dalam RPJMN 2009-2014. Selain PDB, investasi dapat
sebagai indikator ekonomi dalam mengukur indeks pembangunan berkelanjutan karena investasi
dapat mencerminkan dinamika perkembangan ekonomi di suatu negara dan jika investasi disuatu
negara menurun, maka berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan di negara tersebut
(Dergachova, Kravchenko, & Zgurovsky, 2017). Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan
investasi untuk membuat indeks pembangunan berkelanjutan yaitu Ciegis (2011) dan Angel (2003).
Selain PDB perkapita dan investasi, penelitian ini juga menggunakan PDB di sektor pariwisata
sebagai indikator ekonomi dalam membuat indeks pembangunan berkelanjutan di 10 provinsi
wisata prioritas Indonesia. Hal tersebut terjadi karena sektor pariwisata merupakan sumber
pendapatan penting bagi suatu negara, namun berpotensi untuk mengancam lingkungan. Hubungan
antara pengembangan sektor pariwisata dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan
terdapat dalam suatu lingkaran dan bersifat kumulatif (Ulloa, Cota, Aguirre, Vazquez, & Rubio, 2003).
Hal tersebut terjadi karena sebagian besar kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan yang
berkunjung mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dapat memberikan tekanan
terhadap sumber daya alam.

b. Aspek Sosial

Konsep pembangunan berkelanjutan selain dilihat dari aspek ekonomi dan lingkungan, perlu
pula dilihat dari aspek sosial, seperti pendidikan dan kesehatan (Tarabusi & Palazzi, 2004).
Pendidikan merupakan salah satu masalah yang penting dalam suatu negara karena strategi
pendidikan yang baik akan memengaruhi perilaku individu ke arah yang lebih baik pula (Tso, Yau, &
Yang, 2010). Jika dalam suatu negara kualitas pendidikan semakin baik, maka akan memberikan
dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Selain itu, Kontribusi pendidikan
memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan berkelanjutan (Wong, Shek, & Chua, 2010).
Menurut Stalker dalam penelitian Ismanto, salah satu target dari pembangunan berkelanjutan adalah
memastikan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan mampu menyelesaikan pendidikan dan
indikator keberhasilannya dilihat dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Penelitian yang
dilakukan oleh Angel (2003) menggunakan angka melek huruf sebagai indikator sosial dalam
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membuat indeks pembangunan berkelanjutan di Meksiko. Selain itu, rata-rata lama sekolah mampu
menggambarkan akses ke pengetahuan masyarakat (Luque, Moreno, & Rodriguez, 2016). Kesehatan
merupakan salah satu target pembangunan berkelanjutan selain pendidikan dan perluasan cakupan
imunisasi adalah salah satu cara untuk mencapai target tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh
Tarabusi (2004) menggunakan presentasi balita yang melakukan imunisasi sebagai indikator sosial
dalam membuat indeks pembangunan berkelanjutan.

c. Aspek Lingkungan

Saat ini, pembangunan secara terus-menerus dilakukan di berbagai aspek khususnya aspek
ekonomi dan sosial. Akan tetapi, aspek yang belum mendapat perhatian, yaitu lingkungan. Padahal,
lingkungan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena mampu mencerminkan
kondisi dalam wilayah tertentu (Zaini & Darmawanto, 2015). Kualitas udara merupakan aspek utama
dari lingkungan yang perlu ditingkatkan karena faktanya, udara yang tercemar telah diketahui
sebagai risiko dalam meningkatkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit pernafasan (Tso,
Yau, & Yang, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Yang (2011) menggunakan kualitas udara sebagai
indikator lingkungan dalam membuat indeks pembangunan berkelanjutan di Hongkong. Untuk dapat
meningkatkan kualitas udara dan mencapai kualitas hidup diperlukan perlindungan lingkungan yang
dilakukan oleh suatu negara. Salah satu yang dapat dilakukan untuk melakukan perlindungan
lingkungan oleh suatu negara dengan adanya PDB lingkungan hidup. PDB lingkungan hidup ini tidak
hanya melihat pada aspek ekonomi saja, namun juga melihat pada aspek lingkungan. Selain itu,
dengan menggunakan PDB tersebut dapat memperhitungkan biaya dari kehilangan sumber daya
alam dan kerusakan lingkungan sebagai biaya produksi. Penelitian yang dilakukan oleh Angel (2003)
menggunakan GDP lingkungan hidup dalam membuat indeks pembangunan berkelanjutan di Mexico.
Selain itu, permasalahan lingkungan yang masih menjadi masalah di Indonesia yaitu kebutuhan akan
air minum yang layak. Air minum layak merupakan suatu hal yang penting karena rendahnya kualitas
air minum dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi usia di bawah lima tahun (Sukartini &
Saleh, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Angel (2003) menggunakan konsumsi air rumah tangga
per dalam membuat indeks pembangunan berkelanjutan di Meksiko. Akses komplemen bagai akses
air bersih yaitu sanitasi yang layak juga masih menjadi tantangan besar di suatu negara khususnya
bagi Indonesia. Selain itu, jika terjadi peningkatan pada sanitasi layak, maka akan semakin rendah
morbiditas penduduk (Sukartini & Saleh, 2016).

3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini membuat indeks pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan aspek
sosial, lingkungan, dan ekonomi di 10 provinsi wisata prioritas. Variabel aspek ekonomi yaitu
investasi, PDRB per-kapita, dan PDRB sektor pariwisata. Variabel pembentuk indeks sosial, yaitu
rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, presentase balita yang pernah melakukan imunisasi, dan
partisipasi Angkatan kerja. Selain itu, variabel pembentuk indeks lingkungan yaitu PDRB lingkungan
hidup, indeks kualitas udara, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak, dan rumah
tangga yang memiliki akses sanitasi layak.
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Penelitian ini menggunakan alat analisis Principal Component Analysis (PCA) yang
merupakan sebuah analisis bertujuan untuk membuat indeks baru dari beberapa variabel. Selain itu,
principal component analysis juga bertujuan untuk mereduksi data dan menginterpretasikannya.
Dalam penelitian ini, menggunakan principal compenent analysis untuk membuat indeks
pembangunan berkelanjutan di 10 provinsi prioritas tahun 2013-2017. Indeks pembangunan
berkelanjutan tersebut merupakan indeks komposit dari indeks ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Hasil dari pembuatan indeks tersebut, akan terlihat manakah yang memiliki indeks pembangunan
tertinggi dan terendah di 10 provinsi prioritas..

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari data cross-section dengan data
time series. Data cross-section yang digunakan 10 provinsi prioritas yaitu Bangka Belitung, Sumatera
Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Selain itu, data time series yang digunakan yaitu dari tahun
2013-2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumah tangga yang memiliki sumber
air minum layak, indeks kualitas udara, PDRB lingkungan hidup, rumah tangga yang memiliki akses
sanitasi layak, investasi, PDRB per-kapita, PDRB sektor pariwisata, rata-rata lama sekolah, angka
melek huruf, presentasi balita yang pernah melakukan imunisasi, dan angka partisipasi murni.

Tabel 1. Sumber Data

Jenis Variabel Nama Satuan Sumber Data
Variabel
Rumah
tangga
yang
memiliki % Badgn.Pusat
. Statistik
sumber air
minum
layak
Kementerian
Indeks Llr\gkungan
. Hidup dan
Kualitas %
Udara Kehutanan
Aspek Lingkungan Republik
Indonesia
PDRB
linekunean % Badan Pusat
nekung ° Statistik
hidup
Rumah
tangga
yang
Badan Pusat
ey 0
memiliki % Statistik
akses
sanitasi
layak
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Jenis Variabel Na"."a Satuan Sumber Data
Variabel
PDRB per- Milyar Badan Pusat
kapita rupiah Statistik
Investasi Milyar Badan Pusat
Aspek Ekonomi rupiah Statistik
PDRB Badan Pusat
sektor % L
o Statistik
pariwisata
Rata-rata Badan Pusat
lama tahun L
Statistik
sekolah
Angka Badan Pusat
Melek % L.
Statistik
Huruf
Aspek Sosial Balita yang
pernah % Badan Pusat
melakukan ’ Statistik
imunisasi
Partisipasi Badan Pusat
o)
Angkatan % Statistik
Kerja
4, HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
a. Aspek Sosial
Tabel 2. Hasil PCA Sosial (2013-2017)
Eigenvalue Proportion
Partisipasi Angkatan kerja 2.263723 0.5659
Rata-rata lama sekolah 0.965342 0.2413
Balita yang pernah 0.501401 0.1254
melakukan imunisasi
Angka melek huruf 0.269553 0.0674

Dapat dilihat pada tabel di atas, hasil PCA menunjukkan dapat menjelaskan 56.59% dari total
variance yang berarti bahwa dari keempat variabel tersebut dapat dijadikan satu komposit indeks
variabel baru yaitu Indeks Sosial.
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Tabel 3. Faktor Loadings: Sosial (eigenvectors)

Variabel PC1
Partisipasi Angkatan kerja -0.405232
Rata-rata lama sekolah 0.507318
Balita yang pernah melakukan 0.510430
imunisasi

Angka melek huruf 0.563805

Berdasarkan hasil PCA, diperolah factor loadings untuk masing-masing variabel seperti yang
ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan hasil eigenvectors diperoleh persamaan komposit indeks
sosial, sebagai berikut:

Indeks Sosial = 0.563805 AMH + 0.507318 RLS + —0.510430 PBI — 0.405232 PAK

b. Aspek Ekonomi

Tabel 4. Hasil PCA Ekonomi (2013-2017)

Eigenvalue Proportion
PDRB per- 2.612008 0.8707
kapita
PDRB 0.269538 0.0898
pariwisata
Investasi 0.118455 0.0395

Dapat dilihat pada tabel di atas, hasil PCA menunjukkan dapat menjelaskan 87% dari total
variance yang berarti bahwa dari ketiga variabel tersebut dapat dijadikan satu komposit indeks
variabel baru yaitu Indeks Ekonomi.

Tabel 5. Factor Loadings: Ekonomi (eigenvectors)

Variabel PC1
PDRB per-kapita 0.592824
PDRB pariwisata 0.561657

Investasi 0.577149

Berdasarkan hasil PCA, diperolah factor loadings untuk masing-masing variabel seperti yang
ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan hasil eigenvectors diperoleh persamaan komposit indeks
ekonomi, sebagai berikut:

Indeks Ekonomi = 0.561657 PDRB + 0.592824 PDRBKAP + 0.577149 Investasi
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c. Aspek Lingkungan

Tabel 6. Hasil PCA Lingkungan

Eigenvalue Proportion
Rumah tangga 2.162159 0.5405
memiliki
sumber air
minum layak
Rumah tangga 0.831489 0.2079
yang memiliki
akses sanitasi
layak
APBD 0.700492 0.1751
lingkungan
hidup
Indeks kualitas 0.305860 0.0765
udara

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil PCA mampu menjelaskan sebesar 54% dari total
variance yang berarti bahwa dari keempat variabel tersebut dapat dijadikan satu komposit indeks
variabel baru yaitu Indeks lingkungan.

Tabel 7. Factor Loadings :Lingkungan (Eigenvectors)

Variabel PC1
Rumah tangga memiliki sumber 0.609098
air minum layak
Rumah tangga yang memiliki 0.472345
akses sanitasi layak
APBD lingkungan hidup 0.508288
Indeks kualitas udara -0.384101

Berdasarkan hasil PCA, diperolah factor loadings untuk masing-masing variabel seperti yang
ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan hasil eigenvectors diperoleh persamaan komposit indeks
indeks lingkungan, sebagai berikut:

Indeks Lingkungan = 0.472345 RTSL + 0.609098 RTKAML
—0.384101 /KU + 0.508288 APBDLH

d. Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 8. Hasil PCA Pembangunan Berkelanjutan

Eingenvalue Proportion
Angka melek huruf 4.158278 0.3780
APBD lingkungan hidup 2.670950 0.2428
Indeks kualitas udara 1.377348 0.1252
Investasi 0.912226 0.0829
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Eingenvalue Proportion
Partisipasi Angkatan Kerja 0.654538 0.0595
Balita yang pernah melakukan | 0.461815 0.0420
imunisasi
PDRB per-kapita 0.369342 0.0336
PDRB pariwisata 0.185787 0.0169
Rata-rata lama sekolah 0.114611 0.0104
Rumah tangga yang memiliki | 0.073718 0.0067
akses air minum layak
Rumah tangga yang memiliki | 0.021388 0.0019
akses sanitasi layak

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil PCA mampu menjelaskan sebesar 37.80% dari
total variance yang berarti bahwa dari keempat variabel tersebut dapat dijadikan satu komposit
indeks variabel baru yaitu Indeks pembangunan berkelanjutan.

Tabel 9. Factor Loadings: Pembangunan Berkelanjutan (Eigenvectors)

Variabel PC1
Angka melek huruf 0.1514127
APBD lingkungan hidup 0.312120
Indeks kualitas udara -0.279085
Investasi 0.331941
Partisipasi Angkatan kerja 0.104619
Balita yang pernah melakukan imunisasi 0.048192
PDRB per-kapita 0.442981
PDRB pariwisata 0.345586
Rata-rata lama sekolah 0.323740
Rumah tangga yang memiliki akses air minum | 0.438013
layak

Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi | 0.255266
layak

Berdasarkan hasil PCA, diperolah factor loadings untuk masing-masing variabel seperti yang
ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan hasil eigenvectors diperoleh persamaan komposit indeks
indeks pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Berkelanjutan = 0.438013 RTKAML + 0.255266 RTSL
—0.279085 IKU + 0.312120 APBDLH + 0.345586 PDRB + 0.442981 PDRBKap
+ 0.331941 Investasi + 0.154127 AMH + 0.323740 RLS + 0.048192 PBI + 0.104619 PAK
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4.2.

Pembahasan

4.2.1. Indeks Sosial

Tabel 10. Indeks Sosial

Provinsi Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Sumatera Utara | 0.756858 1.408449 1.373393 1.335797 2.23517
Bangka -0.472285 -0.29139 -0.46967 -0.78087 0.278002
Belitung
Banten 1.124884 1.390296 1.808142 1.37112 2491174
DKI Jakarta 1.077973 1.043715 0.94586 0.899078 1.430642
Jawa Tengah -2.01298 -1.69689 -1.39584 -1.56832 -1.14604
Jawa Timur -1.372197 -0.97666 -0.92141 -1.00469 -0.54673
Nusa Tenggara | -2.177347 -2.46992 -2.62002 -3.79862 -2.34366
Barat
Nusa Tenggara | -0.405535 -0.49072 -0.24091 -0.73324 -0.44787
Timur
Sulawesi 0.106591 0.206598 -0.12236 -1.06488 -0.12736
Tenggara
Maluku Utara 1.933784 2.465536 1.610837 1.764111 2.640388
Grafik 1. Indeks Sosial
Indeks Sosial Tahun 2013-2017
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Dapat dilihat pada tabel dan grafik di atas bahwa pada tahun 2016 hampir 10 provinsi
mengalami penurunan yang signifikan terkeculai provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara,
dan Maluku Utara. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2016 terjadi peningkatan angka
ketimpangan di Indonesia sehingga berdampak pada penurunan indeks sosial (Nugroho, 2017).
Selain itu, dalam laporan pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Development
Programme (UNDP) indeks Indonesia menurun dari peringkat 110 pada tahun 2015 menjadi 113 di
tahun 2016 dari 188 negara. Dapat dilihat pada grafik dan tabel di atas bahwa Indeks sosial tertinggi
yaitu Provinsi Maluku Utara, sedangkan indeks sosial terendah yaitu Nusa Tenggara Barat. Dalam
penelitian Fauzi (2014) meneliti indeks pembangunan berkelanjutan tahun 2009-2011, aspek sosial
yang digunakan oleh penelitian tersebut yaitu IPM. Pada penelitian tersebut, IPM Maluku Utara
memiliki ranking 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan, Nusa Tenggara Barat masih berada di
bawah Maluku Utara dengan peringkat 31 dari 33 provinsi. Hal tersebut membuktikan bahwa
Provinsi Maluku mengalami kemajuan dalam aspek sosial. Hasil tersebut juga didukung oleh laporan
Bank Indonesia (2019) yang menjelaskan bahwa umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-
rata lama sekolah, dan IPM Maluku Utara masuk dalam kategori sedang dibandingkan provinsi yang
memiliki angka IPM tertinggi di Indonesia yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

4.2.2. Indeks Ekonomi

Tabel 11. Indeks Ekonomi

Provinsi Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
Sumatera Utara | -0.513239 -0.49098 -0.40029 -0.34417 2.59E-05
Bangka -1.07268 -1.05004 -1.01567 -0.94465 -0.9527
Belitung
Banten -0.514994 -0.35662 -0.18314 -0.05695 0.105536
DKI Jakarta 1.344315 2.104742 2.147844 2.123707 3.948117
Jawa Tengah 0.741868 1.770223 1.694462 1.965739 1.975942
Jawa Timur 2.14988 2.650789 2.758925 3.397284 3.484562
Nusa Tenggara | -1.043429 -1.01817 -1.06402 -1.0088 -0.81587
Barat
Nusa Tenggara | -1.587437 -1.57588 -1.50838 -1.50717 -1.47264
Timur
Sulawesi -1.581967 -1.57306 -1.51016 -1.52055 -1.39219
Tenggara
Maluku Utara -1.253973 -1.26704 -1.24726 -1.27007 -1.2498
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Grafik 2. Indeks Ekonomi

Indeks Ekonomi 2013-2017
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Dapat dilihat pada Tabel dan Grafik di atas terlihat perbedaan indeks ekonomi diantara
Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat,
Maluku Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sulawesi Tenggara. Pada grafik di
atas, Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur memiliki trend yang meningkat. Akan tetapi, provinsi
lainnya mengalami pelambatan dalam peningkatan indeks ekonomi. Peringkat Indeks ekonomi
tertinggi dari 10 provinsi tersebut yaitu Jawa Tengah hal tersebut terjadi karena Kkinerja
perekonomian Jawa Tenggah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada
tingkat 5,18% (Bank Indonesia, 2019). Selain itu, sektor yang paling tinggi dlam meningkat
perekonomian jawa tengah ialah sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, dan
restoran sebesar 41.59% (Nurrohman & Arifin, 2010). Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan
provinsi yang memiliki peringkat terendah dalam indeks ekonomi dibandingkan dengan 10 provinsi
lainnya. Indeks ekonomi NusaTenggara Timur sulit tumbuh karena tenaga kerja NTT memiliki
kualitas pekerjaan yang rendah bahkan banyak masyarakat NTT hanya bekerja sebagai buruh dan
memperoleh gajih yang tidak tetap (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS,
2017). Selain itu, rendahnya angka investasi yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
membuat lapangan pekerjaan di Nusa Tenggara Timur terbatas.
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4.2.3. Indeks Lingkungan

Tabel 12. Indeks Lingkungan

Provinsi Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Sumatera Utara | -0.061698 -0.002563 0.412632 0.732654 -0.0925
Bangka -0.429867 -0.208217 -0.19432 0.110291 0.01345
Belitung
Banten -0.218166 0.044107 0.800163 0.758819 0.054764
DKI Jakarta 3.859683 3.414073 3.669287 3.871866 3.12994
Jawa Tengah -0.391225 -0.260361 -0.13157 0.27695 -0.40393
Jawa Timur -0.45851 -0.300559 -0.23926 0.113861 0.034731
Nusa Tenggara | -2.288502 -1.51042 -0.74644 -0.07291 -0.33301
Barat
Nusa Tenggara | -3.072773 -3.596881 -1.85011 -1.32491 -1.3186
Timur
Sulawesi -0.125557 -0.070522 0.449672 0.468677 0.355741
Tenggara
Maluku Utara -1.077148 -0.706435 -0.47065 -0.48051 -0.13322
Grafik 3. Indeks Lingkungan
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Dapat dilihat pada tabel dan grafik di atas bahwa indeks lingkungan tertinggi terdapat di DKI
Jakarta, sedangkan indeks lingkungan terendah terdapat di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi,
walaupun Nusa Tenggara Timur memiliki indeks lingkungan terendah dibandingkan provinsi
lainnya, terjadi peningkatan indeks ligkungan mulai tahun 2015 hingga 2017. Nusa Tenggara Timur
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merupakan indeks lingkungan terendah karena kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Timur masih
rendah untuk menjadi lingkungan. Hal tersebut dilihat dari masyarakat membangun pemukiman
pada lahan miring dan di daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sering terjadi banjir. Selain itu,
di Nusa Tenggara Timur seringkali terjadi konversi lahan dan penebangan hutan (Kompas, 2010).

4.2.4. Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 13. Indeks Pembangunan Berkelanjutan

Provinsi Tahun dan Ranking
2013 rank 2014 rank 2015 ranking 2016 rank 2017 rank
Sumatera -0.025309 3 -0.05167 4 0.299596 5 0.60864 4 0.404182 4
Utara
Bangka -1.279723 7 -1.07674 7 -0.9484 8 -0.5433 7 -0.76829 8
Belitung
Banten -0.603207 5 -0.37611 5 0.316403 4 0.424956 5 -0.07275 5
DKl Jakarta | 4.230246 1 4.506753 1 4.798167 1 5.104339 1 5.743841 1
Jawa -0.095414 4 0.688634 3 0.727419 3 1.260036 3 0.919915 3
Tengah
Jawa Timur | 0.738592 2 1.157853 2 1.354075 2 1.979984 2 2.074817 2
Nusa -3.077022 9 -2.1833 9 -1.68861 9 -1.34684 9 -1.20267 9
Tenggara
Barat
Nusa -3.326241 10 -3.56967 10 -2.25397 10 -1.99976 10 -1.94782 10
Tenggara
Timur
Sulawesi -1.241387 6 -1.05133 6 -0.57136 6 -0.31739 6 -0.55302 6
Tenggara
Maluku -1.548544 8 -1.24393 8 -0.81414 7 -0.87136 7 -0.68918 7
Utara

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks pembangunan berkelanjutan tertinggi terdapat
pada provinsi DKI Jakarta, sedangkan Indeks pembangunan berkelanjutan terendah yaitu Nusa
Tenggara Timur. Hal tersebut terjadi karena aspek ekonomi DKI Jakarta berada pada tertinggi kedua
di bawah Provinsi Jawa Timur yang merupakan aspek ekonomi tertinggi. Selain itu, pada aspek sosial
provinsi DKI Jakarta pun berada pada salah satu yang tertinggi. Bahkan, pada aspek lingkungan yang
menggunakan variabel indeks kualitas udara, PDRB lingkungan hidup, rumah tangga yang memiliki
akses air minum layak, dan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak provinsi DKI Jakarta memiliki
nilai indeks tertinggi. Hal tersebut terjadi karena pemerintah DKI Jakarta telah melakukan
pengembangan kota Hijau dan terdapat peningkatan inisiatif masyarakat DKI Jakarta untuk
mengembangkan biopori dalam meningkat daya resap suatu lahan dan DKI Jakarta telah
memperbaiki taman kota menjadi ruang terbuka hijau (Bappenas, 2014). Peringkat indeks
pembangunan berkelanjutan terendah yaitu Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut terjadi karena
Indeks ekonomi dan indeks sosial Provinsi Jawa Timur berada pada posisi terakhir dari 10 provinsi.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2014) yang meneliti indeks pembangunan
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berkelanjutan di 33 provinsi di Indonesia tahun 2010-2011 hasilnya adalah Provinsi Nusa Tenggara
Timur memiliki nilai IPB terendah. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara
Timur masih terdapat masalah gizi buruk, angka kematian balita yang tinggi, sumber air minum yang
tidak layak, dan pendapatan masyarakat yang rendah.

5. SIMPULAN

Pengembangan sektor pariwisata seringkali tidak memerhatikan lingkungan bahkan dengan
adanya sektor pariwisata menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Meskipun begitu, pemerintah
Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan sektor pariwisata karena mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan
mengembangkan 10 provinsi wisata prioritas. Dari pengembangan 10 provinsi prioritas tersebut,
pemerintah bertujuan pula untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan
meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung. Penelitian ini, ingin menemukan manakah dari
10 provinsi wisata prioritas yang memiliki indeks pembangunan berkelanjutan tertinggi dan
terendah. Hasil penelitian ini, tidak sesuai dengan hipotesis karena hasilnya menunjukkan bahwa
indeks pembangunan berkelanjutan tertinggi yaitu DKI Jakarta dan Indeks Pembangunan
berkelanjutan terendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut terjadi karena indeks
ekonomi DKI Jakarta tertinggi kedua di bawah Provinsi Jawa Tengah, indeks sosial DKI Jakarta
merupakan salah satu yang tertinggi, dan indeks lingkungannya menempati posisi pertama. Disisi
lain, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai IPB terendah hal tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu masih terdapat masalah gizi buruk, angka kematian balita yang tinggi, sumber
air minum yang tidak layak, dan pendapatan masyarakat yang rendah. Dari hasil tersebut, perlu
adanya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan karena dengan adanya pariwisata
berwawasan lingkungan dapat meningkat perekonomian dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Selain itu, perlu adanya kepedulian masyarakat terhadap Kkelestarian lingkungan khususnya
masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur karena provinsi ini memiliki potensi wisata yang indah
sehingga mampu menarik wiatawan untuk datang. Jika masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan
ditambah lagi dengan peningkatan wisawan yang berkunjung maka mampu membuat sumber daya
alam di tempat tersebut menjadi rusak.
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Abstrak

Sektor pariwisata Indonesia adalah sektor yang berpotensi besar untuk
berkontribusi pada pendapatan negara. Kekayaan alam serta sejarah Indonesia
menjadi daya tarik yang kuat bagi para wisatawan, terutama wisatawan
mancanegara. Selain kekayaan dan sejarahnya pemerintah Indonesia membuat
kebijakan bebas visa dan juga meningkatkan pembangunan infrastruktur yang
bertujuan untuk meningkatkan wisatawan mancanegara. Tujuan penelitian ini
bertujuan untuk melihat efektifitas kebijakan bebas visa dan pembangunan
infrastruktur dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang
akhirnya dapat meningkatkan PDRB pariwisata. Data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi 34 provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik (BPS) dengan teknik analisis Ordinary Least Square (OLS). Hasil
penelitian menunjukan bahwa kebijakan bebas visa tidak berpengaruh signifikan
begitu juga dengan kunjungan wisatawan mancanegara tidak berpengaruh signifikan
terhadap pendapatan sektor pariwisata. Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan
bandara tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sektor pariwisata
sedangkan jalan dan sanitasi berpengaruh signifikan.

Kata Kkunci: Kunjungan wisatawan mancanegara, kebijakan bebas visa,
pembangunan infrastruktur, PDRB pariwisata.

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam perekonomian
dunia. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor wisata terhadap penciptaan lapangan
pekerjaan, Gross Domestic Product (GDP), dan investasi secara global. Penelitian John Naisbitt dalam
Global Paradox, mengatakan dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia.
Pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Sektor
pariwisata sebagai sektor berbasis jasa merupakan salah satu sektor potensial bagi pembangunan
nasional karena mampu mendatangkan devisa bagi negara. Sektor tersebut mampu memberikan
dampak berganda (multiplier effect) pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara
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langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan dalam bidang kepariwisataan dicerminkan dengan
semakin meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Sektor
pariwisata di Indonesia memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor
pariwisata juga membuka peluang usaha jasa pariwisata, baik langsung maupun tidak langsung, serta
membuka banyak peluang kerja.

Grafik 1. PDB Sektor Pariwisata tahun 2012 - 2016
1200000

995501
1000000 904849

784191

572805

200000

0

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keberhasilan sektor pariwisata dalam menyumbang PDB dari tahun 2012 hingga 2016
terlihat dalam Grafik 1 yang menunjukan adanya tren yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2012
dan 2013 pemerintah sudah menetapkan 14 negara untuk mendapatkan fasilitas bebas visa dan pada
tahun 2015 saat pemerintahan Presiden Jokowi negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa
menjadi 30 negara, berkembang menjadi 75 negara lalu ditetapkan menjadi 169 negara. Tujuan
pemerintah menambah negara yang mendapatkan fasilitas tersebut adalah untuk terus
meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata dan untuk mencapai target kunjungan
wisatawan asing sebesar 20 juta turis pada tahun 2019. Kebijakan bebas visa pada tahun 2014 ke
2015 dapat meningkatkan PDB pariwisata dengan selisih yang cukup besar dibandingkan tahun
sebelumnya.

Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara. Salah satunya infrastruktur, semakin memadainya fasilitas transportasi sepertinya
adanya jalan sebagai akses menuju suatu destinasi wisata akan memudahkan wisatawan
mancanegara untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Bagi negara yang mengandalkan sektor
wisata, berkurangnya wisatawan akan mengurangi pendapatan negara khususnya di sektor
pariwisata dan berkurangnya wisatawan juga akan membuat sektor jasa wisatawan dari hotel,
transportasi, pemasukan alokasi wisata, dan usaha pendukung seperti oleh-oleh, makanan akan
mengalami penurunan dan kelesuan. Bila terjadi penurunan maka pemasukan pemerintah juga
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mengalami penurunan. Selain infrastruktur jalan, infrastruktur berupa bandara, pelabuhan, dan
sanitasi yang berada di daerah tujuan wisata menjadi faktor pendukung untuk menarik wisatawan
mancanegara berkunjung ke Indonesia. Selain untuk menarik wisatawan mancanegara untuk
berkunjung, kebijakan bebas visa bertujuan meningkatkan hubungan kerjasama negara Indonesia
dengan negara lain dalam rangka meningkatkan sektor perekonomian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari bebas visa adalah untuk meningkatkan
kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan bebas visa dengan secara bertahap menambah jumlah negara
diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia dalam meningkatkan PDB
pariwisata. Untuk mendukungnya, pemerintah juga sudah membangun berbagai infrastruktur dalam
rangka menarik wisatawan karena oembangunan infrastruktur merupakan prasyarat untuk
mengembangkan sektor pariwisata (Kompas, 2016).

Dalam pencapaian target, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 memang
mencapai 15,81 juta atau tumbuh sebesar 12,58%. Namun ternyata, pertumbuhan kunjungan
wisatawan mancanegara tahun 2018 lebih lambat bila dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh
sebesar 21,88% (tirto.id, 2019). Selain itu, adanya kebijakan bebas visa dinilai tidak begitu besar
dalam meningkatkan pendapatan negara. Menurut Kemenham, adanya bebas visa malah merugikan
negara karena banyaknya pelanggaran wisatawan mancanegara di Indonesia. Berdasarkan
pernyataan tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan:

1. Apakah kebijakan bebas visa efektif dapat meningkatkan kunjungan wisatawan
mancanegara?

2. Apakah kebijakan bebas visa dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan
pendapatan sektor pariwisata?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan penulis, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan bebas visa dan infrastruktur terhadap
pendapatan sektor pariwisata di Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap
dapat melihat efektifitas kebijakan bebas visa terhadap pendapatan sektor pariwisata 34 provinsi di
Indonesia.
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1.4 Kerangka Pemikiran

Infrastruktur
s sy Vs
Kebijakan Pendapatan Kunjungan
BEBAS VISA Sektor Wisatawan
169 negara Pariwisata Mancanegara

o W , Vs

Sektor pariwisata sebagai sektor berbasis jasa merupakan salah satu sektor potensial bagi
pembangunan nasional karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Keberhasilan dalam bidang kepariwisataan dapat dicerminkan dengan semakin meningkatnya
kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang nantinya dapat berpengaruh pada
pendapatan sektor pariwisata yang dapat dilihat melalui PDRB pariwisata. Variabel pertama yang
diperkirakan dapat memengaruhi PDRB pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara. Semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, pendapatan
negara untuk sektor pariwisata juga akan meningkat.

Variabel berikutnya adalah infrastruktur. Untuk mencapai pertumbuhan pariwisata
membutuhkan investasi yang besar dalam hal infrastruktur khususnya infrastruktur konektivitas
seperti jalan, laut, dan udara (OECD, 2019). Adanya infrastruktur dapat meningkatkan mobilitas
pengunjung dan kepuasannya yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang kebutuhan baik
warga setempat maupun wisatawan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat
memungkinkan suatu daerah dapat mengembangkan destinasi wisata yang ada dan menumbuhkan
daerah wisata baru yang akan menarik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara untuk datang ke
Indonesia. Namun, ketersedian infrastruktur memiliki kendala. Salah satunya masalah waktu,
pembangunan atau pengambangan infrastruktur memerlukan waktu yang lama dalam
memperbaharui mampu memperbaiki infrastruktur yang rusak. Sehingga, pendapatan sektor
pariwisata tidak berkembang bahkan bisa jadi menurun.

Selanjutnya upaya pemerintah dalam menarik kunjunga wisatawan adalah dengan adanya
kebijakan bebas visa. Kebijakan bebas bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama negara
Indonesia dengan negara lain, yang bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian serta
meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara agar berkunjung ke Indonesia. Hingga kini tercatat
sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan
demikian, pendapatan sektor pariwisata di Indonesia dapat meningkat.
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2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Adam Smith dalam Todaro (2010), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua
faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Terdapat tiga unsur
pokok dari sistem produksi suatu negara, yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan
produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas
maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.

2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peran pasif dalam proses
pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan
tenaga kerja.

3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan
output. Adapun laju pertumbuhan ekonomi, dalam konteks ini melibatkan PDRB, sangat dipengaruhi
oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya.

Memiliki teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada
faktor-faktor produksi seperti berikut:

Persamaan A Y = f (AK, AL, AT)

Keterangan:

AY = tingkat pertumbuhan ekonomi

AK = tingkat pertambahan barang modal
AL = tingkat pertambahan tenaga kerja
AT = tingkat pertambahan teknologi

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah)
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan)
ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi
di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor
kepemil